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Abstract 

National hero, Javanese mystic, this war is the way or occurs in central Java with a 
variety of forces where the power, traditional power between dutch forces that have 
a modern style when cannons, long-barreled weapons, pistols use defense strategy 
Fort Stelsel.The purpose of this study to find out the war impulse impulse to or other 
areas of the base so the basis in the effort to release from the shackles. In contrast to 
the steps in other countries of the universe war which by Prince Diponegoroakan 
grace in the war concept that inspires war has the ability in his generation in 
addition to being able to live from a bold direction to act as a war Indonesia 
metamorphosed into a nation of strength that is growing in line with the military 
growth of other nations. The nation's economic economy is related to the role of 
persimmons in sub-district cities that are more strategic, the universe war becomes 
an alternative solution in the nation's problems. The research method by which 
riview literature exists is several research results on total war of war, issues, 
differences and differences from 9 qualitative and descriptive research studies. 
Results; 9 research of the people's village officials in the diponegro war has the 
name of the concept of war war and total war which is not sure the persimmon, 
populism and territory in the war that occurred. Discussions; In the Java war or 
Diponegoroan War, the concept of universal war is interesting to be studied about 
the universe war or total war there needs to be a proper involvement of community 
support in the container of the concept of universal war consisting of the universal, 
populist and regional unity concept of war in the future. 


Keywords: war; greatest; concept; universal war; total war 


Abstrak 
Pahlawan nasional, mistik Jawa, perang ini berjalan atau terjadi di Jawa tengah 
dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki secara tradisional melawan 
kekuatan Belanda yang cenderung memiliki persenjataan modern pada saat seperti 
Meriam, senjata laras panjang, pistol serta penggunaan strategi pertahanan Benteng 
Stelsel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perang tersebut mempengaruhi 
dorongan perlawanan sejenis kepada wilayah atau daerah lain yang menjadi dasar 
dalam upaya pelepasan dari belenggu penjajahan. Berbeda dengan pergerakan di 
negara lain perang semesta yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro merupakan 
anugerah dalam konsep berperang yang mengilhami pemahaman berperang pada 
generasi berikutnya sehingga selain mampu melepaskan diri dari penjajahan secara 
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ilmu berperang Indonesia bermetamorfosa menjadi bangsa yang memiliki kekuatan 
militer yang senantiasa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan militer bangsa 
lainnya. Perkembangan kondisi bangsa terkait dengan peran kesemestaan dalam 
menghadapi kondisi ancaman yang lebih bersifat kontemporer maka strategi perang 
semesta menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa 
kedepan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature riview dilakukan 
berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang perang semesta atau total war, issue, 
persamaan dan perbedaan dari 9 penelitian penelitian qualitative dan deskriptif. 
Hasil; berdasarkan 9 penelitian diperoleh kesimpulan keterlibatan rakyat pada perang 
Diponegro memiliki kesamaan tentang konsep perang semesta dan total war yang 
melibatkan unsur kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan dalam perang yang 
terjadi. Diskusi; Dalam perang Jawa atau Perang Diponegoro merupakan konsep 
perang semesta yang menarik untuk dikaji karena pemahaman tentang perang 
semesta atau total war memerlukan pemahaman yang tepat terkait pelibatan 
dukungan masyarakat dalam wadah konsep perang semesta yang terdiri dari 
kesemestaan, kerakyatan serta kewilayahan sebagai kesatuan konsep berperang pada 
masa yang akan datang. 


Kata Kunci: perang; terbesar; konsep; perang semesta; total war 


Pendahuluan 
Pahlawan nasional, mistik Jawa, perang ini berjalan atau terjadi di Jawa tengah 


dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki secara tradisional melawan 
kekuatan Belanda yang cenderung memiliki persenjataan modern pada saat seperti 
Meriam, senjata laras panjang, pistol serta penggunaan strategi pertahanan Benteng 
Stelsel, dengan keterbatasan yang dimiliki sebagai seorang pemimpin perang yang 
didukung oleh rakyat karena beliau adalah salah satu Pangeran Yogyakarta, Dipanagara 
(1785-1855) atau dikenal sebagai Diponegoro) (Becker, 2015). Salah satu pendapat 
tentang perang diponegoro dari seorang peneliti yang menggambarkan sebuah 
keberadaan perang besar yang melibatkan rakyat dalam melawan penjajahan. Masuknya 
Belanda kedalam pemerintah dalam hal ini keraton, telah memberikan pengaruh dalam 
tata kehidupan yang semula ketat dengan tradisinya berubah mengikuti tradisi barat 
yang membuat Pangeran Diponegoro kurang simpati sehingga lambat laun memicu 
perasaan tidak suka dan berujung pada lahirnya perlawanan (Dewi, 2020). Kondisi 
lingkungan keraton tersebut pada akhirnya mempengaruhi lahirnya perlawanan 
melawan Belanda dipicu oleh adanya pengaruh negatif yang merubah tatanan budaya 
dan cenderung dinilai negatif oleh rakyat. 

Pada masa kini perang dimaknai sebagai cara mengalahkan musuh pada medan 
yang tidak lagi linier menggunakan berbagai metode dan cara berperang melibatkan 
pola bertahan dan menyerang pada obyek tertentu dalam upaya mencapai tujuan 
kemenangan. Perang semesta tidak harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara 
militer (Prabowo, 2016), dengan pemahaman tersebut maka perang pada per- 
kembangannya mengalami perubahan bentuk dan cara berperang namun dalam 
pandangan perang semesta tetap melibatkan peran seluruh rakyat dengan segala potensi 
dan kemampuannya dalam wilayah yang dipertahankannya. Konsep cara berperang 
tersebut yang mengilhami pemahaman konsep perang semesta pada generasi berikutnya 
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bermetamorfosa menjadi pertahanan yang bersifat semesta dalam arti melibatkan 
seluruh potensi yang dimiiki menghadapi era berperang kontemporer dengan 
menggunakan berbagai metode. Perkembangan peperangan pada saat ini berubah 
konsep yang sangat mendasar dari yang bersifat konvensional menjadi lebih mengarah 
kepada penggunaan kekuatan secara tidak frontal, dengan menggunakan berbagai ruang 
yang dianggap dapat digunakan sebagai peluang untuk mengalahkan lawan pada 
bidang-bidang tertentu dengan tujuan melemahkan kekuatan secara tidak langsung 
sehingga seiang terjadi perlawanan yang bersifat asimetri, non linier, namun memiliki 
dampak terhadap kondisi kekuatan lawan menjadi lemah (Kementerian Pertahanan, 
2015). 

Berbagai literature baik jurnal maupun buku telah membahas tentang perang 
semesta seperti pendapat Bambang Yunianto, pentingnya peningkatan tingkat 
kemampuan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut dengan Bandar Udara Internasional 
Juanda akan meningkatkan fungsi dan perannya dalam pelayanan dunia penerbangan 
sehingga pada saatnya nanti dapat lebih mudah untuk digunakan dalam operasi perang 
dan konsep perang semesta akan dapat terdukung terutama dari sisi kesemestaan dan 
kewilayahan. Menurut (Yunianto, 2017) perang semesta berkaitan dengan kerjasama 
kebandaraan. Dikaitkan dengan Pandemi Covid-19 pendapat perang semesta 
disampaikan dalam jurnal yang ditulis oleh Budi, Syaiful Anwar yang mengangkat 
penggunaan strategi yang digunakan pada penanganan permasalahan Pandemi Covid-19 
dengan melibatkan kesemestaan kewilayahan serta kerakyatan memberikan efektifitas 
terhadap pencapaian hasil penanganan sekaligus menjadi gambaran dalam penggunaan 
strategi perang semesta (Budi & Anwar, 2021). Menurut Devis Lebo, Syaiful Anwar, 
keberhasilan dalam perang Siber yang melibatkan potensi rakyat yang menyebar 
diseluruh wilayah bergerak bersama sehigga tercipta keunggulan perang, menuriut 
Devis Lebo tahun 2020, perang dengan segala cara atau strategi yang digunakan 
berujung pada kemampuan penggunaan kekuatan dalam upaya memenangkannya, pada 
perang yang terjadi secara Non Konvensional peran rakyat dengan segala potensi yang 
dimiliki menjadi pilihan untuk dibina dalam strategi untuk memenangkan perang 
(Bahar, 2006). Michael Broers, The Concept of “Total War' in the Revolutionary — 
Napoleonic Period, 2008, hadirnya sebuah konsep peperangan yang menggunakan 
kekuatan rakyat dalam pandangan total war, yang lebih memanfaatkan potensi militer 
dan keuangan populasi besar. (Saint-Amour, 2014) On the Partiality of Total War, 
2014, cara yang paling welas asih dalam menghadapi pelanggar hukum. Annette 
Becker, The Great War: World war, total war 2016, pada peperangan modern telah 
menghasilkan dampak terjadinya sebuah situasi traumatis yang luar biasa tanpa dapat 
dipersiapkan oleh siapa pun (Madrohim & Prakoso, 2021), The Total War Strategy 
Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon 
System of Indonesian Navy, 202, penggunaan galangan kapal sebagai salah satu strategi 
perang semesta dengan kewilayahan serta kesemestaannya merupakan kondisi yang 
sangat mendukung karena luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia dengan 
potensinya sebagai negara kepulauan (Salavrakos, 2014). 
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Dari 9 penelitian yang telah dilakukan tentang perang semesta atau total war 
masih terjadi pemahaman beragam setidaknya mengacu pada berlakunya peperangan. 
Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menganggap perlu untuk membuat Literature 
riview tentang konsep perlawanan perang semesta atau perang total pada perang jawa 
digunakan dihadapkan pada pemahaman berbagai literature penelitian yang dibahas. 

Penyusunan literature riview berupaya meneliti beberapa literature baik berupa 
jurnal maupun buku yang memiiki teori atau pendapat yang membahas tentang perang 
semesta ataupun total war, adapun teori dan teknik yang digunakan dengan mencari 
kesamaan (mendukung), mencari ketidaksamaan (kurang mendukung), memberikan 
pandangan, membandingkan serta meringkas. Adapun teori dalam penyusunan 
literature riview menggunakan; Buku Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta 
oleh Letjen TNI (Purn) JS. Prabowo berupa pandangan perang semesta meliputi tiga 
unsur yang terdiri dari Kerakyatan, Kesemestaan, Kewilayahan, merupakan perwujudan 
wujudkan dalam pendayagunaan seluruh potensi yang dimiliki oleh negara sebagai 
ruang juang dalam mengembangkan strategi pertahanan guna mencapai tujuan. 

Teori penyusunan literature riview menggunakan pendapat peneliti kajian 
literature yang menyampaikan tentang bagaimana mekanisme penyusunannya, Kajian 
literatur yang pertama: Kajian literatur pada bab pendahuluan memberikan gambaran 
tentang penggunaan strategi perang semesta pada peperangan yang kian berkembang 
terutama mengarah pada konsep perang non konvensional. Perkembangan perang 
dengan tidak lagi menggunakan model perang terbuka secara Konvensional 
menggunakan senjata untuk menaklukan lawan namun semakin beragam dengan 
penggunaan potensi yang dimiliki berubah kedalam pola kontemporer disegala bidang; 
bidang peningkatan fungsi Pangkalan Udara, Siber, Penanganan Covid-19, penggunaan 
galangan kapal yang dikembangkan secara kesemestaan, serta beberapa penelitian lain 
dengan kesimpulan yang memberikan gambaran tentang permasalahan bangsa dengan 
berbagai kondisi berupaya diselesaikan dengan strategi perang semesta yang melibatkan 
kesemestaan, kerakyatan serta kewilayahan dengan menggunakan segala potensi yang 
dimiliki. 

Berbagai penelitian yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik atau 
permasalahan yang cenderung menggunakan konsep strategi perang semesta dari 
berbagai kesimpulan dari penelitian yang ada sebagian besar memberikan hasil yang 
mendukung serta beberapa hasil yang kurang mendukung (Marzali, 2016). Penelitian 
ini perlu dilaksanakan karena adanya perkembangan situasi global dan perkembangan 
teknologi menyebabkan konflik makin tumbuh dan bersifat kontemporer menuju 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perlunya strategi perang semesta dalam 
menghadapi ancaman kontemporer tersebut bergerak mengikuti dinamika yang terjadi. 
Indonesia dengan perjalanan sejarah perangnya memiliki potensi menjawab ancaman 
dengan kesemestaanya bergerak bersama, untuk itu diperlukan strategi dengan menata 
serta menggabungkan semangat dalam menjawab tantangan tersebut. 


1250 Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, Juni 2021 


Perang Jawa Terbesar (Perang Diponegoro) 1825-1830 dalam Pandangan Konsep 
Perang Semesta atau Total War 


Metode Penelitian 

Kajian literature dari beberapa penelitian memberikan gambaran tentang 
perkembangan pengetahuan khusunya tentang penggunaan strategi perang semesta yang 
berawal dari sebuah strategi perang menuju kepada penyelesaian konflik tidak hanya 
dalam peperangan namun berkembang secara signifikan pada cara atau strategi 
menghadapi peperangan pada saat ini bahkan pada masa yang akan datang. Pada 
penelitian penggunaan strategi perang terdahulu memberikan pembelajaran bahwa 
kecenderungan perang konvensional telah memberikan dampak yang luar biasa yang 
menyebabkan trauma tersendiri bagi umat manusia, namun dengan penggunaan strategi 
perang yang non konvensional mendorong perubahan strategi memenangkan 
peperangan tanpa banyak menggunakan simbol-simbol kekerasan sehingga lebih dapat 
diterima sebagai suatu perubahan nilai tertentu dan tidak berakibat pada trauma seperti 
masa peperangan yang lalu (Neuman & Guggenheim, 2011), (Marzali, 2016). 
Penggunaan dalam pencarian literature dalam penelitian dilakukan melalui Google 
secara online serta mengambil pendapat dari buku yang dianggap relevan dengan topik 
perang semesta. Analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif dengan 
menggunakan studi literature, pengamatan dari berbagai tulisan serta pencarian data 
melalui internet. 


Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis literature review dari jumlah 9 jurnal tentang perang 


semesta terdapat beberapa penelitian yang mendukung pemahaman perang semesta 
terkait dengan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan, serta terdapat beberapa yang 
kurang mendukung. Pada penelitian yang mendukung pemahaman perang semesta 
antara lain pendapat Bambang Yunianto, Peningkatan standar bandara Internasional 
Juanda kepada perubahan menuju kelas Internasional memberikan dampak terhadap 
perubahan tata kelola yang lebih baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan 
sehingga dengan meningkatnya standar menjadi standar Internasional akan dapat 
memberikan pengaruh atau dukungan terhadap pemberlakukan strategi perang semesta 
karena penanganan masalah yang terkait dengan angkutan penerbangan sampai dengan 
taraf Internasional dapat tertangani dengan baik (Yunianto, 2017), penelitian tersebut 
merupakan penelitian yang mendukung konsep perang semesta. Pandemi Covid-19 
yang melanda diberbagai belahan wilayah dunia termasuk didalamnya Indonesia 
memerlukan konsep penanganan yang bersifat semesta dalam arti melibatkan berbagai 
potensi bangsa, 2020 dalam penelitian tersebut menunjukan konsep perang semesta 
mendukung pada strategi pemerintah dalam menangani permasalahan pandemi Covid- 
19 (Budi, 2020). Berkembangnya cara berperang yang menggunakan Siber memerlukan 
cara atau strategi dalam perlawanannya dengan menggunakan kemampuan potensi 
bangsa melalui sumber daya yang mampu menjawab tantangan tersebut, 2020 (Lebo & 
Anwar, 2021), penelitian tersebut memberikan gambaran tentang penggunaan kekuatan 
dalam bidang perlawanan siber yang mendukung terhadap pelibatan konsep 
kesemestaan. 
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Sementara pendapat yang kurang mendukung dalam pemahaman perang semesta 
pada sebagian dari unsur perang semesta antara lain Michael Broers, The Concept of 
“Total War' in the Revolutionary-Napoleonic Period, 2008, kurang mendukung pada 
unsur kerakyatan dan kewilayahan. Annette Becker, The Great War: World war, total 
war, 2016, kurang mendukung karena konsep perang total yang dilaksanakan lebih pada 
penggunaan potensi yang digunakan secara konvensional sehingga lebih banyak 
memakan korban, hal tersebut terjadi juga karena gaya berperang pada masa itu dengan 
konsep saling berhadapan, namun pada konsep perang yang berkembang memberikan 
pelajaran tentang konsep perang baru menuju kepada kondisi non konvensioanal atau 
bahkan bersifat kontemporer. Madrohim, Lukman Yudho Prakoso, pada penelitiannya 
menyatakan bahwa strategi penggunaan galangan kapal pada konsep strategi perang 
semesta masih memerlukan komitmen dalam merumuskan sistem transparansi khusus 
sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaanya. Dr.Ioannis-Dionysios 
Salavrakos, dalam penelitianya dirasakan masih kurang mendukung dari ketiga unsur 
perang semesta karena hasil dan pembahasannya lebih berorientasi pada permasalahan 
ekonomi negara. 

Perang jawa memiliki konteks perlawanan dalam kondisi kekuatan militer yang 
tidak seimbang melawan Belanda, namun tata cara pelibatan rakyat sebagai kekuatan 
perlawanan memberikan catatan positif dalam membangkitkan semangat berperang 
pada generasi berikutnya. Penelitian yang telah dilakukan merupakan gambaran tentang 
perang semesta terkait perkembangan situasi pada zamannya, pada Perang Dunia 
Pertama, beberapa baris argumen yang jelas telah dikembangkan, terutama dua 
pendekatan yang berbeda, meskipun tidak bertentangan dengan konsep perang total. 
Satu, diberi label nominalis oleh editor berpendapat bahwa itu adalah fenomena 
diskritnya, yang mencakup dua perang dunia, mobilisasi besar-besaran dari konflik 
tersebut dan erosi perbedaan sipil-militer. Ini mencerminkan kesadaran kontemporer 
bahwa peperangan telah berubah secara radikal (Mulligan, 2008). Perubahan dalam 
berperang yang cenderung menggunakan kekuatan yang melibatkan kekuatan militer 
dan sipil pada masa kini lebih beragam karena pengaruh ilmu pengetahuan serta 
dinamika konflik yang terjadi. Peperangan dan konflik antar negara senantiasa terjadi 
dan berkembang mengikuti dinamika lingkungan strategis, upaya penanganan konflik 
tersebut disesuaikan kemampuan dari masing-masing negara dengan menggunakan 
potensi yang dimiliki dengan efektifitas tujuan yang ingin dicapai (Muradi, 2003). 

Pada pendapat lain mengungkapkan bahwa perang semesta atau perang total 
merupakan proses yang terjadi karena perkembangan situasi peperangan, hal tersebut 
disampaikan oleh pendapat ahli; Seorang penulis yang menulis pada tahun 1957 
mendefinisikan "perang total" sebagai "kelangsungan hidup AS atau U.S.S.R. sebagai 
negara yang berdaulat adalah masalah perang." Dia melanjutkan dengan bersikeras 
bahwa tidak ada definisi yang memuaskan tentang perang terbatas dan bahwa tidak ada 
yang bisa menjelaskan kapan konflik berhenti menjadi ini dan berubah menjadi "total" 
(Stoker, 2016). Pada pendapat lain diungkapkan oleh Clausewitz dan Ludendorff; 
mempersiapkan komunitas internasional, di masa damai, melalui publikasi gagasan 
yang beresonansi dengan keyakinan politik dan preferensi militer untuk berperang 
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dalam dua cara berbeda. Bahwa cara perang Ludendorff kalah dari Clausewitz tidak 
ditentukan sebelumnya. Total War menjadikan peperangan lebih sebagai proses yang 
obyektif dan ilmiah daripada pertempuran yang menentukan (Honig, 2012), konflik 
intensitas rendah, Perang Saudara, Perang Gerilya, Perang Hibrid, Perang Zona Abu- 
abu, dan sebagainya. Terlalu sering hasil dari upaya ini berupa kebingungan, bukan 
klarifikasi. Total War atau Perang total memiliki tiga ciri yang berbeda: (1) saling 
ketergantungan yang sangat erat antara angkatan bersenjata dan kekuatan produktif 
bangsa, yang memerlukan perencanaan pemerintah berskala besar; (2) perpanjangan 
perang pengepungan yang melibatkan bangsa secara keseluruhan baik dalam tindakan 
ofensif maupun defensif; dan (3) fitnah umum terhadap bangsa musuh (Stoker, 2016). 


Kesimpulan 

Dari 9 penelitian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa perang yang terjadi 
dipulau jawa khususnya pada perang diponegoro memiliki pemahaman perang semesta 
yang terdiri dari kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan sebagaimana telah 
disampaikan oleh beberapa literature, namun terdapat beberapa pendapat yang tidak 
sepenuhnya mendukung unsur perang semesta karena tidak terpenuhinya ketiga unsur 
perang semesta. Pada hakekatnya perang semesta merupakan perang yang melibatkan 
rakyat dengan perannya masing-masing di seluruh wilayah sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya serta perubahan pola kontemporer yang berkembang sebagai kekuatan 
perlawanan atau karena perkembangan situasi dan kondisi kemampuan sumberdaya 
yang memaksa untuk melawan cara dengan perang semesta atau perang total. 
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Abstract 

WHO urged the world population to practice social distancing to prevent 
transmission of the COVID-19. Social distancing leads the policy to limit mobility of 
people to work, school and other social activities. Restricting population mobility 
makes people start to look for other alternatives to do economic activities. The use of 
the internet is optimized in carrying out economic activities. This research aims to 
describe the economic activity using internet during COVID-19 pandemic. The 
research also aimed to show the relationship between the people mobility during 
COVID-19 with economic activity using internet. Descriptive analysis and inference 
analysis are applied to analyse the economic activities. Data source are provided by 
google trend and google COVID-19 community mobility report. Google trend data 
are used to represent the economic activities by deriving the gueries of keywords 
related to economic activities. The People mobility to retail, grocery, parks, transit 
station, workplace and residential are obtained from Google COVID-19 mobility 
report. Data from COVID-19 mobility report treated as independent variables. As 
for dependent variables, data from google trend are applied with the keyword ‘ual’ 
and ‘beli’. Two multiple linear regression models are applied to show the 
relationship between independent variables and dependent variables. The result 
showed that mobility to workplace and residential are significantly affecting 
economic activity during pandemic time for both models. 


Keywords: google trend; covid-19 mobility report; regression 


Introduction 
The coronavirus COVID-19 cases first time appeared in Wuhan, China. The 


coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 
international conveyances. WHO urged the world population to practice social 
distancing to prevent transmission of the COVID-19. Until May 16, 2020, the number 
of cases of COVID-19 infection in Indonesia was 17,025 and the number of patients 
who died from COVID-19 was 1089. The average number of cases found per day was 
more than 400 cases per day. Indonesia make critical decision to combat the spread of 
the Covid-19 virus, by implementing a Large-Scale Social Restriction (Pembatasan 
Sosial Berskala Besar) or known as PSBB. PSBB is a limitation of certain activities in 
an area suspected of being infected with COVID-19. An area can apply a PSBB, if the 
province / district / city region meets two criteria. First, the number of cases or deaths 
due to disease has increased and spread significantly to several regions. Second, the area 


How to cite: Monika, Anugerah Karta (2021) The Utility Of ‘Covid-19 Mobility Report’ And “Google Trend’ For 
Analysing Economic Activities, (3)6. hitps://doi.org/10.36418/syntax-ideay3i6. 1224 

E-ISSN: 2684-883X 

Published by: Ridwan Institute 


The Utility of “Covid-19 Mobility Report’ and ‘Google Trend’ for Analysing Mobility 


where the disease is present also has epidemiological links with similar events that 
occur in other regions or countries. If both criteria are fulfilled, the Indonesian Ministry 
of Health will determine the region to apply the PSBB. 

PSBB is explained by Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 article 2. In 
Indonesia, there are 18 provinces and districts / cities that apply the PSBB after it is 
approved by the Indonesian Ministry of Health. The PSBB was first implemented by 
DKI Jakarta Province on April 10, 2020. Through its leadership, local government has a 
significant role to play in working across sectors and with civil society partners to 
support and accelerate action to address the social determinants of health and the causes 
of health inequalities (Organization, 2012) 

Coronavirus COVID-19 outbreak affecting economy activity. Restricting 
population mobility makes people start to look for other alternatives to do economic 
activities. The use of the internet is optimized in carrying out economic activities. 
Badan Pusat Statistik released that 73,75 percent of household used internet in the last 3 
months. Internet use for economic activity by the household is confirmed by looking at 
data that 47,69 percent of population age 5 years and over ever accessing internet for the 
last 3 months. 50,50 percent of male population use internet for the last 3 months, while 
44,86 of female population use internet for the last 3 months. Jakarta is the biggest 
internet user in Indonesia, 73,46 percent of Jakarta population age 5 years and over ever 
accessing internet for the last 3 months (Badan Pusat Statistika, 2020). 

Economic activities that use the internet include trading transactions using 
application for marketplace. The use of internet search engines is getting popular for 
doing business and other economic activity. People look for information through search 
engines to sell or buy. The most searches are done through the Google search engine. 
Google is the most popular search engine in the world with a market share of more than 
70%. In addition, Google also controls the search market share via mobile devices with 
a market share of more than 85%. 

Google provides data to find out the most searched keywords through the Google 
Trend feature. Google Trends can be used for comparative keyword research and to 
discover event-triggered spikes in keyword search volume. During the pandemic, 
google release Community Mobility Reports to provide insights into what has changed 
in response to policies aimed at combating COVID-19. 

The purpose of this research is to describe the economic activity that using 
internet during COVID-19 pandemic. The research also showed the relationship 
between the people mobility during COVID-19 with the economic activity that use 
internet search on google. 

The utility of google trend by using keyword provide not only number but also 
geographic location of searches (Support.google.com, 2020). This make data from 
google trend can be utilize for research. Epidemiological research use data from google 
trend as valuable future implication in aiding surveillance of broad range of diseases 
(Seifter, Schwarzwalder, Geis, & Aucott, 2010). Another use of google trend by 
financial research as an approach to portfolio diversification. The diversification is used 
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based on the popularity of stock measured by search gueries from google trend 
(Kristoufek, 2013). 

Mobility of people to do their activity in their everyday life is recorded to google 
maps. The google location history browser is a minute-by-minute map of our life. It 
happened when we have device that carry any google-filled gear like android phone or 
tablet (Techcrunch.com, 2020). This is the data that is collected to make COVID-19 
Mobility Report. 

During pandemic where people practice social distancing, mobility become a 
constraint in human development. A paper extends recent research on the economics of 
human development and social mobility (Heckman & Mosso, 2014). It presents 
economic models that rationalize the evidence of social mobility and unify the treatment 
effect and family influence literatures. The study of people’s mobility in pandemic era 
also delivered by (Junghwan Kim & Kwan, 2021) the finding suggested that the 
restricting people's mobility to control the pandemic may be effective only for a short 
period, especially in liberal democratic societies. Data mobility report by Google can be 
used to show the effects of mobility and highlight the importance of appropriate 
mobility restrictions in terms of the pandemic (Kartal, Depren, & Depren, 2021). 

Economic activities that involve the use of internet search engines such as google 
search require the trust of its users. The meta-analytic structural equation modelling 
analysis indicated that online trust mediates the effect of various antecedents on 
behavioural intention (Yeolib Kim, 2015). Sometimes people influence other to buy or 
sell on internet, especially in e-commerce. To maximize the influence power in e- 
commerce, enhancing opinion leaders’ credibility is crucial (Wu et al., 2018). 

The relationship between population mobility and economic activity has been 
done a long time ago by economist. The approach taken was to look at the relationship 
between migration and economic development. This type of analysis should take into 
account the following interrelated dimensions: social agents, global context, regional 
integration, national environment, and local levels (Wise & Covarrubias, 2009). This 
research gives another perspective on how to apply free-access-data in internet to 
analyse economic activities. 


Research Methods 

This paper makes use of open access data provided by Google namely google 
trend and community mobility report. Google Trends provides keyword-related data 
including search volume index and geographical information about search engine users. 
The numbers represent the search interest relative to the highest point on the chart for 
the selected region and time. A value of 100 is the peak popularity of the term, whilst a 
value of 50 means that the term is half as popular. 

COVID-19 Community Mobility Reports released globally, initially covering 131 
countries and regions. The reports use aggregated, anonymized data to chart movement 
trends over time by geography, across different high-level categories of places such as 
retail and recreation, groceries and pharmacies, parks, transit stations, workplaces, and 
residential. These reports show how visits and length of stay at different places change 
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compared to a baseline. Google calculate these changes using the same kind of 
aggregated and anonymized data used to show popular times for places in Google 
Maps. For each category in a region, reports show in 2 different ways, headline number 
dan trend graph. The headline number compares mobility for the report date to the 
baseline day. A baseline day represents a normal value for that day of the week. The 
baseline day is the median value from the 5-week period Jan 3 — Feb 6, 2020. Trend 
graph is a graph that represent the percent changes in the 6 weeks before the report date. 

Google assured that no personally identifiable information, such as an individual’s 
location, contacts or movement, will be made available at any point. These reports are 
created with aggregated, anonymized sets of data from users who have turned on the 
Location History setting, which is off by default (Support.google.com, 2020). 

Data used in this research is the mobility to retail, grocery, parks, transit station, 
workplace and residential. Data from COVID-19 mobility report treated as independent 
variables. As for dependent variables, data from google trend are applied with the 
keyword ‘jual’ and ‘beli’. The keyword ‘jual’ and “beli” are used to describe the 
economy activity. The scope of this paper is Indonesia with time series data taken from 
February 15" — May 16". 

The key purpose of any research report is to offer a clear description of what has 
been done in the various stages of the research process (Sekaran & Bougie, 2016). 
Hence descriptive analysis and inference analysis are used to report the research. 
Descriptive analysis using tables and graphs was developed to give understanding about 
what is going on with the Indonesian economy during COVID-19 pandemic. Inference 
analysis is used to show the relationship between the mobility of the people to the 
economy activity by using linear regression. Two equations are built to show the 
relationship of independent variables with dependent variables. The model applied to 
the data as follows: 


jual, = a, + a, retail, + @,grocery, + a,parks, + atransit, + a,workplace, + a,residential, 
+E 


beli, = 8, + Bretail,+ f grocery, + B,parks, + §,transit, + a,workplace, + a,residential, 
+E 1 


Where jual, and beli, denotes the popularity of keyword ‘jual’ an ‘beli’ searched 
by people in google from Feb 15 to May 16 2020. Retail, represents people's mobility to 
retail and recreation, measured by retail and recreation percent change from baseline. 
Grocery; 1s people's mobility to grocery and pharmacy, measured by grocery and 
pharmacy percent change from baseline. Parks; is people’s mobility to parks, measured 
as parks percent change from baseline. Transit; is people’s mobility to transit station, 
measured as transit station percent change from baseline. Workplace; is people’s 
mobility to workplace, measured as workplace percent change from baseline. 
Residential; is people’s mobility to residential, measured as residential percent change 
from baseline. a; and Bi where i=0, ..., 5 is the regression coefficient for the independent 
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variables of both equations. tis the data period used for research from 15 February 2020 
to 16 May 2020. 

Ordinary Least Square method is applied to estimate the parameter. The method 
required assumption that must be met. There are five assumptions: linearity and 
additivity of the relationship between dependent and independent variables, the error 
term is normally distributed, homoscedastic, no correlation between consecutive error 
and non-multicollinearity. The residual obtained by the model must meet the 
assumption to get BLUE estimator (Gujarati, 2004). BLUE stands for Best Linear 
Unbiased Estimator that assure us that the estimator obtained is the best one to explain 
the relationship between independent variable and dependent variable. 

The steps to get the best estimator required several tests to check the assumption. 
To check the linearity, usually the researcher used a plot of observed versus predicted 
values or a plot of residuals versus predicted values, which are a part of standard 
regression output. The points should be symmetrically distributed around a diagonal 
line in the former plot or around horizontal line in the latter plot, with a roughly 
constant variance. A "bowed" pattern, indicating that the model makes systematic errors 
whenever it is making unusually large or small predictions. 

The normal distribution of error term is tested using Jarque-Bera test. The idea of 
Jarque-Bera test is using the kurtosis and skewness of the error term. The null 
hypothesis is the residual is normally distributed. It means if we reject the null 
hypothesis means the residual is not normally distributed. 

The next assumption that must be met is homoscedasticity. Homoscedasticity 
explained a situation in which the error term the same across all values of the 
independent variables. The violation of homoscedasticity named heteroscedasticity will 
lead to inconsistent estimation of the parameter. The test for homoscedasticity is 
Breusch-Pagan test. The null hypothesis is the error term is homoscedastic. 

Autocorrelation refers to the correlation between the values of the same variables 
across different observations in the data. Autocorrelation often occur in regression using 
time series data. A common method of testing for autocorrelation is the Durbin-Watson 
test. A rule of thumb is that test statistic values in the range of 1.5 to 2.5 are relatively 
normal. Values outside of this range could be cause for concern. 

Multicollinearity occurs when independent variables in a regression model are 
correlated. Result and Discussion. To test the multicollinearity, we can use Variance 
Inflation Factor (VIF). A VIF above 10 indicates high correlation and is cause for 
concern. 


Results and Discussion 
Google trend provide the search of keyword “jual” and “beli”. The ' jual ' keyword 


used in this paper related to other words and they often appear on the search. Google 
provides 'jual' queries. There are 25 other words that are related to the word ‘jual’. 
Figure 1 below shows related queries for all categories. From Figure 1 we can see the 
related query for the word 'jual'. The word jual means sell usually related to producut. 
From related queries search on google, there are product names that follow the 
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keyword. The bigger space means a lot of people searched for the keyword and related 
queries. From Figure 1, we can see “jual beli” as most used keyword related to “jual” 
keyword. The ‘jual beli” keyword means buy and sell. 

When people want to get or sell a product, they will used this keyword on internet 
search. Products that related to ‘jual’ keyword are cars (mobil), houses (rumah), land 
(tanah), used cars (mobil bekas), hp (cellphones), motor (motorcycle), laptop and masks 
(masker). We can see that products following ‘jual’ keyword is items that related to 
assets belong to household. During the COVID-19 pandemic, many people sold their 
assets because of limited economic activity to fulfill their lives. There are interesting 
product related to 'jual' queries, namely 'jual vape', 'jual anjing”, “jual kucing” or sell 
vape, sell dogs, sell cats. In pandemic conditions, it is rare to see that sell or want to buy 
vape, dogs, cats. Pandemic condition may cause people to look for these things. Related 
queries for ‘jual’ keyword give us description what people will search on internet using 
google search engine. Google searches related to buying and selling are signals of 
economic activity. 


Figure 1 
Related Ouery for “jual? Keyword for All Categories 





jual beli 


Source: Google Trend Feb 15 — May 16 2020 


Meanwhile, almost the same as the word 'jual', the Google search engine also 
notes that the word buying and selling most related to the word 'beli' or buy. Figure 2 
shows a related query with the word 'beli'. From the picture, it can be seen that many 
people search on Google to buy cars, motorcycles, pulses, data packages, used cars, 
cellphones, gold. People want to buy items related to online activities such as 
cellphones, prepaid credit, data packages. This is due to the pandemic conditions where 
many people who work from home and need these products. What is interesting is the 
related query “beli emas” or 'buy gold', because at the pandemic time, the price of gold 
experienced a significant increase. It is possible that people want to save the value of 
their money in gold. 
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Figure 2 
Related Query for ‘beli’ Keyword for All Categories 


jual beli jual beli 
beli paket burung adalah 


jual beli 
mobil 


jual beli 
motor 





Source: Google Trend Feb 15 — May 16 2020 


The popularity or “jual” and “beli” keyword can be seen from Figure 3. The figure 
showed how many times the keyword is popular in web search day by day. From 
Google's trend it is seen that people always use the keywords 'sell' and 'buy' every day 
on Google search. This can be seen from the non-zero curve shape. Since the figure 
showed constantly exist every day, we can conclude that the keyword is good enough to 
represent the economic activity. Although derived from an internet search, the use of 
keywords “jual” and “beli? indicates the beginning of economic activity. This is a signal 
for transactions that are part of economic activity. 

From Figure 3. we can see “jual” is about 8.6 times in average more popular than 
‘beli’ in web search. we can say that people more often use keyword selling (jual) to 
start their economic activities on the internet. The top related query for “jual” and “beli” 
is the same, that is ‘jual beli’, and the product that have been search through the web are 
quite similar. It showed that there are no differences for those keywords to capture the 
beginning of economic activity. 

Figure 3 
Search Popularity of “jual” and ‘beli’ Keyword for All Categories 


120 





— jual a— Beli 


Source: Google Trend Feb 15 — May 16 2020 
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Google Trend also gives access to find out where internet searches come from. To 
show the source of the search location, we can see it based on the province where the 
search was conducted. Google maps the search by making an average of search origin 
each day by provinces in Indonesia. The figure 4 showed location where the web search 
launched. A darker color indicates that in that location the keyword 'jual' was the most 
searched for, while the lighter color showed the opposite, the keyword 'jual' at that 
location was the least searched. This comparison was made between provinces in 
Indonesia in research period. It can be seen from the picture that the keyword 'jual' is the 
most widely used in Google search in North Sumatra Province. The keyword 'jual' was 
used the least in the South Sumatra Province during research period. 


Figure 4 
Geomap For Keyword Jual (Feb 15 — May 16) 





Source: Google Trend Feb 15 — May 16 2020 (data processed) 


Compared to the keyword 'sell', the keyword 'buy' is the most widely used in 
South Sumatra, while this keyword is the least searched in North Sumatra. From figure 
5, we can see that ‘beli’ keyword in Sumatra Utara has the lightest colour among 
provinces in Indonesia. From this fact we can say that the two keywords are 
complements. 


Figure 5. 
Geomap For Keyword Jual (Feb 15 — May 16) 


1 é 
AN m 
A ay a. <M 


Source: Google Trend Feb 15 — May 16 2020 (data processed) 
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As the literature review says, population mobility will affect economic activity in 
a region. Population mobility associated with socioeconomic activities includes 
mobility to parks, transit station, workplace, retail, grocery and residential. The mobility 
data of people compared to baseline can be seen from figure over time. When the 
mobility data showed positive sign, it means population mobility from baseline to the 
destination such as parks, transit station, workplace, retail, grocery, residential are high 
or show rise. Negative sign showed decreased mobility from baseline. 

There is a significant decrease in mobility on March 14. The mobility to Transit 
Station experienced the most decrease number. It is followed with mobility to parks, 
workplace, retail and grocery due to the closure of many attractions, museum and malls. 
It is also due to the policy of working from home and study from home. But mobility to 
residential showed the opposite way. More people go out to residential. The reason that 
many people go out to residential is due to the closure of offices and school. Another 
reason is people from big cities go back to their hometown due to uncertainty of the 
economic activity. Until May 16, the mobility to transit station, parks grocery, retail and 
workplace are relative the same. Mobility to workplace showed cyclical trend. It gives 
the signal that the office may have policy to limit of the presence of the worker. 
Mobility to grocery start to rebound to normal at the end of research period due to 
holiday preparations for moslem (Idul Fitri day). 


Figure 6 
Population Mobility Compared to Baseline 





— Retail —mGrocety rk — Transit Static — Work — 


Source: COVID-19 Google Mobility Report Feb 15 — May 16 2020 


It is interesting to see how the mobility of the people effect economic activity. In 
order to do so, we make regression model as we write before. The first equation showed 
how mobility from baseline effect the economic activity that represent by “jual 
keyword. Table 1 showed that mobility to transit station, workplace, and residential 
have significant effect to economic activity. a positive sign on the regression coefficient 
of a variable that has a significant effect indicates that if the variable changes by one 
unit which means that mobility from the baseline is increasing then economic activity 
will show an increase. The R squared for this model is 0.54 that mean all independent 
variables explained 54% about the dependent variable. In this case, the economic 
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activity that measured by the popularity of “jual' keyword. Simultaneously, all the 
independent variables influence the dependent variables. Anova from model 1 showed 
that the F test is significantly reject the null hypothesis. It is most often used when 
comparing statistical models that have been fitted to a data set, in order to identify the 
model that best fits the population. 


























Table 1 
Model Result, Dependent Variable: Popularity of “jual' Keyword 

Independent Variables Coefficients pect t Stat P-value 
Intercept* 81,85814 1,296925 63,11709 0,00 
retail 0,363501 0,35951 1,0111 0,31 
grocery 0,01491 0,137637 0,10833 0,91 
parks -0,19461 0,215226 -0,90423 0,37 
Transit* 0,522073 0,156825 3,329027 0,00 
Workplace* 0,904037 0,155568 5,811213 0,00 
Residential* 4,108752 0,652391 6,297993 0,00 





Sources: Data Processed by Author 


The result for the second equation is presented in Table 2. It is showed the effect 
of mobility from baseline to economic activity that represent by the popularity of ‘beli’ 
keyword on google search. The result showed that mobility to retail, parks, workplace, 
and residential have significant effect to economic activity. The interesting thing is the 
sign for the mobility variable from the baseline to the park is negative. As for the other 
variables that significantly influence the dependent variable is positive. The intercept in 
the model is the expected mean value of dependent variable when all independent 
variables are assumed zero. In this case, the expected mean value of the popularity of 
keyword ‘beli’ is 33.328 or we can interpret that the expected mean of popularity ‘beli’ 
keyword is 33.328 percent. 


























Table 2 
Model Result, Dependent Variable: Beli 
; , Standard - 
Independent Variables Coefficients Baap t Stat Salie 
Intercept* 33,328 0,506719 65,77213 0,00 
Retail* 0,335756 0,140464 2,39034 0,02 
grocery 0,012179 0,053776 0,226484 0,82 
Parks* -0,22402 0,084091 -2,66399 0,01 
transit 0,06998 0,061273 1,142101 0,26 
Workplace* 0,185704 0,060782 3,055274 0,00 
Residential* 1,028775 0,254894 4,036084 0,00 





Sources: Data Processed by Author 


The result from two equations showed that mobility to workplace and residential 
are significantly effect economic activity that measured by the popularity google search 
using ‘jual’ and ‘beli? keyword. It is confirmed that mobility to workplace and 
residential have positive impact to economic activity. Positive signs of the workplace 
and residential coefficients indicate that the more mobile people to workplace and 
residential the greater the popularity of search ‘jual’ and ‘beli’ keywords on Google 
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search. It means during COVID-19 pandemic, the mobility to workplace and residential 
increase economic activity on internet. Assumption tests have been applied to both 
models. The test results can be seen in the following table. 




















Table 3 
Model Assumption Test 

Assumption Test Result 
Linearity Plot Linear 
Error term normally Jarque-Berra Test Error term normally 
distributed distributed 
Homoscedasticity Breusch-Pagan Test Error term homoscedastic 
Autocorrelation Durbin Watson No autocorrelation 

between error term 
Multicollinearity VIF No multicollinearity 





Sources: Data Processed by Author 


The utility of open access data such as Google Trend and Google Mobility Data is 
a breakthrough for researchers. But in statistics, sampling is a methodology that reflects 
the representation of the population. The use of new data sources that do not pay 
attention to the sampling rules will produce a biased analysis. But for academics' needs, 
studies using open data sources can be a signal for research that can eliminate sampling 
bias. 


Conclusion 

The use of google trend data and COVID-19 mobility report can explained how 
mobility of the people from baseline effect economic activity. During pandemic time 
there is decreased mobility from baseline to parks, transit station, workplace, retail, 
grocery, but not to residential. Population mobility from baseline to residential 
increased during the pandemic. The proxy variables for economic activity using google 
trend data is by taken ‘jual’ and ‘beli’ keyword that showed that the keyword are 
complements. Products related to the keyword that often searched on internet mostly 
related to the need of communication, because during pandemic people need to stay at 
home and they need communication. There is a product search related to the keyword 
because of the price, namely gold. To capture the relationship between mobility and 
economic activity, multiple linear regression is applied. From two model, we can say 
there is relationship between mobility of people to economic activity. Model 1 showed 
that mobility to transit station, workplace, and residential have significant effect to 
economic activity. Model 2 showed that mobility to retail, parks, workplace, and 
residential have significant effect to economic activity. But the sign for the mobility 
variable from the baseline to the park is negative. It means the increase mobility to 
parks will slow the economic activity. From both models showed that mobility to 
workplace and residential are significantly affecting economic activity during pandemic 
time. It means the increase in mobility to workplace and residential will also increase 
economic activity. 
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Abstract 

Blended Learning can also be a word with Hybrid Learning, similar to the name of a 
learning method that combines face-to-face learning with online learning. and also 
an integration between traditional classroom methods and online activities or e- 
learning. This method can maximize the transfer rate of funds where to know which 
one is from where by face-to-face by face-to-face online. However, the 
implementation of this method is constrained by the habits or habits of teaching a life 
span that has been cultivated so as to change it out of its habit is a careful planning. 
The Planned Behavior Theory or Plan Behavior Theory (TPB) explains that, human 
action is created by three kinds: beliefs about the results of behavior and results of 
these results (behavioral beliefs), about the normative expectations of others and for 
the motivation of expectations (normative beliefs), beliefs there will be factors that 
can be processed or performance performance of behavior and strength factors In 
combination, Attitude to Behavior, subjective norms, and perceptions of Behavioral 
Control turn into behavioral intentions. In general rules, the more attitudes / 
attitudes and subjective norms (subjective norms), and the greater perceived control 
/ control felt, the stronger the intention to conduct behaviors that have a strong 
intention behavior. At the time, while his control over the bermusying, people hoped 
to be wronged their intentions there was a chance. 


Keywords: mixed learning; knowledge sharing behavior; attitude towards behavior; 
behavioral intentions 


Abstrak 
Blended Learning bisa juga disebut dengan Hybrid Learning, sesuai dengan 
namanya merupakan suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode 
pembelajaran tatap muka dengan online learning. dan juga merupakan integrasi 
antara metode kelas traditional dengan aktifitas online atau e-learning. Pendekatan 
ini dapat memaksimunkan keuntungan berupa peningkatan transfer pengetahuan 
yang dihasilkan dari interaksi face-to-face dengan interaksi online. Akan tetapi 
implementasi metode ini terkendala oleh kebiasaan atau perilaku ajar mengajar 
konvensional yang sudah membudaya sehingga untuk merubahnya perilaku 
tersebut memerlukan perencanaan yang matang. Teori Perilaku yang direncanakan 
atau Theory Plan Behavior (TPB) menjelaskan bahwa, tindakan manusia dipandu 
oleh tiga macam pertimbangan: keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku 
serta evaluasi dari hasil ini (behavioral beliefs), keyakinan tentang harapan 
normatif orang lain dan motivasi untuk mematuhi harapan (normative beliefs), serta 
keyakinan akan adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat 
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kinerja perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor tersebut (control 
beliefs). Dalam kombinasi, Attitude toward Behavior, norma subyektif, dan 
persepsi dari Behavior Control mendorong terbentuknya suatu Behavioral 
Intention. Sebagai aturan umum, semakin menguntungkan sikap/attitude dan 
Subjective Norm (norma subjektif), dan semakin besar Perceived Control/ kontrol 
yang dirasakan, semakin kuat harus niat seseorang untuk melakukan perilaku yang 
bersangkutan jadi Behavioral Intention menguat. Akhirnya, mengingat tingkat 
kontrol sebenarnya atas perilaku sudah cukup, orang diharapkan untuk 
melaksanakan niat mereka ketika ada kesempatan. 


Kata Kunci: blended learning: knowledge sharing behavior, attitude toward behavior, 
behavioral intention 


Pendahuluan 
Ilmu pengetahuan adalah sumber dari peradaban dan kemajuan budaya manusia, 


sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan suatu Negara saat ini adalah penguasaan 
teknologi, oleh sebab itu pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam 
penguasaan ilmu dan teknologi disamping pengalaman dan budaya suatu Negara 
(Idram, 2016). Perguruan tinggi yang merupakan bagian terpenting dalam perananan 
sebagai pencetak sumber daya manusia yang unggul yang bisa meningkatkan 
keunggulan kompetitif suatu Negara. 

Berkaitan hal itu model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan 
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat pembelajaran 
terma- suk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Elyas, 
2018). 

Model pembelajaran adalah bentuk atau desain spesifik yang dirancang secara 
sistematis berdasarkan teori belajar atau landasan pemikiran bagaimana mahasiswa 
belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran (Asmendri & Sari, 2018). Memiliki 
pengaturan lingkungan belajar, adanya proses interaksi, yang digunakan untuk 
membantu mahasiswa memperoleh hasil belajar lebih baik. Komponen model terdiri 
dari sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung dan dampak instruksional 
dan dampak pengiring (Sari, 2016). Kompetensi Abad 21 juga menuntut agar peserta 
didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas internet, 
dimana peserta didik bukan hanya sebatas mencari informasi, tapi peserta didik juga 
melaksanakan pembelajaran secara online. Dengan begitu keterampilan literasi TIK dan 
literasi informasi peserta didik akan tergali (Wijayanti, Maharta, & Suana, 2017). 

Di Indonesia proses pembelajaran di dunia maya biasa disebut dengan 
daring atau dalam jaringan sedangkan luring adalah luar jaringan artinya 
menggunakan klasikal (Naim, 2020). Cirinya adalah pembelajaran dilaksanakan bukan 
hanya di kelas-kelas seperti pada umumnya tapi dikolaborasikan dengan 
duniamaya atau lebih dikenal dengan kelas virtual. Penggabungan pembelajaran di 
dunia nyata dan didunia maya inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid 
learning atau blended learning (Sulistiono, 2019). Blended Learning yaitu model 
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pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisonal tatap muka dan 
pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar secara Online. 

Pentingnya penelitian mengembangkan instrumen penilaian blended learning 
ini didasari pentingnya evaluasi itu sendiri. Seperti yang disebutkan pada PP no 32 
tahun 2013 pasal 1 ayat 25 bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen 
pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung 
jawaban penyelenggaraan pendidikan (Bentri, Hidayati, & Rahmi, 2018). Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan (Indriani, Fathoni, & Riyana, 2018) dengan 
membandingkan hasil belajar antara tatap muka (Face to Face), Kombinasi (Blended 
Learning), dan Internet (Online Learning) didapatkan data bahwa penggunaan model 
pembelajaran dengan kombinasi (Blended Learning) lebih efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa. Penerapan blended learning dapat mengintegrasikan manfaat yang 
diperoleh dari knowledge management dan e-learning. Pendekatan dengan 
mengombinasikan interaksi tatap muka dan interaksi online ini idealnya mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi (Amila & Suryadi, 2016). 

Blended learning merupakan gabungan 2 (dua) lingkungan belajar. Di satu 
sisi, ada pembelajaran tatap muka di lingkungan tradisional, di sisi lain ada 
lingkungan pembelajaran terdistribusi yang mulai tumbuh dan berkembang dengan 
cara-cara eksponensial sebagai teknologi baru yang kemungkinan diperluas untuk 
distribusi komunikasi dan interaks (Sudrajat, Mulyasana, & Arifin, 2018). 

. Kualitas Pendidikan di Indonesia tergolong rendah laju perkembangannya 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Hasil survei yang telah dilakukan oleh 
Programme of International Student Assessment (PISA) tahun 2012 terhadap 
kemampuan sains, menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 65 negara di 
dunia, atau hanya satu tingkat di atas Peru (Siregar, Susilo, & Suwono, 2017). 
Universitas Pasundan (Unpas) berdiri sejak tanggal 14 November 1960, didirikan oleh 
Paguyuban Pasundan (1913). Pada usia yang menjelang 50 tahun, Unpas telah tumbuh 
dan berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka dan kebanggaan masyarakat, 
terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar di lingkungan Kopertis Wilayah 
IV Jabar dan Banten (www.unpas.ac.id). Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi 
ternama di Indonesia, Unpas berkewajiban menghasilkan sumber daya berbudaya riset 
yang dapat menjalankan system industry nasional serta infrastruktur pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu social dan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan 
hakekat pendidikan tinggi yang merupakan upaya sadar untuk meningkatkan kadar ilmu 
pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dan lembaga (http:www.dikti.go.id). 
Mengacu visi jangka panjang UNPAS yaitu menjadi komunitas akademik peringkat 
internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021 (Olapiriyakul & 
Scher, 2006). 


Metode Penelitian 


Metode penelitian yang diambil dengan Konsep pengajaran online juga menjadi 
perhatian khusus bagi UNPAS terutama 7 ini dapat memaksimunkan keuntungan 
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berupa peningkatan produksi dan transfer pengetahuan yang dihasilkan dari interaksi 
face-to-face dengan interaksi online (Idram, 2016). 


Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Statistika Deskriptif Model Pengukuran 
Analisa statistika deskriptif ditujukan untuk mengetahui karakteristik jawaban 
responden serta mengenal profil responden. 

2. Analisi Statistika Desktiptif dengan Data Keseluruhan 
Statistika deskriptif model pengukuran dari data keseluruhan yang terdiri dari nilai 
tengah dan nilai mayoritas dapat dilihat pada tabel 1 































































































Tabel 1 
Statistika Deskriptif Data Keseluruhan 
Variabel A Modus 
laten Tem” Median Nilai Persentase 
ATI 4 4 63.64% 
Attitude Toward Knowledge AT2 4 4 48.18% 
Sharing (ATKS) AT3 4 4 49.09% 
AT4 4 4 47.27% 
SNI 4 4 46.36% 
Subjective Norm (SN) SN2 3 3 44.55% 
SN3 3 3 40.00% 
AMI 3 2 32.73 Io 
Perceived Online Attachment AM2 3 2 34.55% 
Motivation (POAM) AM3 3 3 39.09% 
AM4 3 3 41.82% 
AMS 3 3 40.00% 
INI 3 3 45.45% 
IN2 3 3 45.45% 
Knowledge Sharing Intention IN3 3 3 41.82% 
(IN) IN4 3 3 40.91% 
INS 4 4 55.45% 
IN6 4 4 65.45% 
BHI 2 2 42.73% 
Knowledge Sharing BH2 2 2 42.73% 
Behavior BH3 3 2 35.45% 
(BH) BH4 3 2 32.73% 
BHS 3 3 43.6400 
BH6 3 4 45.45% 
Tabel 1 
lanjutan 
Knowledge Sharing BH7 3 3 43.64% 
Behavior BHS 3 4 43.64% 
(BH) BH9 3 3 40.00% 





Seluruh pertanyaan untuk konstruk ATKS benilai tengah dan bernilai 
mayoritas 4 (empat). Hal ini menunjukan mayoritas responden setuju bahwa 
Knowledge Sharing melalui BL FT UNPAS memberikan manfaat dan dampak yang 
baik untuk proses belajar (Yuliana, 2017). 


1272 Syntax Idea, Vol. 3, No.6, Juni 2021 


Evaluasi Implementasi Blended Learning dengan Pendekatan Theory Plan Behavior 


Nilai tengah seluruh item pernyataan konstruk POAM adalah 3 (tiga). Dua item 
pernyataan awal (AM1 dan AM2) mayoritas bernilai dua. Artinya, responden tidak 
memiliki motivasi untuk mencari batuan belajar dari interaksi di BL FT UNPAS. 
Sedangkan untuk ketiga item pernyataan lainnya (AM3, AM4 dan AM5) pada 
umumnya responden tidak merasakan kesenangan atas penghargaan dan dorongan 
positif dalam berinteraksi melalui BL FT Unpas. Interaksi social di BL FT UNPAS, 
berdasarkan evaluasi BL FT UNPAS 2015, dinilai masih sangat rendah. Salah satu 
penyebabnya adalah sikap mahasiswa yang cenderung masih pasif. Budaya belajar 
online yang menuntut kemandirian belum dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa. 
Rendahnya interaksi online juga dikarenakan interaksi dapat dilakukan secara face- 
to-face mengingat mahasiswa berada dalam lingkungan yang sama. Selain itu, 
terdapat alternative media interaksi online (jejaring social) lain yang lebih umum 
digunakan baik sesame mahasiswa maupun oleh masyarakat umum. 

Item pernyataan satu sampai empat pada konstruk IN ( INI, IN2, IN3 dan IN4) 
memiliki kecendurangan bernilai 3 (tiga). Hal ini menunjukan bahwa pada umumnya 
responden tidak memiliki minat untuk melakukan online knowledge sharing namun 
juga tidak antipasti terhadap online knowledge sharing, Sedangkan item pernyataan 
lima dan enam ( INS dan ING ) memiliki kecenderungan bernilai empat. Artinya, 
responden berminat untuk menjadikan BL FT UNPAS sebagai tempat atau sarana 
mendapatkan knowledge. 

Item pernyataan satu sampai empat pada konstruk BH (BH1,BH2,BH3 dan 
BH4) memiliki kecenderungan bernilai dua. Hal ini menunjukan bahwa pada 
umumnya responden tidak aktif menyampaikan knowledge melalui BL FT UNPAS, 
item pernyataan lima hingga Sembilan ( BH5, BH6, BH7, BH8 dan BH9) cenderung 
bernilai tiga. Hal ini menunjukan bahwa responden pada umumnya menjadikan BL 
FT UNPAS lebih sebagai fasilitas alternative untuk mendapatkan informasi atau 
knowledge. 

Sistem penerapan BL FT UNPAS untuk tiap kelas berbedda-beda sehingga 
karakteristik jawaban responden dari masing-masing kelas mungkin berbeda. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan analisis statistika deskriptif untuk masing-masing system 
yang diterapkan. Data berdasarkan system yang diterapkan dibagi menjadi dua, data 
dengan Tugas (reward) dan data tanpa tugas (reward). 


3. Analisi Statistika Desktiptif dengan Data dengan Tugas (reward) 
Nilai tengah dan nilai mayoritas dari data dengan tugas (reward) dapat dilihat pada 
Tabel 2 























Tabel 2 
Statistika Deskriptif Data dengan Tugas (reward) 
Variabel j Modus 
laten Tem Median Nilai Persentase 

ATI 4 4 56,41% 

Attitude Toward Knowledge AT2 4 4 41,03% 
Sharing (ATKS) AT3 4 4 53,85% 

AT4 4 4 46,15% 

SNI 4 4 46.15% 
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Variabel $ Modus 
laten Item Median Nilai Persentase 
Subjective Norm (SN) SN2 3 3 33,33% 
SN3 3 2 35,90% 
AMI 3 3 35,90% 
Perceived Online Attachment AM2 3 2 33,33% 
Motivation (POAM) AM3 2 2 41,03% 
AM4 3 3 33,33% 
AMS 3 3 35,90% 
Tabel 2 
Statistika Deskriptif Data dengan Tugas (reward) (lanjutan) 
Variabel ; Modus 
laten Tem Median Nilai Persentase 
INI 3 3 48,72% 
IN2 3 3 41,03% 
Knowledge Sharing Intention IN3 3 3 48,72% 
(IN) IN4 3 3 41,03% 
IN5 4 4 61,54% 
IN6 4 4 64,10% 
BHI 2 2 48,78% 
BH2 2 2 48,78% 
Knowledge Sharing BH3 3 4 46,15% 
Behavior BH4 3 4 33,33% 
(BH) BHS 4 4 46,15% 
BH6 4 4 51,28% 
BH7 4 4 43,59% 
BH8 4 4 58,97% 
BH9 3 4 38,46% 





Secara umum, data keseluruhan dan data dengan Tugas(reward) memiliki pola 
deskripsi yang hamper sama. Seperti pada konstruk ATKS, seluruh item pernyataan 
didominasi oleh nilai empat. Artinya, seperti halnya responden keseluruhan, 
kelompok responden dengan Tugas (reward) juga mengganggap bahwa KS melalui 
BL FT UNPAS merupakan hal yang bermanfaat. 

Knowledge Sharing Behavior (BH) dapat dijelaskan sebesar 62.57% oleh 
konstruk Perceived Online Attachment Motivation (POAM) dengan factor yang 
memberikan pengaruh paling besar. POAM memberikan pengaruh langsung terhadap 
BH. 

Knowledge Sharing Intention (IN) dapat dijelaskan sebesar 60.67% oleh 
konstruk POAM,SN dan AT. Konstruk yang palin besar memberikan pengaruh 
adalah POAM. 

BH hanya dijelaskan oleh dua dari empat factor yang diprediksi memberikan 
pengaruh. Sedangkan IN hanya dijelaskan oleh satu dari tiga yang diprediksi 
memberikan pengaruh. Untuk konsistensi hasil pengujian pada tiap kebijakan yang 
berlaku (dengan tugas (reward) dan tanpa tugas (reward)) dilakukan pengujian lebih 
lanjut dengan memisahkan tiap-tiap kelompok data. 
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Model structural hasil uji empiris dengan menggunakan data dengan tugas 
(reward) dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 





P... 


Sumber gambar: Model structural hasil uji empiris 


Dari data tanpa tugas (reward), BH dapat dijelaskansebesar 64,83% hanya oleh 
konstruk. Preceived Online Attachment Motivation (POAM). Knowledge Sharing 
Behavior (BH) yang dijelaskan dengan data tanpa tugas (reward) lebih kecil 
dibandingkan dengan data Tugas (reward). 

Knowledge Sharing Intention (IN) dapat dijelaskan sebesar 72,68% oleh 
konstruk POAM, AT dan SN. Konstruk yang memberikan pengaruh paling besar 
terhadap IN adalah SN. Dengan data tanpa tugas (reward), model mampu 
menjelaskan IN lebih baik dari pada dengan data Tugas (reward). Namun evaluasi 
data tanpa Tgas (reward) terhadap modelini tidak dapat menjelaskan keterkaitan 
antara IN dan BH. 


Kesimpulan 

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian 
atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan 
pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di 
tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal- 
hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. 
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Abstract 

In this digital era, social media has grown into a scourge of millennial life. Social 
media adorns almost all platforms, both the business world, the world of 
information, to other lifestyles, it is like the necessities of life for the millennial 
community. One of the social media platforms that is busy being used by users is the 
Facebook marketplace application where in this application we can get both 
information, websites and social media. buying and selling, and communication. 
Buying and selling online through a marketplace platform provided by Facebook 
which is used to design and implement the conception, distribution of goods, ideas, 
and services that will be exchanged to individuals or groups to fulfill needs. So this 
study aims to clearly see the role of the facebook marketplace platform as a media 
marketplace that is much needed by the public and a marketing strategy that is 
usually done in the facebook marketplace social media. The research method used is 
descriptive literature study. This research discusses about Bintang Jaya Grafika as 
one of the sellers who use the platform as a promotional material. This is a creative 
marketing strategy to attract buyers. The use of a Facebook marketplace can be a 
new idea in a cheap and effective marketing strategy in increasing sales and good 
promotions. 


Keywords: marketing strategy; social media; Facebook Marketplace 


Abstrak 
Dalam era digital seperti saat ini, media sosial tumbuh menjadi sebuah momok 
kehidupan milenial. Media sosial menghiasi hampir di seluruh platform baik dunia 
usaha, dunia informasi, hingga lifestyle lainnya, sudah seperti kebutuhan hidup 
masyarakat milenial. Salah satu platform media sosial yang ramai digunakan oleh 
pengguna adalah aplikasi facebook marketplace dimana dalam aplikasi tersebut kita 
dapat memperoleh baik informasi, situs jual beli, dan juga komunikasi. Jual beli 
secara online melalui platform marketplace yang disediakan oleh Facebook yang 
digunakan untuk merancang serta melaksanakan konsepsi, distribusi barang, ide, 
dan jasa yang akan dipertukarkan kepada individu maupun kelompok sebagai 
pemenuhan kebutuhan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat jelas peran 
platform facebook marketplace sebagai sebuah media marketplace yang banyak 
dibutuhkan oleh masyarakat dan strategi pemasaran yang bisa dilakukan dalam 
media sosial facebook marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
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literatur deskriptif. Penelitian ini membahas tentang Bintang Jaya Grafika sebagai 
salah satu penjual yang menggunakan platform sebagai bahan promosinya. Hal ini 
merupakan salah satu strategi pemasaran yang kreatif untuk menarik minat 
pembeli. Penggunaan facebook marketplace dapat menjadi ide baru dalam strategi 
pemasaran yang murah dan efektif dalam meningkatkan penjualan dan promosi 
yang baik. 


Kata Kunci: strategi pemasaran; media sosial; facebook marketplace. 


Pendahuluan 

Keberadaan Iklan ditengah peradaban manusia dan sebelum Gutenberg 
menemukan sistem percetakan pada tahun 1450, Peradaban iklan sudah dikenal dalam 
bentuk pesan berantai. Dalam proses kegiatan jual beli dalam masyarakat, pesan 
berantai merupakan metode yang efektif yang kala itu mayoritas masih belum mengenal 
huruf, dengan cara barter. Dalam dunia pemasaran pesan berantai dapat disebut sebagai 
the word of mouth (Kasali, 2007). 

Begitu halnya iklan ditengah peradaban modern, sebagai konsumen kita semua 
adalah sasaran iklan. Masyarakat sebagai konsumen dalam kehidupan yang mengisi 
waktu hampir setiap hari adalah media periklanan. Periklanan dapat melalui media 
cetak, media elektronik, bahkan melalui jagat maya yaitu media online. 

Industri dan manajemen pemasaran media tidak hanya dikaitkan dengan dunia 
periklanan. Bahkan lebih dari itu, periklanan sangat segnifikan dengan dunia 
kewirausahaan, pemasaran sebuah produk, dan hubungan masyarakat (public relations). 
Hipotesis yang paling ideal dan logis dalam sudut pandang ini adalah bahwa tanpa 
sebuah bantuan iklan, tidak akan menjamin sebuah produk bisa “laris-manis” di pasaran. 
Dengan demikian, iklan sangat berpengaruh besar terhadap lonjakan pendapatan 
sekaligus citra media. 

Periklanan adalah bentuk komunikasi komersil dan non personal terhadap sebuah 
organisasi dengan berbagai macam produknya yang ditujukan kepada khalayak melalui 
media yang bersifat massal seperti televisi, radio, Koran, majalah, directmail, atau 
kendaraan umum (Wirasari & Ferdiana, 2018). 

Persaingan dunia Persaingan dunia usaha dijagat maya tampak kian gencar seiring 
dengan tumbuhnya perekonomian. Dengan berbagai jalan, terutama dengan 
memanfaatkan media sosial sebagai media periklanan, kalangan prosedur saling 
memperebutkan perhatian dari calon konsumen. Kita dapat memperhatikan maraknya 
iklan yang bertebaran di media sosial, iklan melalui jagat maya boleh dikatakan telah 
menjadi bagian dari kehidupan kita sehari hari yang kehadirannya nyaris tidak pernah 
kita sadari (Tasruddin, 2015). 

Penampilan iklan terus berevolusi dengan panduan teknologi informasi seraya 
menambah unsur persuasi didalamnya. Dengan berkembangnya dunia teknologi 
informasi dan komunikasi, seseorang sudah mampu untuk melakukan kegiatan 
berkomunikasi dengan baik, sehingga secara tidak langsung masyarakat disebut sebagai 
masyarakat informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi skala masal, maka 
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teknologi mampu mengubah bentuk peradaban manusia, dari masyarakat dunia lokal 
menjadi sebuah peradaban masyarakat dunia global, sehingga berpengaruh terhadap 
perubahan peradaban manusia (Haryati, 2019). Dengan dukungan teknologi informasi 
saat ini, seseorang berkomunikasi tidak harus bertatap muka. Manusia kini memiliki 
alternatif media komunikasi dengan menggunakan social network atau situs jejaringan 
sosial. 

Carlos Zerrweck yang dikutip dalam penelitian sebelumnya yang berjudul social 
media, advertising, and internet use among general and bariatric surgeons, mengatakan 
Media sosial telah menjadi alat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat internet 
dan media sosial meningkatkan komunikasi, pendidikan, penyampaian layanan, 
pemasaran dan periklanan bahkan pelayanan Kesehatan (Zerrweck et al., 2020). 

Periklanan Media Sosial dapat didefinisikan sebagai “Iklan online yang 
menggabungkan interaksi pengguna yang telah disetujui oleh konsumen untuk 
ditampilkan dan dibagikan. Iklan yang dihasilkan menampilkan interaksi ini bersama 
dengan orang pengguna (gambar atau nama) dalam konten iklan (Ertemel & Ammoura, 
2016). 

Menurut Ramadhoni, Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan 
kolaborasi baru yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak 
tersedia untuk orang biasa. Saat ini, cara terbaik untuk mempromosikan apa pun adalah 
dengan menggunakan media sosial. Dengan menggunakan media sosial, masalah 
pengembangan iklan dapat teratasi (Romadhoni, Siallagan, & Mayangsari, 2019). 

Alat teknologi komunikasi informasi dan situs jejaring sosial adalah penting bagi 
kehidupan pribadi orang seperti yang telah dicerminkan oleh statistik, yang 
menunjukkan bahwa ada 2,82 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, 6,8 miliar 
pengguna ponsel dan tingginya penggunaan teknologi Web. (Cordero-Gutiérrez & 
Lahuerta-Otero, 2020) bentuk nyata dari media baru (new media) berbasis kemajuan 
teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi 
(Information and Communication Technology) adalah media sosial yang kini marak 
dipergunakan oleh khalayak. Facebook, twitter dan youtube merupakan situs media 
sosial yang popular pada saat ini (Suryani, 2014). Dalam teknologi komunikasi berbasis 
media sosial, perlu dikembangkan pendekatan komunikasi yang mensyaratkan beberapa 
hal (Suryani, 2014) seperti terdapat berikut ini : 

a. Transparant, terdokumentasi secara digital dan semua orang dapat mengaksesnya, 

b. Authentic, ide yang dituangkan belum pernah ada sebelumnya dan dimana 
didalamnya mengandung keunikan, 

c. Genuine, tidak dibuat-buat. 

d. Sincere, memaknai suatu kejujuran yang terdapat dari sebuah pesan yang di- 
sebarluaskan 

Dalam perkembangan komunikasi, sosial media dapat peningkatan nilai (value) 
dari para pelakunya, dengan prinsip membangun relasi antara perusahaan dengan fans 
atau follower. Daya bidik sosial media terhadap citra perusahaan maupun brand, bahkan 
mampu menekan biaya promosi yang biasanya harus dilakukan secara konvensional 
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oleh perusahaan (Suryani, 2014). Menurut (Puspitarini & Nuraeni, 2019) ada enam 

kategori besar media sosial, yaitu: 

1. Social networking, salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melakukan 
interaksi adalah social networking, efek yang dihasilkan dari interaksi tersebut di 
dunia virtual. Karakter utama yang terdapat dalam jejaring sosial yaitu 
penggunanya membentuk jaringan pertemanan baru. Kesamaan pada hal yang sama 
membuat terbentuknya jaringan pertemanan baru, seperti kesamaan hobi. Contoh 
dari jaringan sosial adalah instagram dan facebook. 

2. Blog merupakan media sosial yang memudahkan pengguna untuk mengunggah 
dokumentasi aktivitas sehari-hari, memberikan komentar dan berbagi kepada 
pengguna lainnya, seperti berbagi tautan informasi, web dan sebagainya. 

3. Microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk 
menulis dan mengunggah kegiatan serta pendapat-nya. Secara historis, kehadiaran 
jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan 
ruang tertentu yaitu maksimal 140 karakter. 

4. Media Sharing, sosial media ini memungkinkan pemakainya untuk menyimpan dan 
berbagai media seperti video, dokumen, gambar, audio secara online. Contoh dari 
media Jurnal Common | Nomor 1 Volume 3 | Juni 2019 74 sosial media ini yaitu 
Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau Snapfish. 

5. Social bookmarking, yaitu media sosial yang bekerja untuk menyimpan, mengelola, 
mengorganisasikan dan mencari suatu berita informasi informasi secara online. 
Situs social bookmarking yang sangat populer yaitu StumbleUpon.com, 
Delicious.com, Reddit.com, Digg.com, di Indonesia sendiri yaitu LintasMe. 

6. Wiki adalah media konten bersama yang merupakan sebuah situs di mana 
kontennya merupakan hasil dari kolaborasi para pengguna. Setiap pengguna web 
dapat menyunting dan mengubah suatu konten yang sudah dipublikasi. 

Facebook merupakan salah satu dari sekian banyaknya social network atau situs 
jejaringan sosial yang marak dipergunakan sebagai media komunikasi. Facebook 
pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 oleh seorang mahasiswa dari Harvard 
University bernama Mark Zuckerberg. Pada umumnya facebook digunakan menjalin 
komunikasi dengan teman teman, saling mengungkapkan perasaan dan menjalin 
terjadinya pertemanan yang sudah ada lebih erat lagi, media hiburan dan menambah 
wawasan. 

Fitur marketplace diluncurkan pertama kali oleh facebook di aplikasi mobile-nya 
pada tahun 2016. Sesuai dengan namanya, facebook marketplace merupakan sebuah 
pasar online untuk memfasilitasi berbagai kegiatan jual beli penggunanya. Mary Ku 
sebagai direktur manajemen produksi facebook, mengatakan bahwa marketplace dibuat 
karena banyaknya aktivitas jual beli dalam jejaring sosial tersebut. Sebelum 
diluncurkannya marketplace tercatat lebih dari 450 juta orang perbulan telah melakukan 
aktivitas jual beli di aplikasi facebook. Riyanto mengatakan, pengguna facebook pada 
tahun 2020 di Indonesia berjumlah 130 juta jiwa dengan persentase jenis kelamin pria 
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44,5% serta wanita 55,6% dari seluruh jumlah pengguna (Simatupang, Efendi, & Putri, 
2021). 

Para pelaku usaha dan jasa mulai menggunakan media Facebook pada fitur 
marketplace sebagai media komunikasi pemasaran dan media periklanan untuk 
mempromosikan produk atau jasa perusahaannya. Menurut Basu Swastha, komunikasi 
pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan 
merupakan kegiatan yang membantu dalam mengambil keputusan dibidang pemasaran 
untuk tujuan yang lebih baik (Haryati, 2019). 

Agar produk dan jasa yang ditawarkan mampu bersaing ditengah persaingan 
usaha saat ini. Manajemen pihak pelaku usaha harus mampu membuat “strategi kreatif” 
sebagai pedoman untuk membuat iklan. Iklan-iklan yang tampil dengan berbagai atribut 
memang mampu menarik perhatian khalayak konsumen. Bagaimana proses dan teknik 
pembuatannya, iklan-iklan tersebut tidak mungkin dapat dibuat begitu saja dengan 
spontan. Tentu perlu adanya “pekerjaan kreatif” dalam membuat iklan agar mampu 
menarik perhatian konsumen, diantaranya “Strategi Kreatif pemanfaatkan facebook 
marketplace dalam manajemen periklanan”. 

Tujuan penelitian ini untuk melihat peran platform facebook marketplace sebagai 
sebuah media marketplace yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan strategi 
pemasaran yang biasa dilakukan dalam media sosial facebook marketplace. Manfaat 
penelitian ini untuk memunculkan ide promosi baru dari produsen atau penjual kepada 
pembeli menggunakan keunggulan fitur facebook marketplace dalam proses pemasaran 


Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metode studi literatur yang 
dalam pemahamannya sama dengan namanya yaitu mempelajari dan mengkaji hasil- 
hasil literature yang ada mulai dari buku, jurnal dan seluruh literature yang relevan dan 
mampu menunjang pembahasan dari rumusan masalah yang dipertanyakan oleh 
peneliti, sehingga ketika studi literature dilakukan maka metode selanjutnya yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui metode ini peneliti mulai 
menjelaskan pokok masalah serta jawaban yang paling menunjang untuk nantinya 
menguraikan sebagai bentuk pemahaman, dengan menghubungkan baik relevansi 
permasalahan dan jawaban yang akan dianalisis dari hasil metode studi literature yaitu 
penggunaan penelitian secara pustaka. 


Hasil dan Pembahasan 

Bintang Jaya Grafika adalah salah satu home industri percetakan yang melayani 
jasa percetakan. Bintang Jaya Grafika menggunakan media sosial facebook marketplace 
sebagai media pemasaran sebagai upaya memaksimalkan media online khususnya 
jejaringan sosial dalam memasarkan produk dan jasanya. 

Strategi pemasaran ini menggunakan rencana dan konten yang menarik dan 
kreatif sehingga mampu menarik minat masyarakat dan mendorong mereka untuk 
menjadi pelanggan yang menggunakan jasa mereka dalam percetakan. Strategi 
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pemasaran merupakan langkah-langkah yang berkesinambungan yang diupayakan oleh 

sebuah perusahaan guna mencapai target pemasaran terbaik dalam rangka mewujudkan 

kepuasan konsumen (Tasruddin, 2015). Konten marketing yang digunakan dalam 

memasarkan produk pada prinsipnya bertujuan untuk: 

1. Mengarahkan audiens baru untuk mengidentifikasi bisnis barang atau jasa 
perusahaan yang beriklan. 

2. Menarik audiens untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang dipromosikan 
tersebut agar menjadi konsumen. 


A. Strategi kreatif dalam periklanan 

Istilah strategi kreatif dalam periklanan ini mempunyai arti tergantung siapa 
yang melihatnya. Seorang pengiklan biasanya akan berpendapat bahwa strategi 
kreatif adalah bentuk orientasi pemasaran yang diberikan kepada orang-orang 
kreatif sebagai pedoman dalam membuat suatu iklan. Setelah strategi kreatif 
ditetapkan, maka proses penggarapan iklan pun bisa dimulai. Strategi kreatif 
periklanan mencakup pelaksanaan dan pengembangan ide atau konsep yang mampu 
menerapkan strategi dasar dalam bentuk komunikasi yang efektif (Kasali, 2007). 

Dalam kegiatan pemasaran produk dan jasanya, Ryan Jayusman sebagai owner 
Bintang Jaya Grafika menerapkan “strategi kreatif” dalam manajemen periklanan 
produknya. Dalam hal ini Ryan Jayusman pemilik “Bintang Jaya Grafika” sebagai 
sumber informasi langsung menerangkan bahwa memilih facebook marketplace 
sebagai media iklan produknya karena dianggap lebih menguntungkan, ekonomis 
dan efisien. Ryan membuat “konsep kreatif” dalam merancang bentuk informasi 
yang disampaikan dalam iklan produknya dan membuat tim kecil dalam mengelola 
periklanan tersebut dan menciptakan komunikasi pemasaran yang baik untuk 
membangun kepercayaan konsumen. Langkah pertama tim mulai membuat akun 
facebook marketplace dengan profil pelapak bernama “Bintang Jaya Grafika”. 
Sebelumnya Bintang jaya Grafika menggunakan media brosur dalam periklanan. 
Dan mengingat konsumen di era saat ini banyak menggunakan media sosial 
sebagai media komunikasi, maka dari ini Bintang Jaya Grafika mulai beralih ke 
media pemasaran “brosur” menuju “media sosial facebook marketplace”. 

Strategi kreatif menurut Rangkuti, tidak hanya dengan cara membuat ide yang 
sesuai dengan positioning produk, tetapi juga menempatkan media yang tepat 
sehingga mampu menarik perhatian dan melibatkan target market serta memotivasi 
prospek agar mecoba produk atau jasa yang ditawarkan (Nisa, 2015). 

B. Perumusan Strategi Kreatif 

Menurut Gilson dan Berkman, yang mana di kutip oleh Rhenald Kasali bahwa 
proses perumusan strategi kreatif terdiri dari tiga tahap yang mana di lihat dari 
strategi kreatif sebuah iklan, yaitu (Likha Sari Anggreni et al., 2021): 

1. Tahap Pertama, mempersiapkan dan mengumpulkan segala informasi pemasaran 
yang tepat agar orang orang kreatif dengan segera menciptakan strategi kreatif 
mereka. 
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2. Tahap Kedua, untuk menetapkan suatu posisi dan menentukan tujuan sebuah 
iklan yang dihasilkan, orang orang kreatif harus masuk kedalam informasi- 
informasi yang telah di dapat. Pada tahap ini, ide ide yang merupakan bagian 
penting dari seluruh proses perumusan strategi kreatif, dihasilkan dan 
dikembangkan secara optimal. Untuk memperoleh itu diperlukannya diskusi 
yang dalam diantara orang orang kreatif. 

3. Tahap Ketiga, Melakukan pemaparan hasil dari proses kreatif tersebut kepada 
klien agar mendapatkan persetujuan hingga akhirnya siap di eksekusi. 

Dalam perumusan strategi kreatif, tahap pertama tim promosi dan iklan 
Bintang jaya Grafika mulai melakukan survei kecil dengan melihat apakah dan 
bagaimana strategi periklanan dan pemasaran jasa percetakan pelaku usaha lainnya, 
misalnya dengan mengecek beranda pada facebook marketplace. Selanjutnya 
mengumpulkan bahan-bahan atau data terkait tentang produk atau jasa yang 
ditawarkan nantinya, misalnya dengan mulai mengambil gambar/foto produk dari 
sudut yang menarik yang dilakukan oleh fotografer dari tim pemasaran. Setelah 
bahan sudah mulai dikumpulkan, tim mulai menentukan dimedia mana saja iklan 
pemasaran tersebut dimunculkan, sampai akhirnya tim sepakat memilih facebook 
marketplace dalam memunculkan iklannya karena dianggap lebih murah, efektif 
dan efesien. Langkah selanjutnya tim pemasaran Bintang Jaya Grafika melakukan 
diskusi kecil tentang konsep atau rancangan iklan yang ditelah dibuat agar 
mendapat persetujuan oleh Ryan jayusman sebagai Owner. Bintang jaya juga 
melakukan perbandingan dengan pelaku usaha percetakan lainnya, diantaranya 
survey harga, konsep desaint periklanan lainnya, serta melihat kelebihan dan 
kekurangan metode iklan yang ditawarkan pelaku usaha percetakan lainnya, 
sehingga dapat menjadi penyeimbang dalam membuat iklan Bintang jaya Grafika. 

Dalam pembuatan iklan, untuk menghasilkan iklan yang baik, selain penting 
juga menggunakan elemen elemen dalam sebuah rumus yang dikenal dengan 
model AIDCA (Wiradharma & Tanwir, 2016) yang terdiri dari : 

1. Attention, pesan iklan yang kreatif harus mampu menarik perhatian audien 
,ditinjau dari jenis huruf, tata letak, warna, ukuran. 

2. Interest, setelah berhasil merebut perhatian audien sasaran berikutnya 
bagaimana agar audiens berminat dan ingin tahu lebih jauh tentang merek 
produk tersebut. 

3. Desire, informasi yang disampaikan pada iklan harus dapat menggerakkan 
keinginan audien untuk memiliki atau memakai produk atau jasa yang ada 
diiklan tersebut. 

4. Convicton, sasaran berikutnya pesan iklan harus berhasil menciptakan 
keyakinan audiens atas merek yang diiklankan. 

5. Action, iklan berhasil mendorong audiens untuk melakukan tindakan pembelian 
pada produk atau jasa yang diiklankan 
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Untuk menarik perhatian konsumen, Bintang Jaya Grafika bersama tim 
mendesaint foto sampul profil akun facebook “Bintang Jaya Grafika” diantaranya 
penggunaan warna full color, memperhatikan tata letak (lay out), serta memilih 
jenis huruf yang ditampilkan untuk memadukan antara gambar dan warna sehingga 
menunjukkan kekontrasan dengan akun akun lainnya. desaint sampul profil juga 
menggunakan slogan yang mudah diingat untuk dijadikan heatline, diantaranya “ 
CETAK DISINI AJA!”. Sampul profil dapat dilihat pada gambar berikut: 


E3 bintang jaya grafika @ lacappio ig bintangjayagrafika@gmail.com 





Gambar 1 
Sampul Profil akun “Bintang Jaya Grafika” 


Agar menambah minat dan perhatian calon penerima jasa, tim menggunakan kata-kata 
atau kalimat pembuka untuk dapat merangsang konsumen untuk tahu lebih lanjut 
tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh “Bintang Jaya Grafika” diantaranya 
menggunakan beberapa kalimat diantaranya: 


“STIKER LABEL TERMURAH 
Kualitas Terbaik” 


“YANG MASIH BINGUNG MAU BIKIN NOTA 
BERWARNA DIMANA 

YANG MASIH BINGUNG DESAIN NOTANYA 
GIMANA 

SILAHKAN DISINI TEMPATNYA” 


“CAP STEMPEL OTOMATIS TANPA BANTALAN 


Murah-Cepat-Gratis Ongkir 
ORDER-DESAIN-APROVE-ANTAR 
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Upaya membangkitkan kebutuhan dan keinginan calon pembeli agar tidak goyah 
dan menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, 
Bintang Jaya Grafika melakukan beberapa kegiatan diantaranya membagikan beberapa 
sample produknya secara gratis kepada calon konsumennya sekaligus uji coba kualitas 
produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya dalam wawancara owner menyebutkan 
pernah memberikan sample produk kepada beberapa instansi pemerintahan diantaranya 
“Memberikan contoh produk piala dan plakat, hasil percetakan kalender, contoh brosur 
dan buku panduan dan contoh kartu ID card secara gratis kepada Institusi Pendidikan 
Poltekkes Kesehatan Kemenkes Palangkaraya”. Tim juga menuliskan deskripsi 
keunggulan kualitas produk yang ditawarkan pada akun facebooknya.misalnya : 


“Deskripsi : 
1. Bahan Kualitas baik 
2. Ukuran A3+ 
3. Kiss Cut 
4. Tintah Anti Luntur 
5. Print Laser mesin Konika Minolta” 


“KENAPA PILIH KITA 

e DESAIN BY REQUEST 

e HARGA BERANI DIADU 

e PENGERJAAN CEPAT 

e HARGA MURAH POOLL 

e KERTAS BERKUALITAS 

e BISA PAKAI NOMOR URUT DAN LOGO WARNA” 


Pada tahap selanjutnya Bintang Jaya tidak lupa mencantumkan nomor kontak 
dan email sebagai bentuk komunikasi pemasaran. Proses pertukaan informasi dan 
pesan pesan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bintang jaya Grafika 
kepada konsumen dikomunikasikan melalui email dan kontak person yang tertera pada 
iklan dan owner dalam wawancara juga menyampaikan bahwa “iklan yang dibuat harus 
sesuai dengan ekspektasi apabila ingin menjaga kepercayaan konsumen, konsisten 
dalam beriklan dan bersikap ramah dalam menjawab pertanyaan konsumen, karena tipe 
konsumen ada yang hanya bertanya dan ada juga yang berminat menggunakan jasa 
percetakannya” 

Pertukaran informasi merupakan sebuah proses komunikasi antara pengirim 
pesan (sender) dengan penerima pesan (receiver). Informasi diperoleh baik dari 
produsen ke konsumen mengenai produk yang ditawarkan maupun dari konsumen 
kepada produsen mengenai produk yang diinginkan (Haryati, 2019). 

Interaksi sosial dapat dengan mudah dilakukan dengan desaint media online, 
bersifat interaktif dan berbasis teknologi internet dengan mengubah pola penyebaran 
informasi. Promosi dan konten yang menarik dapat mengundang perhatian pengunjung 
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untuk melihat produk dan jasa yang dipasarkan (Haryati, 2019). Owner kembali 
menyampaikan bahwa “Dengan menggunakan media online sebagai media iklan dan 
pemasaran sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan omset Bintang Jaya Grafika 
yang sebelumnya hanya menggunakan media lainnya dalam membuat iklan dan 
promosi”. 


Kesimpulan 

Kemudahan akses internet mengantarkan masyarakat kepada dunia yang berbasis 
virtual, seperti halnya belanja online yang kini sudah tak asing lagi didengar ditelinga 
masyarakat. Ada banyak media sosial yang hadir dengan menawarkan fitur marketplace 
pada aplikasi mereka diantaranya facebook yang sangat disukai oleh masyarakat. 
Facebook mempunyai kegunaan yang signifikan dalam memasarkan produknya karena 
merupakan sebuah sosial media yang lebih sering diakses yang menyajikan fungsi 
informasi dari pengguna yang dapat membantu fokus segmentasi pasar yang tepat. 
Komunikasi yang terjalin di facebook sangat mudah sehingga tidak ada batasan dalam 
bersosialisasi sehingga terdapat komunikasi yang baik/feedback dari penjual ke pembeli 
atau sebaliknya. Penggunaan facebook marketplace dapat menjadi ide baru dalam 
strategi pemasaran yang murah dan efektif dalam meningkatkan penjualan dan promosi 
yang baik. 
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Abstract 

In terms of employees who work, job satisfaction is an important factor to note. An 
individual will feel satisfied at work if the aspects of the job and himself are 
supportive. Job satisfaction is formed from several aspects, including organizational 
culture, leadership, and work environment. On the basis of this thought, this study 
aims to determine the influence of Organizational Culture, Leadership, and Work 
Environment on Employee Job Satisfaction at UD. Suwarlandono Art at 
Tanggulangin. This study uses primary data obtained from respondents' answers 
with a sample of 60 employees in the production department. Data analysis 
techniques using Partial Least Square. The results of the study can be concluded 
that Organizational Culture, Leadership, and Work Environment have a positive 
and significant influence on Employee Job Satisfaction. 


Keywords: organizational culture; leadership; work environment; and job satisfaction. 


Abstrak 

Dari sisi karyawan yang bekerja kepuasan kerja merupakan faktor yang penting 
untuk diperhatikan. Seorang individu akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek- 
aspek dari segi pekerjaan dan dirinya mendukung. Kepuasan dalam kerja terbentuk 
dari beberapa aspek, diantaranya budaya organisasi, kepemimpinan, dan lingkungan 
kerja. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan pada UD. Suwarlandono Art di Tanggulangin. Penelitian 
ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dengan sampel 
sebanyak 60 orang karyawan di bagian produksi. Teknik analisis data menggunakan 
Partial Least Square. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi, 
Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 


Kata Kunci: budaya organisasi; kepemimpinan; lingkungan kerja; dan kepuasan kerja 
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Pengaruh Budaya Organisasi Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap 
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Pendahuluan 

Dari sisi karyawan yang bekerja kepuasan kerja merupakan faktor yang penting 
untuk diperhatikan. Seorang individu akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek - 
aspek dari segi pekerjaan dan dirinya mendukung. Tetapi sebaliknya jika aspek-aspek 
dari segi pekerjaan maupun dari dirinya tidak mendukung maka individu tersebut akan 
merasa tidak puas. Menurut (Handoko, 2016) menyatakan kepuasan kerja merupakan 
keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan para karyawan 
memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja karyawan menjadi topik yang menarik 
untuk selalu dikaji karena sifatnya yang kompleks dan menghasilkan aneka ragam 
temuan dalam konteks berbagai bidang industri. Namun secara umum kepuasan kerja 
juga bisa dipengaruhi oleh budaya organisasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan. Di dalam perusahaan terdapat budaya organisasi yang 
melekat di suatu perusahaan yang dianut bersama oleh seluruh karyawan. Budaya 
organisasi merupakan sumber daya organisasi yang bersifat dinamis bertujuan untuk 
mencapai efisiensi dengan efektivitas di suatu perusahaan. Di dalam perusahaan, budaya 
organisasi sangat penting karena di dalam perusahaan terdapat perbedaan antar 
karyawan satu dengan karyawan lainnya, maka dari itu pemimpin ingin menyatukan 
perbedaan-perbedaan tersebut dengan membentuk budaya organisasi di perusahaan. 
Dengan adanya budaya organisasi di suatu perusahaan, akan berperan penting dalam 
memudahkan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan, dan 
dapat juga membantu karyawan dalam hal mengetahui tindakan yang seharusnya 
dilakukan oleh karyawan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi 
karyawan dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di perusahaan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut (Robbins, S. y Judge, 2014a) 
menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang 
dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan 
organisasi lainnya. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat maka bisa 
mendukung tercapainya suatu tujuan organisasi yang akan mengarah terhadap 
kepuasan kerja karyawan. 

Selain budaya organisasi yang selalu melekat dan dianut oleh setiap anggota 
organisasi. Kepemimpinan juga merupakan sumber kepuasan kerja seseorang. 
Kepemimpinan yang efektif dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat 
penting untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Menurut (Potale & Uhing, 2015) 
menyatakan kepemimpinan merupakan kemampuan individu dengan menggunakan 
kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, memotivasi, dan mendukung usaha 
yang memungkinkan orang lain memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan 
organisasi. Keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu organisasi ditentukan oleh 
kepemimpinan yang berjalan di organisasi tersebut. Pemimpin yang berhasil adalah 
pemimpin yang mampu menjadi pendorong dan memberikan pengaruh positif bagi para 
bawahannya dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi yang 
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telah ditetapkan. Sehingga jika kepemimpinan pada suatu organisasi berjalan dengan 
baik maka akan berdampak juga terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu 
lingkungan kerja. Menurut (Nitisemito, 2015) lingkungan kerja adalah sesuatu yang 
ada di sekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 
tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang efektif, menyenangkan dan 
kondusif akan mampu memberikan rasa kenyamanan sehingga dapat mempengaruhi 
diri karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Maka dari itu 
lingkungan kerja harus diperhatikan dengan baik agar karyawan mendapat kepuasan 
dalam bekerja. Namun sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak mendukung maka 
kepuasan kerja pada karyawan akan berkurang. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada UD.Suwarlandono art. UD. 
Suwarlandono art adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri tas yang 
beralamat di Jalan Utama Kedensari Nomor 40 Tanggulangin Sidoarjo, yang memiliki 
150 karyawan di bagian produksi. Perusahaan ini memproduksi tas wanita dan tas travel 
jinjing yang di distribusikan ke Sidoarjo, Surabaya, dan Makasar. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu adanya variabel baru seperti budaya 
organisasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja yang belum pernah di teliti oleh 
peneliti lain di UD. Suwarlandono art. Sehingga penelitian ini akan ada unsur kebaruan 
yang akan bermanfaat sebagai bahan masukan atau saran terhadap pokok permasalahan 
yang ada untuk menentukan kebijakan khusunya mengenai budaya organisasi, 
kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan 
perusahaan dan karyawan bagian produksi, peneliti memperoleh gambaran dan data 
bahwa terdapat kesenjangan antara standar budaya organisasi yang dibuat pimpinan 
perusahaan yang mendorong para karyawan untuk melakukan inovasi guna tercapainya 
target visi dan misi perusahaan, akan tetapi para karyawan tidak mau berinovasi, 
karyawan hanya mengerjakan tugas berdasarkan instruksi dari pimpinan. Pimpinan 
perusahaan mengharapakan karyawan bekerja dengan berorientasi pada tim, dalam 
menyelesaikan pekerjaanya saling membantu satu sama lain. Akan tetapi masih ada 
sekelompok karyawan yang tidak saling membantu. Terdapat masalah di UD. 
Suwarlandono art berkaitan dengan hubungan antar bawahan dan pimpinan khususnya 
dalam hal komunikasi pesan atau gagasan dari pimpinan kepada karyawan yang 
memiliki tingkat pendidikan rendah dan memiliki usia lanjut. Permasalahan dalam 
lingkungan kerja yaitu suhu udara di ruang kerja yang panas dikarenakan masih 
kurangnya alat pendingin udara di sekitar ruang kerja yang dapat menyebabkan 
ketidakpuasan karyawan dalam bekerja. 

Kepuasan dalam kerja terbentuk dari beberapa aspek, diantaranya budaya 
organisasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Budaya organisasi yang melekat 
pada tiap anggota organisasi dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja, serta membantu karyawan mengetahui tindakan yang dilakukan 
berdasarkan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi karyawan dalam menjalankan 
kewajiban dan perilakunya di perusahaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
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dan didukung oleh kepemimpinan yang baik di organisasi tersebut. Maka kepuasan 
kerja karyawan akan mudah tercapai. Kepuasan kerja tidak terlepas dari lingkungan 
kerja, karena lingkungan kerja akan mempengaruhi tiap anggota organisasi dalam 
menyelesaikan tugas yang diemban untuk menghasilkan kinerja yang maksimal yang 
akan berdampak pada variabel kepuasan kerja. Tetapi ada indikasi kepuasan kerja 
karyawan di UD. Suwarlandono art yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil data absensi karyawan bagian produksi UD. Suwarlandono Art periode Januari 
2019 sampai Oktober 2020 sebagai berikut: 


Tabel 1 
Data Absensi Karyawan Produksi UD. 
Suwarlandono Art Periode Januari 2019-Oktober 2020 










































































Jumlah Sakit Ijin Alpa Total 
Bulan Karyawan Jumlah A Jumlah A Jumlah A Jumlah A 
Absensi Absensi Absensi Absensi 

Januari 150 7 4,67 4 2,67 5 3,34 16 10,67 
Februari 150 4 2,67 4 2,67 8 5,34 16 10,67 
Maret 150 5 3,34 5 3,34 4 2,67 14 9,34 
April 150 5 3,34 7 4,67 7 4,67 19 12,67 
Mei 150 7 4,67 5 3,34 4 2,67 16 10,67 
Juni 150 4 2,67 5 3,34 5 3,34 14 9,34 
Juli 150 7 4,67 8 5,34 5 3,34 20 13,34 
Agustus 150 5 3,34 4 2,67 4 2,67 13 8,67 
September 150 4 2,67 4 2,67 5 3,34 13 8,67 
Oktober 150 4 2,67 5 3,34 8 5,34 17 11,34 
November 150 5 3,34 5 3,34 4 2,67 14 9,34 
Desember 150 5 3,34 4 2,67 5 3,34 14 9,34 
Januari 150 7 4,67 5 3,34 2 1,34 14 9,34 
Februari 150 5 3,34 4 2,67 5 3,34 14 9,34 
Maret 150 5 3,34 4 2,67 4 2,67 13 8,67 
April 150 4 2,67 6 4 7 4,67 17 11,34 
Mei 150 6 4 4 2,67 4 2,67 14 9,34 
Juni 150 6 4 2 1,34 4 2,67 12 8 
Juli 150 7 4,67 4 2,67 5 3,34 16 10,67 
Agustus 150 5 3,34 4 2,67 4 2,67 13 8,67 
September 150 4 2,67 4 2,67 4 2,67 12 8 
Oktober 150 4 2,67 2 1,34 5 3,34 11 7,34 





Sumber: UD. Suwarlandono Art 


Berdasarkan data absensi karyawan bagian produksi diatas menunjukkan bahwa 
absensi karyawan bagian produksi pada bulan Januari 2019 (10,67%), Februari 2019 
(10,67%), Maret 2019 (9,34%), April 2019 (12,67%), Mei 2019 (10,67%), Juni 2019 
(9,34%), Juli 2019 (13,34%), Agustus 2019 (8,67%), September 2019 (8,67%), Oktober 
2019 (11,34%), November 2019 (9,34%), Desember 2019 (9,34%), Januari 2020 
(9,34%), Februari 2020 (9,34%), Maret 2020 (8,67%), April 2020 (11,34%), Mei 2020 
(9,34%), Juni 2020 (8%), Juli 2020 (10,67%), Agustus 2020 (8,67%), September 2020 
(8%), Oktober 2020 (7,34%). Dari data absensi tersebut, diketahui bahwa absensi 
karyawan bagian produksi di UD.Suwarlandono art tidak stabil. Hal tersebut 
menandakan bahwa karyawan bagian produksi UD. Suwarlandono art merasakan 
ketidakpuasan dalam bekerja. Dari hasil pemaparan, data absensi ketidakhadiran 
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karyawan bagian produksi tertinggi yaitu pada bulan Juli 2019 dengan presentase 
sebesar 13,34%. 


Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan data 
kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang dilakukan 
dengan pengisian kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik skala likert yang 
biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial dalam penelitian. Populasi pada penelitian 
ini adalah karyawan bagian produksi pada UD. Suwarlandono art yang berjumlah 150 
orang. Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Probability 
Sampling. Dengan menggunakan kategori Proportionate Stratified Random Sampling. 
Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 60 orang. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square atau PLS. 
Variabel yang dicantumkan di penelitian ini yaitu: 


1. Budaya Organisasi (X1) 
Menurut (Robbins, S. y Judge, 2014b) budaya organisasi adalah suatu 


sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu 
organisasi dengan organisasi lainnya. Sedangkan menurut (Tanuwibowo & 
Setiawan, 2015) budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan 
sikap yang dapat menyesuaikan serta mendorong keterlibatan karyawan yang 
dapat memperjelas tujuan dan arah strategi organisasi serta yang selalu 
menguraikan dan mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan organisasi yang dapat 
membantu organisasi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. 
Menurut (Hasibuan, 2018) indikator budaya organisasi adalah: 
1) Inovasi dan keberanian mengambil risiko 
2) Perhatian terhadap detail 
3) Berorientasi kepada hasil 
4) Berorientasi kepada manusia 
5) Berorientasi tim 
6) Sikap agresif 
7) Stabilitas 

2. Kepemimpinan (X2) 

Menurut (Potale & Uhing, 2015) menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan 
individu dengan menggunakan kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, 
memotivasi, dan mendukung usaha yang memungkinkan orang lain memberikan 
kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan (Syamsulhaq, Alwi 
Suddin, 2019) kepemimpinan merupakan sebagai proses 
untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang 
perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses 
untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. 


1294 Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, Juni 2021 


Pengaruh Budaya Organisasi Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 


Menurut (Wibowo, 2016) indikator kepemimpinan adalah: 
1) Hubungan antara bawahan dengan pemimpin 
2) Struktur tugas 
3) Kekuasaan 
3. Lingkungan Kerja (X3) 

Menurut (Nitisemito, 2015) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar 
para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 
yang dibebankan. Sedangkan menurut (Nabawi, 2019) lingkungan kerja merupakan 
keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya. 

Dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya 
baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Indikator lingkungan kerja menurut (Rahmawati, 2014) adalah: 
1) Kebersihan ruangan 
2) Suhu udara 
3) Ruang gerak 
4) Penerangan 
5) Pewarnaan 
4. Kepuasan Kerja (Y) 

Menurut (Handoko, 2001) kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang 
menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang 
pekerjaan mereka. 

Indikator dari kepuasan kerja menurut (Wibowo, 2016): 

1) The work itsefl (pekerjaan itu sendiri) 

2) Quality of supervision (kualitas pengawasan) 

3) Relationship with co-workers (hubungan dengan rekan kerja) 
4) Pay (bayaran) 


Hasil dan Pembahasan 
1. Analisa Outer Model 
a. Uji Validitas 
Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai outler loading di atas 0,5 
terhadap konstruk yang dituju. Output SmartPLS untuk Outer Loading pada 
hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1 
Pengujian Validitas Data 


Pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa nilai outler loading pada setiap 
item > r tabel yaitu 0,2542 dan nilai sig < 0,05. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 
seluruh item penyataan pada kuisioner valid dan telah memenuhi convergent 
validity. 


b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari blok 
indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite reliability akan menunjukkan 
nilai yang memuaskan jika di atas 0,7 dan nilai cronbach alpha > 0,6. Berikut 
adalah nilai composite & cronbach alpha reliability pada output: 

















Tabel 2 
Composite & Cronbach’s Alpha Reliability 

Cronbach’s Alpha Composite 

Reliability 
Budaya Organisasi 0.938 0.950 
Kepemimpinan 0.933 0.957 
Kepuasan Kerja 0.928 0.949 
Lingkungan Kerja 0.942 0.956 





Sumber: Lampiran Output SmartPLS, Pengujian Instrumen, data diolah 


Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua 
konstruk adalah > 0,7 dan nilai Cronbach’s Alpha untuk semua kontruk berada 
di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang 
diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. 
2. Analisa Inner Model 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan 
program smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Sguare sebagai berikut: 








Tabel 3 
Nilai R-Square 
R Square R Square 
Adjusted 
Kepuasan Kerja 0.562 0.538 





Sumber: Lampiran Output SmartPLS, data diolah 
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Berdasarkan pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-Square pada 
pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja sebesar 0.562, artinya variabel budaya organisasi, kepemimpinan dan 
lingkungan kerja mampu mempengaruhi variabel kepuasan kerja sebesar 56,246, 
sedangkan sisanya 43,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 


a. Pengujian Hipotesis 
1) Pengujian terhadap hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 yang berbunyi “Budaya organisasi berpengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja karyawan UD. Suwarlandono Art”. Uji 
hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics. 
Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai thitung > ttabel. 
Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini 
melalui inner model: 














Tabel 4 
Pengujian Hipotesis 
Original Sample Standard T Statistics 
Sample Mean Deviation (O/STDEVI) 
(O) (M) (STDEV) 

Budaya Organisasi -> 0.261 0.279 0.095 2.741 
Kepuasan Kerja 
Kepemimpinan -> Kepuasan 0.324 0.311 0.12 2.695 
Kerja 
Lingkungan Kerja -> 0.333 0.33 0.135 2.474 


Kepuasan Kerja 
Sumber: Lampiran Output SmartPLS, data diolah 





Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai thitung 2,741 dimana nilai tape sebesar 
1,671. Sehingga nilai thitung > ttabel yaitu 2,741 > 1,671 dengan demikian maka 
dapat dinyatakan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 


2) Pengujian terhadap hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 yang berbunyi “Kepemimpinan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja karyawan UD. Suwarlandono Art”. Uji hipotesis 
pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics. Hipotesis 
penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai thitung > ttabel. 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai thitung 2,695 dimana nilai ttabe1 sebesar 
1,671. Sehingga nilai thitung > ttabel yaitu 2,695 > 1,671 dengan demikian maka 
dapat dinyatakan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. 


3) Pengujian terhadap hipotesis 3 


Pengujian hipotesis 3 yang berbunyi “Lingkungan kerja berpengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja karyawan UD. Suwarlandono Art”. Uji 
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hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics. 
Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai thitung > ttabel. 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai thitung 2,474. Dimana nilai ttabel 
sebesar 1,671. Sehingga nilai thitung > ttabel yaitu 2,474 > 1,671 dengan demikian 
maka dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 


4) Pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 


Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 
menggunakan uji-t diperoleh hasil yang menyatakan hipotesis diterima, yang 
artinya variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja Karyawan yang telah memahami budaya organisasi dengan baik akan 
memberikan kepuasan tersendiri bagi karyawan dalam bekerja. Jika semakin 
banyak aspek-aspek yang terdapat pada diri karyawan yang sesuai dengan 
budaya organisasi tempatnya bekerja, maka akan semakin tinggi pula 
kepuasan kerjanya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Menurut (Nimran, 2016) 
semakin kuat budaya organisasi dalam perusahaan maka kepuasan kerja 
karyawan akan semakin meningkat. Karyawan merasa perusahaan selalu 
menekankan untuk selalu cermat dan memperhatikan secara detail saat 
melakukan pekerjaan. 

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan oleh (Fajriyanti, Panjaitan, & Kuswanto, 2019) dimana hasil 
penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 


5) Pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 


1298 


Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 
menggunakan uji-t diperoleh hasil yang menyatakan hipotesis diterima, yang 
artinya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu menjadi 
pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana dan 
budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kinerja 
karyawannya yang akan berdampak pada kepuasan kerja karyawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Menurut (Potale & Uhing, 
2015) mendefinisikan kepemimpinan merupakan kemampuan individu dengan 
menggunakan kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, memotivasi, 
dan mendukung usaha yang memungkinkan orang lain memberikan 
kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut (Yukl, 2005) 
kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 
kepuasan kerja. Perilaku dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi 
kepuasan dan kinerja dari bawahan. 
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Penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan oleh (Shintiya & Hamdani, 2020) Dimana hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan yang diterapkan maka 
semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang diperoleh karyawan. 


6) Pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 
menggunakan uji-t di peroleh hasil yang menyatakan hipotesis diterima, yang 
artinya lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Lingkungan kerja yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada 
karyawan akan menumbuhkan rasa semangat dalam melakukan pekerjaaan. 
Kondisi nyaman yang dirasakan karyawan dalam bekerja akan menimbulkan 
mood positif dalam bekerja, kondisi ini akan berdampak positif terhadap 
meningkatnya kepuasan karyawan dalam bekerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Menurut (Nitisemito, 
2015) menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan semua hal atau segala 
sesuatu yang berada dalam lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi 
diri dalam menjalankan pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif 
sangat dibutuhkan karyawan demi tercapainya kepuasan kerja karyawan, 
sehingga target-target perusahaan yang dibebankan bisa segera terwujud. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan oleh (Ardianti, Qomariah, & Wibowo, 2018) yang menujukkan 
bahwa semakin baik lingkungan kerja karyawan maka semakin baik pula 
kepuasan kerja karyawan. 


Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi, 
Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada UD. 
Suwarlandono Art di Tanggulangin. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Budaya organisasi dapat memberikan 
konstribusi terhadap kepuasan kerja. Semakin baik budaya organisasi maka akan 
semakin tinggi kepuasan kerja tersebut. Kedua, Kepemimpinan dapat memberikan 
konstribusi terhadap kepuasan kerja. Semakin baik kepemimpinan maka akan 
semakin tinggi kepuasan kerja tersebut. Ketiga Lingkungan kerja dapat memberikan 
konstribusi terhadap kepuasan kerja. Semakin baik lingkungan kerja maka akan sema 
kin tinggi kepuasan kerja tersebut. 
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Abstract 

Emergency procedures are simple and different from direct appointment, the 
Budget User (PA) instructs the PPK to appoint providers to carry out work based 
on the PA's reguirements for handling Covid-19. PA in the APBN is the minister or 
head of the institution while in the APBD structure, PA is the head of the region ie 
the governor or regent or mayor. Providers are used to providing the needs of the 
work unit concerned but must be ensured that there is no KKN, for example 
through mark ups, kickbacks, bribes or promises to provide other work in the future 
which is detrimental to the country's finances. Minister of Finance Sri Mulyani 
Indrawati said that the procurement of goods and services for emergencies such as 
now is already regulated in LKPP Institution Regulation No. 13 of 2018 concerning 
Procurement of Goods / Services in Handling Emergency Situations. Many changes 
in the State Budget (APBN) as well as the direct appointment mechanism for 
Personal Protective Eguipment (PPE), masks and hand sanitizers can cause an 
atmosphere of concern. Even with direct appointment there are still a few things 
related to the committee and that is part of accountability, but Presidential 
Instruction No. 4 of 2020 is what the most important and Presidential Regulation 
regarding the procurement of goods / services is unnecessary, another legal basis 
is sufficient to deal with this unusual situation. 


Keywords: budget users for covid-19 handlers 


Abstrak 
Prosedur kondisi darurat secara sederhana dan berbeda dengan melalui 
penunjukkan langsung, Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan PPK menunjuk 
penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan PA untuk penanganan 
Covid-19. PA dalam APBN adalah menteri atau kepala lembaga sedangkan dalam 
struktur APBD, PA adalah kepala daerah yaitu gubernur atau bupati atau wali kota. 
Penyedianya yang biasa menyediakan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan 
namun harus dipastikan tidak adaKorupsi, Kolusi, Nepotisme(KKN) misalnya 
melalui mark up, kick back, suap atau pun janji memberikan pekerjaan lain di 
kemudian hari yang merugikan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk kondisi 
darurat seperti saat ini memang sudah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.Banyaknya perubahan 
di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya 
mekanisme penunjukan langsung untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker dan 
hand sanitizer dapat menimbulkan suasana kekhawatiran.Meksipun dengan 
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penunjukan langsung masih ada beberap hal beberapa terkait kominten dan itu 
bagian dari akuntabilitas, namun Inpres Nomor 4 Tahun 2020 itu yang terpenting 
dan Perpres mengenai pengadaan barang/jasa rasanya tidak perlu, sudah cukup 
landasan hukum lain untuk menghadapi situasi yang tidak biasa ini. 


Kata Kunci: pengguna anggaran untuk penangan Covid-19 


Pendahuluan 
Di tengah keadaan darurat wabah virus corona atau Covid-19, pengadaan 


barang/jasa masih tetap diperbolehkan. Hal ini mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13/2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat (Ramli, 2020). 

Selain ketentuan dari LKPP, maka di dalam pengadaan barang/jasa kedaruratan 
untuk Covid-19 perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang dijadikan dasar 
ketentuan seperti Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 
Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan 
barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai 
bencana Nasional serta kete ntuan lainnya yang terkait dengan regulasi COVID-19 
(Florentina, Wibowo, Hoesodo, Murti, & Tangkas, 2020). 

Pada tahap perencanaan pengadaan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis 
ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan adalah hal yang harus dilalui, 
kemudian di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dengan cara swakelola 
atau menggunakan penyedia. Apabila pejabat pembuat komimen (PPK) menggunakan 
penyedia maka PPK menunjuk penyedia dan melakukan surat pesanan (SP) / surat 
perintah mulai kerja (SPMK), penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyiapkan 
dokumen kewajaran harga guna pemeriksaan (audit), apabila melalui swakelola PPK 
melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penanganan darurat, melakukan 
pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, pelaksaan pekerjaan dan serah terima 
pekerjaan (Hamidi, 2020). Untuk penyelesaian pembayaran melalui 3 tahap yakni 
kontrak, pembayaran dan post audit dimana aparat pengawas internal pemerintah 
(APIP) atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) melakukan 
audit/pemeriksaan atas kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia (Triasti, 2021). 

Dalam hal pengadaan barang/jasa terkait penanganan keadaan darurat sumber- 
sumber pendanaan itu berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 
(APBN) Anggaran K/L, termasuk refocusing, realokasi, anggaran cadangan yang dari 
APBD sumbernya pendapatan asli daerah (PAD)& Revisi anggaran dan dana kas daerah 
serta sumber lain sesuai Perundang-undangan. Sehingga pengadaan dalam penanganan 
keadaan darurat dapat berupaya terbaik mencapai tujuan pengadaan dengan optimalkan 
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mitigasi resiko yang memperhatikan aspek regulasi, justifikasi dan data 
dukung/dokumentasi berlandaskan prinsip dan etika pengadaan. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan 
penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk 
mendapatkan informasi kendala dan akibat dari pandemi Covid-19 (Purwanto et al., 
2020). Studi kasus eksplorasi merupakan metode yang disertai dengan pengumpulan 
data tambahan. Sedangkan pendekatan studi kasus kualitatif merupakan penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 
dan masal 


Hasil dan Pembahasan 

Wabah Virus Corona (Covid-19) yang menyerang hampir seluruh negara di dunia 
membuat situasi ekonomi global mengalami perlambatan. Di Indonesia sendiri, 
beberapa sektor industri sudah merasakan dampak langsung dari penyebaran virus yang 
bermula di Kota Wuhan, China ini.Guna menekan dampak penyebaran virus Corona 
terhadap dunia usaha yang saat ini sudah mengkhawatirkan, pemerintah sudah 
menggelontorkan dua paket stimulus ekonomi. Dua paket kebijakan ini diproyeksikan 
untuk industri-indsutri tertentu yang dinilai berdampak langsung atas penyebaran virus 
Corona di Indonesia. Dalam rapat-rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Sri 
Mulyani menegaskan bahwa fokus kebijakan pemerintah ke depan adalah kesehatan dan 
perlindungan masyarakat terhadap wabah virus Corona (Mardiyah & Nurwati, 2020). 

Dalam konteks ini, lanjutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) untuk tahun 2020 dipastikan mengalami perubahan drastis. Seluruh 
perhitungan baik itu makro maupun mikro mengalami pergeseran yang sangat 
signifikan, seperti nilai tukar rupiah, target penerimaan pajak, target pertumbuhan 
ekonomi dan lain sebagainya, yang dipastikan tidak akan berjalan sesuai prediksi. 
Bahkan pemerintah “dipaksa” melakukan perubahan dalam pos-pos anggaran demi 
pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia. Atas dasar itu pula, pemerintah akan 
segera melakukan perubahan APBN. Tentunya, kata Sri Mulyani, perubahan APBN 
membutuhkan landasan hukum baru, baik dalam bentuk Perppu atau mungkin undang- 
undang. Salah satunya adalah rencana relaksasi defisit APBN menjadi 5 persen karena 
negara dinilai dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Hal ini sesuai dengan UU No. 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Sekarang dibahas bersama DPR bagaimana mekanisme (pelebaran defisit) dalam 
kondisi mendesak. Ini situasi kegentingan memaksa makanya Bapak Presiden 
menyampaikan bahwa pemerintah bisa memberikan perppu menyangkut perubahan 
APBN sendiri. Perppu ataukah UU nanti Presiden yang menentukan, Meski demikian, 
relaksasi defisit yang melewati 3 persen tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab 
dan prudent. 

Selain pelebaran defisit APBN, untuk menjalankan stimulus ekonomi jilid 3 yang 
saat ini tengah dibahas, Sri Mulyani mengaku pemerintah juga akan mengeluarkan 
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beberapa landasan hukum baru. Hal ini bertujuan agar seluruh kebijakan yang 

diterbitkan masih sesuai dengan koridor APBN dan keuangan negara. Kebijakan yang 

diambil bersifat jangka pendek yakni 3-6 bulan. 

Waktu melakukan perubahan realokasi anggaran antar kementerian, itu semuanya 
mendapatkan landasan hukum yang baik walaupun situasi genting. Kalau lebih dari ini 
seperti paket ketiga, kemungkinan kita akan membutuhkan landasan hukum berbeda. 
Kalau pajak, bea masuk dan penundaan, itu cuma penerimaan, tapi kalau sampai 
memberikan jamjnan kepada lembaga keuangan agar tetap bisa menyalurkan kredit dan 
relaksasi, ini bentuknya akan berbeda. Usaha pemerintah dalam melakukan percepatan 
penanganan COVID-19sebagai berikut, 

1. Melakukan identifikasi terkait kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam 
situasi pandemic Covid-19 pasca penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) (Manao, 2020). 

2. Mengakomodasikan kebutuhan yang sifatnya emergency baik sektor kesehatan dan 
social safety net. Apakah meng-cover di luar PKH, bagaimana caranya dihitung, 
akan di cover, dan mengindentifikasi kebutuhan perusahaan. Peket jilid 2 untuk 
industri manufaktur, nah di jilid 3 sektor industri transportasi dan perhotelan juga 
akan diberikan insentif dan dimasukkan di dalam paket sama seperti manufaktur. Ini 
akan mempengatuhi penerimaan negara tahun ini, dan kita inventarisasi dan respon 
sesegera mungkin. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend TNI, Ketua 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyampaikan bahwa 
dalam Rapat Terbatas (ratas), sebanyak 34 Gubernur mendukung keputusan pemerintah 
dalam mengambil kebijakan, yaitu social distancing yang oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) diterjemahkan menjadi physical distancing. 

Rangkuman arahan Presiden kepada para Gubernur terkait penanganan Covid-19 
yang disampaikan Kepala BNPB adalah sebagai berikut, 

1. Presiden menekankan physical distancing yang bisa diterjemahkan oleh para 
Gubernur termasuk seluruh pejabat yang ada di daerah dengan jaga jarak atau jaga 
jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. 

2. Presiden menegaskan dan menekankan kepada para Gubernur bahwa penjelasan- 
penjelasan ini harus sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa dan kelurahan 

3. Setiap pejabat di daerah, harus dapat menerjemahkan tentang ancaman yang semakin 
serius dari wabah Korona ini dan bagaimana caranya agar semua bisa selamat. 

4. Presiden meminta agar masyarakat tidak panik, saling berbagi pengalaman, saling 
berbagi cerita yang bisa memberikan semangat agar bisa terhindar dari wabah ini. 

5. Presiden menekankan prioritas untuk penggunaan Rapid Test ditujukan kepada 
pekerja medis, karena mereka lah orang yang paling rentan, yang paling terdepan, 
dan yang berpeluang akan terpapar. 

6. Presiden telah menegaskan seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan 
domestik dulu. 
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10. 


11. 


12. 


. Gubernur untuk bisa bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda supaya apabila 


APD tiba, sesegera mungkin didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang 
memerlukan karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini 
hari tadi ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD padahal 
provinsinya telah didistribusikan. 


. Upayakan semaksimal mungkin masyarakat yang masih sehat untuk menjaga 


kesehatan dirinya. Ia meminta jangan anggap enteng, jangan anggap sepele prosedur 
protokol, ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan hendaknya betul-betul 
ditaati. 


. Penegakan hukum ke depan harus menjadi prioritas, karena Gubernur sesuai dengan 


Keppres Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kewenangan untuk memberikan penegakan 
hukum dengan memanfaatkan aparat yang ada. 
Presiden memerintahkan kepada para Gubernur untuk membuat rencana aksi yang 
detail, khususnya yang berhubungan dengan peta kesadaran Covid-19 di wilayah 
masing-masing. 
Semua kebijakan yang diambil oleh para Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas 
diupayakan harus komprehensif, harus holistik melibatkan segenap komponen yang 
ada, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya. 
Sampai dengan jam 11.00 tentang Wisma Atlet, terdapat 102 orang pasien yang 
mendaftar mulai kemarin sore, kemudian yang dirawat sebanyak 71 orang dan 2 di 
jadwalkan akan dikirim ke RSPAD karena kondisisnya kurang begitu baik. 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat 


Covid-19 dilakukan sebagai berikut: 


1. 


Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih 
lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam 
rangka penanganan Covid-19. 

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan 

kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid- 

19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di 
instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. 
Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum 
dapat ditentukan (Arifin, 2019). 

b. Untuk pengadaan barang, menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh 
Penyedia, meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, dan 
melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat 
dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau 
seluruhnya). 

c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnyaljasa konsultansi, 
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat 
Perintah Mulai Kerja (SPMK), meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran 
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harga, menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara 
Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan 
melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan 
dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya). 

d. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan 
menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan. 

4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid- 
19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola. 

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta 
audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan. 

6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan 
dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada 
siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa 
ini. 

7. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut 
denganLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsultasi 
dapat dilakukan melalui narahubung yang tersedia di alamat www.lkpp.go.id. 
LKPP mengambil langkah strategis dengan menggunakan prosedur pengadaan 
barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, 
dengan melalui penunjukan langsung sebagai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan 
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 


INPRES Nomor 4/2020 juga memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam 
Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan 
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota (Hamidi, 
2020). Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan aturan 
dalam dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk 
percepatan penanganan COVID-19 melalui Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan 
dipertegas kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Nomor 
440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
di lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 17 Maret 2020. Hal ini telah sejalan dengan 
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan (Harefa, 2021). 
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

A. Protokol pencegahan covid-19 dalam penyelenggara jasa konstruksi 
a. Skema Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Penyelenggaran Jasa Konstruksi 
1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19 
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a. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib membentuk Satgas Pencegahan 
Covid-19 yang menjad bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi 
b. Satgas Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut 
c. Satgas Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a 
berjumlah paling sedikit 5 orang yang terdiri atas; 
2. 1(satu) Ketua Merangkap Anggota; dan 
3. 4(empat) Anggota yang mewakili Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 
4. Satgas Pencegahan Covid-19 memiliki tugas, tanggung jawab, dan 
kewenangan untuk melakukan; 
1) Sosialisasi 
2) Pembelajaran ( Edukasi) 
3) Promosi Teknik 
4) Metode / Pelaksanaan pencegahan Covid-19 Kementerian PUPR 
melakukan Identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan 
5) Berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Covid-19 Kementerian 
PUPR melakukan identifikasi Potensi Bahaya Covid-19 di lapangan 
6) Pemeriksaan Kesehatan terkait potensi terifeksi Covid-19 kepada semua 
pekerja dan tamu proyek 
7) Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi / 
demobilisasi pekerja 
8) Pemberian Vitamin dan Nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas 
tubuh 
9) Pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan 
10) Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja positif dan / 
atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan 
dilakukan penghentian kegiatan sementara 
5. Identifikasi Potensi bahayaa Covid-19 di Lapangan 
A. Satgas pencegahan  Covid-19 berkoordinasi dengan Satgas 
Penanggulangan Covid -19 Kementerian PUPR untuk memutuskan; 
1) Identifikasi potensi resiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran 
penyebaran covid -19 di daerah yang bersangkutan 
2) Kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan 
Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah 
3) Tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
B. Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut teridentifikasi; 
1) Memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran 
2) Telah ditemukan pekerja yang positif dan / atau berstatus Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP); atau 
3) Pimpinan Kementerian/lembaga/instansi/kepala daerah telah 
mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat 
keadaan 
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C. Penghentian penyelenggaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud diatas 
dilakukan sesuai ketentuan yang tidak dapat terpisahkan dari intsruksi 
pemerintah. 

D. Dalam Hal penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut karena sifat dan 
urgensinya tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan 
dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19, maka penyelenggaran jasa 
konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan kententuan; 

1) Mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat; 
2) Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan disiplin 
tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh satga pencegahan covid- 
19. 
3) Penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan 
a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Wajib menyediakan 
ruang klini kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan 
sarana kesehatan yang memadai , antara lain tabung oksigen , 
pengukur suhu badan , pengukur tekanan darah , obat-obatan 
dan petugas medis 
b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Wajib memiliki kerja 
sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan 
covid-19 dengan rumah sakit dan / atau pusat kesehatan 
masyarakat terdekat untuk tindakan darutat 
c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Wajib menyediakan 
fasilitas tambahan antara lain; pencuci tangan, masker 
dikantor dan lapangan bagi semua pekerja dan tamu 
d. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Wajib menyediakan 
vitamin dan nutrisi tambahan bagi pekerja dalam 
meningkatkan imunitas tubuh 
4) Pelaksanaan Pencegahan Covid-19 di lapangan 
a. Satgas pencegahan Covid-19 bersama petugas medis harus 
menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik 
pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan 
b. Petugas medis bersama satuan pengamanan melaksanakan pengukuran 
suhu tubuh kepada seluruh pekerja dan karyawan 
c. Satgas Pencegahan Covid-19 harus melakukan tindakan apabila ada 
pekerja yang memiliki suhu tubuh diatas suhu tubuh normal 38 derajat 
celcius 
d. Petugas medis dibantu tim satgas melakukan evaluasi dan penyemprotan 
disinfektan pada seluruh tempat , fasilitas , dan peralatan kerja 
e. Penghentian sementara dilakukan hingga proses evaluasi dan 
penyemprotan disinfektan , serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan 
isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga 
kerja yang terpapar telah selesai 
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B. Mekanisme pencegahan Covid-19 dalam penyelenggara jasa konstruksi 


















PENGGUNA PENYEDIA JASA 3 EA JASA 
JASA DAN PEKERJAAN 3 PEKERJAAN 
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI EA 








PENYEDIA JASA PENGGUNA AA 
PEKERJAAN DAN/ATAU PEKERJAAN 
KONSTRUKSI PENYEDIA JASA AA 


PEKERJAAN 


Perkembangan pandemik virus Covid-19 dan menindaklanjuti arahan presiden 
Republik Indonesia terkait upaya pencegahan Covid-19 , diperlukan protokol 
pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pengguna jasa 
dan penyedia jasa yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk 
mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja , 
keselamatan publik , dan keselamatan lingkungan pada setiap tahap penyelenggaraan 
jasa konstruksi (Sari, 2021). 


C. Cegah Korupsi PBJ Penanganan Covid-19, KPK Beri Arahan Kepala Daerah 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan arahan perihal pengadaan 
barang dan jasa (PBJ), terkait kebutuhan bencana kepada seluruh kepala daerah guna 
penggunaan anggaran pelaksanaan PBJ, dalam rangka percepatan penanganan 
pandemi virus Corona (Covid-19). 

Arahan itu merujuk Surat Edaran KPK Nomor 08 Tahun 2020 yang di 
antaranya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian 
bagi pelaksana pengadaan (Rohman, 2013). 

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada seluruh Sekretaris Daerah 
(Sekda) dan Bupati/Walikota dalam rapat koordinasi melalui konferensi video 
bersama Ketua BadanPemeriksa Keuangan Agung Firman, Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
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Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, di Gedung B Kemendagri, Rabu, 8 April 
2020. 

Pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung 
jawab Pengguna Anggaran (PA), dan KPK minta tidak perlu ada ketakutan 
berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. Laksanakan pengadaan 
barang sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh LKPP. Dalam kondisi 
darurat, pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan dengan cara swakelola. Dengan 
syarat, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola (Rahmad Daulay, 2021). 

Sesuai dengan SE yang telah dikeluarkan, SE tersebut ditujukan kepada Gugus 
Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan panduan dalam proses PBJ 
dalam situasi darurat. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi 
untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan. 

KPK menyadari bahwa di tengah situasi darurat, harga barang/jasa terkait 
penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan, karena permintaan global 
yang meningkat dan produsen yang terbatas. Hal ini menyebabkan kondisi pasar 
tidak normal, maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan 
dengan mengedepankan harga terbaik (value for money). PBJ dalam kondisi darurat 
cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan 
cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka 
mencari harga terbaik atau value for money tersebut (Florentina et al., 2020). 

Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for 
money) dan tidak selalu dengan harga terendah. Sehingga pelaksanaan pembelanjaan 
anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan 
kebutuhan.Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ 
tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan (Sinaga, 2018). 

KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ dalam rangka 
penanganan Covid-19. Pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya adalah dengan 
membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya. 
Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan 
penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi. 

Saat ini tim sedang merampungkan untuk dapat memberikan rekomendasi 
terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan 
anggaran dan PBJ penanganan Covid-19. 


D. Daftar Narahubung dan FAQ Konsultasi dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Darurat 
Covid-19 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 


No Instansi/Wilayah Narahubung Nomor Telepon 
Kementerian/Lembaga di bawah Dwi Satrianto 08128006040 
1 Kementerian Koordinator Bidang Mirna Medita Endikasari 08156802282 
Perekonomian dan lain-lain Mita Astari Y 081294466960 
Anas Bayu Kusuma 08986694949 
2 Kementerian/Lembaga di bawah Dwi Satrianto 08128006040 
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No Instansi/Wilayah Narahubung Nomor Telepon 
Kementerian Koordinator Bidang Fajar Adi H 08111204915 
Kemaritiman dan Investasi Sari Melani 081280434464 

Ali Masrochan 082112523897 

Kementerian/Lembaga di bawah Selamet Budiharto 081315186956 
3 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sugianto 081316615444 
Hukum dan Keamanan Inamawati Mastuti 081314336800 
Dian Arsita W 087884109592 

Kementerian/Lembaga di bawah Selamet Budiharto 081315186956 

4 Kementerian Koordinator Bidang Linda Mikowati 081294485373 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arif Budiman 081553073785 
Pemerintah Daerah Tjipto P. Nugroho 081330723786 

5 Wilayah Sumatera dan Banten Imam Arumsyah 085691095149 
Astri Erviana 087774427745 
Pemerintah Daerah Tjipto P. Nugroho 081330723786 

6 Wilayah Kalimantan, DKI Fajar Adi H 08111204915 
Jakarta dan Jawa Barat Ade Rizky E 081334402989 
Pemerintah Daerah Harry S. Kahartan 081578103560 

7 Wilayah Jawa Tengah, DI Arif Budiman 081553073785 
Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, M. Dwi Sumanto 081299436533 
Nusa Tenggara Timur dan Maluku M. Taufikkurohman 081901542667 
Pemerintah Daerah Wilayah Jawa Harry S. Kahartan 081578103560 
8 Timur, Sulawesi dan Papua Eben Henry R 081298889559 
Hendra D. Numberi 081349332997 

Febri Kamalisa 081290908988 
Umum/Keluhan Mukti Herlambang 081283454229 

9 Makkiyah Farizqi 08118703349 
Ajeng Widi Hapsari 081575571055 


E. Faq pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 


No Pertanyaan 
Siapa yang menetapkan kebutuhan 
1 barang/jasa dalam rangka penanganan 


Covid-19? 


Barang/Jasa apa yang dapat disediakan 
melalui pengadaan dalam rangka 


penanganan Covid-19? 


Apakah pengadaan Barang/Jasa dalam 
rangka penanganan Covid-19 ini dapat 
dilaksanakan walaupun anggarannya 


belum tersedia? 


Apakah pengadaan dalam rangka 
penanganan Covid-19 dapat 
dilaksanakan secara swakelola? 
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Jawaban 


Semua user atau pengguna barang/jasa yang membutuhkan 
dapat mengusulkan kebutuhannya kepada PA/KPA untuk 
ditetapkan. 


Pada prinsipnya seluruh Barang/Jasa dalam rangka 
penanganan Covid-19 yang pemenuhan/pemanfaatannya 
bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam kurun waktu 
keadaan darurat. 


Proses pengadaan dan pemanfaatan barang/jasa dapat 
dilakukan walaupun anggaran belum tersedia atau tidak 
cukup tersedia. Namun demikian, K/L/Pemda perlu 
mengupayakan refocusing dan/atau realokasi anggaran baik 
secara simultan ataupun setelah pelaksanaan pekerjaan. 


Pelaksanaan pengadaan dalam rangka penanganan Covid- 
19 dapat dilakukan secara swakelola oleh masing-masing 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam 
pelaksanaan swakelola tersebut, K/L/PD dapat melibatkan 
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran 
serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi 
kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha. 
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Pertanyaan 


Apa kriteria penyedia yang ditunjuk 
dalam penanganan 
Covid-19? 


Apakah penyedia yang diberikan uang 
muka wajib menyerahkan Jaminan 
Uang Muka? 


Apakah PPK harus memastikan 
kewajaran harga sebelum pembayaran? 


Apa yang dimaksud dengan bukti 
kewajaran harga yang harus disiapkan 
oleh Penyedia sebelum audit? 


Apakah PPK perlu menyusun HPS 
dalam penanganan 

Covid-19? 

Apakah penyusunan spesifikasi teknis 
barang/jasa dalam rangka penanganan 
Covid-19 harus mengikuti standar 
tertentu? 


Apakah dalam pengadaan barang/jasa 
untuk penanganan 

Covid-19 dilakukan negosiasi teknis 
dan harga? 


Apakah ada batasan nilai bagi PPK 
untuk menunjuk penyedia dalam 
pengadaan barang/jasa penanganan 
Covid- 

19? 

Apakah PPK perlu mensyaratkan 
Jaminan Pelaksanaan dalam 
penanganan Covid-19? 


Apakah dilakukan audit pengadaan 
barang/jasa untuk penanganan Covid- 
19 sebelum pembayaran? 


Bagaimana cara pembayaran pengadan 
barang/jasa dalam rangka penanganan 
Covid-19? 


Apakah barang/jasa dalam penanganan 
Covid-19 dikenakan Pajak? 


Jawaban 


Kriteria penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang telah 
berkontrak untuk pengadaan barang/jasa sejenis dengan 
Instansi Pemerintah, penyedia dalam katalog elektronik, 
penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikan, 
distributor/subdistributor ataupun agen), atau penyedia lain 
yang dianggap mampu. 

Jaminan Uang Muka tidak wajib diberikan dalam hal 
penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang telah 
berkontrak untuk pengadaan barang/jasa sejenis dengan 
Instansi Pemerintah, penyedia dalam katalog elektronik, 
penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikan, 
distributor/subdistributor ataupun agen). 


Tidak. PPK dapat melakukan pembayaran sesuai harga 
penawaran penyedia. Pada prinsipnya, kewajaran harga 
merupakan tanggung jawab pihak Penyedia 
dan bukan pihak PPK. Selanjutnya, Penyedia wajib 
menyiapkan data/informasi dan bukti kewajaran harga 
untuk dipertanggungjawabkan pada saat audit. 


Bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan 
struktur harga penawaran yang relevan pada saat 
pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari 
pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau 
dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah 
dipublikasikan. 


Pengadaan barang/jasa dalam rangka untuk penanganan 
Covid-19 tidak diperlukan 
HPS. 


Standar Barang/Jasa yang digunakan dalam rangka 
penanganan Covid-19 ini pada prinsipnya disesuaikan 
dengan ketentuan dari Instansi teknis yang berwenang. 


Tidak wajib, namun PPK dapat melakukan upaya 
negosiasi atas penawaran Penyedia dengan tetap 
memperhatikan target waktu pemenuhan ketersediaan 
barang/jasanya. 


Tidak ada batasan nilai pengadaan barang/jasa, besaran 
nilai disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 


Dalam rangka penanganan Covid-19 tidak diperlukan 
Jaminan Pelaksanaan. 


Tidak. Audit pengadaan barang/jasa untuk penanganan 
Covid-19 dapat dilakukan setelah pembayaran. 


Pembayaran dalam rangka penanganan Covid-19 dapat 
dilakukan secara termin atau sekaligus. Ketentuan tata cara 
pembayaran tersebut dituangkan dalam Surat 
Pesanan/SPPBJ. 


Pengenaan pajak Barang/Jasa dalam rangka penanganan 
Covid-19 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. 
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No Pertanyaan Jawaban 


Bagaimana pelaksanaan serah terima Pelaksanaan serah terima Barang/Jasa dapat dilakukan 
17 Barang/Jasa dalam rangka penanganan secara bertahap ataupun secara keseluruhan sesuai hasil 
Covid-19? pelaksanaan pekerjaan. 


Apakah pengadaan Barang/Jasa dalam 
18 rangka penanganan Covid-19 ini wajib 
dilakukan secara elektronik? 


Tidak. Pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 ini 
dilakukan secara manual. 


Kesimpulan 

Strategi Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat Upaya terbaik mencapai 
tujuan pengadaan, dengan optimalkan mitigasi risiko yang memperhatikan aspek 
regulasi, justifikasi, dan data dukung/dokumentas berlandaskan prinsip dan etika 
pengadaan . Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat seperti sekarang 
dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung dengan tahapannya mulai 
perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembayaran 

Pemerintah Sendiri untuk mengatasi pandemi ini telah mengeluarkan berbagai 
regulasi baik Perppu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 , Instruksi Presiden RI No 4 
Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan , Relokasi Anggaran , Serta Pengadaan 
Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 , Keputusan Presiden 
RI No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan 
peraturan-peraturan menteri lainnya 
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Abstract 

Restorative justice has been used by the Puncak Jaya Resort Police (Polres) in a 
number of criminal cases that happened within the Puncak Jaya Police's 
jurisdiction. This is because if a case is not settled by customary law, the Puncak 
Jaya community is often dissatisfied. Positive legislation is thought to be less 
sensitive to the needs of the society when it comes to criminal proceedings. The 
Puncak Jaya Police Department uses a restorative justice approach to mitigate the 
occurrence of new issues that could arise as a result of aggrieved parties' 
frustration. This study is a normative legal study that was performed using 
qualitative approaches and secondary data sources. The data is gathered from 
reliable sources based on literature reviews. In an inductive method, where 
research is conducted from general to more specific topics, conclusions are drawn 
from the research. The restorative justice strategy can be considered a viable 
option for resolving criminal cases in Puncak Jaya. This is because, in some 
circumstances, the restorative justice approach is a form of settlement that can 
satisfy the wishes of the parties concerned. In order for the matter to be settled 
according to the desires of the parties concerned. The Puncak Jaya community's 
customary law includes the payment of customary fines as one form of punishment. 
Customary fines are intended to compensate the victim for the harm caused by the 
perpetrator's criminal act. As a result, any customary fines that all parties have 
settled upon must be charged. he customary law payment is made at the police 
department in front of prosecutors and other interested parties. 


Keywords: customary law; restorative justice; Puncak Jaya 


Abstrak 
Restorative justice telah digunakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya 
dalam sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya. 
Hal ini dikarenakan jika sebuah kasus tidak diselesaikan oleh hukum adat, 
masyarakat Puncak Jaya seringkali tidak puas. Undang-undang positif dianggap 
kurang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal proses pidana. Polres 
Puncak Jaya menggunakan pendekatan restorative justice untuk memitigasi 
terjadinya isu-isu baru yang dapat muncul sebagai akibat dari frustrasi pihak-pihak 
yang tergugah. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data sekunder. Data 
dikumpulkan dari sumber terpercaya berdasarkan tinjauan literatur. Dalam metode 
induktif, di mana penelitian dilakukan dari umum ke topik yang lebih spesifik, 
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kesimpulan diambil dari penelitian. Strategi restorative justice dapat dianggap 
sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Puncak Jaya. Hal 
ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan restorative justice merupakan 
bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan para pihak yang 
bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan 
pihak-pihak yang bersangkutan. Hukum adat masyarakat Puncak Jaya meliputi 
pembayaran denda adat sebagai salah satu bentuk hukuman. Denda adat 
dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang 
ditimbulkan akibat tindak pidana pelaku. Akibatnya, setiap denda adat yang telah 
diselesaikan semua pihak harus dibebankan. pembayaran hukum adat dilakukan di 
kepolisian di depan kejaksaan dan pihak lain yang berkepentingan. 


Kata Kunci: hukum adat; keadilan restoratif; Puncak Jaya 


Pendahuluan 
Undang-undang Republik Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk 


menggambarkan kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana 
berasal dari suatu istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarfeit. Walaupun 
istilah tersebut terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda maupun 
berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda 
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Purba, 2016). 

Hukum pidana, yaitu pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, 
yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, 
yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka 
sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena 
tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum (Jaelani, 2020). 

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian 
tindak pidana di luar dari pada pengadilan. Berbeda dengan hukum perdata yang 
mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang disebut 
juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian 
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 
konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS hanya bisa 
diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana (Ariani, 2012) 

Saat ini satu-satunya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur terkait tindak 
pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan adalah Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 
2012), dimana bentuk penyelesaiannya dikenal dengan istilah diversi, yaitu pengalihan 
penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif. 

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 
pembalasan (Wahyudi, 2015). 
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Walau diatur dalam Undang-Undang Pidana Anak untuk lebih dianjurkan 
diaplikasikan dalam kasus pemidanaan pada anak, namun restorative justice juga 
dilakukan dalam kasus pemidanaan umum. Hal tersebut juga disarankan untuk 
dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No: SE/8/V11/2018 Tanggal 27 Juli 2018. 
Surat edaran tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa restorative justice dapat 
menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan 
semua pihak. 

Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya sudah menerapkan restorative justice 
dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak 
Jaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Puncak Jaya sering merasa tidak puas jika 
suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana 
dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. 

Maka dari itu, menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative 
justice dianggap lebih cocok untuk diselesaikan di wilayah hukum Puncak Jaya. 
Peradilan dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang dilakukan di 
wilayah hukum Polres Puncak Jaya dilakukan demi meminimalisir timbulnya masalah 
baru yang bisa saja terjadi akibat ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa 
dirugikan. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dari 
sumber terpercaya berdasarkan tinjauan literatur. Dalam metode induktif, di mana 
penelitian dilakukan dari umum ke topik yang lebih spesifik, kesimpulan diambil dari 
penelitian. Strategi restorative justice dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk 
menyelesaikan kasus pidana di Puncak Jaya. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa 
keadaan, pendekatan restorative justice merupakan bentuk penyelesaian yang dapat 
memuaskan keinginan para pihak yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut dapat 
diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Keberhasilan Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus 


Pidana di Papua 

Penerapan pendekatan restorative justice sudah lama dilakukan di Polres 
Puncak Jaya. Bahkan sejak pertama kali Polres Puncak Jaya terbentuk di pertengahan 
2008, pendekatan restorative justice adalah metode yang digunakan untuk 
menyelesaikan kasus tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Puncak 
Jaya yang cenderung lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam 
menyelesaikan kasus tindak pidana. Oleh karena itu, maka pendekatan retosrative 
justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dianggap lebih efektif (Umam, 
2016). 

Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi 
kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada 
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tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Maharani, Yuniningsih, & 
Djumiarti, 2016). Penerapan pendekatan restorative justice dilaksanakan oleh Polri 
sebagai aparat hukum yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum. 

Penerapan restorative justice dilaksanakan oleh Polres Puncak Jaya sebagai 
upaya dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dimana penegakan 
hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta 
mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkara. Efektivitas hukum menurut Romli 
Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, 
tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi 
dna penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang 
sering diabaikan (Tarigan, 2017). 

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, 
dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu (Pohan, 
2019) : 

a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang) 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum 

c. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa. 


Jika dilakukan analisa untuk melihat ukuran efektivitas penerapan restorative 
justice di Polres Puncak Jaya berdasarkan pada faktor-faktor yang disebutkan oleh 
Soerjono Soekanto, maka bisa digambarka n pada tabel dibawah ini: 








Tabel 1 
No Faktor Penerapan Restorative Justice di Polres Puncak Jaya 
1 Hukumnya Landasan restorative justice, Surat Edaran Kapolri 


No.8/VII/2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 











2 Penegak Hukum Kepolisian Resor Puncak Jaya 
3 Sarana dan fasilitas Kantor Kepolisian Resor Puncak Jaya 
yang mendukung 
4 Masyarakat Masyarakat Puncak Jaya sebagai masyarkat yang 


memegang teguh nilai-nilai serta kebiasaan luhur. hukum 
adat merupakan hukum yang berasal dari masyarkaat 
Puncak Jaya 

5 Kebudayaan Sebagai masyarakat adat yang memegang teguh nilai-nilai 
kebudayaan yang ada, masayrkat Puncak Jaya masih 
mengakui dan menerapkan hukum adat dalam 
menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. dimana 
hukum adat merupakan hukum yang berasal dari 
masyarakat Puncak Jaya dan tetap hidup ditenagh-tengah 
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No Faktor Penerapan Restorative Justice di Polres Puncak Jaya 
masayarakat. hukum adat sudah menjadi bagian dari 
kebudayaan masyarakat Puncak Jaya. 








Menambahkan pada faktor-faktor pengukur efektivitas diatas, Soerjono Soekanto 
memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Dimana 
prasarana yang dimaksud harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan 
kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya (Rahman, 2017). 
Walau tidak sebanding jika dibandingkan dengan Polres di Kabupaten lain yang bukan 
berada di wilayah gunung, Kepolisian Resor Puncak Jaya memiliki sarana dan prasarana 
yang mumpuni untuk menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak 
pidana di Puncak Jaya. 

Melihat tabiat dari masyarakat Puncak Jaya yang suka berperang, maka 
pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya 
bisa dikatakan efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak terjadinya perang antar suku 
ketika sudah dilaksanakan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana 
yang terjadi. kemudian hal lain yang bisa dijadikan ukuran adalah, banyaknya kasus 
tindak pidana yang diminta oleh masyarkaat untuk diselesaikan dengan pendekatan 
restorative justice. Hal tersebut dapat dilihat pada data reskrim Polres Puncak Jaya, 
seperti yang tertera pada diagram dibawah ini. 


Diagram 2 


10 


c 
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Laporan kasus tindak pidana yang terjadi di Polres Puncak Jaya periode 2018-2020. 
Diolah oleh peneliti 
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B. 


C. 


Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan Penyidik dalam Menerapkan Restorative 
Justice dalam Menyelesaikan suatu Kasus Pidana di Papua 

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana, memiliki hak penuh 
untuk memilih akan menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi dengan 
pendekatan restorative justice atau tidak. Penyidik atau pihak kepolisian tidak boleh 
melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Walau tidak boleh untuk melakukan 
intervensi, namun pihak penyidik berhak untuk mempertimbangkan apakah kasus 
tersebut bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau tidak. Karena 
berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya 
mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab (Apriyanto, 2016). 

Kemudian pada Pasal 16 Ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inodnesia dan Pasal 6 Ayat (1) 
angka 4 Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memehuni syarat 
(Pandelaki, 2018) berikut ini: 

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

2) Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 
3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 

4) Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; dan 
5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). 

Selain hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, terdapat hal- 
hal lain yang harus menjadi pertimbangan penyidik dalam memutuskan bahwa suatu 
kasus dapat diselesaikan dengan restorative justice atau tidak. Adapun hal tersebut 
adalah salah satu syarat formil pada pedoman penanganan penyelesaian perkara 
dengan pendekatan restorative justice yang terdapat pada Surat Edaran Kapolri No.8 
Tahun 2018, bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap 
kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Maka penerapan 
restorative justice tidak dapat dilakukan pada tindak pidana yang menyebabkan 
hilangnya nyawa manusia. 

Maka dalam menyelesaiakn kasus tindak pidana dengan pendekatan restorative 
justice, hal-hal tersebut harus menjadi pertimbangan penyidik untuk dapat 
menentukan suatu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan 
restorative justice atau tidak. 


Kondisi dari Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pidana Ketika 
Penyelesaian kasus Pidananya Diselesaikan dengan Menerapkan Restorative 
Justice 

Pendekatan restorative justice bisa dikatakan sebagai metode penyelesaian 
yang cocok terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya. Hal tersebut 
disebabkan karena pendekatan restorative justice merupakan metode penyelesaian 
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yang dalam prakteknya mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang 
terlibat perkara tertentu. Sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan dengan 
sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat (Bintang, 2021). 

Dengan menyepakati penerapan restorative justice oleh kedua belah pihak 
yang terlibat dalam perkara, maka pelaku harus melaksanakan ketetapan sebagai 
bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Bentuk tanggung 
jawab atau ganti rugi kepada pihak korban atas apa yang sudak dilakukan oleh 
pelaku. Hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat formil berlakunya restorative 
justice sesuai dengan SE Kapolri No.8/2018, bahwa pelaku tidak keberatan atas 
tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan secara sukarela (Wadjo & Saimima, 
2020). 

Salah satu bentuk hukuman yang terdapat pada hukum adat di masyarakat 
Puncak Jaya adalah pembayaran denda adat. Denda adat dianggap sebagai ganti rugi 
dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku. Maka dari itu, setiap denda adat yang sudah disepakati oleh kedua belah 
pihak harus dibayarkan. Proses pembayaran hukum adat dilaksanakan di kantor 
polisi dan disaksikan oleh penyidik dan pihak-pihak lainnya. 


Kesimpulan 

Restorative justice adalah upaya penyelesaian kasus pidana dengan 
menekankan akan pentingnya mempertahankan keadilan dan menstabilkan 
keseimbangan. Restorative justice memberikan kewajiban terhadap pelaku kejahatan 
dengan kesadarannya untuk mengakui kesalahannya dan melakukan permintaan maaf 
dan pengembalian kerugian serta kerusakan yang dialami oleh korban. Sehingga hal 
tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban. 

Penerapan restorative justice terjadi atas kesepakatan pihak-pihak yang terlibat 
dalam kasus tindak pidana, tanpa adanya intervensi polisi di dalamnya. Penerapan 
pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di wilayah 
hukum Polres Puncak Jaya dikatakan sangat efektif, dikarenakan lebih mampu untuk 
mengakomodir keinginan semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. 
Sehingga hal tersebut menghindari munulnya konflik-konflik yang bisa saja muncul 
ketika satu pihak merasa keinginan/ kepentingannya tidak diakomodir. 

Walau tidak berhak untuk melakukan intervensi atas penerapan pendekatan 
restorative justice, namun pihak reskrip Puncak Jaya sebagai penyidik berhak untuk 
menentukan apakah suatu kasus bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice 
atau tidak. Hal tersebut dikarenakan wewenang dari penyidik serta syarat formil dan 
syarat materil yang harus dilengkapi ketika menerapkan pendekatan restorative justice. 
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Abstract 

The Bank is a business entity that in its business activities raises funds from the 
community and its mines in the form of credit. As for the banking structure in 
Indonesia, it consists of commercial banks and BPR. Adaris main commercial 
banks and BPR what no one is in a way of depositing giro and can not also be 
cross-payment, can not be in-activities in foreign exchange and limited stage 
operations. This research is an expectation to know the Macroeconomics and 
Internal Performance performance of Bank Persero and BPD for the period 2007- 
2018 and to know how the influence of Third Party Funds, CAR, NPL, BI Rate, 
Inflation and Exchange Rate on the Profitability of Bank Persero and BPD. The 
sample in this study is Persero Commercial Bank. This study uses descriptive and 
verificative methods. Data analysis then which way of analysis data panel 
regression. The results of the study point that Simultaneously has 3 variables of 
positive, but uneven relationships, namely CAR, DPK, and BI Rate. As for npl 
variables and exchange rates have a good relationship and exchange rate results. 
When viewed from the coefficient value of each variable, then the VARIABLE NPL 
and Exchange Rate have a considerable influence on the performance of 
profitability. 


Keywords: ROA; CAR; DPK, NPL; BI Rate; exchange rate 


Abstrak 
Bank merupakan badan usaha yang dalam kegiatan bisnisnya menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sedangkan untuk 
struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama 
bank umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak 
dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan 
bisnis dalam valas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kondisi Ekonomi Makro dan Perkembangan kinerja 
internal Bank Persero dan BPD periode 2007-2018 serta untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPL, BI Rate, Inflasi dan Nilai 
tukar terhadap Profitabilitas Bank Persero dan BPD. Sampel dalam penelitian ini 
yaitu Bank Umum Persero. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 
verifikatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara simultan terdapat 3 variabel memiliki 
hubungan positif, namun tidak signifikan, yakni CAR, DPK, dan BI Rate. 
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Sedangkan untuk variabel NPL dan Nilai Tukar memiliki hubungan negatif dan 
menunjukan hasil yang signifikan. Jika dilihat dari nilai koefisien dari setiap 
variabel, maka variabel NPL dan Nilai Tukar memberikan pengaruh yang cukup 
besar terhadap kinerja profitabilitas. 


Kata Kunci: ROA; CAR; DPK; NPL; BI Rate; nilai tukar 


Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa 
Bank merupakan badan usaha yang dalam kegiatan bisnisnya menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sedangkan untuk struktur 
perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum 
dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta 
dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan 
jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Pasal 21 dalam Undang-undang 
Perbankan menyatakan bahwa terdapat dua kategori bentuk hukum perbankan di 
Indonesia, yakni bank umum dan bank perkereditan rakyat. Untuk bank umum memiliki 
bentuk hukum; (1) persersoran terbatas; (2) koperasi; (3) perusahaan daerah. 

Ukuran bank merupakan indikator dalam mengukur seberapa besar dan seberapa 
kecil suatu bank dan diukur dengan memakai aset yang dimiliki (Praja & Hartono, 
2019). Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan 
kepercayaan masyarakat. Bank dianggap sebagai tempat kepercayaan nasabah untuk 
mengelola dananya. Bank dengan manajemen yang baik harus bisa menjaga 
kepercayaan nasabah penyimpan dananya. Dalam menjaga kepercayaan nasabah, 
kesehatan bank harus dipelihara. Salah satu pemeliharaan kesehatan bank dilakukan 
dengan tetap menjaga likuiditas sehingga bank dapat memenuhi kewajibannya dan 
menjaga kinerjanya agar bank selalu memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 
Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud apabila bank mampu 
meningkatkan kinerjanya secara optimal (Lasta, 2014). 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 
dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara 
kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu 
kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam 
melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012). 

Bank umum persero merupakan bagian dari bank umum yang beroperasi di 
Indonesia. Saat ini bank umum persero yang beroperasi yakni, Bank Mandiri, Bank 
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesai (BNI), dan Bank Bank Tabungan 
Negara (BTN). Dalam pelaksanaan operasionalnya bank umum persero menjadi bagian 
dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN menyatakan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh negara. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa 
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk 
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang manyoritas dimiliki oleh 
pemerintah dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Oleh karena itu, mengacu 
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kepada aturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa bank umum persero 
memiliki tujuan yakni memperoleh keuntungan, sehingga dalam pelaksanaan 
operasinya harus memiliki kinerja keuangan yang baik agar perusahaan tersebut 
memeperoleh keuntungan. 

Cukup besarnya peran perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
serta menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 
berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Indonesia tahun 
2018 jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia sebanyak 115 dengan jumlah 
dana yang disalurkan sebanyak 

Rp. 7.667 triliun atau tumbuh sebesar 6,83% dibandingkan pada tahun 2017. 
Sedangkan jumlah asset yang dimiliki sebesar Rp. 7.913 triliun tumbuh sebesar 7,12% 
dibandingkan tahun 2017. 

Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja sebuah perusahaan dalam 
memperoleh keuntungan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja profitabilitas, 
yakni faktor dari internal perusahaan dan faktor dari eksternal. Menurut (Athanasoglou, 
Brissimis, & Delis, 2008), bahwa kinerja profitabilitas suatu bank merupakan hasil dari 
kinerja faktor internal dan eksternal. Kinerja keuangan sebuah perusahaan bisa ditinjau 
dari aspek kemampuan dan efektifitas dalam penggunaan dana dan mengelola biaya 
(Kartikasari & Wahyuati, 2014). 


0 08 09 2010 2011 1 2014 1 1 8 
MBRI MBNI mMANDIRI MBTN 


Gambar 1 
Perkembangan Return on Asset (ROA) Bank Umum Persero Tahun 2007-2018 
(dalam persen) Sumber : Laporan keuangan (data diolah) 


Perkembangan Return on Asset (ROA) Bank Umum Persero dari tahun 2007 
sampai 2018 mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat. Peningkatan ini artinya 
bank dapat mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba bersih. Sedangkan 
penurunan tersebut terjadi karena adanya persaingan yang cukup tinggi, suku bunga 
yang terus menurun, beban regulasi untuk penambahan cadangan modal dan juga kredit 
bermasalah yang tinggi. 

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan 
dalam mengelola asetnya. ROA dengan nilai tertinggi yaitu Bank BRI dengan nilai 
Rata-rata 4,37%. Sedangkan ROA dengan nilai Terendah yaitu Bank BTN dengan nilai 
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Rata-rata 1,71%. Artinya Bank BRI adalah bank yang paling baik diantara bank persero 
lainnya. Sedangkan Bank BTN adalah Bank yang kurang baik diantara bank persero. 

Menurut (Sudiyatno, 2013) menyatakan bahwa hubungan antara Kinerja 
Profitabilitas dan Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan positif. Sedangkan untuk 
indikator kredit, (Suryani, 2012) menyatakan bahwa jika dilihat dari indikator Non 
Performing Loan (NPL) dihubungkan dengan Profitabilitas memiliki hubungan negatif, 
dikarenakan semakin besar indikator NPL maka akan memberikan dampak 
berkurangnya profitabilitas sebuah perusahaan. Untuk indikator profitabilitas, menurut 
(Pratami & Muharam, 2011), Return on Asset (ROA) menjadi salah satu indikator 
penting dalam operasional perbankan, karena profitabilitas perbankan yang 
menggunakan perbandingan dengan asset yang bersumber dari dana yang dihimpun dari 
Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga rasio ROA tersebut mencerminkan terkait kinerja 
internal perbankan didalam memperoleh keuntungan. 

Menurut (Muhaemin & Wiliasih, 2016) menyatakan bahwa faktor eksternal yang 
memberikan pengaruh terhadap indikator profitabilitas antara lain; (1) inflasi; (2) suku 
bunga; (3) nilai tukar; dan (4) jumlah uang beredar. Perbankan di Indonesia dalam 
menjalankan aktivitas usahanya diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbankan akan terkait langsung 
dengan kebijakan moneter. 

Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter menggunakan kerangka 
kerja inflasi atau Inflation Targeting Framework (ITF). Sehingga Bank Indonesia akan 
terus menjaga indikator-indikator makro yang terkait dengan stabilitas inflasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwijayanthy & Naomi, 2009), 
menyatakan bahwa hubungan antara inflasi dengan profitabilitas memberikan pengaruh 
negatif. Untuk BI Rate tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
profitabilitas, sedangkan untuk nilai tukar memberikan pengaruh negatif terhadap 
profitabililtas perbankan. 


Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan Kondisi variabel 
Ekonomi makro serta Perkembangan Kinerja Internal Bank Persero dan BPD Periode 
2007-2018. Sedangkan Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar 
dua variabel atau lebih yaitu untuk menjelaskan atau menganalisis bagaimana pengaruh 
Dana Pihak Ketiga, CAR, NPL, BI rate, Inflasi, dan Nilai tukar terhadap Profitabilitas 
Bank Persero dan Bank BPD Periode 2007-2018. Untuk metode estimasi model regresi 
dengan menggunakan data panel. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini menggunakan metode regresi data panel atau panel pooled data. Model regresinya 
dapat ditulis sebagai berikut : 
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Yit = Boit + BricX rit + B2itX2it + PsicXaic + P4itX4it + PsitXsic + © 


Keterangan : 
Y = Profitabilitas 
X1 — Dana pihak ketiga (DPK) 
X2= Capital Adequacy ratio (CAR) 
X3= Non performing loan (NPL) 
X4= BI rate 
X5= Nilai tukar mata uang 
Po = konstanta regresi 
Bi, B2 B3, Ba,B5, Bo = koefisien regresi 
i= 4 Bank Persero (BNI, BTN, BRI, Mandiri) 
t = tahun 2007-2018 
e = error 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
Studi ini menggunakan data time series dan cross section. Sumber data yang 
digunakan, terkait data kinerja internal diperoleh dari data laporan Tahunan Bank 
Umum Persero. Sedangkan untuk data makro sumber data diperoleh dari publikasi 
Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistika dari kurun waktu 2007-2018. 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan EViews 6.0 diperoleh hasil pada 
tabel sebagai berikut: 


























Tabel 1 
Hasil Regresi 

Variabel Koefisien Probabilitas 
C 19,16087 0,0002 
Log(DPK) 0,223497 0,3978 
CAR 0,028614 0,2876 
NPL -0,407377 0,0000 
BR 0,107686 0,0986 
Log(NT) -1,869481 0,0082 

R? 0,921230 





Sumber : Data diolah peneliti 


Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Yit= 19,1608 + 0,2234X1 + 0,0286X2— 0,4073X3 4 0,1076X4 — 1,8694X5 + e 


Hasil regresi dengan menggunakan indikator ROA sebagai variabel 
terikatnya sudah sesuai semua dengan tandanya. Namun ketika melihat 
Probabilitas nya, ada 3 variabel yang tidak signifikan, melihat dari hasil 
penelitian sebelumnya dan teori yang ada bahwa seharusnya Dana Pihak Ketiga, 
CAR, dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
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B. Pembahasan 
Kinerja profitabilitas yang tergambar dari indikator ROA untuk Bank BRI 


pada tahun 2007 sampai 2018 mengalami fluktuatif namun cenderung menurun. 
Pada tahun 2007 berada di angka 4,61% dan pada tahun 2018 berada di angka 
3,68%. Hal ini tentu tidak baik bagi bank BRI. Penurunan ROA ini biasanya 
disebabkan oleh Persaingan antar bank, suku bunga yang terus menurun, beban 
regulasi untuk penambahan modal dan juga kredit bermasalah yang tinggi. Bank 
BNI pada tahun 2007 sampai 2018 Mengalami naik fluktuatif namun cenderung 
meningkat. Pada tahun 2007 berada di angka 0,85% dan pada tahun 2018 berada 
di angka 2,78%. Hal ini tentu sangat baik bagi bank BNI. Artinya bank bisa 
mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan laba bersih. ROA Bank 
Mandiri dari tahun 2007 sampai 2018 mengalami fluktuatif namun cenderung 
meningkat. Pada tahun 2007 berada di angka 2,40% dan pada tahun 2018 berada 
di angka 3,17%. pada tahun 2007 sampai 2018 mengalami naik turun, Namun 
cenderung menurun. Pada tahun 2007 ROA Bank BTN berada di angka 1,92% 
dan pada tahun 2018 berada di angka 1,34%. Penurunan tersebut terjadi karena 
adanya persaingan yang cukup ketat, suku bunga yang terus menurun, dan kredit 
bermasalah yang tinggi. 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Persero tahun 2007-2018 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin banyak masyarakat 
menabung di bank, maka semakin besar pula penyaluran kredit yang diberikan 
oleh bank kepada masyarakat dan dimana dalam penyaluran kredit itu bank 
mendapatkan laba dari bunga. Dana Pihak Ketiga tertinggi berada di Bank 
Mandiri dengan nilai rata-rata Rp. 534,31 triliun rupiah. Sedangkan Dana Pihak 
Ketiga terendah berada di Bank BTN dengan nilai rata-rata Rp.96,02 triliun 
rupiah. Hal ini menunjukan Bank Mandiri adalah yang paling baik diantara bank 
persero lainnya. Sedangkan Bank BTN adalah bank yang kurang baik diantara 
bank persero. 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang 
mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 
ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana 
dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), 
dll. CAR tertinggi berada di Bank BTN dengan nilai rata-rata 17,83%. 
Sedangkan CAR terendah berada di Bank BNI dengan nilai rata-rata 16,93% 
(Setiawan & Indriani, 2016). Hal ini menunjukan Bank BTN adalah yang paling 
sehat dari segi permodalan diantara bank Persero lainnya. Sedangkan Bank BNI 
adalah bank yang kurang sehat diantara bank Persero berdasarkan indikator 
CAR. 

Perkembangan NPL Bank Persero tahun 2007-2018 mengalami fluktuatif 
namun cenderung menurun. Semakin kecil nilai NPL maka semakin kecil resiko 
yang ditanggung pihak bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. NPL 
tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu Bank BNI berada di angka 8,18%. 
Kondisi ini melebihi batas minimum yang telah ditetapkan yaitu 5%. Kondisi ini 
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tentu tidak baik bagi suatu bank. Pada tahun 2007 sedang ada krisis ekonomi di 
Amerika dan berdampak kepada negara berkembang seperti Indonesia. Ekonomi 
negara Indonesia saat itu sedang melamah, dan sektor perbankan pun ikut 
terkena imbasnya. Sedangkan NPL terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu ada di 
Bank BRI. Kondisi ini menggambarkan suatu bank dalam kondisi baik. NPL 
bank Mandiri dari tahun 2007-2018 mengalami fluktuatif namun cenderung 
menurun. Pada tahun 2007 berada di angka 7,33% dan pada tahun 2018 berada 
di angka 2,79%. NPL bank BTN dari tahun 2007-2018 mengalami fluktuatif 
namun cenderung menurun. Pada tahun 2007 berada di angka 4,05% dan pada 
tahun 2018 berada di angka 2,82%. 

Untuk indikator eksternal, BI Rate sebagai sebuah instrumen kebijakan 
moneter dalam bentuk suku bunga acuan, perkembangan BI dari tahun 2007 
sampai 2018 mengalami fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2007 
berada di angka 8% dan pada tahun 2018 berada di angka 6%. BI Rate yang 
tinggi cenderung akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan BI 
Rate yang relatif rendah akan memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh 
lebih cepat. Pada tahun 2007 berada di angka 6,59% dan pada tahun 2018 berada 
di angka 3,13%. 

Indikator lainnya adalah inflasi, perkembangan tingkat inflasi 
menggambarkan bahwa perekonomian indonesia berubah ke arah yang lebih 
baik. Pada tahun 2008 mengalami nilai yang cukup tinggi yaitu 11,06%. Hal ini 
disebabkan karena terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat dan berdampak 
kepada negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan tingkat inflasi yang 
tidak teratur ini mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi tidak 
menentu. Hal ini mengakibatkan BI-Rate juga terpengaruh dan berpengaruh 
pada pembiayaan. 

Indikator terakhir adalah nilai tukar, perkembangan nilai tukar dari tahun 
2007 sampai 2018 mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada 
tahun 2007 berada di angka Rp.9.419 dan pada tahun 2018 berada di angka 
Rp.14.710. Peningkatan kurs ini menggambarkan mata uang domestik nilainya 
turun terhadap mata uang asing. Artinya ekonomi negara Indonesia sedang 
melemah. Nilai tukar tertinggi sebesar Rp.14.710 terjadi pada tahun 2018. Hal 
ini menandakan pada saat itu Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan 
ekonomi. Sedangkan Nilai tukar terendah sebesar Rp.8.991 terjadi pada tahun 
2010, Hal ini menunjukkan bahwa bagusnya perekonomian Indonesia pada saat 
itu. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa koefisien DPK bernilai positif sebesar 
0,2234. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Anggreni & Suardhika, 2014), 
(Indriani, 2016) dan (Parenrengi & Hendratni, 2018), walaupun dalam hasil 
penelitian ini nilai probabilitas untuk DPK sebesar 39,796 lebih besar dari o= 
5%, sehingga DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada umumnya 
peningkatan DPK akan mendorong pada peningkatan laba atau profitabilitas. 
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Untuk rasio kecukupan modal (CAR), menghasilkan hubungan positif 
terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,0286. CAR sebagai sebuah 
indikator kekuatan perbankan dari sisi permodalan, akan memberikan gambaran 
bahwa bank tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak membutuhkan 
tamabahan modal dari faktor eksternal, teruatam dalam hal ini bank umum 
persero, dimana mayoritas kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah. 
Penelitian (Dewi & Prasetiono, 2011) menyatakan bahwa CAR perbankan 
memiliki hubungan positif terhadap peningkatan laba atau profitabilitas 
perbankan. Berdasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 
bahwa sebuah bank dikatakan sehat jika memiliki indikator CAR paling sedikit 
890. Indikator tersebut memberikan indikasi bahwa bank tersebut mampu 
membiayai operasional dan memberikan keuntungan bagi bank tersebut. 

Berbeda dengan indikator DPK dan CAR, untuk NPL, sebagai sebuah 
indikator kredit macet dari perbankan, dalam penelitian ini menghasilkan 
hubungan negatif sebesar 0,4073 terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan (Pinasti & Mustikawati, 2018) menyatakan hubungan negatif 
antara NPL dan profitabilitas, ini menandakan bahwa semakin baik operasional 
perbankan bisa dilihat dari strategi sebuah perbankan dalam mengelola risiko 
kredit macet. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh sektor perbankan 
adalah tingginya angka kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 
membuat sebuah ketetapan bahwa batas maksimal NPL sebuah bank sebesar 5% 
dari total kredit yang disalurkan. 

Untuk variabel yang bersifat eksternal yakni BI Rate dalam penelitian ini 
menghasilkan nilai positif terhadap profitabilitas perbankan, hasil tersebut 
sejalan dengan penelitian (Ali, Shafique, Razi, & Aslam, 2012) menyatakan 
bahwa tingkat bunga menghasilkan hubungan positif terhadap profitabiltas. 
Perkembangan tingkat bunga BI Rate menjadi sebuah acuan dalam menetapkan 
tingkat bunga pasar yang berlaku bagi perbankan. Penentuan tingkat bunga oleh 
sebuah bank bertujuan untuk melihat seberapa besar sebuah bank mampu 
mengelola cost of fund dari dana yang dikelolanya, sehingga suku bunga yang 
ditetapkan harus kompetitif, agar bisa menarik para debitur maupun kreditur 
untuk menjadi nasabah dan pada akhirnya berdampak kepada kinerja perbankan 
dalam memperoleh laba menjadi meningkat. 

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah nilai tukar, berdasarkan kepada 
hasil pengolahan data, nilai tukar mengasilkan nilai negatif sebesar 1,8694. Nilai 
koefisien nilai tukar menjadi yang terbesar diantara variabel-variabel yang 
diteliti, hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa, nilai tukar memberikan pengaruh 
yang cukup besar bagi sektor perbankan dalam memperoleh laba. Hal tersebut 
dikarenakan perbankan harus melihat bahwa transaksi-transaki yang dilakukan 
akan sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian (Dwijayanthy & Naomi, 2009), menyatakan bahwa sektor perbankan 
harus memiliki cadangan valuta asing terkait dengan tanggal jatuh tempo 
transaksi-transaksi perbankan. Jika kurs terus mengalami apresiasi maka 
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perbankan akan memperoleh kinerja laba yang baik dengan menguatnya nilai 
tukar, dan sebaliknya jika nilai tukar melemah, maka kinerja perbankan dalam 
memeperoleh laba akan cukup terkoreksi. 


Kesimpulan 

Kinerja perbankan dalam memperoleh laba dengan ROA sebagai indikator 
profitabilitas, dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 
Untuk faktor internal penelitian ini menggunakan variabel DPK, CAR, dan NPL, 
sedangkan untuk variabel eksternal menggunakan variabel BI Rate dan nilai tukar. 
Untuk variabel yang menghasilkan hubungan negatif yakni NPL dan nilai tukar, 
sedangkan untuk variabel yang menghasilkan hubungan positif yakni variabel DPK, 
CAR dan tingkat bunga. variabel nilai tukar dan NPL, jika dilihat dari nilai koefisien 
menghasilkan nilai terbesar dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
profitabilitas. Dengan kata lain, bahwa perbankan dalam menghasilkan laba, harus 
melihat indikator utamanya yakni NPL dan nilai tukar. 
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Abstract 

Narcotics are very addictive for consumers, and they can be severely addictive. In 
fact, nothing ever exists in his good name and a match. In jayapura police 
jurisdiction, residiat reskrim becomes an internal issue. Criminals who commit 
suicide after birth in prison are not versatile, which they deter, but they become 
increasingly intelligent and courageous in their fight against them. Once time 
passes and where criminal officials for opioid offenders are illegitimate, this is the 
problem. The purpose of this research used to be for empirical legal analysis where 
the data of the story and literature of the study. Data analysis of deductive analysis 
of logic in this study. Where the data process is good, starting with general analysis 
and drawing is equal to the discussion of a path. In jayapura city police 
jurisdiction, ex-three reasons for drug recidivist criminology: 1) economic factors, 
2) environmental factors, and 3) legal factors 


Keywords: narcotics; recidivist; drug recidivists 


Abstrak 

Narkotika sangat membuat ketagihan bagi konsumennya, dan mereka dapat 
menyebabkan kecanduan parah. Bahkan, tidak ada yang pernah dituduh atas 
tuduhan narkoba dan melakukan kejahatan. Di wilayah hukum Polres Jayapura, 
residiat narkoba menjadi isu serius. Para penjahat yang bunuh diri setelah 
dilahirkan di penjara tidak serbaguna, yang membuat mereka jera, tetapi mereka 
menjadi semakin cerdas dan berani dalam upaya memerangi narkoba mereka. 
Setelah waktu berlalu dan telah ditentukan bahwa sanksi pidana bagi pelanggar 
opioid tidak efektif, ini menjadi masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hukum empiris di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan 
tinjauan literatur. Pendekatan analisis data deduktif logika digunakan dalam 
penelitian ini. Di mana proses peninjauan data dilakukan, dimulai dengan analisis 
umum dan diakhiri dengan diskusi terperinci. Di wilayah hukum Polres Jayapura 
Kota, terdapat tiga alasan kriminogenik residiat narkoba: 1) faktor ekonomi, 2) 
faktor lingkungan, dan 3) faktor penegakan hukum. 


Kata Kunci: narkotika; residivist; residivawan narkoba 


Pendahuluan 
Narkoba atau Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat- 
obatan terlarang. Sedangkan istilah Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif berbahaya lainnya. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris 
“Howtocitee”———— Sinaga, Julkifi (2021) Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba, (3)6. 
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1228 
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“narcotics” yang arinya obat bius (Oky, 2020). Pemerintah melalui UU Narkotika 
mengelompokkan Narkotika menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika golongan I, 
Narkotika golongan II, Narkotika golongan III (Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 2017). Namun untuk Narkotika golongan I, sama sekali 
tidak dapat digunakan bahkan untuk kepentingan kesehatan sekalipun. Narkotika 
golongan I hanya dapat digunakan dengan jumlah yang terbatas untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan 
reagnesia laboratorium setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Menteri atas 
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Oky, 2020). 

Terdapat 161 jenis narkotika golongan I menurut lampiran Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018. Namun diantara jenis-jenis 
tersebut, beberapa jenis yang familiar disalahgunakan oleh masyarakat adalah heroin, 
kokain, daun kokain, opium, ganja, cijing, katinon, MDMDA/ekstasi, dan sabu-sabu 
(Ramadhan, 2020). Pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dipidana, hal tersebut diatur 
dalam pasal 111 hingga pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Jadi kurang lebih 
terdapat 37 pasal yang mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan 
dalam tindakan penyalahgunaan narkotika. 

PerJanuari hingga Agustus 2020, Polres Jayapura Kota saja sudah berhasil 
mengamankan 42 orang tersangka kasus narkoba (Jayapura, 2020). Kemudian BNN 
Provinsi Papua juga berhasil mengungkap 9 kasus narkoba di wilayah Papua pada 
periode yang sama (Nainggolan, 2018). Narkotika sesungguhnya sangat menimbulkan 
candu bagi penggunanya, narkotika mampu menimbulkan candu yang sangat besar. 
Bahkan tak jarang pelaku penyalahgunaan narkoba yang sudah dipidana dan 
mendapatkan hukuman kurungan kembali melakukan pengulangan tindak pidana 
(Sinaga, 2021). 

Pengulangan tindak pidana atau disebut juga sebagai residivis adalah pengulangan 
suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan 
sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan 
terjadi dalam jangka waktu tertentu (Hutabarat, 2020). Pelaku residivis narkoba 
merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura. 
Para pelaku penyalahgunaan narkoba setelah ditahan di lapas tidak lantas menjadikan 
mereka jera, namun terkesan justru semakin lihai dan semakin berani dalam 
mengedarkan narkoba. Hal tersebut yang lantas menjadi pertanyaan, mengapa setelah 
ditahan dan diputuskan hukuman pidana para tahanan narkotika tidak jera. 

Melalui kebijakan pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi 
Manusia) dalam melakukan program asimilasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020, banyak narapidana kasus penyalahgunaan 
narkotika yang akhirnya dibebaskan melalui program asimilasi. Namun baru sebentar 
meghirup udara bebas, narapidana tersebut kembali ditangkap oleh pihak Polisi karena 
melakukan kesalahan terkait penyalahguanaan narkoba kembali. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data deduktif logika digunakan 
dalam penelitian ini. Di mana proses peninjauan data dilakukan, dimulai dengan analisis 
umum dan diakhiri dengan diskusi terperinci. Di wilayah hukum Polres Jayapura Kota, 
terdapat tiga alasan kriminogenik residiat narkoba: 1) faktor ekonomi, 2) faktor 
lingkungan, dan 3) faktor penegakan hukum (Laksono, 2010). 


Hasil dan Pembahasan 
A. Faktor Kriminogen yang Memengaruhi Pelaku Residivis Narkoba di Polres Jayapura 

Faktor kriminogen adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu 
tindak pidana baru. Dalam kasus tindak pidana narkotika ini, bukan memunculkan 
suatu tindak pidana baru, hanya saja menjadikan pelaku tindak pidana semakin ahli 
dalam melaksanakan aksinya. Hal tersebut terjadi karena ketika berada di lapas, para 
narapidana akan bertemu banyak narapidana lain yang bisa jadi sudah lebih ahli dan 
lebih besar lagi. Jadi di lapas bukannya bertaubat dan berfikir untuk berhenti, mereka 
malah belajar untuk menjadi lebih besar lagi. Ketika dahulu dia merupakan pemakai 
narkoba, maka ketika keluar dari lapas dia bisa menjadi pengedar narkoba atau 
bahkan bandar (Syamsu & SH, 2015). 

Setelah melakukan penelitian dan mewawancarai narasumber dalam penelitian 
ini, peneliti menemukan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi faktor 
kriminogen bagi pelaku residivis narkoba di wilayah hukum Polres Jayapura Kota, 
yaitu: 1) Faktor Ekonomi; 2) Faktor Lingkungan; dan 3) Faktor Penegakan Hukum. 
Dimana menurut peneliti ketiga faktor tersebut memiliki andil yang kuat dalam 
menjadikan seorang narapidana narkoba menjadi seorang residivis narkoba. 

1) Faktor Ekonomi 

Dalam wawancara dengan saudara F yang dilaksanakan pada 23 Desember 
2020 di sel BNNP, F menyebutkan bahwa dirinya memutuskan untuk kembali 
melakukan tindak pidana narkotika (residivis) karena keterdesakan masalah 
ekonomi. Saat itu F bebas karena memperoleh hak asimilasi covid-19 yang 
dimaksanakan oleh Kemenkumham dalam Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang tertuang dalam Perkemenkumham 
10/2020. 

Setelah bebas F berkeinginan untuk kembali ke kampung halamannya yang 
berada di luar Provinsi papua, namun hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan 
karena Papua yang menerapkan lockdown. Hingga akhirnya F memutuskan 
untuk menetap kembali di Papua. Namun diakibatkan pandemi dan banyak dari 
sektor usaha yang tutup sehingga F tidak mendapatkan pekerjaan, dimana F 
membutuhkan pekerjaan untuk membiayai hidupnya. Hingga akhirnya F 
memutuskan untuk menerima ajakan temannya untuk ‘menjaga’ barang 
temannya yang berupa narkotika. Hingga F ditangkap oleh pihak berwajib dan 
kembali menjadi tahanan dan menjadi residivis. 

Narapidana merupakan anggota dari masyarakat umum yang memiliki hak 
dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya, dikarenakan perlakuannya 
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dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum 
yang berlaku, maka untuk sementara waktu dimasukkan kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan akan kehilangan kemerdekaannya dalam waktu tertentu 
(Kualitas Hidup Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIA Wanita 
Tangerang, Maret 2015). 

Konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana, maka yang 
bersangkutan dimasukkan ke dalam Lapas untuk waktu yang sudah ditentukan. 
Dimana dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarkatan. Lapas 
sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi 
warga masyarakat yang baik, yang menyadari segala kesalahannya serta dapat 
kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik (Utami & 
Indonesia, 2017). 

Tujuan keberadaan narapidana di Lapas adalah untuk dibina dengan tujuan 
agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Kesiapan 
narapidana untuk masuk kembali ke dalam masyarakat tentunya tidak 
mengesampingkan akan kesiapan narapidana dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan dari narapidana dalam aspek 
ekonomi ketika sudah dinyatakan bebas dan siap untuk kembali ke masyarakat. 
Dalam upaya pemenuhan dari kesiapan ekonomi tersebut, Lapas sebagai 
Lembaga tempat pembinaan narapidana dibina dan dibimbing memiliki program 
pembinaan yang berkaitan dengan hal tersebut. program pembinaan tersebut 
merupakan satu dari dua fokus pembinaan yang terdapat dalam program 
pembinaan Lapas, yaitu pembinaan kemandirian. Dimana dalam program 
pembinaan kemandirian narapidana akan diajarkan suatu skill/ keterampilan 
yang diharapkan nanti berguna ketika yang bersangkutan sudah bebas 
(Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020). 

Namun nyatanya pembinaan keterampilan tersebut tidak bisa diaplikasikan 
secara optimal, karena saudara F seorang residivis yang sudah tiga kali masuk ke 
dalam Lapas dengan kasus tindak pidana yang sama belum pernah mendapatkan 
pembinaan kemandirian yang dimaksud. Mengkonfirmasi hal tersebut dengan 
pernyataan Kalapas, hal tersebut terjadi karena terbatasnya anggaran terkait 
penyelenggaraan pembinaan kemandirian tersebut. 

Faktor Lingkungan 

Lapas Narkotika Kelas II A Doyo masuk ke dalam kategori Lapas Khusus, 
karena pada Lapas Narkotika Doyo khusus untuk melakukan pembinaan bagi 
narapidana dengan kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. Pembagian Lapas 
Khusus dan Lapas Umum dapat ditemukan dalam sistem Lapas di Indonesia, 
dimana pembagian lapas tersebut dipahami juga dengan pengklasifikasian 
narapidana. Klasifikasi narapidana adalah pengelompokan narapidana 
berdasarkan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan kepentingannya. Hal 
tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pencatatan data dari masing- 
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masing kelompok. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan umur, jenis 
kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan pembinaan (Online, 2021). 

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat istilah pemakai 
narkotika, yaitu para pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. 
Kemudian terdapat juga pengedar narkotika, dimana yang termasuk dalam 
pengedar narkotika adalah pihak yang memproduksi narkotika, pihak yang 
melakukan ekspor dan impor narkotika dengan cara yang bertentangan dengan 
hukum, pihak yang melakukan pengangkutan dan transit narkotika dengan cara 
yang bertentangan dengan hukum, pihak yang melakukan peredaran narkotika 
secara illegal dan prekusor narkotika (UU Narkotika). 

Di dalam Lapas Doyo semua narapidana pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika tersebut berada di dalam Lapas yang sama. Jadi tidak 
dapat perbedaan antara sel pengedar dengan pemakai narkotika, semuanya 
berada di dalam sel yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh Saudara F ketika 
wawancara di sel BNN, dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Kalapas. Hal 
tersebut sebenarnya sangat rentan dalam menimbulkan suatu kesempatan bagi 
para narapidana yang berada di Lapas Doyo untuk bisa saling berkomunikasi 
antara narapidana pemakai narkotika dengan pengedar narkotika. Dimana 
pemakai narkoba yang sebelumnya hanya memakai dan menyalahgunakan 
narkotika saja, kemudian seperti mendaptkan peluang baru untuk menjual atau 
mengedarkan barang terlarang tersebut. 

Hal tersebut kemudian bisa menjadi faktor kriminogen yang menjadikan 
para narapidana melakukan tindak pidana yang sama lagi ketika nantinya dia 
sudah keluar dari Lapas. Hal tersebut dikarenakan para narapidana yang masuk 
ke dalam Lapas akan semakin mengatahui seluk beluk serta informasi terkait 
pengedaran narkotika. Ketika bertemu dengan yang lebih ahli, para narapidana 
tersebut akan saling bertukar informasi dan justru menjadi semakin ahli ketika 
berada di Lapas. Sehingga probabilitas para narapidana tersebut menjadi seorang 
residivis akan semakin besar. 

Suwarto memberikan pandangan bahwa penggolongan narapidana itu perlu 
dilakukan, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga 
pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Suwarto 
juga manambahkan bahwa jenis kejahatan juga merupakan salah satu jenis 
karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana. Untuk itu perlu 
dilakukan pemisahan-pemisahan narapidana berdasarkan pada jenis 
kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas 
narapidana (Utami & Indonesia, 2017). 

Ketika peneliti menanyakan kepada Kalapas, Kalapas juga membenarkan 
terkait adanya kemungkinan narapidana yang masuk ke Lapas akan menjadi 
lebih ahli ketika keluar dari Lapas. Dikarenakan kemungkinan bertemu bandar 
yang lebih besar lagi, dan di dalam sel semua disatukan dalam satu sel yang 
sama.Peneliti merasa bahwa solusi yang tepat untuk menghindari pertukaran 
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informasi dan menjadikan narapidana tersebut menjadi semakin ahli adalah 
dengan melakukan pemisahan sel antara narapidana tindak pidana pemakai 
narkotika dengan narapidana tindak pidana pengedar narkotika. Hal itu 
dilakukan guna meminimalisir terjadinya pertukaran informasi atau menghindari 
kesepakatan-kesepakatan yang mungkin saja terjadi (Nursiyah, 2017). 

Faktor Penegakan Hukum 

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan asas 
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga 
Pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui 
Pendidikan, rehabilitasi dan integrasi (Walukow, 2013). Maka Lapas adalah 
tempat pembinaan bagi narapidana dan anak dengan tujuan agar narapidana dan 
anak menyadari segala kesalahannya dan setelah bebas, narapidana dan anak 
bisa kembali lagi ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik lagi. 

Proses pembinaan dan bimbingan di lapas masuk ke dalam kategori sistem 
pemasyarakatan. Dimana menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 bahwa, 
suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan beradasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Maryani, 2015). 

Dimana sistem pemasyarakatn diselenggarakan dalam rangka membentuk 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal 
tersebut seperti yang tertera pada Pasal 2 UU Kemasyarakatan. Kemudian 
ditambahkan pada Pasal 3 UU Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan 
berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi 
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

Terkait terjadinya residivis narkoba dimana residivis tersebut sbeelumnya 
sudah mendapatkan proses pembinaan dan bimbingan di Lapas Narkotika Doyo, 
maka bisa dikatakan bahwa Lapas Narkotika Doyo sebagai ujung tombak dari 
penegakan hukum terkait pembinaan narapidana narkoba tidak bekerja secara 
maksimal. Jika merujuk kepada regulasi yang ada, seharusnya pembinaan di 
lapas Narkotika Doyo dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun 
kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, beradasarkan hasil wawancara peneliti 
dengan Kalapas, hal tersebut diakibatkan terbenturnya pihak Lapas dengan 
anggaran yang terbatas. Sehingga proses pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. 
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B. Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Residivis Narkoba di Polres Jayapura 

Narapidana narkotika sangat rentan untuk kembali melakukan tindak pidana 
yang sama yaitu terkait penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya untuk menimbulkan 
efek jera bagi pelaku residivis narkoba di Jayapura harus menjadi perhatian khusus 
bagi pihak-pihak yang terkait, terutama pihak Lapas sebagai institusi pemerintah 
yang bertugas dalam proses pembinaan dan bimbingan bagi para narapidana. 
Dikarenakan mengandung zat adiktif yang mengakibatkan kepada kecanduan, 
pengguna narkotika sangat rentan untuk kembali menggunakan narkotika. Maka 
upaya yang dilakukan adalah dengan memotong hubungan yang memungkinkan 
pelaku tindak pidana narkotika kembali masuk ke jaringan narkotika. Hal tersebut 
bisa dimulai dari mengubah lingkungannya, atau mensterilisasi lingkungannya. 
Terutama lingkungan Lapas sebagai lingkungan bagi narapidana pelaku tindak 
pidana narkotika. 

Pada dasarnya sudah terdapat regulasi yang mendukung untuk memutus 
hubungan jaringan narkotika di dalam Lapas, hal tersebut berkaitan dengan 
keberadaan kelas-kelas di dalam Lapas. Seperti maximal security, medium security, 
dan minimal security. Namun dalam prakteknya hal seperti itu tidak ada di Lapas 
Narkotika Doyo, sebagai Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana penyalahgunaan 
narkotika di wilayah Jayapura. Namun menurut Kalapas, keberadaan dari Lapas 
dengan maximal security, medium security, dan minimal security hanya terdapat di 
Lapas umum, bukan di Lapas khusus seperti Lapas Narkotika Kelas II A Doyo. 
Kalapas menambahkan bahwa di Lapas Doyo. Walau bukan masuk lapas maxiumum 
security, namun dari pusat sudah terdapat instruksi bahwa jika terdapat narapidana 
yang sangat tidak kooperatif maka akan segera dilaporkan ke pusat dan akan 
dilakukan penindakan terkait pengangkutan ke lapas maximum security (Wawancara 
dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020). 

Pada lapas Narkotika Doyo jika terdapat narapidana yang membuat masalah 
atau tidak kooperatif, maka akan dimasukkan ke sel. Dalam ketentuan, narapidana 
tersebut akan berada di sel selama 6 (enam) hari. Namun jika ternyata masih 
membangkang dan masih tidak kooperatif, maka akan ditambah lagi hingga satu 
bulan. Setelah itu dia akan keluar, kemudian hak-haknya akan dicabut, itu 
merupakan salah satu tindakan yang dilakukan. Karena di Lapas adalah tempat 
pembinaan (Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020). Maka dari itu 
peneliti mengusulkan penting untuk melakukan pengkelasan berdasarkan pada tindak 
pidana yang dilakukan oleh narapidana narkotika, jadi kelas pemakai tidak 
digabungkan dengan kelas pengedar. Hal tersebut dirasa bisa meminimalisir 
persebaran informasi dan terbentuknya komunikasi antara pemakai dengan pengedar, 
dan diharapkan dapat memotong rantai jaringan narkotika di dalam Lapas. 

Narapidana pemakai bisa jadi menjadi lihai ketika bertemu dengan narapidana 
pengedar. Kemudian narapidana bandar bisa saja justru bertemu kaki tangan baru 
sebagai peredar ketika bertemu dengan narapidana pengedar. Maka dari itu, perlu 
dilakukan pengelompokan sel sehingga para narapidana tersebut tidak saling bertemu 
atau berkomunikasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Suwarto 
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memberikan pandangan bahwa penggolongan narapidana itu perlu dilakukan, baik 
dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat 
berpengaruh terhadp narapidana lainnya. 

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Papua akan dibina dan 
dibimbing di Lapas Doyo, dimana Lapas Doyo merupakan Lapas Khusus yang 
menangani narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam proses 
pembinaan yang dilakukan oleh Lapas terdapat dua program pembinaan, yaitu 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kepribadian kemandirian. Program 
pembinaan kepribadian mendidik narapidana bagaimana untuk bisa mencintai NKRI, 
memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, dan pemahaman akan Pancasila 
(Wawancara dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020). 

Salah satu bagian dari program pembinaan kepribadian adalah pembinaan 
keagamaan. Dalam pembinaan keagamaan, narapidana akan dibina untuk patuh dan 
tunduk terhadap aturan-aturan agama yang dianutnya. Karena Kalapas beranggapan 
ketika narapidana sudah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan agama yang 
dianutnya, maka narapidana tersebut akan mengikuti peraturan negara (Wawancara 
dengan Kalapas narkotika Doyo, 2020). Sedangkan program pembinaan kemandirian 
adalah program yang melatih para narapidana agar memilik skill/ kemampuan. 
Dimana skill/ kemampuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ketika yang 
bersangkutan sudah bebas. Harapannya dengan skill/ kemampuan yang sudah 
diperoleh selama di Lapas, yang bersangkutan bisa menjadi mandiri ketika sudah 
kembali ke tengah-tengah masyarakat. 

Dalam melakukan program pembinaan kemandirian, Lapas melakukan 
kerjasama dengan kedinasan atau perusahaan. Kegiatan terbaru Lapas Narkotika 
Doyo melakukan Kerjasama dengan Dinas Pertanian, dimana para narapidana 
diajarkan bagaimana cara mengelola tanah. Bisa dengan bertani atau hal yang 
lainnya. Kemudian narapidana juga diajarkan bagaimana menjual hasil tani tersebut, 
dan hal itu langsung dipraktekkan. Harapannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 
tersebut akan membangun kemampuan/ skill dari narapidana, sehingga ketika sudah 
keluar dari lapas pengetahuan terkait keterampilan/ skill tersebut dapat dipraktekkan. 
Untuk kemudian digunakan sebagai mata pencaharian baru ketika sudah kembali ke 
tengah-tengah masyarakat. 

Menurut penjelasan Kalapas, program pembinaan kepribadian belum berjalan 
dengan optimal, dan hal tersebut juga dialami hampir oleh semua Lapas. 
Dikarenakan hal tersebut masih terkendala di beberapa hal. Begitu juga dengan 
pembinaan kemandirian, hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, 
dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak Lapas. Padahal menurut 
hemat peneliti keberadaan bimbingan kemandirian ini sangat memiliki efek yang 
besar bagi para narapidana, karena hal tersebut berkaitan dengan kesiapan mereka 
setelah keluar dari Lapas. 

Terkait dengan yang disampaikan Kalapas dalam wawancara yang dilakukan di 
Lapas Doyo, terkait pembinaan kemandirian bahwa tidak semua narapidana 
mendapatkan pembinaan kemandirian. Saudara F sebagai residivis narkoba yang 
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sudah masuk Lapas sebanyak tiga kali dan mengatakan bahwa selama tiga kali 
masuk Lapas Doyo, dirinya belum pernah mendapatkan pembinaan kemandirian 
seperti yang disampaikan Kalapas. Sejalan dengan yang disampaikan oleh F, saudara 
I yang juga merupakan seorang residivis narkoba juga mengatakan bahwa dirinya 
belum pernah mendapatkan pembinaan kemandirian tersebut, bahkan ketika dia akan 
dibebaskan dari Lapas (Residivis, 2020). Karena berdasarkan penjelasan Kalapas 
bahwa syarat penerima pembinaan kemandirian tersebut adalah narapidana yang 
akan bebas dari Lapas. 

Pada dasarnya program bimbingan yang dimiliki oleh Lapas sudah sangat 
mumpuni dalam proses bimbingan dan pembinaan bagi narapidana narkotika, namun 
kendalanya terdapat pada pelaksanaanya. Pelasksanaan dari program-program 
bimbingan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dan menurut Kalapas, 
hal tersebut terkendala dengan anggaran yang ada. 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. 
Hal tersebut seperti yang tertera pada penjelasna Pasla 8 Ayat 1 UU Kemasyarakatan 
yang mengatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integrasi dari tata peradilan 
terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarkaatan baik 
ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan 
hukum. 

Susanto berpendapat bahwa tujuan dari pembinaan dalam pemasayrakatan, 
dimana hal tersebut dapat dibagi ke dalam tiga hal yaitu: 

a. Setelah keluar dari Lapas yang bersangkutan tidak lagi melakukan tindak 
pidana; 

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun 
bangsa dan negaranya; dan 

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan 
kebahagiaan dunia maupun di akhirat (Susanto, 2011). 

Jika Lapas adalah Lembaga akhir dari lembaga-lembaga yang berperan dalam 
proses penegakan hukum, maka sudah selayaknya Lapas memiliki peran yang besar 
dalam menentukan arah dari narapidana ke depannya. Apakah setelah bebas dari 
Lapas narapidana akan bisa masuk kembali ke dalam masyarkat, atau justru 
sebaliknya menjadi residivis. 


Kesimpulan 

Terdapat tiga faktor kriminogen yang memengaruhi pelaku tindak pidana 
narkotika Kembali mengulangi kejahatannya (residivis), yaitu: 1) Faktor ekonomi; 2) 
Faktor lingkungan; 3) Faktor penegakan hukum. Lapas Narkotika Kelas II A Doyo 
merupakan tempat pembinaan bagi narapidana narkotika yang memiliki tujuan untuk 
melakukan pembinaan dan bimbingan bagi narapidana tindak narkotika, sehingga 
narapidana menyadari kesalahannya dan bertaubat. Lapas adalah tempat bagi 
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narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan sehingga narapidana siap kembali 
untuk menjadi bagian dari masayrakat. 

Dalam proses pembinaan dan bimbingan Lapas Doyo memiliki dua program 
pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian yang mencakup di dalamnya pembinaan 
keagamaan dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan baik kepribadian dan 
kemandirian belum dapat dilaksanakan di Lapas Doyo, hal tersebut karena terkendala 
akan sarana praarana dan anggaran. Lapas merupakan Lembaga akhir dari lemabag- 
lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika, 
terkait akan hal itu maka sudah selayaknya Lapas memiliki peran yang besar dalam 
menentukan arah dari narapidana ke depannya. Apakah setelah bebas dari Lapas 
narapidana akan bisa masuk kembali ke dalam masyarkat, atau justru sebaliknya 
menjadi residivis. 
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Abstract 

Development of an increasingly complex area in the era of regional autonomy 
resulting in interstate competition becomes tighter. For the welfare of the 
community to remain stable and even incresing, local governments must improve 
the competitiveness of their territory. This study aims to identify economic sectors 
that will be the priority of regional development based on regional influence, 
regional specialization, and competitive advantage of economic sector in DIY 
Province. This study uses to determine the leading sectors in the regional economy 
of Sleman Regency and Gunungkidul Regency. The data collection techniques used 
in this study were BPS data and related literature. The sample in this study used 17 
economic sectors in GRDP (Gross Regional Domestic Product) of Sleman Regency 
and Gunungkidul Regency. Technical data analysis in this study using Shift Share 
analysis, Location Quotient, and Klassen’s Typology. Based on the three analysis, 
it was found that the Accommodation and Food and Drink sectors were the leading 
sectors in Sleman Regency. And the Other Services sector is the leading sector of 
Gunungkidul Regency 


Keywords: gross regional domestic product; shift share (SS); location quotient (LQ); 
klassen typology 


Abstrak 
Pembangunan daerah semakin kompleks pada era otonomi daerah, mengakibatkan 
persaingan antar daerah menjadi semakin ketat. Agar kesejahteraan masyarakat 
tetap terjaga dan bahkan semakin meningkat pemerintah daerah harus 
meningkatkan daya saing wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengindentifikasi sektor-sektor ekonomi yang akan menjadi prioritas 
pembangunan daerahnya berdasar pengaruh regional, spesialisasi daerah, dan 
keunggulan daya saing ekonomi sektoral di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor unggulan dalam perekonomian 
daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian yaitu data BPS dan literature terkait. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan 17 sektor ekonomi pembentuk PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis Shift Share, Location 
Quotient, Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil analisis ditemukan sektor akomodasi 
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dan makan minum ialah sektor unggulan Kabupaten Sleman dan sektor jasa 
lainnya adalah sektor unggulan Kabupaten Gunungkidul. 


Kata Kunci : produk domestik regional bruto; shift share (SS); location quotient(LQ); 
tipologi klassen 
Pendahuluan 


Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional dibutuhkan peran 
aktif dari pembangunan daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan 
ekonomi pada suatu daerah harus dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan (Pratiwi & Warnaningtyas, 2015). Menurut (Wenda & Tarore, 2018) 
pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur adanya pembangunan ekonomi pada suatu 
wilayah. Menurut (Hadi, 2018) dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi 
maka akan diikuti dengan kesejahteraan masyarakatnya yang juga akan ikut meningkat. 

Dalam pelaksanaannya wewenang otonomi daerah diharapkan untuk mampu 
menjalankan pemerintahanya dengan mandiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan 
pembangunan daerah beserta pembiayaan pembangunan yang terjadi pada daerahnya. 
Adanya kesenjangan antar daerah dan berkembangnya globalisasi mengakibatkan 
persaingan antar daerah menjadi semakin ketat. Setiap daerah harus mampu 
meningkatkan daya saing wilayahnya agar kesejahteraan masyarakat semakin 
meningkat (Basuki & Mujiraharjo, 2017). Tingkat perkembangan PDRB dapat 
dijadikan tolak ukur dalam mencapai tujuan menciptakan pembangunan ekonomi 
menurut (Prishardoyo, 2008). Menurut (Tumangkeng, 2018) salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah lokasi. Tingkat 
aksesibilitas atau kemudahan dalam mencapai lokasi ditinjau dari lokasi lain 
disekitarnya. 

Menurut (Pratiwi & Warnaningtyas, 2015), pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 
adalah kunci utama dalam kesuksesan pembangunan ekonomi daerah. Dikarenakan 
jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah maka kebutuhan ekonomi juga ikut 
bertambah. Melihat hal ini dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun melalui 
peningkatan output (barang dan jasa) atau PDRB pada setiap tahunya. Menurut 
(Pradana, 2019) adanya pertumbuhan ekonomi membuat geliat iklim usaha semakin 
terjaga, terjadinya peningkatan pada pendapatan, dan berdampak positif pada indeks 
pembangunan manusia. Dari penjelasan tersebut maka peneliti ingin menganaslisis 
sektor unggulan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Dari potensi 
ekonomi dan keadaan wilayah dapat dijadikan dalam penentu pola, strategi dan 
kebijakan pemerintah (Adyatama, 2018). 

Penelitian mengenai sektor unggulan telah dilakukan oleh beberapa peneliti 
sebelumnya, antara lain (Basuki & Mujiraharjo, 2017), (Takalumang et al., 2018), 
(Pradana, 2019), (Rima Prasetya, 2018), (Ibrahim, 2018) menyimpulkan bahwa sektor 
unggulan yang dimiliki masing-masing daerah mampu menjadi motor penggerak bagi 
sektor-sektor lain (multiplier effect). Sektor unggulan perekonomian dapat dijadikan 
tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Jika ekspor suatu wilayah ke wilayah lain 
semakin besar maka pertumbuhan wilayah tersebut juga semakin meningkat (Anonim, 
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2005). Dari penjelasan tersebut peneliti ingin menganalisis sektor unggulan di 
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul 
dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman atas 
tahun dasar 2010 periode tahun 2015-2019 (Anonim, 2020), Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Kabupaten Gunungkidul atas tahun dasar 2010 periode tahun 2015 — 
2019 (Anonim, 2019b) dan data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 (Anonim, 2019a). Pembangunan ekonomi pada 
suatu daerah tidak jauh berbeda dengan pembangunan ekonomi nasional. Namun pada 
proses pembangunan daerah jauh lebih spesifik menurut Tambunan dalam (Putra, 
2019). Data yang berhubungan dengan obyek penelitian disusun untuk selanjutnya 
diolah dengan menggunakan alat berupa analisis Shift Share, Location Quotient, 
Tipologi Klassen. 


1. Teknik analisis 
a. Shift Share 
Analisis Shift Share (SS) digunakan dalam mengkaji kinerja sektor ekonomi 

yang berkembang pada suatu wilayah dengan membandingkan dengan 
perekonomian di wilayah yang lebih luas. Tehnik analisis ini menyatakan 
perubahan struktur ekonomi daerah yang berhubungan erat dengan dengan 
komponen potensi regional yang menggambarkan seberapa besar pengaruh 
pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Kedua pergeseran proportional 
yang mengukur besaran kinerja pada suatu sektor tertentu di daerah terhadap sektor 
yang sama pada wilayah yang lebih luas. Daerah yang didominasi sektor yang 
lamban maka pertumbuhanya akan berada dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi 
daerah diatasnya (Rima Prasetya, 2018). 
Analisis Shift Share dibagi menjadi 3 komponen utama: 
1.) PR (Potential Regional) 

PR, = {os LAN 1} 

ip ij Yg 
Bila PR < adi maka pertumbuhan sektor tersebut di kabupaten/kota itu akan 
mendorong pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. 


Bila PR > AQij maka pertumbuhan sektor tersebut di kabupaten/kota itu akan 
menghambat pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. 
2.) PS (Proportional Shift) 


Qi Y 
yae aS E 
PS, | i Q? Yo 


Bila PS > 0 maka sektor tersebut tumbuh lebih cepat dari sektor yang sama di 
tingkat provinsi. 
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Bila PS < 0 maka sektor tersebut tumbuh lebih lambat dari sektor yang sama di 
tingkat provinsi. 
3.) DS (Differential Shift) 


OF gi 


BilaDS>0O maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat 
dibandingkan sektor yang sama di Kabupaten Sleman / Gunung Kidul atau 
dengan kata lain sektor tersebut mempunyai keuntungan lokasional yang baik. 
Bila DS < 0 maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat 
dibandingkan sektor yang sama di Kabupaten Sleman / Gunung Kidul atau 
dengan kata lain sektor tersebut tidak mempunyai keuntungan lokasional yang 
baik 

Keterangan: 


"a Total PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun t 

me Total PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun dasar 
Qi = PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor 1 pada tahun t 

Q = PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor i pada tahun dasar 
Qi = PDRB Kabupaten Sleman/Kabupaten Gunung Kidul sektor i pada tahun t 


Q = PDRB Kabupaten Sleman/Kabupaten Gunung Kidul sektor i pada tahun 
dasar 
b. Location Quotient (LQ) 

Analisis LQ digunakan untuk mencari sektor basis dan sektor non basis. 
Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai suatu sektor di daerah terhadap 
sektor yang sama di tingkat regional. Tujuanya untuk mengidentifikasi potensi 
unggulan suatu daerah. Perhitungan analisis LQ menurut Kuncoro,2004 dalam 
(Hatta, 2019) sebagai berikut : 


LQ= Si/S 


Ni/N 
Dimana: 
LQ= Index Location Quotient 
Si= PDRB sektor i di Kabupaten Sleman atau di Kabupaten Gunungkidul 
S = PDRB total Kabupaten Sleman atau di Kabupaten Gunungkidul 
Ni = PDRB sektor i di Provinsi DIY 
N = PDRB total Provinsi DIY 
Hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua kategori yaitu: Bila 
nilai LO < 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis. Bila LO > 1, 
menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis. 
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c. Tipologi Klassen 
Analisis Typologi Klassen digunakan dengan mengklasifikasikan sektor 
ekonomi pembentuk PDRB pada suatu daerah. Analisis ini dilakukan guna 
mengidentifikasi posisi sektor ekonomi dalam PDRB suatu wilayah yang lebih 
sempit dengan memperhatikan sektor ekonomi pada wilayah yang lebih luas 
sebagai daerah referensi. Analisis ini dibagi menjadi empat klasifikasi sektor 
ekonomi beserta karakteristik yang berbeda menurut (Hatta, 2019). 


Tabel 1 
Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klasen 






















ju pertumbuhan si>s R 

Kuadran I Kuadran H 

e a NK Sektor maju dan tumbuh Sektor maju tetapi 
distribusi d 
engan pesat tertekan 
; kada WI Kuadran IV 
ski < sk Sektor potensial atau Sektor relatif tertinggal 
masih dapat berkembang 28 
Sumber : Peneliti 
Keterangan: 


Ski : Distribusi sektor i terhadap PDRB Kabupaten 

Sk : Distribusi sektor i terhadap PDRB Provinsi 

Si : Laju pertumbuhan sektor i ditingkat Kabupaten 

S : Laju pertumbuhan sektor i ditingkat Provinsi 

a. Dalam kuadran I berisi sektor dengan laju pertumbuhan dalam PDRB (si) 
lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam PDRB 
daerah referensi (s) dan mempunyai nilai distribusi sektor PDRB (ski) lebih 
besar dibanding distribusi sektor yang sama terhadap PDRB daerah 
referensi (sk) 

b. Dalam kuadran II berisi sektor dengan laju pertumbuhan dalam PDRB (si) 
lebih kecil daripada laju pertumbuhan sektor yang sama dalam PDRB 
daerah referensi (s) dan memiliki nilai distribusi sektor terhadao PDRB (ski) 
lebih besar daripada distribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah 
referensi (sk). 

c. Dalam kuadran III laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih 
besar daripada laju pertumbuhan sektor yang sama dalam PDRB daerah 
referensi (s) dan mempunyai nilai distribusi sektor terhadap PDRB (ski) 
yang lebih kecil daripada distribusi sektor yang sama terhadap PDRB 
daerah referensi (sk). 

d. Dalam kuadran IV laju pertumbuhan suatu sektor dalam PDRB (si) lebih 
kecil daripada laju pertumbuhan sektor yang sama dalam PDRB daerah 
referensi (s) dan mempunyai nilai distribusi sektor terhadap PDRB (ski) 
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lebih kecil daripada distribusi sektor yang sama terhadap PDRB daerah 
referensi (sk). 


Hasil dan Pembahasan 

Dimaksudkan tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan 
pendapatan riil namun juga meningkatkan produktivitas (Setiyaningrum, 2014). Adanya 
peningkatan produktivitas akan meningkatkan taraf hidup dan mendorong 
pembangunan ekonomi. Dari perhitungan Shift Share PS untuk melihat cepat atau 
lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu sektor, Shift Share PR untuk melihat apakah 
sektor ekonomi yang ada mampu mendorong pertumbuhan ekonomi atau akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi, dan Shift Share DS untuk melihat pertumbuhan 
sektor yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Kabupaten atau Provinsi. 
Maka ditemukan 12 sektor Kabupaten Sleman yang memiliki hasil PS > 0 yaitu sektor 
industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, sektor konstruksi, sektor perdagangan 
besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor akomodasi makan dan 
minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real 
estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial, dan yang terakhir adalah sektor jasa lainnya. Untuk Kabupaten 
Gunungkidul 13 sektor dengan nilai ps > daripada 0 yaitu sektor industri pengolahan, 
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 
daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor, sektor akomodasi makan dan minum, sektor informasi dan komunikasi, 
sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa 
pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. 

Dari perhitungan Shift Share PR Kabupaten Sleman ditemukan Sektor pengadaan 
listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor akomodasi makan dan minum, dan sektor 
informasi dan komunikasi. Untuk Kabupaten Gunungkidul yaitu sektor pengadaan 
listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor akomodasi makan dan minum, sektor informasi 
dan komunikasi, sektor real estate, dan sektor jasa lainnya. 

Pada perhitungan Shift Share DS ditemukan pertanian, kehutanan dan perikanan, 
sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, 
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 
keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi 
pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa lainnya. 





TABEL SEKTOR UNGGULAN (U) DAN NON UNGGULAN (NU) 
KABUPATEN SLEMAN 2015 — 2019 





Rata - 
SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 rata Ket. 
Peranan, Kebuk dai 0,78 0,77 0,76 0,76 0,76 0,77 Nb 
Perikanan 
Pertambangan dan Penggalian 0,73 0,72 0,70 0,69 0,71 0,71 Nb 
Industri Pengolahan 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 B 
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TABEL SEKTOR UNGGULAN (U) DAN NON UNGGULAN (NU) 
KABUPATEN SLEMAN 2015 — 2019 

















Rata - 

SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 rata Ket. 
Pengadaan Listrik dan Gas 0,80 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 Nb 
Pengadaan air, Pengelolaan 
sampah, Limbah dan Daur 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 Nb 
Ulang 
Konstruksi 1,18 1,17 1,17 1,17 1,15 1,17 B 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 Nb 
Motor 





Transportasi dan pergudangan 1,16 1,19 1,20 1,21 1,15 1,18 B 
Akomodasi dan Makan Minum 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,04 B 

















Informasi dan Komunikasi 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 Nb 
Jasa Keuangan dan asuransi 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,82 Nb 
Real Estate 114 1,14 1,14 1,13 1,13 1,14 B 
Jasa Perusahaan 1,65 1,65 1,64 1,64 1,65 1,65 B 





Administrasi Pemerintah, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Nb 











Wajib 
Tass Pendidikan Lis 116 116 116 116 116 B 

ce dan Kegiatan 093 0,93 093 092 0,93 093 Nb 
Jasa lainnya 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,86 Nb 





Sumber : Penulis 


Dari perhitungan LQ Kabupaten Sleman didapati beberapa sektor yang menjadi 
sektor basis wilayah tersebut antara lain industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor 
transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor real estate, 
sektor jasa perusahaan,dan sektor jasa pendidikan. 





TABEL SEKTOR UNGGULAN (U) DAN NON UNGGULAN (NU) 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015 — 2019 





Rata — 












































SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019 mala Ket 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,50 2,52 2,53 2,55 2,58 2,54 b 
Pertambangan dan Penggalian 2,56 2,58 257 2,46 2,48 2,53 b 
Industri Pengolahan 0,72 0,73 0,74 0,74 0,76 0,74 nb 
Pengadaan Listrik dan Gas 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 0,66 nb 
Pengadaan air, Pengelolaan sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 1,57 1,57 1,58 1,59 1,64 1,59 b 
Konstruksi 0,99 0,99 1,00 0,96 0,92 0,97 nb 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PAN Agt Meee. ali A 2 
Transportasi dan pergudangan 0,96 0,95 0,95 0,93 0,97 0,95 nb 
Akomodasi dan Makan Minum 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 nb 
Informasi dan Komunikasi 0,85 0,86 0,86 0,88 0,90 0,87 nb 
Jasa Keuangan dan asuransi 0,59 0,58 0,57 0,59 0,60 0,59 nb 
Real Estate 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,50 nb 
Jasa Perusahaan 0,43 043 0,44 0,44 0,44 0,44 nb 
Administrasi Pemerintah, 1,17 1,17 1,18 1,19 1,21 1,18 b 
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TABEL SEKTOR UNGGULAN (U) DAN NON UNGGULAN (NU) 


KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015 — 2019 





Pertahanan dan Jaminan Sosial 











Wajib 

Jasa Pendidikan 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,76 nb 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,82 nb 
Jasa lainnya 131 1,34 1,35 1,37 1,39 1,35 b 





Sumber : Penulis 


Diketahui Kabupaten Gunungkidul memiliki 6 sektor basis antara lain sektor 
pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor 
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintah, 
pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa lainya. dari perhitungan anaisis 
Tipologi Klassen Kabupaten Sleman sebagai berikut 


Tipologi Klassen Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul 











Analisis Kabupaten Sleman 2015 — 2019 Kabupaten Gunungkidul2015 — 2019 
Tipologi Kuadran I Kuadran I 
Klassen Sektor Akomodasi Makan dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
Minum Sektor Industri Pengolahan 
Sektor Real Estate Sektor Pengadaan air, Pengelolaan sampah, 
Sektor Jasa Pendidikan Limbah dan Daur Ulang 
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 
Kuadran II Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
Sektor Konstruksi Sektor Jasa Lainnya 
Sektor Transportasi dan pergudangan 
Sektor Administrasi Pemerintah, Kuadran II 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Sektor Pertambangan dan Penggalian 
Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan 
Kuadran III dan Jaminan Sosial Wajib 
Sektor Industri Pengolahan 
Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kuadran III 
Sektor Perdagangan Besar dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Sektor Informasi dan Komunikasi 
Motor Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 
Sektor Informasi dan Komunikasi Sektor Real Estate 
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Sektor Jasa Perusahaan 
Sektor Jasa Perusahaan Sektor Jasa Pendidikan 
Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial Kuadran IV 
Sektor Konstruksi 
Kuadran IV Sektor Transportasi dan Pergudangan 
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Sektor Akomodasi Makan dan Minum 
Perikanan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
Sektor Pertambangan dan Galian 
Sektor Pengadaan air, Pengelolaan 
sampah, Limbah dan Daur Ulang 
Sektor Jasa Lainnya 
Sumber : Penulis 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa; 
Pertama, Sektor yang tumbuh relatif cepat ditingkat Provinsi, Pada analisis Shift Share 
PS Kabupaten Sleman terdapat 12 sektor yang tumbuh cepat dibandingkan sektor yang 
sama pada Provinsi antara lain : sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan 
gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 
motor, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor 
jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa 
pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Pada analisis 
Shift Share PS Kabupaten Gunungkidul terdapat 13 sektor yang tumbuh cepat 
dibandingkan sektor yang sama pada Provinsi, antara lain sektor industri pengolahan, 
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 
daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, 
sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa 
pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Kedua, Sektor 
yang mampu mendorong pertumbuhan sektor yang sama pada Provinsi. Perhitungan 
Shift Share PR Kabupaten Sleman terdapat 4 (empat) sektor yang mampu mendorong 
pertumbuhan sektor yang sama pada provinsi yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, 
sektor konstruksi, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan 
komunikasi. Pada perhitungan Shift Share PR Kabupaten Gunungkidul terdapat 6 
sektor yang mampu mendorong pertumbuhan sektor yang sama pada provinsi yaitu 
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor akomodasi dan makan 
minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, dan sektor jasa lainnya. 
Ketiga, Sektor yang memiliki keuntungan lokasional dan perhitungan Shift Share DS 
Kabupaten Sleman terdapat 7 sektor dengan memiliki keuntungan lokasional. Sektor 
tersebut yaitu sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 
akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan 
dan asuransi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan 
perhitungan Shift Share DS Kabupaten Gunungkidul terdapat 11 sektor dengan 
memiliki keuntungan lokasional. Sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor 
jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor 
administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa lainnya. 
Keempat, sektor basis pada perhitungan analisis location quotient Kabupaten Sleman 
dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki 7 sektor basis diantaranya sektor 
industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan, 
sektor akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan 
sktor jasa pendidikan. Kemudian untuk Kabupaten Gunungkidul memiliki 6 sektor 
basis antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, Juni 2021 1357 


Karima Sharazati, Wiwin Priana Primandhana, Mohammad Wahed 


penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor 
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi 
pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa lainya. (5.) Tipologi 
Klassen, pada analisis tipologi klassen Kabupaten Sleman terdapat 3 sektor pada 
kuadran I yaitu sektor akomodasi makan dan minum , Sektor Real Estate dan Sektor 
Jasa Pendidikan. Pada Kuadran II terdapat tiga sektor dengan kategori sektor maju 
tetapi tertekan yaitu sektor konstruksi, kemudian sektor transportasi dan pergudangan, 
dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. pada kuadran 
iii ditemukan tujuh sektor potensial atau masih dapat berkembang yaitu sektor industri 
pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 
keuangan dan asuransi, kemudian sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial. pada ada kuadran iv atau termasuk sektor relatif tertinggal terdapat 
empat sektor antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor 
pertambangan dan galian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 
ulang, dan sektor jasa lainnya untuk tipologi klassen Kabupaten Gunungkidul kuadran I 
terdapat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor 
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar 
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor jasa lainnya. kuadran ii atau 
sektor maju tetapi tertekan terdapat dua sektor yaitu sektor pertambangan dan 
penggalian dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 
kuadran iii terdapat enam sektor potensial atau masih dapat berkembang antara lain 
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan 
dan asuransi, sektor real estate, kemudian sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa 
pendidikan. kuadran iv terdapat empat sektor yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi 
dan pergudangan, kemudian sektor akomodasi makan dan minum, dan sektor jasa 
kesehatan dan kegiatan sosial. dari hasil analisis tujuh belas sektor dalam PDRB 
kabupaten sleman dan Kabupaten Gunungkidul dapat kita simpulkan bahwa sektor 
akomodasi dan makan minum ialah sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Sleman. 
Kemudian sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul ialah sektor Jasa 
Lainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor — sektor tersebut merupakan sektor 
dengan pertumbuhan relatif cepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
memiliki keuntungan lokasional. Sektor — sektor tersebut juga merupakan sektor basis 
dan memiliki daya saing yang kuat. Diharapkan kontribusi dari sektor unggulan ini akan 
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan pembangunan 
ekonomi. 
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Abstract 

Indonesia is an archipelago with a wealth of flora where 7,000 types of medicinal 
plants have various properties. With this biodiversity there is also chemical 
diversity such as secondary metabolites and one of them is quinones. This review 
article was created with the aim of providing information and evidence regarding 
the isolation found in plants suspected of having quinone-derived compounds. The 
isolation of quinone derivatives can be carried out by extraction, fractionation, and 
isolation methods using different solvents and methods. The method used in this 
review is based on analytical literature study which was analyzed from several 
scientific publications in national and international journals. The results obtained 
showed that isolates from aloe vera, bisbul, mengkudu, hedyotis caudatifolia Merr 
and ceratotheca triloba plants showed positive responses to the tests carried out, so 
it can be concluded that each plant contains quinone derivative compounds. 


Keywords: compound isolated; secondary metabolites; quinone 


Abstrak 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan flora dimana 7.000 
spesies diantaranya dikategorikan tanaman obat yang memiliki beragam khasiat. 
Dengan keanekaragaman hayati tersebut, terdapat pula keanekaragaman kimiawi 
seperti metabolit sekunder dan salah satunya adalah kuinon. Review artikel ini 
dibuat dengan tujuan memberikan informasi dan pembuktian mengenai isolasi yang 
terdapat pada tanaman yang diduga memiliki senyawa turunan kuinon. Pembuktian 
dilakukan dengan metode ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi dengan pelarut dan 
menggunakan cara yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam review ini 
berdasarkan studi literatur yang dianalisis dari beberapa publikasi ilmiah di jurnal 
nasional maupun internasional. Hasil yang diperoleh didapatkan bahwa isolat dari 
tanaman aloe vera, bisbul, mengkudu, hedyotis caudatifolia Merr dan ceratotheca 
triloba menunjukan respon positif terhadap pengujian yang dilakukan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa masing masing tanaman mengandung senyawa turunan 
kuinon. 


Kata Kunci: isolasi senyawa; kuinon; metabolit sekunder 
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Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan flora sekitar 30.000 


jenis tanaman, dimana 7.000 spesies diantaranya dikategorikan tanaman obat yang 
memiliki beragam khasiat (Jumiarni & Komalasari, 2017). Penggunaan tanaman obat 
untuk menanggulangi masalah kesehatan merupakan pengalaman dan juga keterampilan 
yang diwariskan secara turun temurun. Dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki 
negara Indonesia, terdapat berbagai keanekaragaman kimiawi salah satunya adalah 
metabolit sekunder (Manek, Boro, & Ruma, 2019). Tanaman dapat menghasilkan 
senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, steroid, dan 
juga triterpenoid yang memiliki sifat toxic sehingga dapat digunakan untuk mengobati 
bermacam-macam penyakit (Baud, Sangi, & Koleangan, 2014). Beragam gugus fungsi 
yang dimiliki oleh senyawa metabolit sekunder dan jumlahnya yang lebih dari satu 
menandakan tumbuhan tersebut mempunyai banyak kegunaan serta bioaktivitas karena 
dapat berinteraksi dengan lebih dari satu senyawa target lain (Manek et al., 2019). Salah 
satu senyawa metabolit sekunder adalah kuinon yang dapat diidentifikasi dan diisolasi 
melalui proses ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi. 

Kuinon merupakan salah satu turunan senyawa fenol yang menunjukkan aktivitas 
biologis dan farmakologis diantaranya sebagai antijamur, antimalaria, antibakteri, 
antikanker dan antioksidan (Mutrikah, Santoso, & Syauqi, 2018), (Ulfah, Alimuddin, & 
Wibowo, 2018). Kuinon terbagi menjadi 4 kelompok yaitu benzokuinon, naftokuinon, 
antrakuinon, dan kuinon isoprenoid. Untuk mengidentifikasi senyawa kuinon pada 
tanaman dilakukan proses pemisahan kompenen berdasarkan kepolarannya atau 
fraksinasi. Salah satu metode fraksinasi adalah kromatografi, terdapat kromatografi cair 
datar (KLT, KKt) dan kromatografi kolom (KKG, KCV). Berbagai macam tumbuhan 
obat diduga mengandung senyawa kuinon ataupun turunannya seperti antrakuinon atau 
naftokuinon. Penelitian yang dilakukan (Luo et al., 2016) menunjukan Hedyotis 
caudatifolia Merr. et Metcalf mengandung turunan kuinon yaitu antrakuinon. Selain 
Hedyotis caudatifolia, Lidah Buaya (Aloe vera) juga mengandung antrakuinon 
berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kang, Zhao, Yue, & Liu, 2017). Tumbuhan 
obat lain yang juga mengandung antrakuinon adalah Mengkudu (Morinda citrifolia L) 
sesuai dengan hasil penelitian (Rudiyansyah, CL, & Alimuddin, 2012) dan Ceratotheca 
triloba pada hasil penelitian (Mohanlall, Steenkamp, & Odhav, 2011). Sedangkan 
kelompok kuinon lainnya yaitu naftokuinon dimiliki oleh tumbuhan Bisbul (Diospyros 
anisandra) sesuai dengan hasil penelitian (Gabriela, Rawung, & Ludong, 2020). 

Pada penelitian terdahulu telah dilakukan pengisolasian senyawa turunan kuinon 
terhadap suatu tanaman. Namun, dilakukan dengan proses yang lebih singkat, selain itu 
pada penelitian terdahulu pada tahapan skrinning fitokimia senyawa kuinon 
menggunakan pereaksi NaOH. Pada review artikel kali ini peneliti melakukan isolasi 
senyawa turunan kuinon yang dimulai dari tahap skrinning fitokimia senyawa kuinon 
menggunakan uji Brontrager hingga didapatkan hasil isolat yang diinginkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai 
skrining fitokimia yang berbeda dan metode pemisahan yang lebih rinci. Selain itu, 
penelitian ini dilakukan sebagai pembuktian terkait tanaman yang diduga mengandung 
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senyawa kuinon yang memiliki berbagai aktivitas biologis dan farmakologis yang 
penting bagi manusia secara luas. Sehingga tanaman yang mengandung senyawa kuinon 
diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk digunakan sebaik mungkin sebagai 
pengobatan secara herbal. Oleh karena itu, tujuan dari review ini adalah untuk 
mempelajari dan memberikan informasi terkait senyawa kuinon dari berbagai tanaman 
dengan menampilkan beberapa penelitian dengan cara yang beragam untuk identifikasi 
senyawa kuinon. 


Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review dengan bahan 
acuan 15 artikel mengenai isolasi senyawa turunan kuinon. literatur review merupakan 
metode yang mengkaji suatu topik yang sama dari berbagai buku, jurnal ataupun artikel 
lainnya dan menghasilkan suatu tulisan mengenai topik tersebut. Artikel isolasi senyawa 
turunan kuinon menggunakan metode ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi dengan pelarut 
dan cara yang digunakan berbeda-beda. 


Hasil dan Pembahasan 

















Tabel 1 

Hasil uji isolasi turunan senyawa Kuinon pada tanaman 

Tanaman Hasil Isolasi 
lidah buaya (Aloe vera) 1,8-dihiroksiantrakuinon 
Bisbul (Diospyros anisandra) 1,4- naftakuinon 
Hedyotis caudatifolia Merr 2-hidroxy-1,7,8-trimethoxyanthracene-9,10- 

dione 

Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. 3 turunan antrakuinon: 1-hidroxy-4- 


methylanthraquinone; 9,10 anthracenedione; 
5,8-dimethoxy-2,3,10,10a-tetrahydro-1H- 
phenanthrene-4,9-dione 
Mengkudu (Morinda citrifolia L) 2,4-dihidroksi-3-metilenmetoksiantra 
Sumber: (Kang et al., 2017), (Flota-Burgos et al., 2020), (Luo et al., 2016), (Mohanlall et al., 
2011), (Rudiyansyah et al., 2012) 








Metode pemisahan dan pemurnian senyawa metabolit sekunder bertujuan untuk 
mendapatkan zat murni, salah satu senyawa metabolisme sekunder ialah senyawa 
kuinon yang terdiri dari empat kelompok yaitu benzokuinon, antrakuinon, naftokuinon 
dan isoprenoid. Sebelum dilakukan pemisahan dan pemurnian, tanaman yang di uji akan 
di skrinning menggunakan uji Brontager dengan cara memasukan kloroform sebanyak 
5 ml kedalam tabung reaksi yang telah berisikan serbuk ekstrak tanaman, dikocok 
selama 5 menit. Kemudian ekstrak tersebut disaring dan didapat suatu filtrat. Filtrat 
dimasukan kedalam tabung reaksi dan dimatambahkan larutan ammonia 10% dengan 
volume yang sama dengan filtrat, lalu dikocok. Terjadi perubahan warna merah atau 
ungu muda yang menandakan tanaman tersebut mengandung senyawa kuinon. Tanaman 
lidah buaya (Aloe vera), Bisbul (Diospyros anisandra), Hedyotis caudatifolia Merr, 
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook, dan Mengkudu (Morinda citrifolia L) positif 
mengandung kuinon (Smitha & Vadivel, 2019). 
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Tanaman yang mengandung kuinon diantaranya adalah lidah buaya (Aloe vera L.) 
yang termasuk kedalam kelompok senyawa antrakuinon. Tahap pemisahan diawali 
dengan proses esktraksi dimana simplisia kulit daun lidah buaya dilakukan maserasi 
dengan merendam 2600 gram dengan pelarut etanol 96%. Maserasi dilakukan selama 12 
hari dengan total pelarut sebanyak 18 Liter, pelarut diganti setiap 24 jam sekali dan 
dilakukan pengadukan setiap tiga kali sehari, Selanjutnya ekstrak hasil maserasi yang 
bercampur dengan pelarut dievaporasi dengan rotary evporator hingga didapatkan 
ekstrak kental. Estraksi lidah buaya dilakukan dengan menggunakan metode maserasi 
karena mudah dan sederhana. Penelitian ini menggunakan penyari etanol 96% yang 
merupakan senyawa polar yang mudah menguap sehingga baik digunakan sebagai 
pelarut ekstrak. Hasil dari ekstraksi lidah buaya didapatkan serbuk kering kulit daun 
lidah buaya (Novita Sari, Apridamayanti, & Sari, 2018). Tahap ketiga dilakukan proses 
fraksinasi, Silika gel dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 105*C selama 30 menit agar 


kering dan yang terbawa hanya eluen lalu dilakukan penotolan ekstrak lidah buaya pada 
silika gel GF»s4 yang merupakan fase diam lalu dielusi dengan fase gerak n-heksan-etil 
asetat (7:3). Tahap terakhir dilakukan pemisahan atau pemurnian untuk menghasilkan 
isolate, Plat KLT yang sudah dielusi dideteksi pada sinar UV 366 nm dan bercak 
diidentifikasi dengan penyemprotan KOH 10% dalam methanol sehingga diperoleh 4 
spot noda yang dilihat pada sinar UV 366 nm. Fase gerak yang menghasilkan spot 
pemisahan diduga merupakan senyawa antrakuinon karena terbentuk noda warna merah 
muda setelah disemprot dengan larutan KOH 10% dalam methanol (Rafika Sari & 
Apridamayanti, 2018). Bercak yang diperoleh diambil, dikumpulkan dan dibagi dalam 
dua larutan dimetiksulfoksida lalu diuji pada panjang gelombang 200-500 nm 
menggunakan spektrofometri UV-VIS dan hasil yang didapatkan pada lidah buaya ialah 
1,8-dihiroksiantrakuinon (Kang et al., 2017). 

Tanaman lain yang diduga memiliki senyawa kuinon ialah daun dan kulit batang 
Bisbul yang dibuktikan dengan tahapan awal proses ekstraksi, bagian tanaman tersebut 
dipisahkan dan ditempatkan dalam oven pengering pada suhu 40°C selama 48 jam lalu 
dilakukan perajangan untuk mengurangi ukuran hingga ukuran menjadi 5mm. Ekstraksi 
dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing dilakukan selama 24 jam menggunakan 
methanol (MeOH) dengan perbandingan 30 ml untuk setiap 25 gram sampel. Setelah 
itu, setiap ekstraksi pelarut methanol dipisahkan dari bahan tanaman dengan 
menggunakan kertas saring dan disimpan dalam gelas kaca kemudian pelarut 
dihilangkan dibawah tekanan dengan menggunakan rotary evaporator sehingga 
terbentuk ekstrak kering. Hasil yang diperoleh ditempatkan dalam botol kaca dan 
disimpan pada suhu 40°C kemudian dilakukan proses fraksinasi, hasil ekstrak dipartisi 
menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat, dan methanol menghasilkan suatu fraksi. 
Setelah itu, dilakukan sub-fraksi dengan menggunakan kolom kaca silica gel 60F254 
berukuran 4x5 cm, setiap fraksi dielusi dengan cair-cair partisi menggunakan 200 ml n- 
heksana lalu dilanjutkan dengan n-heksana dan aseton dengan perbandingan 8:2 
kemudian disemprotkan dengan larutan asam fosfomolibdat dan 11 fraksi 
dikelompokkan. Dugaan senyawa kuinon diperkuat dengan analisis menggunakan 
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metode kromatografi gas dengan HP-5MS (5% phenyl-methilpolysiloxa) dengan suhu 
100°C selama 3 menit, suhu dinaikan sampai mencapai suhu akhir 280°C secara 
bertahap. Hasil identifikasi pada daun dan kulit batang bisbul isolate menunjukan 
adanya senyawa 1,4-naftokuinon (Flota-Burgos et al., 2020). 

Tanaman Hedyotis caudatifolia Merr. et Metcalf pun diduga memiliki senyawa 
kuinon yang dilakukan uji senyawa dengan tahapan awal proses ekstraksi menggunakan 
metode perkolasi, semua bagian tanaman hedyotis dibersihkan dari pengotornya 
kemudian dikeringkan di tempat yang teduh dan disimpan pada suhu 4°C. Setelah itu 
dihaluskan hingga berbentuk serbuk. Kemudian dilakukan proses ekstraksi secara 
berturut-turut, serbuk HC sebanyak 30 kg diekstraksi menggunakan ethanol-air (95:5, 
v/v, 240 L), (80:20, v/v, 240 L), (60:40, v/v, 240 L), (40:60, v/v, 240 L) dan air 
sebanyak 240 L, proses ekstraksi dilakukan pada suhu ruangan. Kemudian, ekstrak 
dicampur dan ekstrak yang didapatkan dilakukan penguapan dengan menggunakan 
vacuum pada suhu 60-80 °C. Ekstrak kasar disuspensikan dengan air kemudian 
diekstraksi berturut-turut dengan empat bagian masing-masing dari petroleum eter, 
kloroform, etil asetat dan n-butyl alkohol. Tahap selanjutnya dilakukan proses 
fraksinasi, petroleum eter dilakukan kromatografi kolom menggunakan fase diam silica 
gel dan gradient bertahap dengan 100:0—80:1—50:1—20:1—10:1—5:1—2:1—1:1—0 
:100 sebagai fase gerak dan menghasilkan padatan berwarna kuning, lalu padatan 
dilakukan pemurnian dengan kromatografi kembali pada kolom spadex LH-20. 
kloroform dilakukan ktomatografi menggunakan fase diam silica gel dan gradient 
bertahap kloroform-aseton sebagai fase gerak sehingga menghasilkan 6 fraksi. Fraksi 1 
dielusi menggunakan kloroform 100:1 dilakukan kristalisasi dan rekristalisasi dalam 
kloroform-methanol menghasilkan 10 mg, fraksi 2 dielusi dengan kloroform-aseton 
80:1 yang dimurnikan pada kolom gel silica dan menghasilkan 60 mg, fraksi 3 
dilakukan elusi dengan perbandingan 50;1 dan dimurnikan menggunakan kolom gel 
silica dan sphadex L-20 menghasilkan 5 mg, fraksi 4 dilakukan elusi kloroform-aseton 
50:1 dimurnikan menggunakan kolom gel silica menghasilkan 30 mg dan 10 mg, fraksi 
5 dielusi menggunakan kloroform-aseton 5:1 mendapatkan 20 mg dan fraksi 6 dielusi 
dengan klorofrom:aseton 1:1 menghasilkan 15 mg fraksi. Untuk tahapan terakhir yaitu 
dilanjutkan proses tindakan lebih lanjut pada 3 fraksi dengan menggunakan metode 
kromagtografi kolom dengan fase diam sephandex LH-20 dan silica gel, untuk eluen 
kloroform-metanol (untuk sephandex LH-20 1:1) sehingga menghasilkan sebuah 
senyawa antrakuinon jenis baru 2-hidroxy-1,7,8-trimethoxyanthracene-9,10-dione (Luo 
et al., 2016). 

Ceratotheca triloba diduga memiliki senyawa kuinon, proses isolasi senyawa 
dilakukan dengan tahapan awal yakni akar, batang dan daun dipisahkan dan dikeringkan 
pada suhu ruangan selama 5-8 hari hingga dapat dihancurkan dengan mudah 
menggunakan tangan. Setelah dikeringkan, simplisia dihancurkan menggunakan blender 
kemudian disimpan pada suhu ruangan. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dengan 
metode Harborne dan Harborne yang memiliki prinsip pemisahan bioaktif molekul yang 
di dasarkan pada pelarutan molekul-molekul dalam pelarut dengan polaritas yang 
berbeda. Proses awal ekstraksi bahan direndam selama 5 menit pada metanol-air dengan 
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perbandingan 4:1 kemudian disaring sehingga dihasilkan residu dan filtrate, residu 
dibuang dan filtrat dipekatkan sampai 1/10 volume dan diasamkan menggunakan H2SO4 
2M setelah itu filtrate diekstraksi menggunakan kloroform sebanyak 3 kali dan 
didapatkan hasil kloroform partisi yang mengandung senyawa cukup polar dan lapisan 
asam yang dibasakan sampai pH 10 menggunakan NH40H dan diekstraksi dengan 
kloroform: metanol (3: 1) sehingga menghasilkan ekstrak polar dan basa. Selanjutnya 
dilakukan tahap fraksinasi menggunakan KLT dengan plat silica gel 60 GF254 sebagai 
fase diam dimana silika gel tersuspensi dalam pelarut yang dibutuhkan dan dibiarkan 
selama kurang lebih 2 jam mengembang dan fase gerak yang digunakan ialah hexan:etil 
asetat (9:1) sebagai eluen, proses fraksinasi didapatkan 20 fraksi. Kemudian dilakukan 
penggabungan dengan menggunakan metode kromatografi kolom fraksi E6-20 dan 
dilakukan penotolan dengan menggunakan pipet dengan sangat hati-hati agar tidak 
mengganggu bagian atas kolom, eluen yang digunakan yaitu heksana-etil asetat (1:1 dan 
2:1) secara berurutan dan heksana 10096 kemudian komponen polar diminimalkan 
dengan penambahan 1% amonium klorida ke dalam larutan fase gerak lalu kolom 
dibiarkan semalaman. Proses ini menghasilkan 3 fraksi A,B dan C yang dilanjutkan 
dengan proses KLT preparative menggunakan fase diam silica gel 60 F254 dan dideteksi 
pada sinar UV 254 dan 360 nm dengan 3 kali pengulangan. Hasil yang diperoleh 
dikerok dan dilakukan ekstraksi kembali menggunakan aseton, kloroform, asam asetat 
dan methanol yang bertujuan untuk memisahkan komponen polar dan diangin- 
anginkan. Fraksi dari aseton dianalisis lebih lanjut dengan LC-MS dengan 
kloroform:asam asetat. Kemudian, plat disemprotkan vanilil dan ditandai dengan pensil 
secara tipis lalu plat dipanaskan pada suhu 100°C selama 2-5 menit hingga terjadi 
perubahan warna. Selanjutnya dilakukan penyemprotan kembali menggunakan air 
sehingga isolate dapat dikerok atau dipisahkan dari plat yang kemudian dikumpulkan 
dan dihancurkan menjadi bubuk halus dan serbuk dielusi dengan 5 ml aseton, proses 
tersebut dilakukan 2 kali sampai serbuk menjadi berwarna putih hasil yang diperoleh 
didapatkan senyawa 3 turunan antrakuinon yakni 1-hidroxy-4-methylanthraquinone; 
910 anthracenedione;  5,8-dimethoxy-2,3, 10, 10a-tetrahydro-1H-phenanthrene-4, 9- 
dione (Mohanlall et al., 2011). 

Tanaman terakhir yang diduga memiliki senyawa antrakuinon ialah kayu akar 
tumbuhan mengkudu yang dilakukan identifikasi dan isolasi senyawa. Tahapan awal 
akar mengkudu dibersihkan dan dicuci hingga bersih kemudian akar dipisahkan dari 
tanaman mengkudu. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan yang bertujuan untuk 
mengurangi kadar air dari sampel sehingga mikroorganisme tidak tumbuh dan 
berinteraksi dengan senyawa yang terkandung pada sampel. Selain itu, sampel yang 
kering lebih mudah untuk diserbukkan yang bertujuan untuk memperluas permukaan 
sampel sehingga dapat memperluas kontak senyawa yang terdapat dalam sampel dengan 
pelarut pada proses maserasi, sehingga senyawa tersebut dapat terekstrak secara 
maksimal (Mohanlall et al., 2011). Akar mengkudu dengan cara maserasi menggunakan 
methanol selama 3 x 24 jam. Setiap 24 jam ekstrak disaring dan ditampung yang disebut 
maserat. Maserat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan 
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dihasilkan ekstrak pekat berwarna coklat kemerahan. Fraksinasi terdapat 3 tahapan yaitu 
partisim KCV, dan KKT. Maserat dipartisi secara berturut-turut, partisi dilakukan untuk 
memperoleh campuran yang lebih sederhana dengan menggunakan pelarut n-hekana, 
kloroform dan methanol secara berurutan dari non-polar sampai sangat polar. Hasil 
yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator berupa fraksi n-heksana, 
fraksi koroform, dan fraksi methanol. Fraksi kloroform dilanjutkan ke tahapan 
berikutnya di karenakan fraksi tsb masih kompleks dan beragam. Kemudian dilanjutkan 
dengan fraksinasi menggunakan metode KCV dengan menggunakan fasa diam silika 
gel Merck 60 GE254 dan fasa gerak pelarut organik yang ditingkatkan kepolarannya 
secara gradien dengan n-heksana:etil asetat (9:1;8:2;7:3;6:4;4:6;3:7;2:8;1:9), diperoleh 
fraksi C. 

fraksi C dimurnikan dengan KKT, menggunakan kolom berdiameter 1 cm dengan 
Panjang 30 cm. fasa diam yang digunakan silika gel 60. Diperoleh fraksi MJI, MJ2, 
MJ3, MJ4, MJ5. MJ2 memiliki berat yang paling besar sehingga dilakukan analisis 
lebih lanjut, analisis tsb menggunakan metode KLT preparative dengan eluen n-heksana 
: etil asetat. Noda yang diperoleh dikerok dan dipisahkan dengan n-heksana. Hasil 
isolate diuapkan pada suhu kamar dan didapat isolat murni. untuk mengetahui tingkat 
kemurnian isolate diuji menggunakan KLT 2D dengan n-heksana:etil asetat dan 
mendapatkan hasil noda tunggal berwarna kuning berupa padatan amorf. Selanjutnya, 
dilakukan pengujian isolate murni antrakuinon menggunakan KLT dengan fase gerak 
toluene-etil asetat-asam asetat (75:24:1) dijenuhkan sebanyak 10 ml, noda tersebut 
disemprotkan KOH 10% sehingga terdapat perubahan menjadi merah yang menandakan 
golongan antrakuinon. kayu akar tumbuhan mengkudu positif mengandung antrakuinon 
yakni 2,4-dihidroksi-3-metilenmetoksiantra (Sindora & Andi Hairil Allimudin, 2017), 
(Rudiyansyah et al., 2012). 


Kesimpulan 

Berdasarkan studi literatur diduga bahwa tumbuhan aloe vera, bisbul, mengkudu, 
hedyotis caudatifolia Merr dan ceratotheca triloba memiliki senyawa turunan kuinon 
dan hal ini dibenarkan dengan identifikasi senyawa menggunakan proses skrinning 
fitokimia, ekstraksi, fraksinasi dan isolasi dengan cara yang beragam untuk masing 
masing tanaman. Isolat dari tanaman yang diuji menunjukan reaksi positif terhadap 
pengujian, pada tanaman Aloe vera teridentifikasi mengandung 1,8- 
dihiroksiantrakuinon, Bisbul terdapat senyawa 1,4- naftakuinon, Hedyotis caudatifolia 
Merr mengandung 2-hidroxy-1,7,8-trimethoxyanthracene-9,10-dione, pada Ceratotheca 
triloba mengandung 3 turunan antrakuinon: 1-hidroxy-4-methylanthraquinone; 9,10 
anthracenedione, 5,8-dimethoxy-2,3,10,10a-tetrahydro-1H-phenanthrene-4,9-dione dan 
pada mengkudu mengandung 2,4-dihidroksi-3-metilenmetoksiantra. 
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Abstract 

Each organization has a goal that it wants to achieve, namely the survival of the 
organization. Human resources are one of the most important production factors, 
without which their organization will have difficulty in achieving the goal. 
Thisresearch was organized to analyze and find out the factors that influence 
turnover intention in my school. This study uses sampling techniques where all 119 
teachers are used as samples and data obtained from questionnaires are processed 
using Structural Equation Model (SEM) analysis techniques using Partial Least 
Square (PLS). The results of the analysis show that all hypotheses are accepted. 
There is a positive and significant influence of supervisory behavior, organizational 
culture and motivation on job satisfaction. There is a negative and significant 
influence of supervision behavior, organizational culture, motivation and job 
satisfaction on turnover intention. In the results of the indirect influence test found 
supervision behavior, organizational culture and motivation have an influence on 
turnover intention through mediation of job satisfaction. With demikian the tenth 
hypothesis is accepted. The results of this study show that in order to reduce 
turnover rates, management should pay attention to the job satisfaction of teachers 
in schools or employees at companies and thevariables that affectthem. 


Keywords: supervisory behavior; organizational culture; motivation; job satisfaction; 
turnover intention; school 

Abstrak 
Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapainya, yaitu kelangsungan hidup 
dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 
produksi yang terpenting, tanpa mereka organisasi akan mengalami kesulitan dalam 
mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 
faktor-faktor yang memengaruhi turnover intention di sekolahku. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Teknik 
sampling dimana seluruh guru yang berjumlah 119 digunakan sebagai sampel dan 
data yang diperoleh dari kuesioner diolah menggunakan teknik analisis Structural 
Equation Model (SEM) dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil 
analisis menunjukan bahwa semua hipotesis diterima. Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan perilaku supervisi (supervisory behavior), budaya organisasi dan 
motivasi terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan 
perilaku supervisi, budaya organisasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap 
turnover intention. Dalam hasil uji pengaruh tidak langsung didapati perilaku 
supervisi, budaya organisasi dan motivasi memiliki pengaruh terhadap turnover 
intention melalui mediasi kepuasan kerja. Dengan demikian kesepuluh hipotesis 


How to cite: Mariana, Aryana Satrya dan Wilfridus B. Elu (2021) Pengaruh Supervisory Behavior, Budaya 
Organisasi Dan Motivasi (3)6. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1230 
E-ISSN: 2684-883X 


Published by: Ridwan Institute 


Pengaruh Supervisory Behavior, Budaya Organisasi dan Motivasi 


diterima. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mengurangi tingkat 
turnover, manajemen harus memperhatikan kepuasan kerja guru di sekolah atau 
karyawan pada perusahaan dan variabel-variabel yang memengaruhinya. 


Kata Kunci: perilaku supervisi; budaya organisasi; motivasi; turnover intention; 
kepuasan kerja; sekolah 


Pendahuluan 

Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapainya, yaitu kelangsungan 
hidup dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 
produksi yang terpenting, tanpa mereka organisasi akan mengalami kesulitan dalam 
mencapai tujuan. Karyawan dalam hal ini merupakan sumber daya manusia yang 
berperan besar dalam menentukan maju mundurnya suatu organisasi, sehingga 
organisasi membutuhkan karyawan yang berkualitas, terampil dan dapat diandalkan 
agar organisasi dapat melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian organisasi perlu 
mempertahankan karyawan yang berkualitas, terampil dan dapat diandalkan tersebut 
agar mereka tidak mempunyai keinginan untuk pindah ke organisasi atau perusahaan 
lain (Hussain, Saeed, Ibrahim, & Iqbal, 2018). 

Karyawan yang meninggalkan organisasi kemudian digantikan oleh karyawan 
baru dan berlangsung terus menerus merupakan masalah serius dalam bidang sumber 
daya manusia (Yin-Fah, Foon, Chee-Leong, & Osman, 2010). Karyawan, terlebih yang 
sudah terampil dan dapat diandalkan sangat menentukan baik atau tidaknya denyut nadi 
kehidupan organisasi. Bila bagian yang sangat penting tersebut meninggalkan 
organisasi, secara otomatis kehidupan organisasi akan terganggu dan bila tidak diatasi 
akan menimbulkan masalah. Faktor yang paling menonjol yang memengaruhi karyawan 
untuk meninggalkan organisasi adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan atau 
karir yang lebih baik atau karena merasa tidak puas terhadap beberapa aspek dari 
pekerjaan mengajar mereka (Ingersoll & May, 2012). 

Organisasi atau perusahaan-perusahaan yang sukses, baik yang bergerak dalam 
bidang layanan jasa ataupun barang, mempunyai strategi untuk menjaga karyawan yang 
berkualitas agar tetap bertahan dalam perusahaan. Strategi tersebut misalnya dengan 
memberikan upah yang bagus, lingkungan kerja yang atraktif dan system bagi hasil atau 
bonus. Melalui upah yang bagus perusahaan dapat menjaring karyawan yang 
berkualitas. Lingkungan kerja yang atraktif membuat karyawan tidak merasa bosan dan 
pemberian bonus membuat karyawan merasa hasil kerja mereka dihargai. Karyawan 
akan tetap bekerja di suatu perusahaan, bila perusahaan melalui manajernya 
memperlihatkan ketertarikan dan perhatian kepada karyawan, karyawan tahu apa yang 
diharapkan dari mereka, diberi tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka dan 
menerima pengakuan serta timbal balik yang positif maka mereka (karyawan tersebut) 
akan tetap bekerja pada perusahaan tersebut (Maaitah, 2018). 

Sekolah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang layanan jasa, sehingga 
memerlukan karyawan untuk bergabung dan berkarya secara bersama-sama dalam 
mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. Karyawan yang bergabung tersebut 
menjadi tenaga pendidik atau guru yang bertanggung jawab memberikan layanan 
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pendidikan yang berkualitas. Layanan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai bila 
karyawan tersebut mempunyai keterampilan dan dapat diandalkan. Untuk mencapai hal 
tersebut banyak organisasi tidak ragu untuk memberikan berbagai pelatihan sesuai 
dengan keterampilan yang saat ini diperlukan oleh guru demi tercapainya layanan 
pendidikan yang berkualitas. Sekolah juga berusaha menghadirkan lingkungan kerja 
yang atraktif, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan guru serta 
memberikan apresiasi serta timbal balik yang positif agar guru tidak meninggalkan 
sekolah. Namun, itu semua nampaknya belum cukup untuk membuat guru tetap bekerja 
pada sekolah. Sekolah juga mengalami masalah dengan tingkat perputaran karyawan 
(turnover intention) seperti organisasi-organisasi lainya. 





Gambar 1 
Rasio Guru dan Murid di DKI Jakarta, 2015-2019 
Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Akbar, 2019) 


Keterbatasan jumlah guru terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Ardianto, memperkirakan akan terjadi kekurangan 
tenaga pengajar pada 2022 karena sekitar 2.500 guru di DKI Jakarta pensiun setiap 
tahunnya (Putsanra, 2017). Berdasarkan gambar 1 (satu) menunjukkan adanya 
peningkatan rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa di DKI Jakarta. Sebagai contoh, 
rasio guru dan murid SD pada tahun 2015 adalah 1:19, berarti setiap 1 (satu) guru SD di 
DKI Jakarta memiliki beban mengajar 19 murid secara rata-rata. Namun pada tahun 
2019 rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 1:21, sehingga menunjukkan 
adanya peningkatan beban kerja guru SD. Peningkatan rasio ini pada umumnya juga 
terjadi pada jenjang pendidikan lainnya (Akbar, 2019). 

Terbatasnya rasio guru dan murid di DKI Jakarta diperparah dengan masalah 
perputaran karyawan (turnover intention). Berdasarkan laporan hasil penelitian yang 
penulis peroleh, (Sarwesti & Zein, 2019) dan (Suryani, 2014) menjelaskan bahwa 
Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan dan Yayasan PGRI Cabang Cipayung juga 
mengalami masalah dengan turnover intention guru. Turnover intention guru pada 
Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan sebesar 7.03% pertahun antara tahun 2010 sampai 
2014 (Sarwesti & Zein, 2019). Rata-rata turnover intention guru Yayasan PGRI Cabang 
Cipayung dari tahun 2004-2013 sebesar 3,4%. Terdapat tiga sekolah di bawah naungan 
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Yayasan PGRI Cabang Cipayung, yaitu SMP PGRI 9, SMA PGRI 4, dan SMK PGRI 
16 Cipayung (Suryani, 2014). 

















Tabel 1 
Tingkat Turnover Guru 
Divisi 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Jumlah Guru Jumlah Guru Jumlah Guru 
Guru Keluar Guru Keluar Guru Keluar 
TK 30 4 30 - 30 1 
SD 45 12 48 8 46 9 
SMP, SMA/SMK 46 14 52 10 52 12 
Jumlah 121 30 130 18 128 22 
Persentase 25 15 19 





Sekolahku yang terletak di Jakarta juga mengalami masalah dengan turnover 
intention guru seperti Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan dan Yayasan PGRI Cabang 
Cipayung. Data pada Tabel 1 yang peneliti peroleh dari Human Resource Department 
(HRD) Sekolahku menjelaskan tingkat turnover intention guru di sekolah ini. Meskipun 
tingkat turnover guru menunjukkan kecenderungan semakin menurun, namun masih 
lebih dari 10%. Bahkan pada tahun 2018/2019 kembali meningkat menjadi 19%. 
Sedangkan tingkat turnover guru yang ditentukan oleh pihak sekolah adalah sebesar 
10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan turnover guru di Sekolahku cukup 
tinggi. Tingkat turnover intention yang tinggi ini menarik perhatian peneliti. 

Guru yang keluar dari SekolahKu tidak hanya menimbulkan masalah bagi 
manajemen, namun juga bagi guru yang masih bertahan di sekolah. Guru yang keluar 
memengaruhi motivasi, hasil kerja serta kerja sama tim guru yang masih bertahan 
bekerja di sekolah (Bosomtwe, T. E., & Obeng, 2018), (Achoui & Mansour, 2007). 
Bagi guru yang masih bertahan, kehilangan rekan kerja yang sudah lama bekerja 
bersama-sama meninggalkan perasaan yang tidak nyaman. Pada bulan-bulan awal 
kepergian rekan kerja, mereka akan tetap teringat bagaimana kesan selama bekerja sama 
dengan rekan kerja yang telah mengundurkan diri. 

Saat ini, pergantian karyawan adalah mimpi buruk di banyak organisasi (Lee, 
Chen, Wang, & Dadura, 2010). Ketika seorang karyawan pindah, organisasi tersebut 
lebih dari sekedar dipengaruhi oleh biaya merekrut dan melatih pendatang baru; 
organisasi juga kehilangan kontinuitas kerja dan produktivitas, serta menderita karena 
kepercayaan dan reputasi organisasi yang buruk (Koh & Goh, 1995), (Balsam, Gifford, 
& Kim, 2007). Dapat disimpulkan bahwa pergantian karyawan dapat menjadi tantangan 
serius bagi organisasi, terutama, ketika karyawan yang berkinerja tinggi meninggalkan 
organisasi dan seringkali sulit untuk menggantinya (Idiegbeyan-Ose, Opeke, & 
Nwokeoma, 2018). 

Jika karyawan puas dengan pekerjaannya dan mengalami emosi positif selama 
bekerja mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan memilih tetap 
bersama organisasi untuk periode waktu yang lebih lama (Colquitt, J.A., LePine, J.A., 
and Michael, 2011). Ketidakpuasan adalah kunci karyawan meninggalkan organisasi 
dan banyak alasan karyawan puas atau tidak puas berada dalam kontrol pemimpin 
(Hughes, R. L., Ginnett, R.C., & Curphy, 2012). Hal yang sangat penting yang dapat 
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dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah fokus 
pada bagian intrinsik pekerjaan itu sendiri, seperti membuat pekerjaan menantang dan 
menarik (Robbins & Judge, 2013). 

Adanya perilaku supervisi yang memperhatikan kepentingan karyawan akan 
berakibat pada kegairahan kerja, semangat dalam bekerja, merasa nyaman dan aman 
dan keadaan ini akan menciptakan kepuasan kerja bagi para karyawan dan sekaligus 
dapat menurunkan tingkat turnover intention. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Mathieu, Fabi, Lacoursiere, & Raymond, 2016), (Mahmood, Ali, 
Khadim, & Amina, 2015), (Adebayo & Ogunsina, 2011) yang menunjukkan bahwa 
supervisory behavior berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan turnover intention. 

Upaya meningkatkan kepuasan kerja guru dapat dilakukan oleh manajemen 
sekolah melalui budaya organisasi yang menekankan kerja sama tim dan loyalitas 
sambil mendorong inovasi dan kewirausahaan (Lund, 2003). Pemberdayaan dan kerja 
tim merupakan bagian penting dalam budaya organisasi. Hal ini disebabkan karena 
dengan adanya tim dalam organisasi berarti mereka didorong untuk merancang aktivitas 
pekerjaan mereka sendiri. Ide-ide yang mereka sampaikan kepada manajemen akan 
dipertimbangkan dan diikuti oleh umpan balik. Pencapaian pekerjaan melalui tim ini 
menambah kepuasan pekerjaan karyawan (Usman, 2019). Dengan demikian budaya 
organisasi mempunyai dampak positif terhadap kepuasan kerja dan dapat menurunkan 
niat karyawan untuk keluar (Usman, 2019), (Bosomtwe, T. E., & Obeng, 2018). 

Disamping perilaku supervisi dan budaya organisasi, kepuasan kerja guru juga 
dapat dicapai melalui motivasi. Kepuasan kerja dapat tercapai bila guru termotivasi 
untuk bekerja berdasarkan kemauannya sendiri. Kepuasan kerja membuat guru lebih 
mempertimbangkan dan memerhatikan organisasi (Saleem, Mahmood, & Mahmood, 
2010). Mengutip pendapat (Saleem et al., 2010), pelatihan merupakan proses 
pengembangan secara sistematis terhadap perilaku, keterampilan dan pengetahuan guru 
agar tercipta motivasi yang mengarah pada kepuasan kerja mereka. Untuk membuat 
guru tetap termotivasi, manajemen dapat menerapkan berbagai metode untuk membuat 
guru tetap termotivasi dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil. 
Dengan demikian kepuasan guru akan tercipta dan akan memberikan yang terbaik dari 
diri mereka (Hussain et al., 2018). Hasil penelitian dari para peneliti tersebut 
menjelaskan bahwa untuk mempertahan guru dapat dilakukan dengan menjaga guru 
agar tetap termotivasi sehingga kepuasan kerja guru dapat tercapai. 

Penelitian ini dilakukan di suatu sekolah swasta dengan jumlah sampel terbesar 
adalah guru perempuan dan sebagian besar responden adalah guru yang sudah menikah. 
Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh variabel bebas perilaku supervisi, budaya 
organisasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap variabel terikat turnover intention. 
Selain menganalisa pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat, 
penelitian ini juga menganalisa pengaruh tidak langsung perilaku supervisi, budaya 
organisasi dan motivasi terhadap turnover intention melalui mediasi kepuasan kerja. 

Setelah mempelajari hasil penelitian para peneliti terdahulu, maka untuk 
menciptakan kepuasan yang tinggi bagi guru serta menurunkan tingkat turnover 
intention di Sekolahku dapat dilakukan melalui perilaku supervisi (supervisory 
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behavior), budaya organisasi dan motivasi. Turnover intention yang tinggi telah 
menjadi masalah serius tidak hanya bagi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan 
namun juga bagi organisasi yang bergerak dibidang nonpendidikan. Masalah ini 
menjadi serius karena organisasi kehilangan sumber daya manusia yang bermutu 
dengan skill yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat bertahan dalam 
persaingan yang semakin ketat. Organisasi akan semakin merasakan kerugian akibat 
turnover karyawan apabila telah melakukan berbagai upaya mulai dari menjaring calon 
karyawan yang berkualitas sampai melakukan berbagai pelatihan untuk memperbaiki 
skill karyawan sehingga memenuhi kebutuhan organisasi. 

Dalam organisasi, supervisi dilaksanankan oleh supervisor atau pengawas. 
Supervisor atau pengawas merupakan manajer garis depan yang bertanggung jawab 
kepada manajer tingkat menengah. Pengawas bertugas merencanakan, memotivasi, 
mengarahkan dan mengontrol pekerjaan karyawan non manajerial. Tanggung jawab 
pengawas adalah memastikan karyawan bekerja sesuai dengan rencana dan instruksi 
yang dibuat oleh manajer tingkat atas dan menengah (Page dan Wosket, 2001). 

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para 
anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya (Robbins 
& Judge, 2013). Budaya organisasi merupakan perekat bagi semua hal di dalam 
organisasi. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi 
dengan menyediakan standar bagi anggota tentang apa yang seharusnya dikerjakan dan 
dikatakan (Robbins & Judge, 2013). 

Menurut (Veithzal, 2005) memberikan penjelasan bahwa seorang individu dalam 
usaha mendapatkan suatu hal yang menjadi tujuan hidupnya dipengaruhi oleh 
serangkaian sikap dan nilai-nilai yang tidak dapat dilihat, namun mendorong individu 
tersebut. Dorongan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu arah perilaku (bekerja demi 
mencapai tujuan) dan kekuatan perilaku (seberapa keras individu dalam berusaha). 
Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang merupakan 
bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan. Selain itu motivasi dapat pula 
diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin 
melakukanya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif 
untuk melakukan sesuatu, karena dapat memuaskan keinginan mereka. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk 
meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja 
karyawan dengan mengajukan judul: “Pengaruh Perilaku Supervisi, Budaya Organisasi, 
Motivasi terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi 
di sekolahku”. 


Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan kausal. Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun suatu 
gambaran sesungguhnya terhadap suatu fenomena yang berada dalam konteks 
penelitiannya. Dengan penelitian kuantitatif ini akan dikumpulkan berbagai data dalam 
rangka pengujian hipotesis atau menjawab pernyataan-pernyatan yang berhubungan 
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dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dimana 
seluruh guru yang berjumlah 119 digunakan sebagai sampel dan data yang diperoleh 
dari kuesioner diolah menggunakan teknik analisis SEM PLS. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Analisis Data dan Hasil 
1) Demografi Responden 
Sampel pada penelitian ini sebanyak 119 responden pada SekolahKu di 
Jakarta dengan karakteristik responden disajikan pada Tabel 4.1. 






































Tabel 1 
Karakteristik Responden 
aoe 3 Karyawan 
Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase 
Jenis Kelamin Laki-laki 29 24, 4 
Perempuan 90 75,6 
Jumlah 119 100 
Status Menikah 58 48,7 
Belum menikah 61 51,3 
Jumlah 119 100 
Usia s.d. 20 tahun 2 1,7 
250 tahun 7 5,9 
41-50 tahun 12 10,1 
21-30 tahun 44 37 
31-40 tahun 54 45,4 
Jumlah 119 100 
Pendidikan S2 3 2,5 
Diploma 4 3,4 
S1 112 94,1 
Jumlah 119 100 
Masa Kerja < 1 tahun 15 12,6 
11-15 tahun 15 12,6 
3 — 5 tahun 20 16,8 
1-2 tahun 25 21 
6-10 tahun 44 37 
Jumlah 119 100 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Dari Tabel 1 terlihat bahwa responden yang dominan adalah jenis kelamin 
perempuan sebesar 75,6 % dibanding dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 24, 
4%. Responden berdasarkan status yang paling dominan adalah berstatus belum 
menikah sebesar 51, 3% diikuti dengan responden berstatus menikah sebesar 
48,7%. Responden berdasarkan usia yang paling dominan adalah umur 31 — 40 
tahun sebesar 45,4%. Berdasarkan pendidikan adalah responden dengan 
pendidikan S1 sebesar 94,1%. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 
yang paling dominan adalah masa kerja 6-10 tahun sebesar 37%. 


2) Uji Validitas dan Relibilitas Instrumen Penelitian 
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Sebelum penelitian dilanjutkan dilakukan uji coba validitas dan reliabilitas 
instrumen penelitian yang melibatkan 40 responden. Validitas kuesioner dilihat 
dari nilai factor loading dan dikatakan valid apabila menunjukkan angka > 0,50. 
Berdasarkan hasil uji analisis faktor KMO dan Bartlett's test untuk variabel 
perilaku pengawasan di Tabel 4.6 terlihat angka KMO Measure of sampling 
Adequacy (MSA) pada variabel perilaku pengawasan 0.871. Hal ini 
menunjukkan kecukupan dari sampel. \ 














Tabel 2 
Validitas Variabel 
Perilaku Pengawasan pada Tahap Uji Coba 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 871 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Sguare 197.382 
df 28 
Sig. .000 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Tabel 2 menunjukkan bahwa delapan (8) item pertanyaan untuk variabel 
perilaku supervisi semuanya valid, terlihat dari nilai factor loading semua item 





























pertanyaan lebih dari 0,50. 
Tabel 2 
Analisis Faktor Perilaku Supervisi 
No Item Factor Loading Keterangan 
1 PS1 0,763 Valid 
2 PS2 0,816 Valid 
3 PS3 0,835 Valid 
4 PS4 0,835 Valid 
5 PS5 0,811 Valid 
6 PS6 0,843 Valid 
7 PS7 0,742 Valid 
8 PS8 0,838 Valid 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Berdasarkan hasil uji analisis faktor KMO dan Bartlett's test untuk variabel 
budaya organisasi di Tabel 2 terlihat angka KMO Measure of sampling 
Adequacy (MSA) pada variabel budaya organisasi 0.897. Hal ini menunjukkan 
kecukupan dari sampel. 
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Tabel 3 
Validitas Variabel Budaya Organisasi pada Tahap Uji Coba 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .897 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 128.828 
df 21 
Sig. .000 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Tabel 3 menunjukkan bahwa tujuh (7) item pertanyaan untuk variabel 
budaya organisasi valid, terlihat dari nilai factor loading semua item pertanyaan 


























lebih dari 0,50. 
Tabel 4 
Analisis Faktor Budaya Organisasi 
No Item Factor Loading Keterangan 
1 BOI 0,820 Valid 
2 BO2 0,810 Valid 
3 BO3 0,795 Valid 
4 BO4 0,802 Valid 
5 BOS 0,709 Valid 
6 BO6 0,791 Valid 
7 BO7 0,742 Valid 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Berdasarkan hasil uji analisis faktor KMO dan Bartlett's test untuk variabel 
motivasi di Tabel 4 terlihat angka KMO Measure of sampling Adequacy (MSA) 
pada variabel motivasi kerja .879. Hal ini menunjukkan kecukupan dari sampel. 














Tabel 5 
Validitas Variabel 
Motivasi pada Tahap Uji Coba 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 879 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 213.528 
df 28 
Sig. .000 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa delapan (8) item pertanyaan untuk 
variabel motivasi kerja valid, terlihat dari nilai factor loading semua item 
pertanyaan lebih dari 0,50. 
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Tabel 6 
Analisis Faktor Motivasi 
No Item Factor Loading Keterangan 
1 MI 0,855 Valid 
2 M2 0,827 Valid 
3 M3 0,731 Valid 
4 M4 0,859 Valid 
5 M5 0,824 Valid 
6 M6 0,828 Valid 
7 M7 0,790 Valid 
8 M8 0,803 Valid 








Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Hasil uji analisis faktor KMO dan Bartlett's test untuk variabel kepuasan 
kerja di Tabel 6 menunjukkan angka KMO Measure of sampling 
Adequacy (MSA) pada kepuasan kerja .869. Hal ini menunjukkan kecukupan 

















dari sampel. 
Tabel 7 
Validitas Varriabel 
Kepuasan Kerja pada Tahap Uji Coba 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Sguare 139.249 
df 21 
Sig. .000 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa tujuh (7) item pertanyaan untuk 
variabel kepuasan kerja valid, terlihat dari nilai factor loading semua item 


























pertanyaan lebih dari 0,50. 
Tabel 8 
Tabel Analisis Faktor Kepuasan Kerja 
No Item Factor Loading Keterangan 
1 KK1 0,839 Valid 
2 KK2 0,754 Valid 
3 KK3 0,727 Valid 
4 KK4 0,761 Valid 
5 KK5 0,766 Valid 
6 KK6 0,810 Valid 
7 KK7 0,838 Valid 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Selanjutnya hasil uji analisis faktor KMO dan Bartlett's test untuk variabel 
turnover intention di Tabel 8 menunjukkan angka KMO Measure of sampling 
Adequacy (MSA) pada turnover intention .500. Hal ini menunjukkan kecukupan 
dari sampel. 
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Tabel 9 
Uji Coba Validitas 
Variabel Turnover Intention 
KMO and Bartlett's Test 

















Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 500 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 19.300 
df 1 
Sig. .000 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa dua (2) item pertanyaan untuk 
variabel turnover intention valid, terlihat dari nilai factor loading semua item 
pertanyaan lebih dari 0,50. 











Tabel 10 
Analisis Faktor Turnover Intention 
No Item Factor Keterangan 
Loading 
1 TO1 0,904 Valid 
2 TO2 0,904 Valid 





Sumber: Olahan peneliti (2020) 


Angka KMO dan Bartlet's test (nilai chi-sguare) untuk variabel perilaku 
supervisi 197.382, budaya organisasi 128.828, motivasi kerja 213.528, kepuasan 
kerja 139.249 dan turnover intention 19.300 dengan nilai signifikansi 0.000, 
menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan layak untuk proses lebih 
lanjut. 

Dengan melihat nilai factor loading setiap butir pertanyaan dari semua 
variabel menunjukkan angka » 0,50 maka semua butir pertanyaan kuesioner 
valid. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hair (2010) bahwa bila nilai factor 
loading berkisar antara 0,30- 0,40 dianggap memenuhi tingkat minimum dalam 
mengintepretasikan struktur. Nilai factor loading 0,50 atau lebih dinyatakan 
signifikan (valid) dan nilai factor loading yang melebihi 0,70 menunjukkan 
gambaran struktur yang baik dari suatu variabel. 

Selanjutnya untuk uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan pada tabel 
11. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai Alpha Cronbach 
keseluruhannya lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, berarti setiap variabel 
dinyatakan reliabel. 
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Tabel 11 
Uji Coba Reliabilitas Instrumen Penelitian 
No Variabel Conbrach’s Alpha Keputusan 
1 Perilaku Supervisi 0,921 Reliabel 
2 Budaya Organisasi 0,893 Reliabel 
3 Motivasi 0,927 Reliabel 
4 Kepuasan Kerja 0,896 Reliabel 
5 Turnover Intention 0,776 Reliabel 





Sumber: Hasil perhitungan SPSS 


3) Model Partial Least Sguare (PLS) 
Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis Partial 
Least Sguare (PLS) dengan program smartPLS 3.0. Model pengukuran untuk 
nilai koefisien jalur dan t-value untuk model persamaan, dapat dilihat pada 
Gambar 1 dan Gambar 2. 


= 
gE FHHE 





Gambar 1 
Outer Model 
Gambar 2 
Inner Model 
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4) Evaluasi Outer Model 
a. Convergent Validity 
Untuk menguji convergent validity digunakan nilai outer loading atau 
loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity 
dalam kategori baik apabila nilai outer loading > 0,7. Berikut adalah nilai 
outer loading dari masing-masing indikator pada variabel penelitian yang 
disajikan pada Tabel 12. 








































































































Tabel 12 
Outer Loading 
Variabel Indikator Outer Loading 
Perilaku Supervisi (X1) PS1 0,912 
PS2 0,893 
PS3 0,893 
PS4 0,878 
PS5 0,908 
PS6 0,899 
PS7 0,903 
PS8 0,920 
Budaya Organisasi (X2) BOI 0,901 
BO2 0,846 
BO3 0,890 
BO4 0,883 
BOS 0,891 
BO6 0,898 
BO7 0,906 
Motivasi (X3) MI 0,881 
M2 0,863 
M3 0,872 
M4 0,863 
M5 0,864 
M6 0,854 
M7 0,881 
M8 0,876 
Kepuasan Kerja (Z) KKI 0,851 
KK2 0,885 
KK3 0,886 
KK4 0,885 
KK5 0,875 
KK6 0,870 
KK7 0,908 
Turnover Intention (Y) TO1 0,940 
TO2 0,942 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan data tabel 12 di atas, diketahui bahwa masing-masing 
indikator variabel penelitian banyak yang memiliki nilai outer loading > 
0,7. Namun, terlihat masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai 
outer loading < 0,7. Menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali 
(2014:39), nilai outer loading antara 0,5 — 0,6 sudah dianggap cukup untuk 
memenuhi syarat convergent validity. Data di atas menunjukkan tidak ada 
indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 0,5, sehingga 
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semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan 
dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
b. Discriminant Validity 
Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji 
discriminant validity dilakukan dengan melihat nilai average variant 
extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya 
harus > 0,5 untuk model yang baik. Berikut disajikan hasil uji discriminant 
validity pada Tabel 13. 




















Tabel 13 
Average Variant Extracted (AVE) 
Variabel AVE 
Perilaku Supervisi 0,812 
Budaya Organisasi 0,788 
Motivasi 0,756 
Kepuasan Kerja 0,775 
Turnover Intention 0,886 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan tabel 13 di atas, diketahui bahwa nilai AVE variabel 
perilaku supervisi, budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja dan turnover 
intention > 0,5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel 
telah memiliki discriminant validity yang baik. 

c. Composite Reliability 

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk 
menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu 
variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki 
nilai composite reliability > 0,6. Tabel 14 adalah nilai composite reliability 
dari masing-masing variabel penelitian. 




















Tabel 14 
Composite Reliablity 
Variabel Composite Reliablity 
Perilaku Supervisi 0,972 
Budaya Organisasi 0,963 
Motivasi 0,961 
Kepuasan Kerja 0,960 
Turnover Intention 0,939 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 
Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa nilai composite 


reliability semua variabel penelitian > 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa 
masing-masing variabel telah memenuhi composite realibility sehingga 
dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas 
yang tinggi. 
d. Cronbach Alpha 

Uji realibilitas dengan composite reability di atas dapat diperkuat 
dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan 
reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach 
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alpha > 0,75. Tabel 15 adalah nilai cronbach alpha dari masing-masing 




















variabel. 
Tabel 15 
Cronbach Alpha 
Variabel Cronbach Alpha 
Perilaku Supervisi 0,967 
Budaya Organisasi 0,955 
Motivasi 0,954 
Kepuasan Kerja 0,951 
Turnover Intention 0,871 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari 
masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian hasil ini 
menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi 
persyaratan nilai cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 


Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
turnover intention guru di SekolahKu sehingga manajemen sekolah dapat 
mempertahankan guru yang berkualitas. Alasan guru meninggalkan sekolah adalah 
karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dan mengakibatkan tingkat turnover 
guru yang tinggi pada tahun 2016-2019. Guru ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih 
menantang dan menarik di luar SekolahKu. Dalam penelitian ini, kepuasan kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention dengan nilai koofiensi 
sebesar 0,904. Artinya guru yang merasa tidak puas bekerja di SekolahKu sangat besar 
kemungkinannya untuk meninggalkan sekolah. Kepuasan kerja guru di SekolahKu 
dipengaruhi oleh perilaku supervisi, budaya organisasi dan motivasi. 

Untuk menjaga tingkat intensi turnover guru agar tetap rendah yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini dan tingkat kepuasan guru tetap tinggi, manajemen sekolah 
harus memperhatikan perilaku supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Perilaku 
supervisi dari kepala sekolah harus lebih memperhatikan kepentingan guru sehingga 
mereka merasa nyaman. Kepala sekolah dan manajemen harus dapat menciptakan 
lingkungan sekolah yang kondusif dengan menciptakan budaya organisasi dan 
memastikan budaya tersebut dilaksanakan dengan baik oleh semua guru dan siswa. 
Memotivasi dan menjaga tingkat motivasi guru agar tetap tinggi juga hal yang sangat 
penting dan mempengaruhi tingkat turnover dan kepuasan kerja guru. Hal penting yang 
harus manajemen lakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru adalah fokus pada 
pekerjaan itu sendiri, yaitu dengan merancang dan menjadikan kegiatan belajar 
mengajar menjadi lebih menantang dan menarik bagi guru. 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel yang dapat 
mempengaruhi kepuasan kerja dan turnover intention serta memperluas obyek 
penelitian agar diperoleh hasil yang lebih maksimal, misalnya gaya kepemimpinan, 
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rekan kerja, kompensasi, karir, promosi, komunikasi, stres kerja, dan komitmen 
organisasi. 
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Abstract 

President Joko Widodo's political will will greatly determine the slowness and 
speed of the Corruption eradication commission. The problems raised in this 
research are, first, how Is The political will towards the KPK Institution during the 
era of President Jokowi. Second, how should President Joko Widodo's political will 
towards the KPK institutions be? This study aims to find and formulate the 
necessity of President Joko Widodo's political will for the sustainability of the KPK 
institutions. The legal research method used in this study is a normative juridical 
research method, based on primary and secondary legal materials. This study 
concludes that the political will of President Joko Widodo towards the KPK 
institutions is still far from what is aspired to. President Joko Widodo's political 
will should be realized in the form of policies that support the strengthening of the 
KPK Institution. 


Keywords: political will; KPK institution; president jokowi 


Abstrak 

Political will Presiden Jokowi akan sangat menentukan lambat dan lajunya komisi 
pemberantasan korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama, 
Bagaimanakah political will terhadap Kelembagaan KPK era Presiden Jokowi. 
Kedua, bagaimanakah seharusnya political will Presiden Jokowi terhadap 
kelembagaan KPK? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan 
memformulasikan keharusan politicall will Presiden Jokowi terhadap 
keberlangsungan kelembagaan KPK. Metode penelitian hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normative, didasarkan pada 
bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa political 
will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK masih jauh dari yang dicita- 
citakan. Harusnya political will Presiden Jokowi diwujudkan dalam bentuk 
kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan terhadap kelembagaan KPK. 


Kata Kunci: political will; kelembagaan KPK; Presiden Jokowi 


Pendahuluan 

Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan 
pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal 
negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan 
televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of 
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force ataupun berperilaku sebagai celebrity (Waluyo, 2017). Ini merupakan fenomena 
dimana korupsi seakan menjadi hal yang biasa. 

Perilaku korupsi merupakan perbuatan negatif, perlu diberantas pemerintah 
sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Dukungan politik pemerintah (presiden), 
menjadi suatu catatan pasti dalam pemberantasan korupsi (Yuwanto, 2016). Cerita kisah 
sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai 
dari sebuah komitmen (Damanik et al., 2010). pemimpinnya yang kemudian diturunkan 
dalam berbagai kebijakan politik (Fariz, 2019). Lazimnya dukungan tersebut diberikan 
terhadap kelembagaan yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Berbicara dalam 
potret Indonesia, maka dukungan tersebut dilihat dari bagaimana seorang Presiden 
mendukung segala upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, sebagai 
anak kandung reformasi. Komitmen politik Presiden tersebut jamak dipahami menjadi 
parameter untuk melihat kehendak baik Presiden (political will) di wilayah 
pemberantasan korupsi. Kebijakan mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi 
merupakan wujud nyata political will seorang Presiden. 

Salah satu political will yang menarik untuk kita bicarakan dalam konteks 
mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, adalah era Presiden Jokowi. Di awal 
pemerintahannya Presiden Jokowi dengan tegas secara eksplisit dalam nawa-citanya 
(Nomenklatur visi-misi Jokowi-JK ditahun 2014) menyebutkan bahwa pemerintahannya 
kelak menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 
yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun itu merupakan visi-misi, 
bukan tahapan implementasi. Untuk melihat sejauh mana implementasi visi-misi 
tersebut maka perlu dilihat, konsistenkah kebijakan pemerintah dibawah komando 
Presiden Jokowi untuk mendukung KPK, sebagai symbol pemberantasan nasional. 

Secara konseptual strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului 
oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (willingness) 
dari kekuasaan Presiden tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku 
korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas 
korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat yakni didorong oleh political will yang kuat 
(Badjuri, 2011). Hal tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan politik yang 
jelas dan tegas, diberikan oleh Presiden terhadap lembaga KPK. Sikap politik Presiden 
yang demikian, sesungguhnya menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan 
korupsi. Sebaliknya sikap politik yang tidak berpihak pada kelembagaan KPK dapat 
merusak cita-cita pemberantasan korupsi. Maka sangat penting untuk melihat sejauh 
mana kebijakan Presiden Jokowi yang mendukung kelembagaan KPK, dalam arti 
sudahkah terlaksana dengan baik political will presiden jokowi terhadap KPK. 

Kita ketahui bersama Sejak tahun 2018 hingga 2021 political will Presiden 
Jokowi terhadap kelembagaan KPK kerap dipertanyakan. Ada tiga persoalan konkrit 
yang penulis ambil sebagai bahan kajian untuk menilai sejauh mana political will 
Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK. Tiga persoalan ini juga menimbulkan 
pertanyaan ditengah publik, perihal seriuskah Presiden Jokowi mendukung kiprah KPK. 
Pertama, Lambannya penemuan fakta dibalik penyiraman air keras terhadap mata 
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Novel Baswedan penyidik senior KPK. Kedua, Surat Presiden yang dikirim ke DPR 
menandakan pembahasan revisi Undang-Undang 30/2002. Ketiga, Arahan Presiden soal 
pertimbangan ulang penon-aktifan 51 pegawai KPK di abaikan oleh pimpinan KPK. 
Tiga persoalan ini menjadi pilihan penulis untuk melihat sejauh mana political will 
Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK. 

Perjalanan kelembagaan KPK dalam treck recordnya, selalu diwarnai integritas. 
sulit untuk membantah bahwa KPK dianggap sebagai lembaga pemberantaskorupsi 
paling berhasil sepanjang republik berdiri (Ramadhana, 2019). 


Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis-normatif. Yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 
atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas 
(Badjuri, 2011). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer 
dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif ini akan mengkaji 
tentang political will terhadap kelembagaan KPK era Presiden Jokowi. Kemudian 
Menemukan dan memformulasikan keharusan politicall will Presiden Jokowi terhadap 
keberlangsungan kelembagaan KPK. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Politicall Will Terhadap Kelembagaan KPK Era Presiden Jokowi 
Dalam ilmu politik, gagasan arus utama pemberantasan korupsi dikembangkan 

dari teori principal-agent. Teori ini melihat korupsi sebagai pengkhianatan agen 
terhadap mandat yang telah diberikan oleh principal. Dalam korupsi politik, korupsi 
oleh politisi atau agenmerupakan pengkhianatan politisi terhadap rakyat sebagai 
principal yang telah memberikan mandat dalam Pemilu. Dalam korupsi birokrasi, 
korupsi oleh pegawai negeri merupakan pengkhianatan terhadap mandat yang telah 
diberikan oleh pemimpin instansi pemerintah Presiden (Johanes Danang Widoyoko, 
2016). Sehingga presiden sudah sewajarnya dan sepatutnya berperan memperbaiki 
masa depan pemberantasan korupsi. 

Sahre J. Kpudeh mengartikan kemauan politik sebagai “niatan kredibel 
langsung dari aktor politik untuk memerangi penyebab dan akibat dari korupsi di 
level sistemik” (Quah, 2003). Korupsi yang sistemik tidak saja terjadi pada aktivitas 
mengambil uang negara. Lebih dari itu menyerang kelembagaan dan personal 
anggota kelembagaan pemberantasan korupsi juga merupakan rangkaian melakukan 
korupsi (Kurniawan, 2019). nilah yang terjadi di Indonesia, serangan koruptor tidak 
saja di alamatkan terhadap lembaga seperti KPK, namun juga personil lembaganya. 
Upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, dilakukan mulai 
dari menyerang kelembagaan melalui upaya legislasi dengan melemahkan KPK, 
sampai dengan menyerang penyidik senior KPK novel baswedan. 
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Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan 
meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan kasus penyerangan 
air keras terhadapnya. Novel meminta Jokowi merealisasikan janjinya untuk 
mengungkap siapa pelaku utama dibalik penyiraman air keras yang menyebabkan 
matanya menjadi tidak normal. 

Permintaan novel terhadap Presiden Jokowi sangatlah berdasar. Sebab jika 
melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Pasal 8 menyebutkan: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Maka mekanisme atasan dan bawahan sangat dimungkinkan antara Presiden dan 
Kepolisian. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan 
presidensil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin 
oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan 
pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang 
dipimpin oleh Presiden (Danendra, 2013). Tidak aneh jika Novel meminta Presiden 
untuk menyelesaikan kasusnya, karena Presiden membawahi Polri yang bertugas 
menuntaskan persoalan kasus kriminal. 

Selain persoalan novel diatas, persoalan lain perihal political will Presiden Jokowi 
adalah saat masyarakat ramai-ramai menolak revisi Undang-Undang 30/2002 yang 
sekarang telah menjadi Undang-Undang 19/2019 tentang KPK. Presiden Jokowi tidak 
tampil sebagai kepala negara yang berpihak terhadap rakyat. Malahan yang terjadi 
Presiden Joko Widodo menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (SurPres) 
terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Dengan terbitnya surpres ini, pemerintah setuju untuk membahas 
revisi Undang-Undang KPK bersama DPR. Surpres berisi penjelasan dari Presiden, 
bahwa presiden telah menugaskan menteri untuk membahas revisi Undang-Undang 
KPK bersama DPR. Sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju revisi Undang-Undang 
KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan 
dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis 5 September 2019. Draf revisi 
langsung dikirim kepada Presiden Jokowi. 

Sikap presiden jokowi mengirimkan surpres menimbulkan pertanyaan mendasar, 
mengapa bisa presiden menyetujui revisi Undang-Undang yang ditolak oleh masyarakat 
luas. Apakah presiden jokowi tunduk terhadap rakyat ataukah kekuasaan oligarki di 
DPR. Sebab dengan mengirimkan surpres maka Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang pemberantasan 
korupsi menjadi disahkan, yang dampaknya hingga saat ini sangat dirasakan jauh dari 
konsep hukum kelembagaan pemberantasan korupsi yang di idealkan (Wahyuningrum, 
Disemadi, & Jaya, 2020). 
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Padahal presiden punya waktu yang banyak untuk menolak pengesahan Undang- 
Undang No 19 Tahun 2019 tersebut. Sebab dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, memberikan kekuasaan legislatif begitu 
besar kepada Presiden. Selain mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang 
bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa Presiden juga mempunyai 
kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), serta 
berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang (Ghoffar, 
2019). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas kekuasaan legislasi Presiden pasca 
reformasi begitu besar dan kuat. Presiden bukan saja sebagai pihak terkait atau 
pembahas, lebih dari itu Presiden menentukan sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. 
Bahkan dalam hal Presiden ingin melakukan veto terhadap suatu Undang-Undang yang 
sudah berlaku dan sementara dijalankan. Presiden dapat menerbitkan Perppu yang 
membatalkan suatu Undang-Undang, dimana hak tersebut merupakan hak 
konstitusional seorang Presiden. Maka sudah sangat wajar jika masyarakat 
mempertanyakan political will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK. Pembelaan 
yang selama ini terjadi dalam beberapa era presiden, adalah dalam pengambilan 
keputusan presiden tidak sendiri ada DPR yang kepentingannya juga harus 
diakomodasi. 

Secara politik, Indonesia memang merupakan negara yang menempatkan koalisi 
sebagai bagian kekuatan Partai Politik (Parpol) dalam pertarungan merebut kekuasaan 
pada pemilihan Presiden. Koalisi yang diciptakan diantara partai politik di Indonesia 
tidak kaku dan cenderung liguid/cair, dikarenakan koalisi lebih mengutamakan pada 
kesamaan kepentingan bersama dalam memperoleh kekuasaan. Kekuatan koalisi yang 
dibangun partai politik pada pemilihan Presiden berasal dari pada kekuatan penguasaan 
parlemen. Hal ini dilakukan oleh koalisi-koalisi dari masing-masing pendukung 
sehingga bukan hanya koalisi di ranah eksekutif namun legislatif juga diperkuat 
(Wospakrik, 2016). 

Memang menjadi dilema, sebab system pemerintahan kita menjadikan siapapun 
menjadi Presiden akan cenderung bermuka dua. Disatu sisi harus menjaga suara 
masyarakat sebagai pemegang suara demokrasi yang sebenarnya. Namun disatu sisi 
Presiden juga harus mendengarkan suara politik di DPR. Karena jika engan 
mendengarkan maka Presiden dapat dijebak dalam pengambilan keputusan. Dalam kata 
lain Presiden dapat dipenjara dalam suatu pengambilan keputusan dengan kekuatan 
parlemen (DPR). Hanya saja jika seorang Presiden bersikap negarawan maka tentu dia 
tidak akan tunduk pada kepentingan oligarki di DPR. 

Kemudian untuk melihat konsistensi political will presiden Jokowi dalam ranah 
dukungan terhadap personil kelembagaan KPK, dapat kita lihat dalam alih status 
pegawai KPK menjadi ASN. Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan terkait 
tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan 
kebangsaan (TWK) sebagai proses pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Dalam pernyataannya, Presiden memandang bahwa hasil TWK terhadap 
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pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, 
baik terhadap individu maupun institusi. Presiden Jokowi juga sependapat dengan 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang 
(Undang-Undang) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
KPK. Selain itu, menurutnya, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur 
Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi 
ASN. Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, 
Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai 
KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya 
sampaikan tadi. 

Instruksi Presiden Jokowi ini sama sekali tidak di indahkan, baik oleh KPK 
maupun kemenPAN-RB dan BKN sebagai pejabat yang melaksanakan proses seleksi. 
Padahal Presiden selain berfungsi sebagai kepala negara juga berfungsi sebagai kepala 
pemerintahan. Maka fungsi kepala pemerintahan sebenarnya sudah cukup memberikan 
jawaban, bahwa arahan Presiden Jokowi harus didengarkan dan tidak boleh jadi angin 
lalu. Padahal secara hierarki jabatan Presiden tentu merupakan kepala pemerintahan 
yang membawahi Menteri PANRB, BKN dan KPK. Presiden Jokowi harus mengambil 
alih, proses peralihan status ASN bagi pegawai KPK dengan membatalkan TWK yang 
diadakan tersebut. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (7) menyebutkan: Pendelegasian kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: 

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau 
b. Untuk meningftatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan. 

Artinya Presiden dapat mengambil alih mandat yang telah diberikan kepada 
Menteri PANRB, dan Kepala BKN sebagai pelaksana seleksi terhadap 51 pegawai KPK 
yang dinon-aktifkan. Presiden memegang peranan yang begitu penting dalam 
menyelamatkan 51 pegawai KPK yang diberhentikan dengan alasan tidak rasional. 
Mengapa tidak rasional? Sebab Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, 
maupun PP nomor 41 tahun 2020 Tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan 
tindak pidana korupsi menjadi aparatur sipil negara sama sekali tidak mempersyaratkan 
pegawai KPK harus diseleksi untuk dapat dinyatakan bisa menjadi ASN atau tidak. 
Sehingga jelas sekali Presiden Jokowi memiliki peluang yang besar untuk membatalkan 
TWK yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, BKN dan KPK. 

Abdul Latif dan Hasbi Ali mengemukakan bahwa sesunggunya politik sebagai 
sumberdaya hukum. Menurutnya, ada tiga titik temu antara politik dan hukum di dalam 
kehidupan masyarakat. Pertama, pada waktu pengangkatan pejabat hukum, walaupun 
tidak semua proses pengangkatan pejabat hukum melibatkan politik, namun proses itu 
terbuka bagi keterlibatan politik; Kedua, proses pembuatan hukum itu sendiri, setiap 
proses pembuatan kebijaksanaan formal yang hasilnya tertuang dalam hukum pada 
dasarnya produk politik; dan Ketiga, proses pelaksanaan atau penegakan hukum (law 
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enforcemeni), di mana pihak-pihak yang berkepetingan berusaha mempengaruhi 
pelaksanaan kebijaksanaan yang sudah berbentuk hukum, sejalan dengan kepentingan 
dan kekuatannya (Sahid, 2016). 

Pendapat Abdul Latif dan Hasbi Ali diatas, memberikan penegasan bahwa 
penegakan hukum sebagai bagian dari proses hukum tidak dapat merdeka dari pengaruh 
politik. Sangat sulit bagi KPK berdiri diatas perjuangan pemberantasan korupsi yang 
dukungan politiknya krisis dan memprihatinkan. Harusnya KPK bukan lagi berada pada 
level mempersoalkan kewenangannya yang terseok-seok, bukan lagi pada fase mencari 
dukungan politik. Harusnya KPK sudah berada pada level membangun system 
pengelolaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, yang lazimnya dikenal dengan 
istilah zona integritas. Political will Presiden Jokowi sangat dibutuhkan, sebab sejarah 
dapat mencatat di era siapa KPK mengalami masa krisis dan kehancuran. Presiden 
Jokowi perlu mengingat dan merenungi, bahwa Kekuasaan politik yang dijalankan 
dengan tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi akan menghasilkan 
pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik (Setiadi, 
2018). 


2. Keharusan Political Will Presiden Jokowi terhadap Kelembagaan KPK 

Setiap kepemimpinan pasti menempatkan pembangunan ekonomi sebagai pilar 
utama dalam pembangunan nasional. Disaat bersamaan penghambat pembangunan 
ekonomi juga terjadi, yakni korupsi. Korupsi menjadi kendala dalam menciptakan 
kesejahteraaan pembangunan. Korupsi menjadi kendala untuk bangsa ini 
mewujudkan tujuan Negara kita “memajukan kesejahteraan”. Maka setiap rezim 
kekuasaan tidak pernah absen untuk selalu menaruh perhatian pembangunan 
hukumnya dalam ranah pemberantasan korupsi. Sehingga setiap rezim sebenarnya 
sangat membutuhkan kehadiran lembaga pemberantasan korupsi yang mampu 
memberantas korupsi secara cepat dan berintegritas. Begitupun sebaliknya, masa 
depan pemberantasan korupsi pula sangat ditentukan oleh komitmen, dorongan 
politik atau political will Presiden (Umam, 2019). 

Mayoritas peneliti kajian antikorupsi kontemporer bersepakat bahwa korupsi 
merupakan penghambat laju pembangunan ekonomi. Karena itu, agar arus investasi 
asing bisa masuk ke pasar dalam negeri, maka kepastian hukum dan stabilitas sosial, 
politik dan keamanan menjadi syarat mutlak untuk dihadirkan. Sehingga konsistensi 
political will dalam melawan korupsi sangat dibutuhkan dalam rangka memerangi 
korupsi dan menciptakan efisiensi pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menjadi 
agenda wajib dan utama setiap periodesasi kepemimpinan Presiden. 

Untuk menghadirkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif 
tersebut, lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), 
United States of America International Development (USAID) hingga World Bank 
yang bermazhab neo-liberalisme acapkali menawarkan paket kebijakan struktural 
kepada Negara-Negara berkembang berupa resep demokratisasi, liberalisasi pasar 
dan juga reformasi kelembagaan. Secara teoritik, terdapat dua prinsip dasar 
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demokrasi yang diyakini ampuh menjadi instrumen pemberantasan korupsi, dimana 
sistem demokrasi memberikan mekanisme dan prosedur yang jelas kepada rakyat 
untuk menuntut pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi 
(transparency) dalam pemerintahan. 

Masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia saat ini adalah masalah 
korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai 
momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara (I Wayan 
Yuda Satrial Wayan Suardanalda Bagus Surya Darmajaya, 2013). Ekonomi yang 
rapuh akan berdampak pada perjalanan demokrasi. Sebab stabilitas ekonomi akan 
sangat mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan. Tidak mungkin 
membangun demokrasi tanpa kenyamanan internal negara. 

Demokrasi sejatinya mensyaratkan sistem check and balance dalam kekuasaan 
dan supremasi hukum. Selanjutnya, agar tidak terjadi “perselingkuhan” antara 
kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi yang berakibat pada anomali pasar dan 
sistem demokrasi, maka mazhab neo-liberal ini menekankan pentingnya liberalisasi 
pasar untuk menghilangkan praktik-praktik monopoli. Kemudian, setelah 
demokratisasi dan liberalisasi pasar dapat menyehatkan sistem politik dan ekonomi 
suatu Negara, upaya pemberantasan korupsi dapat dipercepat dengan reformasi 
kelembagaan dengan menghadirkan Undang-Undang Antikorupsi dan pembentukan 
lembaga-lembaga khusus antikorupsi seperti KPK. Dengan demikian, secara teoritik, 
semakin tinggi kualitas demokrasi dan pasar suatu Negara yang ditopang dengan 
mesin antikorupsi yang agresif, maka akan semakin efektif upaya pemberantasan 
korupsi. Berbeda dengan di Indoonesia yang komitmen politik terhadap kelembagaan 
KPK-nya lambat laun bergerak secara lambat dan tidak tentu arahnya. Utamanya saat 
memasuki kepemimpinan Presiden Jokowi, KPK harus menerima kenyataan untuk 
dilemahkan kewenangannya melalui pengesahan Undang-Undang 19/2019. 

Political will dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu Negara merupakan 
kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga pemberantasan korupsi. 
Misalnya Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller 
coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan 
ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun 
internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. 
Hanya saja entah mengapa kemudian justru Presiden Jokowi sendiri mendukung 
pembentukan Undang-Undang 19/2019 yang hari ini menjadikan KPK tidak efektif 
dalam memberantas korupsi. KPK dibuat berjuang sendiri tanpa adanya political will 
dari Presiden. Sebuah fakta yang menunjukan bahwa Presiden seakan tunduk pada 
kekuasaan koalisi yang dibentuknya sendiri. 

Indonesia telah mendeklarasikan hukum sebagai panglima dalam denyut 
kehidupan ketatanegaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yulianto, 2020). Sebagai suatu hukum 
tertinggi, tentu presiden harus meletakkan hukum diatas kepentingan politik. Sebab 
refleksi ketaatan seorang presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menunjukan 
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presiden sedang membangun peradaban ketaatan terhadap dunia hukum. Mendukung 
KPK untuk penegakan hukum adalah bentuk peradaban anti korupsi sedang di 
bangun oleh presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi dapat belajar dari filiphina yang pernah mengalami hal serupa 
seputar lemahnya kepemimpinan politik dalam mendukung lembaga pemberantasan 
korupsi. Di Filipina pada paruh 1983 mengalami krisis pemberantasan korupsi. Para 
pelaku korupsi ironisnya yang dapat dibawa ke Pengadilan sangat sedikit dari 
banyaknya pelaku korupsi. Proses hukum pemberantasan korupsi tidak menyentuh 
pimpinan tertinggi. Kendala lemahnya pemberantasan korupsi di Filipina tersebut 
terjadi pada proses penyidikan dan penuntutan, bukan pada ranah pengadilan. 
Kepolisian dan Kejaksaan di filphina tidak adil dalam melaksanan tugas 
pemberantasan korupsi. Hanya kalangan kecil yang tidak memiliki kekuasaan kuat 
yang biasanya dituntut. Pengadilan di Filipina sebenarnya bisa saja menghukum 
pelaku dari hulu hingga hilir yang melakukan korupsi secara sistemik sebagaimana 
yang menjadi keinginan publik Filipina untuk penegakan hukum yang adil. Hanya 
saja proses hukum sebelum masuk ketingkat pengadilan kerap kali penegak hukum 
pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan membiarkan pejabat elit yang memiliki 
kekuasaan besar tidak tersentuh untuk diproses hukum. 

Pasca jatuhnya Kekuasaan Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr, dalam 
revolusi Filipina 1986. Kekuasaan transisi melakukan upaya pemberantasan korupsi 
secara sistemik dan universal. Langkah pertama, pemerintahan Filipina melakukan 
beberapa upaya yang dilakukan untuk menangulangi korupsi antara lain adalah 
melakukan apolitisasi secara positif terhadap biroktasi sejalan dengan perubahan 
pemerintahan di Fhilipina dan perubahan lainnya di dalam masyarakat. Kedua 
langkah yang dilakukan ialah memenuhi aspirasi desakan masyarakat yang direspon 
positif kekuasaan pemerintah Filipina dalam rangka membangun komitment yang 
tinggi dari pemimpin Negara Filipina untuk memerangi korupsi. 

Langkah konkrit yang menunjukan pemerintah Filipina memiliki konsistensi 
political will ialah tingginya kemauan politik untuk melakukan perbaikan terhadap 
Undang-Undang lembaga pemberantasan korupsi, yang tujuannya memperkuat 
kewenangan dan independensi kelembagaan pemberantasan korupsi di filipina. 
Diantaranya membentuk secara lengkap undang-undang lembaga pemberantasan 
korupsi Filipina yang merupakan salah satu undang-undang yang paling 
komprehensif di mana pun di dunia. Political will tersebut tercermin secara 
berjamaah oleh semua pejabat tinggi Negara, terlebih kepala Negara di Filipina 
mendukung penuh undang-undang lembaga pemberantasan korupsi Filipina. 
Konsistensi political will pemerintahan Filipina hingga saat ini masih membekas 
dan diamalkan oleh segenap elite pemerintahan di filipina. Konsistensi political will 
menjadi kian penting ditengah hukum yang selalu digerogoti oleh keputusan- 
keputusan politik yang terkadang tanpa pertimbangan argumentasi hukum memadai 
utamanya pada wilayah perubahan legislasi. 
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Sejatinya Konsistensi political will terhadap kelembagaan KPK dapat 
membantu penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi asas good 
governence dan sekaligus juga menunjukan political will pemerintah hadir dalam 
membangun zona integritas. Secara konseptual kebijakan harus sesuai dengan 
norma serta ideologi sebuah bangsa yang telah disepakati bersama. Ideology tidak 
saja soal Pancasila, namun juga rasa keadilan dimasyarakat. Tidak ada satupun hasil 
survey ataupun penelitian yang menolak pendapat bahwa korupsi tidak mendapat 
tempat dihati masyarkat Indonesia, dalam arti semua bersepakat korupsi merupakan 
musuh bersama. Sehingga sangat relevan jika kita menyimpulkan KPK adalah 
wujud kebijaksaan pelaksanaan ideology bangsa Indonesia yang anti terhadap 
korupsi. 

Kebijaksanaan legislasi kita terhadap kelembaagaan KPK seharusnya berpihak 
pada penguatan kewenangan pemberantasan korupsi. Menurut van Der Blies seperti 
dikutip Krisnayuda. Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan sebagai tolok 
ukur apakah sebuah kebijakan atau aturan yang diterbitkan merupakan aturan atau 
kebijakan yang baik atau tidak: a) Asas tujuan yang jelas, bahwa sebuah kebijakan 
dalam berbagai bentuknya yang dikeluarkan pemerintah sebagai pembentuk 
regulasi, harus memiliki tujuan yang jelas harus tampak juga penjelasannya. Setiap 
pernyataan dan diksi yang digunakan harus diutarakan dan diungkapkan secara 
eksplisit. b) Asas urgensi adalah asas untuk menghindari kemungkinan 
dikeluarkannya suatu kebijkan dalam bentuk apapun yang sebenarnya tidak 
memiliki kegunaan atau tidak diperlukan. c) Asas kemungkinan pelaksanaan, asas 
ini berkaitan dengan kemungkinan untuk mengimplementasikan dan menegakkan 
aturan di dalam praktiknya (Krisnayuda, 2016). 

Olehnya itu sudah seharusnya Presiden Jokowi hadir dalam menyelesaikan 
persoalan yang sedang menimpa KPK. Tidak hanya cukup dengan menyapaikan 
pidato kenegaraan, lebih dari itu Presiden harus tampil dengan tindakan hukum. 
Yakni mengenai kasus novel, Presiden dapat mengintervensi Kapolri untuk 
bertindak secara cepat mengungkap fakta sebenarnya dibalik penyiraman air keras 
yang menyebabkan mata penyidik senior KPK novel baswedan menjadi tidak 
normal. 

Mengenai Undang-Undang KPK Presiden dapat menerbitkan perppu KPK, 
membangun komunikasi dengan koalisi di DPR untuk menerima perppu yang isinya 
adalah mengembalikan marwah KPK seperti dalam Undang-Undang 30 Tahun 
2002. Kemudian untuk TWK Presiden harus membatalkan TWK yang 
diselenggarakan KemenPANRB, BKN dan KPK. 

Presiden harus mendukung KPK dari segala upaya politisasi yang bertujuan 
melemahkan KPK. Sebab KPK merupakan satu-satunya lembaga penegakan 
hukum yang dapat berfungsi secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan 
berkesinambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi para koruptor 
khususnya di Indonesia. Sebagaimana telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa- 
Bangsa (PBB) melalui suatu konvensi yang disebut The UN Convention Against 
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Corruption tahun 2003, dimana Indonesia menjadi negara ke-48 yang 
meratifikasi konvensi ini pada Maret tahun 2006 (Ridho, 2019). 

Masyarakat Indonesia bahkan dunia terus menyoroti upaya Indonesia 
dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat dan bangsa Indonesia 
harus mengakui, bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi, dan juga harus 
jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari kiprah KPK sebagai 
lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, yang didukung 
oleh masyarakat dan LSM, walaupun dampaknya masih terlalu kecil, tapi tetap kita 
harus berterima kasih dan bersyukur (Rahmanul & Adianto, 2020). 

Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, berbagai tantangan internal 
danexsternal bersiap untuk mengadang kerja pemberantasan korupsil5, tantangan 
tersebut diantaranya: (Wawan Fransisco, 2020) a. Konsolidasi oligarkhi, 
desentralisasi actor & wilayah korupsi;b. Tebang pilih dalam penanganan kasus 
korupsi. Revisi Undang-Undang KPK;d. Presiden yang tidak berpihak keapda KPK 
dan upaya pemberantasan korupsi;e. Korupsi politik oleh oligarki nasional dan 
local; f. Aparat penegak hukum yangmasih korup; g. Pembentukan hak angket yang 
bertujuan untuk menghambat kinerjaKPK;f. Memasukkan orang-orang bermasalah 
kedalam instansi KPK 


Kesimpulan 

Setelah menganalisis dan menguraikan dua rumusan masalah pada pembahasan 
diatas, maka dapat kita simpulkan, Political will Presiden Jokowi terhadap kelembagaan 
KPK masih menyimpan berbagai persoalan. Presiden belum tampil sebagaimana 
seharusnya seorang Presiden yang mencita-citakan pemberantasan korupsi. Seharusnya 
sikap political will yang baik dari Presiden Jokowi terhadap kelembagaan KPK tidak 
hanya dengan stagment semata. Sebab seorang kepala pemerintahan tindakan 
konkritnya adalah dalam bentuk suatu regeling (pengaturan) dan beshikking 
(keputusan). Dua hal inilah yang dapat mengukur apakah Presiden Jokowi memiliki 
political will terhadap kelembagaan KPK. Ataukah political will tersebut masih jauh 
dari yang dicita-citakan. 
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Abstract 

Discretion is an authority given by law to law enforcement officials, especially the 
Police to act in special situations in accordance with the agency's own judgment 
and conscience. The problem raised is How the Implementation and Authority in 
Making Discretionary Decisions Against Minor Crimes in the Legal Area of the 
South Jayapura Sector Police, What is Legal Responsibility in Making 
Discretionary Decisions Against Minor Crimes in the Legal Area of the South 
Jayapura Sector Police. In the writing of this thesis, the author uses the juridical 
empirical research type, while the approach used is socio-legal research. Making 
the Discretionary decision that has been handled by the South Jayapura Sector 
Police in cases of minor theft crimes and also resolved by way of Restorative 
Justice, the South Jayapura Sector Police through Bhabinkamtibmas take 
discretionary decisions and conduct mediation by summoning both reporting and 
reported parties. As part of the state administration process, the Jayapura Selatan 
Sector Police are also bound by certain laws and procedures, and are controlled 
and accountable to the law. Likewise with the discretionary decision taken, the 
decision from the discretion itself really depends on the problems faced as well as 
the situation and conditions in the field experienced by the Jayapura Selatan Sector 
Police. Even though Police Discretion is situational and subjective, there is also a 
legal basis for discretion to be accounted for, so that it does not appear arbitrary. 


Keywords: juridical analysis; authority; discretion; legal accountability; police duties 
and functions 

Abstrak 
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada 
aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk bertindak dalam situasi khusus 
sesuai dengan penilaian dan hati nurani instansi sendiri. Tujuan penelitian ini 
supaya bisa mengukur bagaimana implementasi dan kewenangan dalam mengambil 
keputusan diskresi terhadap tindak pidana ringan di Wilayah Hukum Kepolisian 
Sektor Jayapura Selatan, apa tanggung jawab hukum dalam membuat keputusan 
diskresi terhadap kejahatan ringan di wilayah hukum kepolisian sektor jayapura 
selatan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris 
yuridis, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosial hukum. 
Mengambil keputusan diskresi yang telah ditangani oleh kepolisian sektor Jayapura 
Selatan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan dan juga diselesaikan dengan 
cara Restorative Justice, Kepolisian Sektor Jayapura Selatan melalui 


How to cite: Sitinjak, Neovaldo (2021) Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Hukum 
Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian, 3(6). hitps://doi.org/10.36418/syntax- 
idea.v3i6.1231 

E-ISSN: 2684-883X 


Published by: Ridwan Institute 


Neovaldo Sitinjak 


Bhabinkamtibmas mengambil keputusan diskresi dan melakukan mediasi dengan 
memanggil pihak pelapor maupun terlapor. Sebagai bagian dari proses administrasi 
negara, Kepolisian Sektor Jayapura Selatan juga terikat oleh undang-undang dan 
prosedur tertentu, serta dikendalikan dan dipertanggungjawabkan hukumnya. 
Demikian juga dengan keputusan diskresi yang diambil, keputusan dari diskresi itu 
sendiri benar-benar tergantung pada permasalahan yang dihadapi serta situasi dan 
kondisi di lapangan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan. 
Meskipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan subjektif, ada juga dasar 
hukum untuk diskresi yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak tampak 
sewenang-wenang 


Kata Kunci: analisis yuridis; wewenang; diskresi; akuntabilitas hukum; tugas dan 
fungsi kepolisian 


Pendahuluan 
Secara implisit Bhayangkara Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, 


Bhayangkara Polri adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan 
dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada 
setiap Bhayangkara Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta 
perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara 
harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak 
hanya merupakan simbolis semata (Atmodjo, 2015). 

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka 
selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan 
yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya, Faktor keamanan 
tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri (Syaifullah, 2019). 

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat 
kepada aturan-aturan Hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan 
bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang 
bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat 
mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan peraturan disiplin anggota Polri 
yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Peraturan di siplin anggota Polri dimaknai sebagai 
kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara. 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas profesinya, polisi memiliki kewenangan 
Diskresi yang dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Diskresi dapat dilakukan oleh 
aparat kepolisian dalam praktik dalam hal bertujuan untuk mengutamakan pencapaian 
tujuan sasarannya dari pada keberlakuan hukum yang ada. Untuk dapat dilaksanakannya 
Diskresi, harus terpenuhi tiga syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam 
lingkup kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak 
hukum, khususnya Kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan 
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penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri (Sitinjak, 2021). Diskresi 

sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. 

Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat Kepolisian lebih jeli dalam 

penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan 

dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. 

Hal inilah yang kemudian harus dikaji, apakah pemberian kewenangan Diskresi yang 

telah diberikan Undang-undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah milah perkara 

yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak 

Kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri. 
Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 

menyebutkan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri 

berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, 

. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan 

. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, 

. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan 

. Menghormati hak asasi manusia”. 

Ada beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan perkara 
dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku 
pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan 
seketika bukanlah tindakan Diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut 
merupakan tindakan Diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan Diskresi 
berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam 


0 Lo g 


organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka (Agung, 2012). 

Pada beberapa kasus banyak penggunaan Diskresi Kepolisian dilakukan dalam 
bentuk penyelesaian perkara secara Restorative Justice, Restorative Justice merupakan 
suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 
keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata 
acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses 
dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana 
yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Hambali, 2020). 

Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut 
sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak pidana 
pencurian ringan. Dalam perkara pencurian ringan, kebijakan Restorative Justice 
tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak 
pidana ringan. 

Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
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untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- 
(sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan 
yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang 
diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 
Rp.25.000,00- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,000,00- (dua 
ratus lima puluh rupiah). 

Namun di dalam praktiknya apabila pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta 
rupiah perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tindak pidana ringan yang dapat di 
selesaikan secara Restorative Justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama 
sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan 
penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal 
ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan 
keadilan terhadap perkara yang diadilinya”. 

Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat 
terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Secara 
teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda 
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu 
subtansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 itu 
sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman 
hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. 

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana 
ringan dan jumlah denda dalam KUHP, diterbitkanlah nota kesepakatan bersama ketua 
mahkamah agung, menteri hukum dan hak asasi manusia, jaksa agung, kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/Kma/Skb/X/2012 Tahun 2012 
tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah 
denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan. 

Nota Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juga harus dibarengi kemampuan 
penegak hukum untuk mengklasifikasi perkara yang bisa dilihat dari kehidupan sosial 
pelaku dan korban. Jangan sampai mencederai hak-hak korban, karena pada umumnya 
dalam suatu kasus hukum korban perlu dapat perlindungan hukum. Sebelum 
ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, banyak tindak pidana yang meski hanya 
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berobyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpal pencurian 
berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. 

Sebagaimana telah diketahui di atas pencurian yang nilai di bawah 2.5 Juta 
Rupiah dapat diselesaikan secara mediasi, dan tidak harus dipidanakan hal ini 
didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
tentang penyesuaian tindak pidana ringan (Tipiring), Seperti contoh pengambilan 
keputusan Diskresi yang telah di tangani oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan 
terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan dan di selesaikan pula dengan cara 
Restorative Justice ialah kasus pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP 
/B-187/ VI / 2019, dari Laporan tersebut dapat di uraikan bahwa pelapor merupakan 
anak warga kelurahan Ardipura yang dalam laporan tersebut melaporkan pencurian 
yang dilakukan temannya berupa objek benda tutup pentil variasi ban kendaraan sepeda 
motor Honda Vario. 

Dari laporan LP /B-187/V1/2019 tersebut pihak Kepolisian Sektor Jayapura 
Selatan tidak serta merta melakukan penindakan/penangkapan mengingat objek benda 
yang di curi nilainya di bawah 2.5 Juta Rupiah hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan 
yang seharusnya di selesaikan secara restoratif (Restorative Justice), maka pihak 
Kepolisian Sektor Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas mengambil keputusan 
Diskresi dan melakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak pelapor maupun 
terlapor serta melibatkan Yohanes selaku Tokoh masyarakat setempat untuk 
menyelasaikan perkara pencurian tutup pentil variasi ban kendaraan roda dua Honda 
Vario. 


Metode Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, suatu penelitian 
menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan permasalahan (Cahyaningtyas, 2015) (deskriptif) dimaksudkan 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala 
yang berkaitan dalam materi lainnya (Fardani, 2021). Dalam hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu 
Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam 
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura 
Selatan). 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, suatu penelitian 
dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan 
data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research yaitu melihat 
Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam 
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura 
Selatan). 
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Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu 
penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan 
bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini 
sabjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu Kapolsek Jayapura Selatan dan Kanit 
Reskrim Polsek Jayapura Selatan (Winarni, 2021). 

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang 
dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk 
seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian 
dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang 
akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis 
Yuridis Kewenangan Diskresi Dan Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pelaksanaan 
Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Jayapura Selatan). 


Hasil dan Pembahasan 
A. Pelaksanaan dan Kewenangan dalam mengambil keputusan diskresi terhadap 


tindak pidana ringan di wilayah hukum kepolisian sektor Jayapura Selatan 

Keputusan Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem 
pengaturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu, aparat 
Kepolisian seharusnya lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat 
dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya 
sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus 
dikaji, apakah pemberian kewenangan Diskresi yang telah diberikan Undang- 
undang kepada pihak Kepolisian untuk memilah milah perkara yang akan diproses 
lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak Kepolisian sehingga 
dapat mencerminkan rasa keadilan dan profesionalisme Polri. 

Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP, dan Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 
menyatakan: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, 
Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan 
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai (a) Tidak bertentangan 
dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, (c) Harus patut, masuk akal, dan 
termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan 
keadaan yang memaksa dan (e) Menghormati hak asasi manusia”. 

Ada beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan 
perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap 
tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau 
melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan Diskresi individual petugas 
Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan Diskresi birokrasi karena dalam 
pengambilan keputusan Diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan- 
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kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan 
kesepakatan. 

Pada beberapa kasus banyak penggunaan Diskresi Kepolisian dilakukan dalam 
bentuk penyelesaian perkara secara Restorative Justice, Restorative Justice 
merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya 
keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. 
Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah 
menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas 
penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan 
pelaku (Barda Nawawi Arief, 2016). 

Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa 
tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak 
pidana pencurian ringan. Dalam perkara pencurian ringan, kebijakan Restorative 
Justice tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
batasan tindak pidana ringan. 

Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 364 KUHP 
menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila 
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima 
rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,000,00- (dua ratus lima puluh 
rupiah). 

Namun di dalam praktiknya apabila pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta 
rupiah perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan tindak pidana ringan yang dapat 
di selesaikan secara Restorative Justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu: “Bahwa Peraturan Mahkamah 
Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung 
hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan 
kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya 
hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”. 

Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi 
masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan 
(Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga 
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan 
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penghinaan ringan. Oleh sebab itu subtansi Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi 
pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu 
yang tidak perlu ditahan (Setiadi & SH, 2017). 

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan 
tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, diterbitkanlah nota 
kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan hak asasi 
manusia, jaksa agung, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
131/Kma/Skb/X/2012 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian 
batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta 
penerapan keadilan (Setiadi & SH, 2017). 

Nota Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 juga harus dibarengi 
kemampuan penegak hukum untuk mengklasifikasi perkara yang bisa dilihat dari 
kehidupan sosial pelaku dan korban. Jangan sampai mencederai hak-hak korban, 
karena pada umumnya dalam suatu kasus hukum korban perlu dapat perlindungan 
hukum. Sebelum ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, banyak tindak 
pidana yang meski hanya ber”obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara 
tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. 

Sebagaimana telah diketahui di atas pencurian yang nilai di bawah 2.5 Juta 
Rupiah dapat diselesaikan secara mediasi, dan tidak harus dipidanakan hal ini 
didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
tentang penyesuaian tindak pidana ringan (Tipiring), Seperti contoh pengambilan 
keputusan Diskresi yang telah di tangani oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan 
terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan dan di selesaikan pula dengan cara 
Restorative Justice ialah kasus pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi 
Nomor: LP /B-187/ VI / 2019, dari Laporan tersebut dapat di uraikan bahwa 
pelapor merupakan anak warga kelurahan Ardipura yang dalam laporan tersebut 
melaporkan pencurian yang dilakukan temannya berupa objek benda tutup pentil 
variasi ban kendaraan sepeda motor Honda Vario. Dari laporan LP /B-187/V1/2019 
tersebut pihak Kepolisian Sektor Jayapura Selatan tidak serta merta melakukan 
penindakan/penangkapan mengingat objek benda yang di curi nilainya di bawah 2.5 
Juta Rupiah hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor: 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan yang seharusnya di 
selesaikan secara restoratif (Restorative Justice), maka pihak Kepolisian Sektor 
Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas mengambil keputusan Diskresi dan 
melakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak pelapor maupun terlapor 
serta melibatkan Yohanes selaku Tokoh masyarakat setempat untuk menyelasaikan 
perkara pencurian tutup pentil variasi ban kendaraan roda dua Honda Vario. 
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Selanjutnya dari pertemuan kedua belah pihak yang telah di fasilitasi oleh 
Kepolisian Sektor Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas maka terjadi 
penyelesaian damai secara kekeluargaan mengingat Secara teknis Tokoh 
masyarakat setempat telah berkomitmen terlebih dahulu dengan Kepolisian Sektor 
Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas dalam bentuk hubungan apabila 
terdapat perkara ringan di wilayah hukumnya maka upaya penyelesaiannya secara 
kekeluargaan yang lebih di prioritaskan. 

Selanjutnya menurut AKP (Ajun Komisaris Polisi) Yosias Pugu selaku 
Kapolsek Jayapura Selatan mengatakan: “Dalam pengambilan keputusan Diskresi 
yang telah di tangani oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan terhadap perkara 
tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /B-187/ VI / 
2019 tentu adanya kendala dari kedua pihak saat hendak di mediasikan dan di 
selesaikan secara Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan, salah 
satunya adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban yang merasa 
dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tutup pentil ban kendaraan roda dua 
Honda Vario tersebut ke meja hijau (Persidangan), dengan adanya dorongan 
(Intervensi) dari pihak keluarga korban tersebut maka pihak Kepolisian Sektor 
Jayapura Selatan melihat ini sebagai penghambat berjalannya proses mediasi 
Penanganan Perkara Pencurian ringan yaitu Tutup Pentil Ban. Untuk itu pihak 
Kepolisian Sektor Jayapura Selatan mencoba melakukan dialog terhadap kedua 
belah pihak baik keluarga pelaku dan maupun keluarga korban” (Wawancara 
Bapak AKP Ajun Komisaris Polisi , 2012). 

Selanjutnya menurut Bapak Samuel Johan selaku pihak keluarga (Paman) 
korban menjelaskan: “Pelaku tersebut memang suka bikin onar dan meresahkan 
masyarakat desa kami, apalagi pelaku sudah 2 kali ketahuan mencuri tutup pentil 
ban variasi honda vario milik keponakan saya, yang pertama kami maafkan, tetapi 
untuk yang kedua kalinya kami perkarakan. Meskipun harga dari tutup pentil ban 
variasi honda vario hanya 60 ribu rupiah Untuk itu pelaku harus di berikan efek jera 
agar tidak mengulangi perbuatan nya kembali dan penjara ialah tempat yang pantas 
membuat pelaku jera” (Wawancara Bapak Bapak Samuel Johan selaku pihak 
keluarga (Paman) korban, 2021). 

Menurut Bapak Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku mengatakan: 
“Mengingat ini hanya kenakalan remaja kami meminta sekira nya keluarga korban 
untuk memberikan maaf kepada anak kami sebagai pelaku pencurian tutup pentil 
ban variasi honda vario, keluarga kami bersedia menganti kerugian harga barang 
yang telah di curi 10 (sepuluh) kali lipat dari harga yang sebelumnya, Akan tetapi 
keluarga korban bersedia mencabut laporan tersebut” (Wawancara Bapak Jhonson 
selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021). 

Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa komunikasi 
adalah faktor terpenting dalam usaha penyelesaian perkara dan mengambil 
keputusan Diskresi, apabila komunikasi terganggu maka hubungan dalam kordinasi 
tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas 
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kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan 
mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk 
menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun 
kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses 
pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, 
dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian 
masalah mereka. 

Penerapan dan pelaksanaan dari Diskresi itu sendiri sangat tergantung pada 
masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami 
oleh polisi tersebut. Sekalipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan 
subejktif, namun Diskresi juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal- 
asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang 
Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang 
memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan 
yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, 
Mengingat banyak tindak pidana yang meski hanya ber”obyek kecil tapi mendapat 
hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada 
pembebasan pelakunya.Selanjutnya mengenai penegakan hukum bukanlah semata- 
mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di 
Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law 
Enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk 
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan. Perlu 
dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan- 
kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan dan tindakan 
yang tidak tepat malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. 

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “Hukum berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai 
tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang 
telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum 
menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 
diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssichherheit), kemanfaatan 
(Zweckmaasigkeit) dan keadilan (Gereichtigkeit) (Wawancara Bapak Jhonson 
selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021). 

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan 
hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati 
hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan 
jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari 
efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok 
penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari 
penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan 
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hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum, sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan 
dibatasi pada undang-undang saja. (1) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak 
yang membentuk maupun menerapkan hukum, (2) Faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum,(3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana 
hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil 
karya, cipta, dan (5) rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 
hidup (Soerjono Soekanto, 2019) Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan 
eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima 
faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh 
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. 

Lalu menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti 
material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa 
Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, 
terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut 
mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang 
tidak berlaku surut, Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat 
khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya 
sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang 
yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, Undang- 
Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan 
materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan 
(inovasi) (Wawancara Bapak Jhonson selaku pihak keluarga (Ayah) pelaku, 2021). 
B. Pertanggung jawaban hukum dalam megambil keputusan diskresi terhadap 
tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum kepolisian sektor Jayapura 
Selatan 

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, 
maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu 
kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya, 
Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. 
Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat 
kepada aturan-aturan Hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan 
bertanggung jawab kepada hukum. begitu pula dengan keputusan Diskresi yang di 
ambil oleh anggota Polri, Keputusan dari Diskresi itu sendiri sangat tergantung 
pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang 
dialami oleh Polisi tersebut. 

Sekalipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan subejktif, namun 
Diskresi juga terdapat dasar hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan, 
sehingga bukan terkesan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, Juni 2021 1413 


Neovaldo Sitinjak 


dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, 
khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan 
masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum 
secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal 
tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun Undang- 
Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan Diskresi. 

Persoalan hukum di masyarakat dapat diselesaikan berdasar hukum tidak 
tertulis yang berupa hukum adat, yang berpedoman pada adat kebiasaan yang ada di 
masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. 
Tujuannya untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat 
serta tidak merugikan hak-hak orang lain. Begitu pula penyelesaian perkara atau 
mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang ringan biasanya ditempuh 
berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis karena apabila dipaksakan 
berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga 
adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena 
bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada 
diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya 
kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan 
yang ada di masyarakat tadi menjadi renggang atau pecah. Hal inilah yang menjadi 
alasan mengapa hukum adat yang berlaku di masyarakat juga mempunyai peranan 
di dalam pelaksanaan Diskresi oleh polisi. 

Dalam kasus perkara tindak pidana ringan yang terjadi Di Wilayah Hukum 
Kepolisian Sektor Jayapura Selatan yang dimana kasus tersebut Polisi telah 
Megambil Keputusan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan 
berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /B-187/ V1 / 2019 tentunya penggunaan 
kewenangan dan tanggungjawab hukumnya harus memiliki landasan. 

Menurut Kanit Reskrim Polsek Jayapura Selatan menjelaskan: “Penggunaan 
kewenangan Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan 
secara legal saat menjalankan tanggungjawabnya untuk memelihara keamanan dan 
ketertiban umum masih juga menimbulkan persoalan yang mengurangi Legitimasi 
Polisi. Ketidakselarasan antara teori dan praktik membuktikan bahwa pekerjaan 
Kepolisian tidak mengandung unsur diskriminasi, maka kesimpulannya pada saat 
penerapan Diskresi, kemungkinan di dalamnya terjadi diskriminasi yang 
disebabkan oleh intervensi dari beberapa pihak yang berkonflik itu sendiri” 

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai 
aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum 
jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia yaitu “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 
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Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 juga 
menegaskan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam Pasal 18 ayat (1) 
bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri”. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang 
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Indonesia”. 

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 
undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diskresi yang berhubungan 
dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan 
pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan 
lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain Dalam 
Pasal 7 ayat 1 j} KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang 
karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang 
bertanggung jawab. Adapun " tindakan lain" ini dibatasi dengan syarat Tidak 
bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, Tindakan itu harus patut dan masuk 
akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya Atas pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan memaksa. 

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena 
dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah 
masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana 
kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan 
seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum 
hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan 
dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia (Soerjono Soekanto, 2019). 
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang- 

Undang saja; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan 
hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2019). 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 
esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas 
penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 
disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 
masyarakat Indonesia. 

1. Undang-Undang 

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti 

material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa 

Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, 

terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut 

mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: 

a. Undang-Undang tidak berlaku surut; 

b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi; 

c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 

d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang 
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; 

e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang 
yang berlaku terdahulu; 

f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat; 

g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 
spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian 
ataupun pembaharuan (inovasi) (Setiadi & SH, 2017). 

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang 

mungkin disebabkan, karena: 

a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk 
menerapkan Undang-Undang, 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya (Soerjono 
Soekanto, 2019). 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari 
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golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan 

yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum 

sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, 
maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh 
hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan (Soerjono Soekanto, 

2019). Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : 

1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat 
mengatur semua perilaku manusia; 

2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan 
perkembangan-perkembangan di dalam masyrakat; 

3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 
dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang; 

4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. 

5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang 
seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan 
tersebut, adalah: 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 
lain dengan siapa dia berinteraksi; 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga 
sulit sekali untuk membuat proyeksi; 

d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 
tertentu, terutama kebutuhan material; 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme (Soerjono Soekanto, 2019). 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan 
sikap-sikap, sebagai berikut: 

a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, 
sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas 
berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya; 

b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang 
ada pada saat itu; 

c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi 
suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya; 

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 
pendiriannya; 

e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 
urutan; 

f.Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi- 
potensi tersebut akan dapat dikembangkan; 

g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk); 
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h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 
meningkatkan kesejahteraan umat manusia; 
i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri 
dan pihak-pihak lain; 
j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran 
dan perhitingan yang mantap (Soerjono Soekanto, 2019). 
Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, 
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau 
fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa 
adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual (Jimly 
Asshiddiqie, 2015). Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya 
dianut jalan pikiran, sebagai berikut: 
a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul; 
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; 
c. Yang kurang-ditambah; 
d. Yang macet-dilancarkan; 
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan. 
Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 
maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat 
Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 
bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 
sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum 
senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut 
pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai sturktur maupun 
proses. 
Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak- 
tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : 
a. Compliance 
Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai 
pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan 
dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena 
keinginan kuat untuk menaati hukum. 
b. Identification 
Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan seseorang 
menjadi rusak. 
Internalization 
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Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai 
dengan nilai instrinsik yang dianutnya (Romli Atmasasmita, 2011). 

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih 
sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada 
hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang 
diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana 
tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator 
yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni : 

a. Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan- 
peraturan hukum (law awareness). Mustahil masyarakat bisa memahami, 
bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum 
sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan 
akan hukum tidak ada. 

b. Pemahaman hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum 
itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa 
pahamnya masyarakat terhadap hukum. 

c. Sikap Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat 
dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan 
mendukung dengan menunjukan sikap positif ataukah mayarakat akan apatis 
sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang 
menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat 
akan hukum. 

d. Perilaku hukum Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari 
seperti apa pola perilaku hukum (legal behavior) yang ditunjukan. Inilah 
bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkritisasi akan pengetahuan, 
pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum. 

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu 
diaktualisasikan dan diselaraskan. 
5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 
buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan 
nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. 
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut : 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 

b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau 
pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal 
penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan 
baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan 
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hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan 
tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta 
akuntabel. 

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang 
dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. 
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai sistem 
pemerintahan negara disebutkan bahwa”Negara Indonesia berdasarkan atas 
hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. 
Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran 
hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin 
ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi 
kekuasaan (Romli Atmasasmita, 2011). 

Menurut Jimly Asshiddigie, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” (Jimly Asshiddigie, 2015). 
Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi 
yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 
hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip 
pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya 
diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan 
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara 
“tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku (Jimly Asshiddigie, 2015). 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang- 
undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular. Selain itu, ada 
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai 
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat 
yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila 
pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut 
malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan 
hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum 
(Romli Atmasasmita, 2011). Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan 
menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari 
segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu 
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
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sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari 
segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas 
dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai 
keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan 
hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan 
penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 
menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti 
materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik 
oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan 
hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 
menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan 
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi 
dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang 
dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi 
kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 
diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 
(zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit) (Soerjono Soekanto, 2019). 

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- 
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 


Kesimpulan 

Pengambilan keputusan Diskresi yang telah di tangani oleh Kepolisian Sektor 
Jayapura Selatan terhadap perkara tindak pidana pencurian ringan dan di selesaikan pula 
dengan cara Restorative Justice ialah kasus pencurian ringan berdasarkan Laporan Polisi 
Nomor: LP /B-187/ VI / 2019,Dari laporan LP /B-187/V1/2019 tersebut pihak 
Kepolisian Sektor Jayapura Selatan tidak serta merta melakukan 
penindakan/penangkapan mengingat objek benda yang di curi nilainya di bawah 2.5 
Juta Rupiah hal ini didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan yang seharusnya di selesaikan 
secara restoratif (Restorative Justice), maka pihak Kepolisian Sektor Jayapura Selatan 
melalui Bhabinkamtibmas mengambil keputusan Diskresi dan melakukan mediasi 
dengan memanggil kedua belah pihak pelapor maupun terlapor serta melibatkan 
Yohanes selaku Tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara pencurian 
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tutup pentil variasi ban kendaraan roda dua Honda Vario. Selanjutnya dari pertemuan 
kedua belah pihak yang telah di fasilitasi oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan 
melalui Bhabinkamtibmas maka terjadi penyelesaian damai secara kekeluargaan 
mengingat Secara teknis Tokoh masyarakat setempat telah berkomitmen terlebih dahulu 
dengan Kepolisian Sektor Jayapura Selatan melalui Bhabinkamtibmas dalam bentuk 
hubungan apabila terdapat perkara ringan di wilayah hukumnya maka upaya 
penyelesaiannya secara kekeluargaan yang lebih di prioritaskan. 

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, Kepolisian Sektor Jayapura 
Selatan pun terikat kepada aturan-aturan Hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta 
dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. begitu pula dengan keputusan Diskresi 
yang di ambil, Keputusan dari Diskresi itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang 
dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh Kepolisian 
Sektor Jayapura Selatan tersebut. Sekalipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan 
subejktif, namun Diskresi juga terdapat dasar hukumnya untuk dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga bukan terkesan asal-asalan saja. Dasar hukum 
tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun 
yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk 
menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan 
aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. 
Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun 
Undang-Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan Diskresi. 
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Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is an awareness and understanding of the 
company that is obtained directly or indirectly as one of the important things to be 
maximized because of the great reputation benefits obtained from the company's 
CSR activities. CSR is a business commitment so that companies act ethically in 
running operations legally and contribute to improving the welfare of company 
employees, local communities, and the wider community. In the literature study, it 
was found that the benefits will be obtained for the company and the surrounding 
community. 


Keywords: corporate responsibility; csr; community welfare 


Introduction 

At present it has become a global trend, namely the increasing global public 
concern about environmentally friendly products, this certainly raises the company's 
concern so that it is not only business-oriented but also ensures that the company 
continues to operate in a sustainable manner and remains positioned as part of the 
community and the environment around (Adrian Sutedi, 2015). 

PT. Sido Muncul, who is a well-known herbal medicine producer in Indonesia, is 
also aware of the Corporate Social Responsibility program to carry out social 
responsibility in the form of assistance to improve the welfare of the environment and 
the community around the company which later with this program can improve the 
company's image in the view of the wider community. In addition, the results of the 
assistance program run by PT. Sido Appears if the program is successful and runs well, 
the community will think that PT. Sido Muncul is considered to be a company that is 
responsive to the community. 

Corporate Social Responsibility makes the strength to protect the world still better 
when it comes to managing the activation it looks bad on. With this in mind, at the end 
of the day the world will still be able to keep track of how to make it appear to be so 
good (AS Utomo, 2017). 

Corporate social responsibility has been strictly regulated in Indonesia, namely in 
Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 25 of 
2007 concerning investment and regulation of the state minister for state-owned 
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enterprises number per-5 / MBU / 2007 regarding programs partnership state-owned 
enterprises. with small and environmental business program, especially for SOE 
PROGRAM. As long as it was held, the results of the research were collected again in 
No's Draw. 40 2007 about the territional private vocational school (GB Nayenggita, ST 
Raharjo, 2019). 

Corporate Social Responsibility activity for the community is a process that 
moves and relates to existing resources in the community, which are currently starting 
to be maximally utilized by the company (MB S & ST Raharjo, 2005). As a group that 
is different from the outside, the main matter of which is to give an accurate view of the 
internal content (Astri, 2012). To be more precise, before implementing CSR activities, 
it should be adapted first to the conditions of the local community in order to help 
implement CSR optimally and minimize so that they are not blamed, especially to 
advance the quality of life of local communities in Indonesia. With the explanation 
above, according to the author, the relevant CSR concept is being carried out by PT. 
Sido Muncul which deals with the community. 


Metode Research 
Concept of Corporate Social Responsibility 

According to Tadvada, Corporate Social Responsibility raises no signs of problems 
that are carried out outside the management of the management and under the law 
(Tamvada, 2020). The purpose of Tamvada's explanation is that CSR is a social activity 
carried out by a company not for the purpose of business interests but is related to social 
activities in helping the community and has been regulated according to the provisions 
of the law. Meanwhile, according to Jamali & Mirshak, defining CSR is a concept that 
has caught the world's attention and gained new resonance in the global economy. 
Corporate social responsibility has been in high demand in recent years from the 
emergence of globalization and international trade which is reflected in increased 
business trade as well as new complexities and demands for increased transparency and 
corporate citizenship (Jamali & Mirshak, 2007). 

Corporate Social Responsibility activities are a concept of good and healthy 
corporate governance so that the behavior of business people has a reference in 
managing all company stakeholder relationships. This is intended so that the company 
can fulfill properly in preventing mistakes that are implemented as a strategy and ensure 
that these mistakes can be prevented and do not have an adverse effect on the 
environment. 

Application of Corporate Social Responsibility 

The implementation of CSR carried out by the company will help increase a good 
reputation, thereby increasing consumer confidence in the company, whether the 
products or services it sells. Indirectly, this implementation is very important for 
companies to increase consumer trust, although it does not happen quickly, but in the 
long term, the results of this implementation that have been implemented will be very 
useful to increase consumer confidence (Carroll & Shabana, 2010). 
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Benefits of Corporate Social Responsibility 

The benefits of CSR are also so that companies continue to act ethically in 
accordance with the regulations that have been implemented by the government to 
continue to pay attention to the community and the surrounding environment, to build 
the community's economy so that it will be better so that the welfare of the community 
will also increase. This is because the economy and welfare are mutually sustainable 
and have a close relationship (Valentin, 2020). 

CSR has the aim of encouraging the business world to be more ethical when 
carrying out business activities and not to adversely affect society and the environment. 
That way, in the end the company will survive in a sustainable manner so that it can get 
good benefits for the economy and social welfare which is the goal of forming the 
business (Valentin, 2020). 


Results and Discussion 

This research has been carried out until the sampling stage and preparation for the 
manufacture of the medium, so that the data collection technique which is carried out 
through laboratory tests cannot be carried out. So, to obtain data, it can only be obtained 
through literature review (Perwita, 2011). 

Corporate Social Responsibility assistance program conducted by PT. Sido 
Muncul is manifested in several programs such as scholarships for outstanding students 
and students who are less well off financially. The programs run by the company are 
carried out to help improve the welfare of the community in the field of education, so 
that students who are less able to get a proper education so that one day they can change 
the welfare of their families or the surrounding environment (Pratiwi, 2017). 

The assistance provided is not only in the form of scholarships, but PT. Sido 
Muncul also conducts a CSR program in the health sector for students and students who 
are entitled to receive assistance. One of the health assistance that is obtained is health 
insurance to ensure the health of the scholarship recipients so that in studying education 
can be carried out properly in a healthy condition and can follow all the educational 
processes that have been determined (Hidayanti, 2019). Even the construction of 
educational facilities is also carried out by PT. Sido Appears in several schools that 
require renovation funds. Assistance for the construction of this facility aims to ensure 
that the learning space for students can be fulfilled properly so that the learning process 
of the students can be fun and safe. The construction of educational facilities is also 
carried out by company (Karaca, 2020). 

Directly related to the concept of CSR, companies must adapt to existing changes 
to implement appropriate business strategies, but must remain focused on the value of 
social activities that exist in CSR implementation (H. Aguinis, I. Villamor, 2020). 

Corporate Social Responsibility assistance program conducted by PT. Sido 
Muncul must adjust the interests of the target beneficiaries so that the aid distributed 
remains optimal. Of course, aid distribution activities must also be right on target by 
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paying attention to the implementation of Corporate Social Responsibility in accordance 
with the stipulated provisions. 


Conclusion 

Based on the analysis of the literature that has been conducted, CSR is mandatory 
because it is regulated in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited 
Liability Companies, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Regulation 
of the StateMinister for State-Owned Enterprises Number Per-5 / MBU / 2007 
regarding the BUMN Partnership Program with Small Businesses and the Community 
Development Program, especially for BUMN companies. After that, corporate social 
responsibility is included again in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability 
Companies. 

The benefits obtained by PT. Sido Muncul in carrying out Corporate Social 
Responsibility is that the community will increasingly trust and improve the company's 
image, the better so that the negative stigma against the company can be lost. It is also 
hoped that CSR implementation will not only be carried out in the short term, but can be 
carried out in a sustainable manner so that the benefits of the Corporate Social 
Responsibility program can help the welfare of education for underprivileged students 
and students. 
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Abstract 


Technological developments require every aspect of life to adapt to the digital era, 
as well as the world of government. The birth of this digital era indeed provides 
solutions or strategies that have a very significant impact on improving the 
performance of public services that can support the creation of good governance. 
The challenges of the digital era in the midst of bureaucracy encourage expectations 
of openness, speed and accuracy of public services provided by the government. The 
Subang Regency Government innovates public services which are often known as E- 
Government, one of the uses of E-Government through the subang.go.id website. The 
purpose of this research is to get an overview of the implementation of e-government 
policies through the subang.go.id website as well as the obstacles as well as the 
efforts made to overcome these obstacles. The research method used in this research 
is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection 
techniques used in the form of observation, interviews, and documentation. The 
informants in this study were two people consisting of the Head of E-Government 
Services and the Head of Application Development. The results of this study indicate 
that the implementation of the E-Government Policy through the subang.go.id 
website is considered good. Based on the evaluation results of the Kemenpan-RB 
Subang Regency is already in the Good predicate with an Index Value of 3.01. It's 
Just that in the implementation of E-Government through the website there are still 
things that need to be improved regarding the consistency or discipline of all parties 
and the addition of competent management staff. The conclusion from the results of 
this study in terms of the implementation of E-Government Policy through the 
subang.go.id website at the Communication and Information Office of Subang 
Regency is considered good. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi yang menuntut setiap aspek kehidupan untuk beradaptasi 
ke era digital, begitupula dengan dunia pemerintahan. Lahirnya era digital ini 
memang benar memberikan solusi atau strategi yang berdampak sangat signifikan 
untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dapat menyokong terciptanya 
good governance. Tantangan era digital di tengah birokrasi mendorong harapan 
akan keterbukaan, kecepatan dan akurasi layanan publik yang diberikan 
pemerintah. Pemerintah Kabupaten Subang melakukan inovasi pelayanan publik 
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yang sering dikenal dengan E-Government salah satu pemanfaatan E-Government 
ini melalui website subang.go.id. Tujuan dari penelitian ini adalah guna 
mendapatkan gambaran terkait Implementasi Kebijakan E-government melalui 
website subang.go.id serta hambatan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini sebanyak dua orang yang terdiri dari Kepala Bidang 
Layanan E-Government dan Kasi Pengembangan Aplikasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan E-Government melalui website 
subang.go.id dinilai telah baik. Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB 
Kabupaten Subang sudah berada pada predikat Baik dengan Nilai Indeks 3,01. 
Hanya saja dalam pelaksanaan E-Government melalui website masih ada yang 
perlu ditingkatkan lagi terkait konsistensi atau kedisiplinan seluruh pihak serta 
penambahan staff pengelola yang kompeten. 


Kata Kunci: implementasi kebijakan; e-government; website subang.go.id 


Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sebagai dampak 
dari globalisasi marak diperbincangkan. Istilah Revolusi Industri 4.0 hal ini menambah 
fokus kajian administrasi publik untuk menghadapi beragam tantangannya dan perlu 
bereformasi. Menurut (Pasolong, 2017) menyatakan bahwa administrasi publik adalah 
manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai 
tujuan pemerintah. Tantangan tersebut termasuk dengan lahirnya era digital di tengah 
birokrasi sebagai suatu alat pendukung yang akan mendorong harapan akan 
keterbukaan, kecepatan dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. 

Lahirnya era digital ini memang benar memberikan solusi atau strategi yang 
berdampak sangat signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dapat 
menyokong terciptanya good governance. Good governance diartikan sebagai kualitas 
hubungan yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya 
(Rahmadana et al., 2020). 

Menurut (Sedarmayanti, 2020) governance sendiri mencakup 3 (tiga) sektor yaitu 
state (Negara/Pemerintahan), private sectors (Sektor swasta/Dunia Usaha), dan society 
(masyarakat). Perkembangan good governance di Indonesia didorong oleh adanya 
dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta 
maupun masyarakat. Good governance menurut United Nations Development 
Programme (UNDP) jika diinterpretasikan adalah satu bentuk hubungan kerjasama 
yang sinergis diantara Negara, Sektor Swasta dan masyarakat, dengan menerapkan 
prinsip-prinsip: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun 
konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik. 

Menurut LAN yang dikutip (Anggara, 2012) bahwa kebijakan sebagai ketentuan- 
ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan 
kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 
mencapai tujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Good 
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governance merupaka suatu asas yang dapat dijadikan pedoman pada upaya untuk 
megutamakan kepentingan rakyat sehingga keterlibatan pemerintah sebagai pelayan 
publik juga diperlukan untuk lebih memahami apa yang menjadi harapan masyarakat 
yang dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Keterlibatan stakeholder dari pemerintah ini yang diperlukan dalam penerapan 
konsep good governance yaitu keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, 
dan akuntabilitas informasi yang dapat dibangun pemerintah. Keterlibatan ini juga yang 
menjadikan masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang sama besarnya dalam 
mengawasi pemerintahan dan menyalurkan aspirasinya pada pemerintah (Khamim, 
2021). 

Konsep birokrasi yang lahir dari era digital ini di kenal dengan E-Government. 
Salah satu tujuan implementasi E-Government tak lain adalah agar lembaga pemerintah 
mampu menyediakan pelayanan publik yang prima sehingga konsep good governance 
dapat diwujudkan secara optimal. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari 
pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan E- 
Government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi 
menuju pelayanan prima. Tentu kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran 
dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disiapkan pula dalam proses 
penyelenggaraannya (Napitupulu et al., 2020). 

Pelayanan publik yang prima adalah memberikan berbagai pelayanan publik yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk regulasi ataupun 
pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam 
berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur dan lain 
sebagainya (Hardiyansyah, 2018). 

Globalisasi kini tidak terpisahkan dari masyarakat modern yang telah 
menuntutnya kepada kebutuhan yang lebih kompleks dan lebih besar terhadap 
pemerintah sebagai penyedia layanan. Harapan-harapan untuk lebih bersifat terbuka, 
lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, dan juga 
memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi seputar kegiatan 
pemerintah yang melibatkan masyrakat, atau pemerintah dengan swasta, bahkan 
pemerintah dengan pemerintah. 

Dengan keluarnya Instruksi Presiden RI (Undang-undang No 23 Tahun 2014) 
Government merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan 
masyarakat Indonesia yang berbasis informasi. Electronic government merupakan 
upaya muwujudkan pemerintahaan yang demokratis, akuntabel, transparan dan efisien, 
menjungjung tinggi superemasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang 
dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan. 

Sejalan dengan yang dikemukan oleh The World Bank dapat ditarik kesimpulan 
bahwa E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi 
komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas 
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. 
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Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik tentu dibutuhkan suatu 
teorobosan atau inovasi baru selaras dengan yang tencantum dalam UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah bab XXI bertajuk Inovasi Daerah pasal 386 hingga 
pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. 

Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, 
Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan 
efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi 
kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kabupaten Subang sendiri kini inovasi tersebut berbentuk website Subang.go.id. 
Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Subang dalam implementasi 
E-Government adalah pemanfaatan website. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 
Bupati No. 49 Tahun 2015 Bab 2 Pasal 3. Pendayagunaan website didalam lingkup 
pemerintahan pun tertuang didalam Peraturan Bupati Subang No. 50 Tahun 2015 
sebagai penyampaian informasi serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat. 


Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan 
dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif 
ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan 
(Sugiyono, 2012). 

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, 
catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang 
diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber 
primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 
(Sugiyono, 2012). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer meliputi; Kepala 
Bidang Layanan E-Government, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi. 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer 
yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang 
berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini (Barrir Ibrahim, 2019). 
Adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi; Situs website subang.go.id, 
Buku pedoman website, Data Update Database Tahun 2016-2020 dan Renja perubahan 
2021. 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara 
penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut (Sugiyono, 2012), teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 
tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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Hasil dan Pembahasan 

Adanya E-Government ini juga merupakan bentuk fokus terbaru dari administrasi 
publik menjadi suatu sarana penunjang terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari 
Pemerintah Kabupaten Subang kepada Masyakarat Subang (Safitri, 2019). 

Menjalankan tugasnya sebagai pengelola E-Government di ruang lingkup 
Pemerintah Kabupaten Subang Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman kepada 
salah satu diantaranya adalah (Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015) tentang 
Implementasi E-Government di lingkungan Pemerintah Kab. Subang, Instruksi Presiden 
No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government 
dan (Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik. Menurut (Winarno, 2012) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi 
setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 
keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Pernyataan tersebut dapat 
mempertegas bahwa ketika regulasi tentang E-Government ini telah ditetapkan 
selanjutnya adalah bagaimana para stakeholders yang terkait melaksanakannya guna 
mencapai tujuan yang telah ada. 

Berdasarkan (Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018) yang selanjutnya disingkat 
SPBE ini merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan sebagai pelayan publik dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat 
menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif, efisien, cepat, mudah, transparan, 
dan akuntabel. 

Memastikan kemajuan serta sebagai bahan untuk perbaikan guna peningkatan 
kualitas pelayanan selanjutnya, maka dibutuhkan suatu tindakan evaluasi sehingga hasil 
dari evaluasi ini akan menunjukkan sejauh mana tingkat kematangan suatu daerah, 
instansi, atau lembaga dalam proses implementasi E-Government atau Pemerintahan 
Berbasis Elektronik. 

Pada tahun 2019, Kemenpan-RB telah melakukan evaluasi pada pelaksanaan 
SPBE di setiap daerah, instansi ataupun lembaga. Kegiatan E-Government di ruang 
lingkup pemerintahan Kabupaten Subang sendiri berdasarkan hasil evaluasi sudah 
berada pada predikat Baik dengan Nilai Indeks 3,01. Berdasarkan hasil evaluasi nilai 
indeks oleh KEMENPAN-RB yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Subang menjadi 
acuan atau sasaran untuk perbaikan dan pengembangan E-Government di Kabupaten 
Subang kedepannya, sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Silalahi, 2016) tentang 
salah satu dimensi administrasi yaitu “Adanya sasaran yang digunakan oleh sekelompok 
atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.” Karena E-Government 
ini juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi terbarukan yang berbasis online. 
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Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Nama Instansi 
Pemerintah Kabupaten Subang 


[I] Aspek SPBE Target [HH] Aspek SPBE Indeks 
ae = K/L/D Kabupaten 

Daerah Jawa Barat 
Indeks SPBE 3.01 
Predikat SPBE Baik 
Domain Kebijakan SPBE 1.65 G a 
= Kebijakan Tata Kelola SPBE 1.00 
= Kebijakan Layanan SPBE 21 mbar 1 
Domain Tata Kelola 2.7 Nil 
= Kelembagaan 3.00 1 
= Strategi dan Perencanaan 2.00 ai Indeks 
= TIK 3.00 i 
Domain Layanan SPBE 3.58 Evaluasi 
= Administrasi Pemerintahan 3.71 SPBE 


= Pelayanan Publik 3.33 


Su 
mber: Website Kemenpan-RB RI 


Maka, hasil dari pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa implementasi E- 
Government di Kabupaten Subang secara keseluruhan telah dilaksanakan sudah baik. 
Kini yang menjadi fokus daripada penelitian ini adalah bagaimana dengan Implementasi 
E-Government melalui Website Subang.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Subang. Melihat bahwa Website ini menjadi wajah terdepan bagi 
pelaksanaan E-Government di Kabupaten Subang. 


A. Implementasi E-Government melalui website subang.go.id di Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Subang. 
Mengacu indikator kualitas pelayanan menurut (Agustino, 2016): 
1. Komunikasi 
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan E-Government melalui website 
subang.go.id itu sudah cukup baik, namun poin konsistensi masih harus 
ditingkatkan dan perlu jadi perhatian lebih sehingga tingkat koordinasi antar 
berbagai pihak bisa lebih disiplin. Selain itu, harus pula ada koordinasi yang 
sinergis antara beberapa pihak sehingga aspek kebermanfaatan dari E- 
Government ini bisa benar terasa oleh seluruh elemen. Keberhasilan suatu 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. 
Tetapi, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga sangat penting 
untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan. 
2. Sumber Daya 
Aspek sumber daya ini proses Implementasi Kebijakan E-Government 
melalui website subang.go.id sudah cukup baik namun hal krusial yang harus 
ditingkatkan adalah terkait penambahan staff yang berkualitas dan berkompeten 
pada bidang TIK dan fasih dalam pengelolaan website yang tentu juga diimbangi 
dengan anggaran yang tersedia guna kebutuhan pemberian upah pegawai. 
3. Disposisi (Sikap) 
Diterapkannya E-Government ini dapat tercipta pelayanan publik yang 
efektif, efisien, akuntabel, transaparan juga cepat. Apabila sikap daripada 
implementator tidak menunjukkan atau tidak mengarah pada sikap seorang 
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pelayan publik bisa saja kehadiran E-Government ini malah menjadi boomerang 
untuk pemerintahan dan masyarakat. Kehadiran website subang.go.id ini dinilai 
telah baik terkhusus dalam situasi pandemi yang bisa menjadi garda terdepan 
pusat informasi terkait Pemerintahan Kabupaten Subang. 
4. Struktur Birokrasi 

Dengan mengacu pada Perbup No. 49 Tahun 2015 pedoman-pedoman tugas 
pokok dan fungsinya telah disusun secara jelas pada peraturan-peraturan yang 
berlaku tersebut sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang 
selaku stakeholders E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang 
bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan dan pemanfaatan sistem E- 
Government. Bidang Layanan E-Government ini sendiri juga selalu melakukan 
kontrol serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini agar berjalan 
sebagaimana mestinya sehingga dapat terwujud tujuan dari diadakannya E- 
Government. 


B. Hambatan dalam penerapan E-Government melalui website subang.go.id 
Hambatan dalam implementasi E-Government melalui website subang.go.id di 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang apabila mengacu kepada 
indikator yang dikemukakan oleh (Agustino, 2016) terdapat hambatan dalam aspek 
Komunikasi yaitu di poin Konsistensi dan Sumber Daya yaitu di poin Staff. 
1. Komunikasi 
Dilihat dari poin Konsistensi. Mengingat pada Pasal 20 BAB VIII Perbup 
No. 49 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa “setiap Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang memiliki database dan informasi pada aplikasi/website Pemerintah 
Kabupaten Subang kepada Dinas Komunikasi dan Informatika”. Walaupun telah 
ada regulasi yang mengatur hal ini justru menjadi kendala, karena pada 
kenyataannya masih banyak OPD yang tidak melakukan update database dilihat 
pada tahun ini persentase update database menurun dari tahun sebelumnya. 
Salah satu faktor utama terjadinya penurunan diakibatkan adanya pandemi 
covid-19 sehingga mengalihkan fokus setiap OPD terhadap isu-isu kesehatan. 
Jadi, tingkat konsistensi atau kedisiplinan dari OPD dalam melakukan update 
masih sangat rendah. Lalu, tingkat koordinasi dari Diskominfo sendiri terhadap 
BUMD. Contohnya dengan PDAM, sebenarnya telah disediakan fitur Cek 
Rekening PDAM tetapi fitur tersebut tidak dapat dipergunaka dan tidak dapat 
diakses. 


Tabel 1 
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Update Database Website 














Jumlah OPD yang Update OPD yang Tidak Update 
Keseluruhan 
: Database Database 
Website 
2017- 2018- 2019- 2017- 2018- 2019- 
31 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
87,5% 83% 74% 12,5% 17% 26% 
Sumber: Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
EOE en = +> - mn 


404 





Gambar 2 
Tampilan Fitur Cek Rekening PDAM 
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 


2. Sumber Daya 

Melihat dari poin staff, Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 
kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staff yang tidak mencukupi, 
memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staff atau 
implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staff 
dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan. Begitu pula dengan yang 
terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika secara kualitas staff yang ada telah 
baik dan kompeten pada bidangnya. Tetapi, dari segi kuantitas masih belum 
mencukupi masih perlu penambahan personil staff pengelola website. Hal ini 
juga harus diperhatikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Subang agar bisa mengambil sikap untuk mensiasati permasalahan tersebut. 
Terkait penambahan staff ini pun nantinya akan berdampak kepada pengeluaran 
anggaran untuk kegunaan pemberian upah, maka alternatif solusi harus matang 
dipertimbangkan agar penyelesaian masalah bisa teratasi tanpa memberikan 
dampak buruk lain terhadap aspek lain. 


C. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan E-Government melalui 
website subang.go.id 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi hambatan kini lebih 

kepada memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin ditengah 

pandemi covid-19 yang mengharuskan berbagai kegiatan beralih menjadi berbasis 
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daring. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi 
melalui pengawasan dan evaluasi dalam rapat walaupun secara virtual. Lalu, 
memaksimalkan pendidikan dan pelatihan terhadap ASN setempat, sehingga 
permasalahan kekurangan staff ini dapat sedikit teratasi dikarenakan adanya 
peningkatan soft skill staff yang ada agar bisa bekerja lebih maksimal dan efisien. 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan yaitu; Dalam hal 
implementasi Kebijakan E-Government melalui website subang.go.id di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dinilai telah baik. Pada penilaian 
kegiatan E-Government di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Subang sendiri 
berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB sudah berada pada predikat Baik dengan Nilai 
Indeks 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten 
Subang telah berupaya untuk memaksimalkan implementasi E-Government. Istilah E- 
Government di Indonesia kini juga dikenal dengan istilah SPBE (Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik). (1) Hambatan yang terjadi pada impelementasi E-Government 
melalui website subang.go.id dinilai tidak ada hambatan yang signifikan, permasalahan 
terletak pada poin konsistensi yang sehingga dapat menghambat ketepatan waktu dalam 
pemenuhan kebutuhan implementasi seperti kebutuhan data yang melebihi batas waktu. 
Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya staff sumber daya manusia yang pengelola 
sehingga fungsi controlling kurang berjalan maksimal. (2.) Upaya yang dilakukan oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam mengatasi hambatan 
penerapan E-Government melalui website subang.go.id memanfaatkan sumber daya 
yang ada dengan semaksimal mungkin ditengah pandemi covid-19 upaya yang 
dilakukan adalah meningkatkan intensitas komunikasi melalui pengawasan dan evaluasi 
dalam rapat walaupun secara virtual. Lalu, memaksimalkan pendidikan dan pelatihan 
terhadap ASN setempat, sehingga permasalahan kekurangan staff ini dapat sedikit 
teratasi dikarenakan adanya peningkatan soft skill staff yang ada agar bisa bekerja lebih 
maksimal dan efisien. 
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Abstract 

ISPA (Acute Respiratory Tract Infection) is a transmitted respiratory tract disease 
caused by environmental and human factors. Balita (below five year-old children) 
is very vulnerable to it. It was caused by virus or bacteria. The symptoms are high 
fever, followed by pain in throat, difficult to swallow, flu, and coughing with or 
without phlegm transmitted through patients' droplet (Riskesdas,2018). Revealed 
that, nationally, the prevalence of ISPA in balita was 12.8%, 8. 7% in North 
Sumatera, and 57% in Sibolga. The objective of the research was to analyze some 
factors which were correlated with the incidence of ISPA in balita at the coastal 
area of Sibolga . The data were gathered by using questionnaires. The research 
used cross sectional design. The samples were 265 (Isaac and Michael tables). The 
data were analyzed by using univariate analysis, bivariate analysis, and 
multivariate analysis with multiple logistic regression tests. From the samples, it 
was found that 144 of them (54.3%) were affected by ISPA and 121 of them (45. 
7%) were not. The result of univariate analysis showed that 141 respondents 
(53.2%) had good requirement for their floors, 146 of them (55.1%) for walls, 70 of 
them (26.4%) for air ventilation, 257 of them (97%) for room temperature, 225 of 
them (84.9%) for lighting, 233 of them (87.9%) for moisture, 181 of them (68. 3%) 
for population density. From the factor of children, it was found that there were 
131 boys (49.4%), 188 of the balita (70.9%) were 6- 35 months old, 217 of them 
(81.9%) were not BBLR, 206 of them (77.7%) had bad nutrition, 160 of them 
(60.4%) got vitamin A, 139 of them (52.5%) got immunization completion, 177 of 
them (66.8%) were breastfed with ASI (breast milk), 202 of them (76. 2%) smoked, 
40 of them (15.1 %) used wood as fuel, and 27 of them (10.2%) used mosquito coils 
The result of bivariate analysis showed that 8 (eight) independent variables which 
were correlated were smoking (p-value=0. 003), using mosquito coils (p- 
value=0.026), floors (p-value=0.033), walls (p-value=0.002), population density 
(p-value=0.001), nutritional status (pvalue=0.001), air ventilation (p- 
value=0.012), Vitamin A(p-value=0.024), and complete immunization (p- 
value=0.035). The result of multivariate analysis showed that the variables of 
smoking, condition of house walls, nutritional status, and immunization completion 
caused the incidence of ISPA in balita at the coastal area of Sibolga (75.8%). It is 
recommended that prevent ISPA by increasing nutritional status, ASI, visiting 
posyandu, and no smoking inside their houses. 
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Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 


Abstrak 

ISPA adalah penyakit saluran pernapasan yang dapat menular dipengaruhi faktor 
lingkungan dan faktor-faktor pada manusia yang mempengaruhi timbulnya 
penyakit. Usia balita paling rentan dengan infeksi saluran pernapasan. ISPA 
(Riskesdas 2018) disebabkan virus atau bakteri, diawali panas disertai gejala 
tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau berdahak yang 
ditularkan melalui droplet penderita. Prevalensi ISPA balita secara nasional 
sebesar 12,800, Sumatera Utara sebesar 8,7% dan Sibolga sebesar 57%. Tujuan 
penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner. Desain penelitian yang digunakan cross sectional, jumlah sampel 265. 
Metode analisis data univariat, bivariat dan multivariat menggunakan uji regresi 
logistic berganda. Dari 265 sampel, diketahui 144(54,3%) ISPA. Hasil analisis 
univariat yang memenuhi syarat sebanyak 141(53,2%) lantai, 146(55,1%) dinding, 
70(26,4) ventilasi udara, 257(97%) suhu ruangan, 25(84,9%) pencahayaan, 
233(87,9%) kelembaban,181(68,3%) kepadatan hunian. Umur balita 6-35 bulan 
188(70,9%),tidak BBLR 217(81,9%), 206(77,7%) gizi baik, memperoleh vitamin 
A 160(60,4%), imunisasi lengkap 139(52,5%) mendapat ASI sebanyak 
177(66,8%). Perilaku kebiasaan merokok 202(76,2%), penggunaan kayu bakar 
40(15,1%) dan menggunakan anti nyamuk bakar 27(10,2%). Hasil analisis bivariat 
yang berhubungan yaitu kebiasaan merokok (p-value=0,003), penggunaan anti 
nyamuk bakar(p-value—0,026), lantai(p-value—0,033), dinding(p-value—0,002), 
kepadatan hunian (p-value=0,001), status gizi(p-value—0,001), ventilasi udara (p- 
value=0,012), vitamin A(p-value=0,024), kelengkapan imunisasi(p-value=0,35). 
Hasil analisis multivariat mendapatkan variabel kebiasaan merokok, kondisi 
dinding rumah, status gizi dan kelengkapan imunisasi menyebabkan kejadian ISPA 
pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga sebesar 75,8%. Diharapkan masyarakat 
dapat mencegah terjadinya ISPA dengan meningkatkan status gizi, ASI, kunjungan 
ke Posyandu dan tidak merokok di dalam rumah. 


Kata Kunci: ISPA; lingkungan; balita 


Pendahuluan 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dapat diartikan sebagai penyakit saluran 
pernapasan bagian atas yang dapat menular dan menimbulkan rentetan penyakit mulai 
dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai dengan infeksi parah dan 
mematikan yang dipengaruhi oleh patogen penyebabnya, faktor lingkungan dan faktor- 
faktor pada manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit. ISPA juga diartikan 
sebagai infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan akut yang terjadi karena adanya 
penularan agen infeksius dari manusia ke manusia. Gejala biasanya datang dengan 
cepat, mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari, seperti demam, batuk, nyeri 
tenggorokan, pilek, sesak napas, mengi atau sulit bernapas (Tambunan, 2016). Usia 
balita merupakan kelompok yang paling rentan dengan infeksi saluran pernapasan. 
Balita akan sangat rentan terinfeksi saluran pernapasan karena sistem tubuh yang masih 
rendah, itulah yang menyebabkan angka prevalensi dan gejala infeksi saluran 
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pernapasan akut sangat tinggi bagi balita. Gejala infeksi saluran pernapasan akut 
merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi di masyarakat (Saputra, 2017). 

Prevalensi ISPA pada balita di Sumatera Utara sebesar 8,7 persen. Prevalensi 
ISPA Balita di Sibolga, sebesar 57 persen menduduki peringkat ke dua terbanyak 
setelah Pakpak Barat (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, 2018). Berdasarkan 
data Dinas Kesehatan Kota Sibolga tahun 2019, diketahui bahwa ISPA merupakan 
penyakit yang menduduki urutan pertama. Pada tahun 2018 kejadian ISPA pada balita 
sebanyak 5.252 orang (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, 2018). Informasi ini 
penting untuk diteliti dan ditelaah faktor-faktor penyebabnya khususnya pada balita. 

Terdapat tiga faktor risiko terjadinya ISPA secara umum, yaitu pertama faktor 
lingkungan yang meliputi pencemaran udara dalam rumah, kondisi fisik rumah dan 
kepadatan hunian. Kedua faktor individu anak yaitu umur anak, berat badan lahir, 
status gizi, vitamin A dan status imunisasi. Faktor yang ketiga adalah faktor perilaku 
yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan ISPA yang dilakukan oleh ibu 
maupun anggota keluarga lainnya terhadap bayi atau balita (Depkes RI, 2002). 

Sanitasi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi 
lingkungan yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri penyebab 
ISPA pada anak balita. Luas ventilasi yang tidak memenuhi persyaratan dapat 
memengaruhi kondisi kelembaban di dalam ruangan, begitu pula kepadatan hunian di 
dalam suatu ruangan dapat mempercepat penularan penyakit (Putri, 2017). 

Pemberian imunisasi yang tidak lengkap menjadi salah satu pendukung kejadian 
ISPA. Hal ini merupakan hasil pembahasan dari penelitian (Purnama Sinaga, 2014) 
yaitu balita yang imunisasinya tidak lengkap memiliki peluang mengalami ISPA 
sebesar 4,108 kali dibandingkan dengan balita yang imunisasinya lengkap. Menurut 
(Epi Sinaga, 2011) bahwa asap rokok dari orang tua atau penghuni rumah yang satu 
atap dengan balita merupakan bahan pencemaran dalam ruang tempat tinggal yang 
serius serta akan menambah resiko kesakitan dari bahan toksik pada anak-anak. 
Paparan yang terus-menerus akan menimbulkan gangguan pernapasan terutama 
memperberat timbulnya kejadian ISPA. 

ISPA merupakan kasus yang paling tinggi dari sepuluh penyakit terbanyak di 
Sibolga. Prevalensi ISPA balita di Sibolga sebesar 57 persen, jauh lebih besar dari 
prevalensi ISPA pada balita di Indonesia sebesar 12,08 persen. Jumlah kejadian ISPA 
pada anak balita di kawasan pesisir Kota Sibolga tergolong tinggi yang disebabkan oleh 
ventilasi udara tidak sesuai persyaratan, status imunisasi tidak lengkap dan 
ditemukannya anggota keluarga yang menghisap rokok di dalam rumah. Penyebab 
lainnya adalah pencemaran udara dalam rumah seperti penggunaan obat nyamuk bakar, 
penggunaan kayu bakar, kondisi fisik rumah (lantai, dinding, suhu rumah, pencahayaan 
dan kelembaban), kepadatan hunian dalam rumah, umur balita, berat badan saat lahir. 
Status ASI, status gizi dan vitamin A serta kebiasaan ibu sebagai upaya mencegah 
terjadinya ISPA. Penelitian yag dilakukan oleh (Hutapea J. S. D, 2014) juga 
menjelaskan keterkaitan kondisi fisik rumah dengan kejadian ISPA di wilayah Pintu 
Angin, Sibolga. Dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disusun 
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suatu rumusan masalah terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di daerah pesisir Kota 
Sibolga. 


Metode Penelitian 

Pendekatan pada penelitian jenis kuantitatif dengan analitik ini adalah cross 
sectional dimana penelitian ini melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat yang 
bersamaan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada Balita yang 
diketahui dari hasil wawancara dengan responden. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah faktor lingkungan yaitu pencemaran udara dalam rumah (kebiasaan 
merokok, penggunaan kayu bakar dan penggunaan obat anti nyamuk bakar), kondisi 
fisik rumah (lantai, dinding, ventilasi rumah, suhu ruangan, pencahayaan, dan 
kelembaban ruangan), kepadatan hunian rumah; faktor individu anak yaitu umur balita, 
berat badan lahir, status gizi, vitamin A, status imunisasi dan status ASI ; faktor perilaku 
yaitu pencegahan ISPA. Menurut (Notoatmodjo, 2012), cross sectional merupakan 
jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel bebas dan 
tergantung hanya satu kali pada satu saat. Penelitian cross sectional ini dilakukan untuk 
mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian 
ini berlokasi di wilayah Pelabuhan Sambas dan Pintu Angin Kota Sibolga yang 
dilaksanakan pada Oktober 2019 — Juni 2020. Teknik pengambilan sampel dengan 
purposive sampling dan cara penghitungan sampel diambil dengan mengacu pada tabel 
Issac dan Michael dengan derajat kesalahan 10 %, sehingga sampel yang diteliti 
sebanyak 265 dari jumlah populasi yang ada 7.464 orang. 


Hasil Penelitian 

Responden yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini ialah ibu yang 
dominan memiliki rentang umur 31-40 tahun (51,790), memiliki Pendidikan setingkat 
SMA (42,3 %), memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (67,240) dan memiliki 
penghasilan yang tinggi (60%). 




















Tabel 1 
Distribusi Frekuensi Variabel Faktor Lingkungan 
Variabel Jumlah % 
Lantai 
- Tidak memenuhi syarat 124 46,8 
- Memenuhi syarat 141 53,2 
Dinding 
- Tidak memenuhi syarat 146 55,1 
- _Memenuhi syarat 119 44,9 
Ventilasi udara 
- Tidak memenuhi syarat 195 73,6 
- Memenuhi syarat 70 26,4 
Suhu ruangan 
- Tidak memenuhi syarat 8 3,0 
- Memenuhi syarat 257 97,0 
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Variabel Jumlah % 











Pencahayaan 

- Tidak memenuhi syarat 40 15,1 
- _Memenuhi syarat 225 84,9 
Kelembaban 

- Tidak memenuhi syarat 32 12,1 
- Memenuhi syarat 233 87,9 
Kepadatan hunian 

- Tidak memenuhi syarat 181 68,3 
- Memenuhi syarat 84 31,7 








Ditemukan sebanyak 141 (53,290) tempat tinggal memenuhi syarat dan lantai 
yang tidak memenuhi syarat sebanyak 141 (53,290). Demikian juga dengan dinding, 
sebanyak 146 (55,1%) tempat tinggal memiliki dinding yang tidak memenuhi syarat dan 
yang memenuhi syarat 119 (44,940). Sedangkan ventilasi udara memiliki jumlah 195 
(73,6%) rumah yang tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat hanya 70 
(26,4%). Suhu ruangan pada penelitian ini pada umumnya memenuhi syarat, dengan 
jumlah 257 (97)% dan yang tidak memenuhi syarat 8 (3,0%). Pencahayaan erat 
kaitannya dengan sinar matahari dan bukaan pada dinding rumah. Pada penelitian ini 
diperoleh 225 (84,9%) rumah memenuhi persyaratan pencahayaan sedangkan sisanya 
40 (15,1%) tidak memenuhi syarat. Kelembaban dalam ruangan yang disarankan 
menurut peraturan Menteri Kesehatan yaitu 40% s/d 60%. Diketahui dari tabel 1 bahwa 
kelembaban tempat tinggal responden, dominan memenuhi syarat sebanyak 233 
(87,9%) rumah dan 32 (12,1%) tidak memenuhi syarat. Kepadatan hunian merupakan 
perbandingan jumlah penghuni rumah dengan luasan rumah yang ditempati. Pendataan 
menunjukkan bahwa 181 (68,3%) rumah tergolong tidak memenuhi syarat, hanya 84 
(31,7%) rumah yang memenuhi syarat kepadatan rumah. 


















































Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Variabel Individu Anak 
Variabel Jumlah % 
Jenis kelamin 
- Laki-laki 131 49,4 
- Perempuan 134 50,6 
Umur Balita 
- 6-35 bulan 188 70,9 
- 36-59 bulan 77 29,1 
Berat badan lahir 
- BBLR 48 18,1 
- Tidak BBLR 217 81,9 
Status gizi 
- Status gizi buruk 59 22,3 
- Status gizi baik 206 77,7 
Pemberian Vitamin A 
- Tidak 105 39,6 
- Ya 160 60,4 
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Variabel Jumlah % 
Kelengkapan Imunisasi 
- Tidak 126 47,5 
- Ya 139 52,5 
Pemberian ASI 
- Tidak 88 33.2 
- Ya 177 66.8 





Dari tabel 2 variabel faktor individu anak diperoleh data bahwa distribusi jenis 
kelamin anak laki-laki sebanyak 131 (49,4%) orang dan anak perempuan sebanyak 134 
(50,6%) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah yang tidak jauh berbeda antara 
balita laki-laki dan perempuan yang menjadi obyek penelitian. Umur balita yang diteliti 
paling banyak ditemukan pada rentang umur 6-35 bulan sebanyak 188 (70,9%) anak 
dan sisanya pada rentang umur 36-59 bulan yaitu sebanyak 77 (29,1%) anak. Penelitian 
ini memperoleh data bahwa dominan anak balita yang diteliti yaitu sebanyak 217 
(81,9%) anak lahir dengan kondisi tidak BBLR. Bahwa 59 (22,3%) anak menderita gizi 
buruk, sedangkan 206 (77,7%) anak tidak mengalami gizi buruk. Pemberian vitamin A 
ditemukan pada 160 (60,4%) anak. Kelengkapan imunisasi ditemukan sebanyak 
139(52,5%) anak yang diberikan imunisasi lengkap dan 126 (47,5%) anak yang tidak 
diberikan imunisasi lengkap. Diketahui balita yang mendapat pemberian ASI sebanyak 
177 (66,8%) dari 265 balita yang diteliti dan 88 (33,2%) tidak mendapat ASI. 
































Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku 
Variabel Jumlah To 
Kebiasaan merokok di dalam rumah 
- Ya 202 76,2 
- Tidak 63 23,8 
Penggunaan kayu bakar 
- Ya 40 15,1 
- Tidak 225 84,9 
Penggunaan anti nyamuk bakar 
- Ya 27 10,2 
- Tidak 238 89,8 





Sebanyak 202 (76,2%) responden yang merokok, yang menggunakan kayu bakar 
sebanyak 40 (15,1%) dan yang menggunakan anti nyamuk bakar di rumahnya sebanyak 
27 (10,290). 


A. Kejadian ISPA 
Hasil penelitian ini memperoleh data kejadian ISPA pada balita di daerah 
pesisir Kota Sibolga sebanyak 144 responden (54,3%) dan yang tidak ISPA sebanyak 
121 orang (45,7 fo). 
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Tabel 4 
Hubungan Faktor Lingkungan Dengan Kejadian ISPA 





ISPA 







































































3 p- 
ee Ya % Tidak % Total % value pp 

Lantai 
Tidak memenuhi syarat 68 54,8 56 45,2 124 100,0 0,033 1,33 
Memenuhi syarat 76 53,9 65 46,1 141 100,0 
Dinding 
Tidak memenuhi syarat 85 58,2 61 41,8 146 100,0 0,002 1,432 
Memenuhi syarat 59 49,6 60 504 119 100,0 
Ventilasi udara 
Tidak memenuhi syarat 105 53,8 90 46,2 195 100,0 0,012 1,208 
Memenuhi syarat 39 55,7 31 443 70 100,0 
Suhu ruangan 
Tidak memenuhi syarat 4 50,0 4 50,0 8 100,0 0,803 0,84 
Memenuhi syarat 140 54,5 117 45,5 257 100,0 
Pencahayaan 
Tidak memenuhi syarat 24 60,0 16 40,0 40 100,0 0,434 1,26 
Memenuhi syarat 120 53,3 105 46,7 225 100,0 
Kelembaban 
Tidak memenuhi syarat 21 65,6 11 34,4 32 100,0 0,168 1,604 
Memenuhi syarat 123 52,8 110 47,2 233 100,0 
Kepadatan hunian 
Tidak memenuhi syarat 100 55,2 81 44,8 181 100,0 0,011 1,243 
Memenuhi syarat 44 52,4 40 47,6 84 100,0 

Analisis dari variabel faktor lingkungan, diperoleh bahwa variabel yang 


berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga antara 
lain lantai dengan p value=0,033 dan RP=1,33; dinding dengan p value=0,002 dan 
RP=1,432; ventilasi udara dengan p value=0,012 dan RP = 1,208 dan kepadatan hunian 
dengan p value=0,011 dan RP=1,243 


























Tabel 5 
Hubungan Faktor Individu Anak Dengan Kejadian ISPA 
Variabel BEA p- value 
Ya (%) Tidak (%) Total (%) RP 
Jenis kelamin 
Perempuan 85 63,4 49 36,6 134 100,0 0,302 1,135 
Laki-laki 82 62,6 49 37,4 131 100,0 
Umur balita 
6-35 bulan 24 60,0 16 40,0 40 100,0 0,257 0,915 
36-60 bulan 120 53,3 105 46,7 225 100,0 





Berat badan lahir 
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i ISPA 

Samada Ya (Go) Tidak (%) Total OT pp 
BBLR 30 62,5 18 37,5 48 100,0 0,348 1,283 
Tidak BBLR 137 63,1 80 36,9 217 100,0 
Status gizi 
Status gizi buruk 50 80,6 12 19,4 62 100,0 0,001 2,258 
Status gizi baik 117 57,6 86 42,4 203 100,0 
Pemberian vit-A 
Tidak 91 71,7 36 28,3 127 100,0 0,024 1,422 
Ya 76 55,1 62 44,9 138 100,0 
Kelengkapan imunisasi 
Tidak 74 74,7 25 25,3 99 100,0 0,035 1,32 
Ya 93 56,0 73 44,0 166 100,0 
Pemberian ASI 
Tidak 66 70,2 28 29,8 94 100,0 0,060 1,4 
Ya 101 59,1 70 40,9 171 100,0 





Analisis dari faktor individu anak, diperoleh data bahwa variabel status gizi dengan 
nilai p value=0,001 dan RP=2,258; pemberian vitamin A dengan p value=0,024 dan 
RP=1,422 dan kelengkapan imunisasi dengan nilai p value=0,035 dan RP=1,32; 
memiliki hubungan dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga 
yang ditunjukkan dengan nilai p value <0,05. 



































Tabel 6 
Hubungan Faktor Perilaku dengan Kejadian ISPA 
Variabel Dia P- 
Ya % Tidak % Total % value RP 
Kebiasaan merokok di dalam rumah 
Ya 143 67,5 69 32,5 212 100,0 0,003 1,23 
Tidak 24 45,3 29 547 53 100,0 
Penggunaan kayu bakar 
Ya 24 60,0 16 40,0 40 100,0 0,434 1,26 
Tidak 120 53,3 105 46,7 225 100,0 
Penggunaan anti nyamuk bakar 
Ya 20 74,1 T> 2597- DI 100,0 0,026 2,401 
Tidak 124 52,1 114 41,9 238 100,0 





Dari tabel 6 dapat kita temukan analisis dari variabel faktor perilaku, diperoleh 
data bahwa variabel kebiasaan merokok di dalam rumah dengan nilai p value=0,003 dan 
RP = 1,23 dan penggunaan anti nyamuk bakar dengan nilai p value=0,026 dan RP = 2, 
memiliki hubungan dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga 
yang ditunjukkan dengan nilai p value «0,05. 

Variabel independen yang memenuhi kriteria analisis data metode multivariat 
dapat dilihat berdasarkan p value pada hasil uji bivariat dengan p < 0,25. 
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Hasil Analisis Data Metode Multivariat menunjukkan terdapat beberapa tahapan 
backward selection (8 tahap) yang setiap tahapannya mengeliminasi 1 variabel 
independen dengan nilai p value >0,05 sampai tidak ditemukan lagi variabel independen 
yang memiliki nilai p value>0,05. Pada tahap kedelapan (terakhir) diperoleh variabel 
independen yaitu kebiasaan merokok dengan nilai p value =0,020, dinding dengan nilai 
p value =0,017, status gizi dengan nilai p value =0,007 dan kelengkapan imunisasi 
dengan nilai p value =0,042. Nilai probabilitas kejadian ISPA pada balita di daerah 
pesisir Kota Sibolga sebesar 75,890. 

B. Hubungan Faktor Lingkungan dengan kejadian ISPA pada balita di daerah 
pesisir Kota Sibolga 

Ada hubungan antara kondisi lantai dengan p value=0,033 dengan kejadian 
ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,33 artinya balita 
yang tinggal di rumah dengan kondisi lantai yang kering, lembab, sulit dibersihkan 
dan permukaan tidak rata memiliki peluang 1,33 kali terkena ISPA dibandingkan 
dengan yang tinggal di rumah yang kondisi lantainya memenuhi syarat dan sejalan 
dengan penelitian (Pangemanan, Sumampouw, & Akili, 2016) yaitu terdapat 
hubungan antara jenis lantai rumah dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah 
kerja Puskesmas Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan p- value=0,046. 

Ada hubungan antara kondisi dinding dengan p value=0,002 dengan kejadian 
ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,432 artinya balita 
yang tinggal di rumah dengan kondisi dinding yang tidak kokoh, tidak rapat dan sulit 
dibersihkan memiliki peluang 1,432 kali terkena ISPA dibandingkan dengan yang 
kondisi dindingnya memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi, 
Rahmawati, & Sudyasih, 2018) di Luwuk Timur yang menyatakan bahwa ada 
hubungan dinding dengan kejadian ISPA pada balita yang diketahui dari p value 
sebesar 0,003. 

Ada hubungan antara ventilasi udara dengan p value=0,012 dengan kejadian 
ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,208 artinya balita 
yang tinggal di rumah dengan ventilasi < dari 10 % dari luas lantai memiliki peluang 
1,208 kali terkena ISPA dibandingkan dengan yang tinggal di rumah yang memiliki 
ventilasi udara yang memenuhi syarat. Hasil penelitian (Fillacano, 2013) juga 
menemukan p value=0,019 dari hubungan bermakna antara ventilasi rumah terhadap 
ISPA dan diperoleh data bahwa rumah yang memiliki ventilasi tidak memenuhi 
syarat beresiko 3 kali lebih besar balita terkena ISPA dibandingkan dengan rumah 
yang memiliki ventilasi memenuhi syarat. 

Ada hubungan antara kepadatan hunian dengan p value=0,011 dengan kejadian 
ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,243 artinya balita 
yang tinggal di rumah dengan kepadatan hunian > 8m2/penghuni 1,432 kali terkena 
ISPA dibandingkan dengan yang tinggal di rumah yang kondisi kepadatan huniannya 
memenuhi syarat. Demikian juga dengan penelitian (Dongky & Kadrianti, 2016) 
yang memperoleh p value-0,017 berarti terdapat hubungan yang sigifikan antara 
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kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita di Kelurahan Takatidung 
Polewali Mandar. 
C. Hubungan Faktor Individu Anak dengan kejadian ISPA pada balita di daerah 
pesisir Kota Sibolga 

Ada hubungan antara status gizi dengan p value=0,001 dengan kejadian ISPA 
pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 2,258 artinya balita 
yang memiliki status gizi buruk memiliki peluang 2,258 kali terkena ISPA 
dibandingkan dengan status gizi baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh (Fatimah, 2017) yang mendapatkan hubungan antara status 
gizi dengan Kejadian ISPA pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Baru 
Kecamatan Medan Maimun Tahun 2017 dengan p value <0,05. 

Ada hubungan antara pemberian vitamin A dengan p value=0,024 dengan 
kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,422 
artinya balita yang tidak mendapatkan vitamin A secara teratur (2 kali dalam 
setahun) memiliki peluang 1,422 kali terkena ISPA dibandingkan dengan yang 
diberikan vitamin A secara teratur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh (Herlina & Sadiman, 2018) yang mendapatkan hubungan 
antara pemberian vitamin A pada anak balita di Kota Metro Tahun 2011 dengan p 
value=0,026. 

Ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan p value=0,035 dengan 
kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1, 32 
artinya balita yang tidak mendapat imunisasi secara lengkap memiliki peluang 
1,432 kali terkena ISPA dibandingkan dengan yang mendapat imunisasi secara 
lengkap yang sejalan dengan penelitian (Herlina & Sadiman, 2018) yaitu hubungan 
antara imunisasi pada anak balita di Kota Metro Tahun 2011 dengan p 
value=0,012. Ada hubungan antara pemberian ASI dengan p value=0,060 dengan 
kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 1,4 
artinya balita yang tidak diebrikan ASI hingga 6 bulan memiliki peluang 1,432 kali 
terkena ISPA dibandingkan dengan yang diberikan ASI selama 6 bulan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi & Mutahar, 2011) yang juga 
menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan 
kejadian ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kemalaraja Kabupaten Ogan Komering 
Ulu yang memiliki p value=0,002. 

D. Hubungan Faktor Perilaku dengan kejadian ISPA pada balita di daerah 

pesisir Kota Sibolga 

Ada hubungan antara kebiasaan merokok di dalam rumah dengan p 
value-0,003 dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, 
dengan nilai RP 1,23 artinya balita yang tinggal di rumah yang penghuninya 
memiliki kebiasaan merokok di dalam rumah, memiliki peluang 1, 32 kali terkena 
ISPA dibandingkan dengan yang tidak merokok di dalam rumah. Kebiasaan 
merokok menjadi salah satu variabel independen yang memiliki hubungan yang 
signifikan dengan kejadian ISPA pada penelitian ini dengan nilai p value=0,032. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 202 responden (76,2%) dari seluruh 
responden yang diteliti dan dari 202 responden tersebut sebanyak 59,446 yang 
mengalami kejadian ISPA. Nilai PR sebesar 1,23 mengartikan bahwa kebiasaan 
merokok memiliki resiko 1,23 lebih besar akan mengalami ISPA dibandingkan 
orang yang tidak merokok. Hubungan ini juga diperoleh dari penelitian (Saleh, 
Gafur, & Aeni, 2017) yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan 
merokok dengan kejadian ISPA wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kota Makassar 
tahun 2017 dengan nilai p value—0,03. 

Ada hubungan antara penggunaan anti nyamuk bakar dengan p value=0,026 
dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga, dengan nilai RP 
2,401 artinya balita yang tinggal di rumah yang menggunakan anti nyamuk bakar 
memiliki peluang 2,401 kali terkena ISPA dibandingkan dengan yang tinggal di 
rumah yang tidak menggunakan anti nyamuk bakar. Hal ini berkaitan dengan hasil 
penelitian dari (Mahardika, 2015) yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 
penggunaan obat anti nyamuk terhadap penyakit ISPA pada balita dengan p 
value=0,039. Efek obat nyamuk bakar dapat menimbulkan asap yang dapat 
menyebabkan sesak nafas dan mengotori lantai atau membekas pada pakaian atau 
tembok. Anti nyamuk bakar yang hasilnya berupa asap memiliki karakteristik yang 
mirip dengan asap rokok. Kandungan yang terdapat di dalamnya bakar dapat 
berdampak bagi kesehatan anggota keluarga di rumah. 

Kebiasaan masyarakat merokok di dalam rumah, kondisi dinding yang tidak 
kokoh, sulit dibersihkan dan tidak rapat, status gizi buruk serta imunisasi yang tidak 
lengkap berpeluang terjadinya ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga 
sebesar 75,8 Yo. Dan ada 24,2 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 


Kesimpulan 

Hasil analisis data dengan metode bivariat mendapatkan sembilan variabel 
independen yang memiliki hubungan dengan kejadian ISPA di Kota Sibolga, sedangkan 
hasil analisis data metode multivariat mendapatkan 4 variabel independen yang 
berhubungan erat dengan kejadian ISPA pada balita di daerah pesisir kota Sibolga yaitu 
kebiasaan merokok, dinding, status gizi dan kelengkapan imunisasi. Kebiasaan 
masyarakat merokok di dalam rumah, kondisi dinding yang tidak kokoh, sulit 
dibersihkan dan tidak rapat, status gizi buruk serta imunisasi yang tidak lengkap 
berpeluang terjadinya ISPA pada balita di daerah pesisir Kota Sibolga sebesar 75,8 %. 
Dan ada 24,2 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Perlu ditingkatkan pelayanan dan promosi POSYANDU sebagai tempat untuk 
memberikan informasi dan pelayanan kesehatan kepada ibu dan balita. Memantau 
kader-kader Posyandu dan petugas kesehatan agar lebih giat mengajak masyarakat 
untuk berkunjung ke Posyandu. Bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan 
promosi kesehatan melalui penyuluhan dan media lainnya agar masyarakat memiliki 
pola hidup sehat sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian balita yang 
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disebabkan oleh penyakit ISPA. Program peningkatan kualitas rumah perlu ditingkatkan 
lagi agar semakin banyak masyarakat Kota Sibolga yang memiliki rumah layak huni. 
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Abstract 

This research is a qualitative research with an analysis of the functions and roles of 
kana passambe ‘pronouns’ in the text of Makassar folklore. The data used is 
written data. The written data is in the form of kana passambe which consists of 
kana passambe kale, panjojjok, and tampak which appears to be taken from a 
textbook of Makassar folk tales. Data collection techniques used in written data are 
documentation techniques, reading techniques and note taking techniques, then the 
data collected is analyzed descriptively qualitatively. The results of the data 
analysis show that: first, the function and role of kana passambe kale 'personal 
pronouns' which consist of the first, second, and third (singular and plural) 
personal pronouns in the Makassar folklore text found two functions, namely the 
function as object and subject along with three roles, namely the role of sufferer, 
actor, and receiver. Second, the function and role of kana passambe panjojjok 
‘pointer pronoun’ in the Makassar folklore text found three functions, namely the 
Junction of the subject attribute, the function of the object attribute, and the 
function of description along with eight roles, namely the role of actor, experience, 
participant, tool, place, time, recipients, and sufferers. Third, the function and role 
of kana passambe tampak is seen as ‘place pronoun’ in the Makassar folklore text, 
where only one function is found, namely the function of information along with 
two roles, namely the role of place and existence. 


Keywords: pronth word; makassar folklore 


Abstrak 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis fungsi dan peran kana 
passambe ‘pronomina’ pada teks cerita rakyat Makassar. Data yang digunakan 
adalah data tertulis. Data tertulis berupa kana passambe yang terdiri atas kana 
passambe kale, panjojjok, dan tampak yang diambil dari buku teks cerita rakyat 
Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada data tertulis berupa 
teknik dokumentasi, teknik baca dan teknik catat, kemudian data yang dikumpulkan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 
pertama, fungsi dan peran kana passambe kale ‘pronomina persona’ yang terdiri 
atas pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga (tunggal dan jamak) pada teks 
cerita rakyat Makassar ditemukan dua fungsi, yakni fungsi sebagai objek dan 
subjek beserta tiga peran, yakni peran penderita, pelaku, dan penerima. Kedua, 
fungsi dan peran kana passambe panjojjok “pronomina penunjuk” pada teks cerita 
rakyat Makassar ditemukan tiga fungsi, yakni fungsi atribut subjek, fungsi atribut 
objek, dan fungsi keterangan beserta delapan peran, yakni peran pelaku, pengalam, 
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peserta, alat, tempat, waktu, penerima, dan penderita. Ketiga, fungsi dan peran 
kana passambe tampak “pronomina tempat’ pada teks cerita rakyat Makassar hanya 
ditemukan satu fungsi, yakni fungsi keterangan beserta dua peran, yakni peran 
tempat dan keberadaan. 


Kata Kunci: kana passambe; pronomina; cerita rakyat makassar 


Pendahuluan 
Secara garis besar, bahasa sebagai alat komunikasi bagi masyarakat. Melalui 


bahasa, masyarakat dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan 
mengidentifikasi diri (Pratama, 2017). 

Bahasa merupakan salah satu ciri yang paling khas dan manusiawi untuk 
membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bahasa sebagai suatu sistem 
komunikasi adalah suatu bagian dari sistem kebudayaan, bahkan merupakan bagian inti 
kebudayaan. Bahasa juga terlibat dalam semua aspek kebudayaan (Devianty, 2017). 

Pemerolehan bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang. Bahasa 
merupakan alat komunikasi dan interaksi sosial yang harus dikuasai seseorang sejak 
dini (Salamah, 2015). 

Bahasa memiliki arti yang penting dalam dunia politik. Bahasa menjadi media 
yang ampuh untuk menanamkan ideologi, merebut atau mendapatkan, serta 
mempertahankan kekuasaan (Asmara, 2016). 

Setiap bahasa memiliki kaidah dan karakteristik tersendiri agar dapat dipahami 
dan digunakan dengan tepat. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam 
berbahasa adalah penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata 
ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Pronomina dapat digunakan baik 
secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, pronomina biasanya digunakan dalam 
percakapan sehari-hari sedangkan secara tertulis, penggunaan pronomina dapat 
dijumpai dalam berbagai macam teks atau wacana (Sarisati, 2017). 

Bahasa daerah merupakan aset berharga suatu bangsa. Akan tetapi, paradigma 
masyarakat abad 21 menilai bahwa bahasa asing memiliki prestise lebih tinggi 
dibandingkan bahasa nasional dan bahasa daerah (Widianto, 2018). 

Bahasa daerah merupakan salah satu aset kebudayaan nasional yang harus 
dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjalankan fungsinya di tengah-tengah 
masyarakat pendukung- nya. Salah satu penggunaan pronomina yang menarik dapat 
ditemukan dalam bahasa Makassar. Bahasa Makassar adalah salah satu bahasa daerah 
yang dituturkan oleh suku Makassar yang mendiami bagian selatan jazirah Sulawesi 
Selatan. Bahasa ini memiliki wilayah pemakaian terbesar kedua di Sulawesi Selatan 
setelah bahasa Bugis (Rachman, 2016). 

Pronomina atau kata ganti dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah kana 
passambe. Berdasarkan kata yang digantikan, kana passambe dalam bahasa Makassar 
digolongkan menjadi tiga jenis. Penggolongan tersebut terdiri atas kana passambe kale 
“pronomina persona', kana passambe panjojjok “pronomina penunjuk', dan kana 
passambe tampak “pronomina tempat’. 
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Penggunaan kana passambe dalam bahasa Makassar salah satunya dapat 
ditemukan pada teks, dalam hal ini teks yang dimaksud adalah teks cerita rakyat. Cerita 
rakyat merupakan buah pikiran dari warisan leluhur yang mengandung banyak pesan. 
Sebagai bagian dari kebudayaan yang mengandung berbagai gagasan dan memiliki 
makna yang bermanfaat, cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun dan menjadi 
milik masyarakat tempat cerita tersebut berasal. Apabila dikaji secara mendalam, cerita 
rakyat mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pembelajaran dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari (Agustina, 2013). 

Pada teks, setiap kata pada dasarnya memiliki acuan yang merujuk pada sesuatu 
yang berfungsi untuk menjelaskan, memberikan makna, ataupun menyatakan sesuatu 
dalam sebuah topik yang ingin disampaikan. Sebuah teks atau wacana akan selalu 
ditemukan penggunaan kata ganti. Hal ini disebabkan karena kata ganti memiliki fungsi 
untuk menerangkan kata sebelumnya dan guna menghindari kata yang berulang dalam 
sebuah kalimat ataupun paragraf. Berdasarkan uraian tersebut, cukup beralasan untuk 
dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait kana passambe “pronomina” pada teks 
cerita rakyat (Badara, 2014). 

Beberapa judul penelitian terkait pronomina yang telah dilakukan oleh peneliti 
dari disiplin ilmu bahasa yang senada dengan penelitian ini antara lain penelitian yang 
dilakukan oleh (Cipta & Arkanleema, 2013) dengan judul “Satuan Lingual yang 
Mengandung Pronomina Persona Kedua pada Teks Terjemahan Hadis pada Buku Sahih 
Buchori Muslim” yang menunjukkan hasil bahwa fungsi yang ditemukan oleh satuan 
lingual ber-PP2 meliputi fungsi subjek, predikat, objek, atribut subjek, dan keterangan 
serta peran yang diisi oleh satuan lingual ber-PP2 mengisi peran pelaku, pengalam, 
perbuatan, perbandingan, kesertaan, cara, dan waktu. Adapun persamaan dengan 
penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pronomina, sedangkan 
perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada teks terjemahan hadis pada buku 
sahih Buchori Muslim sedangkan penulis berfokus pada buku cerita rakyat bahasa 
Makassar karya Zainuddin Hakim. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Faizah tahun 2017dengan judul 
“Pola Penggunaan Satuan Lingual yang Mengandung Pronomina Persona Ketiga pada 
Teks Terjemahan Al-Quran dan Teks Terjemahan Hadis Riwayat Buchori-Muslim 
dilihat dari Kategori dan Fungsinya” mengungkap hasil bahwa pola perubahan kategori 
satuan lingual berpronomina persona ketiga pada TTA dan TTH sebagai berikut: (1) 
pola kategori nomina menjadi frasa verba ialah PP III + verba = FV; (2) pola kategori 
nomina menjadi frasa preposisi ialah Preposisi + Nomina + PP 3 = F.Preposisi; (3) pola 
perubahan nomina menjadi frasa nomina jika N + PP 3 yang berfungsi subjek dan 
berperan pelaku atau pengalam; (4) pola nomina menjadi frasa atributif terjadi jika F 
(yang) + nomina ber-PP 3 + verba. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis ialah penulis meneliti pronomina pada teks cerita rakyat sedangkan Faizah 
meneliti pronomina persona pada teks terjemahan Al-Quran dan dan teks terjemahan 
hadis. Kesamaan yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah 
adalah sama-sama menelusuri pronominal (Badara, 2014). 
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Penelitian lain juga dilakukan oleh (SW, 2019) dengan judul “Fungsi Pronomina 
Persona Pertama dalam Bahasa Sasak Dialek Menu-Meni” yang menemukan hasil 
bahwa pronomina persona dalam bahasa Sasak terdiri atas tiga persona, yakni 
pronomina persona pertama, pronomina persona kedua, dan pronomina persona ketiga. 
Ketiga jenis pronomina tersebut memiliki bentuk bebas dan bentuk terikat masing- 
masing serta memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak. Pronomina persona dalam 
bahasa Sasak dialek Menu-Meni ditemukan dapat mengalami perubahan bentuk dari 
bebas menjadi bentuk pronomina persona terikat. Dilihat dari fungsi sintaktis, 
pronomina persona dalam dialek Menu-Meni dapat menduduki fungsi sintaktis subjek, 
objek, dan keterangan. Dilihat dari fungsi semantis, pronomina persona bersifat sebagai 
pengacu anafora dan katafora. Yang terakhir dari segi letak dan pelekatan ditemukan 
bahwa pronomina persona bebas memiliki distribusi letak yang lebih banyak 
dibandingkan dengan pronomina persona bentuk terikat. Penelitian ini memiliki 
persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang aspek 
pronomina, tetapi penulis meneliti pronomina pada teks cerita rakyat sedangkan 
perbedaannya adalah objek yang diteliti oleh Wahyuni yaitu bahasa Sasak sedangkan 
objek yang penulis teliti adalah tentang pronomina pada teks cerita rakyat bahasa 
Makassar. 

Adapun penelitian relevan yang berkaitan dengan kana passambe ‘pronomina’ 
dalam bahasa Makassar sebelumnya telah dilakukan oleh (Daeng, 2016) yang dituliskan 
dalam bukunya yang berjudul Pappilajarang Basa Siagang Sasetera Mangkasarak 
Kalasak VII. Buku tersebut telah menyajikan tentang pronomina beserta jenis-jenis 
pronomina dalam bahasa Makassar 

Setelah menjabarkan semua hasil penelitian relevan, yang berbeda dari 
penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pronomina yang dikaji merupakan 
kana passambe ‘pronomina’ dalam bahasa Makassar dilihat berdasarkan fungsi dan 
perannya pada teks cerita rakyat Makassar. 


Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang disajikan secara 
deskriptif dengan tujuan mengungkap kana passambe “pronomina” (fungsi dan peran) 
pada teks cerita rakyat Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis kana passambe 
“pronomina” (fungsi dan peran) pada teks. Penelitian ini berobjek pada penggunaan 
kana passambe ‘pronomina’ pada teks cerita rakyat Makassar, sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak terikat dengan tempat. 

Penelitian ini difokuskan pada kana passambe “pronomina” bahasa Makassar yang 
meliputi kana passambe kale “pronomina persona', kana passambe panjokjok 
“pronomina penunjuk”, dan kana passambe tampak “pronomina tempat” dengan 
menganalisis fungsi dan peran pada teks cerita rakyat Makassar. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kana 
passambe ‘pronomina’ yang terdiri atas kana passambe kale ‘pronomina persona’, kana 
passambe panjojjok “pronomina penunjuk”, dan kana passambe tampak “pronomina 
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tempat” yang terdapat pada teks cerita rakyat Makassar. Sementara sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Zainuddin Hakim yang berjudul 
Cerita Rakyat Makassar, yang terdiri dari 130 halaman dengan 16 judul cerita rakyat. 

Untuk memperoleh data mengenai kana passambe “pronomina” (fungsi dan peran) 
pada teks cerita rakyat Makassar, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 
relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, baca, dan catat. Selanjutnya, pemeriksaaan keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi lalu dianalisis menggunakan model 
analisis interaktif dengan tiga langkah analisis, yakni: reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Deskripsi Fungsi dan Peran Kana Passambe Kale “Pronomina Persona? 


Hasil analisis fungsi dan peran kana passambe kale “pronomina persona’ pada teks 
cerita rakyat Makassar adalah sebagai berikut. 
a. Fungsi dan Peran Pronomina Persona Pertama Tunggal: Nakke 
Fungsi dan peran pronomina persona pertama tunggal pada teks cerita rakyat 
Makassar dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) “Apa erok kipalak kutaeng ri nakke daeng?” (cerita 1, paragraf 23) 
“Apa gerangan yang kakak ingin minta dari saya?” 














No. Data Kalimat 

(1:23) 3 Apa Erok Kipalak Kutaeng ri nakke Daeng 
F - P S O Pel. 
P - Perbuatan Pelaku Penderita Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa nakke merupakan 
pronomina persona pertama tunggal yang mengisi fungsi objek dan peran 
penderita. 

2) Appiwalimi angkana, “iyek, I nakke minne.” (cerita 2, paragraf 10) 
‘Ia pun menjawab, “Ya, sayalah orangnya.” 














No. Data Kalimat 

(2:10)7 Appiwalimi angkana, iyek Inakke minne 
F P P 
P Perbuatan Perbuatan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa nakke merupakan 
pronomina persona pertama tunggal yang mengisi fungsi subjek dan peran 
pelaku. 

3) Inakke erok tongak ambalasaki. (cerita 7, paragraf 3) 
‘Saya juga ingin membalas dia.’ 





No. Data Kalimat 
(7:3) 23 I nakke Erok tongkak ambalasak Ki 
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F S P O 
P Pelaku Perbuatan Penderita 








Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa nakke merupakan 
pronomina persona pertama tunggal yang mengisi fungsi subjek dan peran 
pelaku. 

b. Fungsi dan Peran Pronomina Persona Kedua Tunggal Honorifik: Katte 

Fungsi dan peran pronomina persona kedua tunggal honorifik pada teks cerita 

rakyat Makassar dapat ditunjukkan oleh data berikut: 

4) I katte rupa taua tena niakka nakinnganre battu rawa, mingka anngapai 
nasimata lakbuangang bulu-bulunna ulua na bulu-bulunna bitisika. (cerita 
16, paragraf 8) 

‘Kita umat manusia tidak pernah makan dari bawah, akan tetapi mengapa 
selalu rambut kepala lebih panjang daripada bulu-bulu betis.’ 














No. Data Kalimat 
(16:8) 2 I katte Tena niakka Batuu rawa mingka Bulu-bulunnaulua 
rupataua nakinnganre anngapai nasimata na bulu-bulunna 
lakbuangang bitisika 
F S P Ket. O 
P Pelaku Perbuatan Sebab Hasil 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa katte merupakan pronomina 
persona kedua tunggal honorifik yang mengisi fungsi subjek dan peran pelaku. 
c. Fungsi dan Peran Pronomina Persona Kedua Tunggal Familiar: Kau 
Fungsi dan peran pronomina persona kedua tunggal familiar pada teks cerita 
rakyat Makassar dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) Appiwalimi ammakna angkana, “I kau anakku kaminang toaya la 
kusaremako paarengang.” (cerita 1, paragraf 5) 
“Menyahutlah ibunya, “Engkau anakku yang sulung, saya akan memberimu 














nama.” 
No. Data Kalimat 
(1:5) 15 Appiwalimi Ammakna I kau Kaminang toaya la 
angkana anakku kusaremako 
paarengang 
F P S O Ket. 
P Perbuatan Pelaku Penerima Pemerolehan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa kau merupakan pronomina 
persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi objek dan peran penerima. 
2) Akkanami ammakna angkana, “I kau toaya kuarengko Puttiri Lila Sari.” 
(cerita 1, paragraf 5) 
‘Menjawablah ibunya, “Engkau yang sulung kuberi nama Putri Lila Sari.” 





No. Data Kalimat 
(1:5) 17 Akkanami ammakna I kau toaya Kuarengko Puttiri 
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angkana Lila Sari 
F P S O Ket. 
P Perbuatan Pelaku Penerima Hasil 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa kau merupakan pronomina 
persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi objek dan peran penerima. 
3) Akkanami ammakna angkana, “I kau antu kuareng Puttiri Lamba Sari.” 

(cerita 1, paragraf 5) 
“Menjawablah ibunya, “Engkau kuberi nama Putri Lamba Sari.” 














No. Data Kalimat 
(1:5) 19 Akkanami ammakna I kau antu Kuareng Puttiri 
angkana Lamba Sari 
F P S O Ket. 
Ẹ Perbuatan Pelaku Penerima Hasil 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi objek dan 
peran penerima. 

4) Nakanamo ammakna, “I kaumi antu anak kuareng Puttiri Bida Sari.” (cerita 
1, paragraf 5) 
‘Menjawablah ibunya, “Engkaulah yang kuberi nama Putri Bida Sari.” 














No. Data Kalimat 
(1:5) 22 Nakanamo Ammakna I kau antu Kuareng Puttiri 
anak Bida Sari 
F P S O Ket. 
P Perbuatan Pelaku Penerima Hasil 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi objek dan 
peran penerima. 


5) “I kau antu padanggang niaka atturungang ri bawana Gowa?” (cerita 2, 
paragraf 10) 
“Engkaukah pedagang yang sementara berlabuh di muara Gowa?” 














No. Data Kalimat 
(2:10) 6 I kau antu Niaka Ri bawana 
padanggang atturungang Gowa 
F S P Ket. 
P Pelaku Keadaan Tempat 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi subjek dan 
peran pelaku. 
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6) Nakanamo Karaeng Sombaya, “anne asea sannging I kau patanna, niakpa 
lakbinnu nanggappa pajama baraka.” (cerita 2, paragraf 14) 
“Berkatalah Sombaya, “Padi ini adalah milikmu dan ambillah semuanya, 
nanti kalau ada sisamu barulah para pekerja itu mendapatkan bagian.” 














No. Data Kalimat 
(2:14) 3 Nakanamo Karaeng Anne asea Niakpa lakbinnu 
Sombaya sannging I nanggappa pajama 
kau Baraka 
patanna 
F P S O Ket. 
P Perbuatan Pelaku Penerima Pemerolehan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi objek dan 
peran penerima. 

7) “Antu I kau erokko nasambeang bainennu sarikbattang toanu.” (cerita 2, 
paragraf 19) 
“Sebenarnya kakakmu itu berniat merampas istrimu.” 














No. Data Kalimat 
(2:19) 6 Antu I kau Erokko Bainennu Sarikbattang 
nasambeang toanu 
F S P O Pel. 
P Penderita Perbuatan Penerima Pelaku 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi subjek dan 
peran penderita. 

8) Teako akkana-kanai, I kau tonji anne kupauang. (cerita 7, paragraf 2) 
‘Jangan sampaikan kepada saudaramu yang lain, hanya engkau saja yang 














kuberitahukan.’ 
No. Data Kalimat 
(7:2) 13 Teako I kau tonji Ku Pauang 
akkana- anne 
kanai 
F P S O Pel. 
P Perbuatan Penderita Pelaka Peserta 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa kau merupakan 
pronomina persona kedua tunggal familiar yang mengisi fungsi subjek dan 
peran penderita. 
a. Fungsi dan Peran Pronomina Persona Ketiga Tunggal: Ja 

Fungsi dan peran pronomina persona ketiga tunggal pada teks cerita rakyat 
Makassar dapat ditunjukkan oleh data berikut: 

1) Baklalo ammentemmi ia la naung anngallei cincinna. (cerita 5, paragraf 

8) 
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“Ketika ia berdiri hendak mengambil cincin itu.” 














No. Data Kalimat 
(5:8) 5 Baklalo Ia La naung Cincinnal 
ammentemmi anngallei 
F P. S Ket. O 
P Perbuatan Pelaku Pengalam Alat 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa ia merupakan 
pronomina persona ketiga tunggal yang mengisi fungsi subjek dan mengisi 
peran pelaku. 

2) Niakmo sekre wattu naccarik-carita ia rua ri birinna binangaya. (cerita 
11, paragraf 2) 
‘Pada suatu ketika kedua binatang itu sedang bercerita di tepi sungai.’ 














No. Data Kalimat 
(11:2) 1 Niakmo Naccarik- Ta rua Ri birinna 
sekre wattu carita binangaya 
F Ket. P S Ket. 
P Waktu Perbuatan Pelaku Tempat 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa ia merupakan 
pronomina persona ketiga tunggal yang mengisi fungsi subjek dan mengisi 
peran pelaku. 

3) Apaji na nitarimami ia, battuang kana niangkakmi akjari julu tulisikna 
karaenga. (cerita 12, paragraf 11) 
“Akhirnya ia diterima menjadi juru tulis raja.’ 














No. Data Kalimat 
(12:11) 9 Apaji na ia Battuang kana Karaenga 
nitarimami niangkakmi akjari 
julu tulisikna 
F P S Ket. O 
P Hasil Penerima Pengalam Pelaku 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa ia merupakan 
pronomina persona ketiga tunggal yang mengisi fungsi subjek dan mengisi 
peran penerima. 

4) Niakmo sekre wattu nakbicak-bicara ia rua ri wattu ammotereknamo 
mange ri ballakna ri labunamo matanna alloa. (cerita 13, paragraf 1) 
‘Pada suatu hari mereka berdua berbincang-bincang, tatkala mereka 
kembali ke rumah pada sore harinya. 
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No. Data Kalimat 
(13:1) 4 Niakmo Nakbicak- Ia rua Ri wattu 
sekrewattu bicara ammotereknamo mange 
rqi ballakna ri labunamo 
matanna alloa 
F Ket. P S Ket. 
P Waktu Perbuatan Pelaku Tempat 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa ia merupakan 
pronomina persona ketiga tunggal yang mengisi fungsi subjek dan mengisi 
peran pelaku. 


1. Deskripsi Fungsi dan Peran Kana Passambe Panjojjok ‘Pronomina Penunjuk’ 
Hasil analisis fungsi dan peran kana passambe panjojjok ‘pronomina penunjuk’ pada 
teks cerita rakyat Makassar adalah sebagai berikut. 

a. Fungsi dan Peran Pronomina Penunjuk: Anne 
Fungsi dan peran pronomina penunjuk anne pada teks cerita rakyat Makassar 
dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) Anne tedong niaka annganrei rukuk i lalang ri romanga. (cerita 1, paragraf 3) 
‘Kerbau ini sementara makan rumput di dalam hutan.’ 














No. Data Kalimat 
(1:3) 1 Anne Niaka Rukuk I Lalang ri 
tedong anggganrei romanga 
F S P O ket. 
P Pelaku Perbuatan Penderita Tempat 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anne merupakan 

pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 
2) Nakanamo anne anak karaeng tallua, “niak anakna Pung Tedong”. (cerita 1, 

paragraf 10) 

‘Berkatalah ketiga putra raja ini, “Rupanya kerbau itu mempunyai anak.’ 














No. Data Kalimat 
(1:10) 12 Nakanamo Anne anak Niak Pung tedong 
karaeng anakna 
tallua 
F P S O Pel. 
P Perbuatan Peluka Penderita Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

3) Naatorokmi anne anak karaeng tallua. (cerita 1, paragraf 10) 
‘Demikianlah cara ketiga putra raja ini mengaturnya.’ 





No. Data Kalimat 
(1:10) 25 Naatorokmi Anne anak Tallua 
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karaeng 
F P S Pel. 
P Perbuatan Peluka Jumlah 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

4) Anne padangganga akrupa-rupai nadanggangang, kammayami: sissik, bulaeng, 
siagang berasak. (cerita 2, paragraf 1) 
‘Pedagang ini menjual bermacam-macam barang dagangan, seperti: sisik, emas, 














dan beras.” 
No. Data Kalimat 
(2:1) 1 Anne Akrupa-rupai Kammayami: sisik, 
padangganga nadanggangang bulaeng, siagang 
berasak 
F S P Ket. 
P Pelaku Perbuatan Alat 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

5) Lussakmi anne I Samindara Baine i rate ri ballaka. (cerita 4, paragraf 7) 
‘Gelisahlah Samindara Baine ini di atas rumah.’ 














No. Data Kalimat 
(4:7) 10 Lussakmi Anne I I rate ri 
samindara baine ballaka 
F P S Ket. 
P Keadaan Pengalam Tempat 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pengalam. 

6) Anne I Samindara Baine amminawang tongi ri boko. (cerita 4, paragraf 9) 
‘I Samindara Baine ini mengikut dari belakang.’ 














No. Data Kalimat 
(4:9) 8 Anne I Amminawang tongi Ri boko 
samindara 
baine 
F S P Ket. 
P Pelaku Perbuatan Tempat 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa ‘anne’ merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

7) Na anne karaenga tuli naparipakmaiki bainenna I Baso. (cerita 5, paragraf 3) 
‘Akan tetapi raja ini selalu menaruh hati kepada istri I Baso.’ 
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No. Data Kalimat 
(5:3) 9 Na anne Tuli Bainenna I Baso 
karaeng naparipakmaiki 
F S P O Pel. 
P Pelaku Perbuatan Penderita Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

8) Na anne I Baso lintakmi ammoterek ri ballakna na napauang bainenna. (cerita 
5, paragraf 4) 
‘Setelah ini, pulanglah I Baso ke rumahnya kemudian hal itu disampaikannya 














kepada istrinya.’ 
No. Data Kalimat 
(5:4) 6 Na anne I Lintakmi Ri ballakna Na 
Baso ammoterek napauang 
bainenna 
F S P Ket. O 
P Pelaku Perbuatan Tempat Penerima 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

9) Kipinawang tongi sedeng anne pattujungku. (cerita 5, paragraf 4) 
‘Aku harap kakanda sudi mengikuti keinginanku ini.” 














No. Data Kalimat 
(5:4) 8 Ki Pinawang tongi Anne 
pattujungku 
F S P ke) 
P Pengalam Perbuatan Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran peserta. 

10) Na anne karaenga natayammi Tuang Kadi kabattuanna anngerang kabarak ka 
singarakmi alloa. (cerita 5, paragraf 7) 
“Sang raja ini sudah gelisah menunggu kedatangan Tuan Kadi membawa berita 
karena hari sudah terang. 














No. Data Kalimat 
(5:7) 12 Na anne Natayammi Tuang kadi Kabattuanna 
karaenga anngerang kabarak 
ka singarakmialoa 
F S P O Ket. 
P Pelaku Perbuatan Penderita Waktu 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

11) Anne lapong tau toa mange ammalli gumbang batu. (cerita 7, paragraf 2) 
“Pergilah orang tua ini membeli gumbang.” 
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No. Data Kalimat 
(7:2) 3 anne lapong Mange ammalli Gumbang 
tau toa batu 
F S P O 
P Pelaku Perbuatan Alat 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anne merupakan 

pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 
12) Jari, anne patti kupisanga doek bonena la kupaballi panngassengang. (cerita 

12, paragraf 2) 

‘Jadi, peti yang saya bawa ini berisi uang, hendak kutukar dengan ilmu 














pengetahuan.’ 
No. Data Kalimat 
(12:2)10 Jari, anne Ku pisanga Doek bonena La kupaballi 
patti panngassengang 
F O S P Pel. Ket. 
P Alat Pelaku Perbuatan Alat Pemerolehan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anne merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran alat. 

13) Nakanamo lapong Pesok, “bajikang punna anne bulaenga nierangi ammoterek 
ri pakrasanganta sikira-kira akkullea todong nierang. (cerita 13, paragraf 12) 
‘Berkatalah si Lumpuh, “baiklah kita bawa emas-emas ini semampu yang kita 














bawa.’ 
No. Data Kalimat 
(13:12) 1 Nakanamo  Lapong pesok Bajikangpunna Nierangi ammoterek 
anne bulaenga ripakrasanganta sikira- 
kira akkullea todong 
nierang 
F P S O Ket. 
P Perbuatan Pelaku Alat Tempat 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anne merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran alat. 

b. Fungsi dan Peran Pronomina Penunjuk: Anjo 
Fungsi dan peran pronomina penunjuk anjo pada teks cerita rakyat Makassar 
dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) Z lalanna anjo romanga niak todong sikayu tedong annganre rukuk. (cerita 1, 














paragraf 1) 
‘Adapun kerbau yang sementara makan rumput di dalam hutan itu.’ 
No. Data Kalimat 
(1:1)2 I lalanna Niak todong Angganre Rukuk 
anjo siyaku tedong 
romanga 
F Ket. S P O 
P Tempat Pelaku Perbuatan Penderita 
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Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi keterangan dan mengisi peran 














tempat. 
2) Ri rampikna anjo romanga niak todong sekre karaeng ammantang. (cerita 1, 
paragraf 2) 
“Di dekat hutan itu tinggal pula seorang raja.” 
No. Data Kalimat 
(1:2)2 Rirampikna niak todong ammantang 
anjo sekre karaeng 
romanga 
F Ket. S P 
P Tempat Pelaku Perbuatan 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi keterangan dan mengisi peran 
tempat. 

3) Anjo karaenga niak tallu anakna sannging burakne. (cerita 1, paragraf 2) 
‘Raja itu mempunyai tiga orang anak, semuanya laki-laki.’ 














No. Data Kalimat 
(1:2)2 Anjo Niak tallu Sannging 
karaenga anakna burakne 
F S O Ket. 
P Pelaku Terjumlah Pengenal 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

4) Na anjo anak karaeng tallua sisarikbattang ammempo-mempoi accokko ri 
bokona ballakna anakna Pung Tedong. (cerita 1, paragraf 10) 
‘Ketiga putra raja itu sedang duduk-duduk sambil bersembunyi di belakang 
rumah putri kerbau.’ 














No. Data Kalimat 
(1:10) 8 Na Anjo anak Ammempo- Ri bokona Anaknapung 
karaeng tallua = mempoiaccokko ballakna tedong 
sisarikbattang 
F S P Ket. O 
P Pelaku Perbuatan Tempat Penderita 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

5) Apaji nalarimo anjo Pung Tedong, ammakna I Puttiri Lila Sari. (cerita 1, 
paragraf 17) 
‘Kerbau itu pun berlari, ibu Si Putri Lila Sari.’ 
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No. Data Kalimat 
(1:17)1 Apajinalarimo Anjo pung I Puttiri Lila 
tedong, Sari 
ammakna 
F P S O 
P Perbuatan Pelaku Penderita 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

6) Anjo wattua manna ballak takkekbuk ngaseng. (cerita 2, paragraf 1) 
‘Saat itu semua pintu rumah tertutup rapat.” 














No. Data Kalimat 
(2:1)7 Anjo wattua Manna ballak Takkekbuk 
ngaseng 
F Ket. S P 
P Waktu Tempat Keadaan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi keterangan dan mengisi peran 
waktu. 

7) Nakanamo anjo taua, “asea ri Lonjok Boko garringi.” (cerita 2, paragraf 2) 
‘Menyahutlah orang itu, “Karena padi di Lonjok Boko rusak.” 














No. Data Kalimat 
(2:2) 4 Nakanamo Anjo taua Asea Ri lonjok Garringi 
boko 
F P S O Ket. Pel. 
P Perbuatan Pelaku Penderita Tempat Keadaan 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

8) Anjo Adang Daeng Makleok sikali nabukubuk kabusuki selekna. (cerita 2, 
paragraf 23) 
‘Adapun Adam Daeng Makleok itu langsung melepaskan atau mencabut 
seluruh kerisnya dari sarungnya.’ 














No. Data Kalimat 
(2:23) 1 Anjo adang daeng Sikali nabukbuk Selekna 
makleok kabusuki 
F P S O 
P Perbuatan Pelaku Penderita 
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Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

9) Na anjo lapong tukalumannyang niak anakna sitau burakne nikana I 
Makuraga. (cerita 3, paragraf 2) 
‘Orang kaya itu mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama I 














Makuraga.” 
No. Data Kalimat 
(3:2) 1 Na anjo lapong Niak anakna Sitau burakne nikana I 
tukalumannyang makuraga 
F S P O Ket. 
P Pelaku Keadaan Pengalam Pengenal 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pelaku. 

10) Naanjo bainenna akkoko tonji. (cerita 3, paragraf 2) 
‘Adapun istrinya itu hanya bekerja di kebun.’ 














No. Data Kalimat 
(3:2) 10 Na anjo baine Na Akkoko 
tonji 
F S O P 
P Pengalam Peserta Keadaan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
pengalam. 

11) Anjo karaenga niak anakna sitau burakne. (cerita 4, paragraf 1) 
“Raja itu mempunyai seorang anak laki-laki.” 














No. Data Kalimat 
(4:1)2 Anjo karaenga Niak anakna Sitau burakne 
F S P O Ket. 
P Pelaku Keadaan Pengalam Pengenal 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

12) Anjo anakna niarengi nikana I Taruk Mallintotokeng. (cerita 4, paragraf 1) 
‘Anak itu diberi nama I Taruk Mallintotokeng.’ 














No. Data Kalimat 
(4:1)3 Anjo anak Na Niarengi I taruk 
nikana mallintotokeng 
F S O p Ket. 
P Penerima Pelaku Perbuatan Pengenal 
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Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
penerima. 
13) Anjo anak bainea nikana iareka naarengi I Samindara Baine. (cerita 4, 
paragraf 1) 
“Anak perempuan itu diberi nama I Samindara Baine.” 














No. Data Kalimat 
(4:1) 5 Anjo anak bainea Nikanaiareka Na Arengi I 
samindara baine 
F S P O Ket. 
P Penerima Perbuatan Pelaku Pengenal 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran 
penerima. 

14) Apaji na naallemo I Baso anjo kurungang tallumbatua naerang ammoterek 
mange ri ballakna. (cerita 5, paragraf 5) 
‘Diambillah ketiga buah kurungan besi itu lalu dibawanya pulang ke 














rumahnya.’ 
No Data Kalimat 
Apaji na Naerang 
(5:) 8 PU 1 Baso Anjo kurungana ammoterek 
naallemo : 
Mange ri ballakna 
F P S Tallumbatua Ket 
P Perbuatan Pelaku O Tempat 





Penderita 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran 
penderita. 

15) Na anjo koncina kamaraka kuboliki i lalanna pattia. (cerita 12, paragraf 18) 
‘Sedang kunci kamar itu saya simpan di dalam peti.” 














No Data Kalimat 
na anjo 
(5:) 8 koncina ku Boliki I lalanna pattia 
kamarak 
F O S P Ket 
P Alat Pelaku Perbuatan Keberadaan 








Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjo merupakan 
pronomina penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran alat. 
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c. Fungsi dan Peran Pronomina Penunjuk Bentuk Lain: Antu 
Fungsi dan peran pronomina penunjuk antu pada teks cerita rakyat Makassar 
dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) Ammakku antu, manna tedong, manna olok-olok ka iami ampakniaki liserek 
matangku. (cerita 1, paragraf 18) 
“Ibuku itu, biarpun kerbau, biarpun ia binatang tetapi dialah yang menyebabkan 














kelahiranku.” 
No Data Kalimat 
Ammakku 
(1:18) 13 oni an NG Ka iami ampakniki Liserek matangku 
tedong manna 

olok-olok 

F S P O 

Ẹ Pelaku Perbuatan Dikenal 








Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa antu merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi subjek dan mengisi peran pelaku. 

2) “Punna nutakbangi antu buloa taena nakkulle nubesok naung, passanngalinna 
nubesok naikpi ri cappakna.” (cerita 2, paragraf 18) 
“Kalau engkau telah menebang kayu bambu itu, janganlah engkau tarik melalui 
pangkalnya melainkan tariklah melalui ujungnya.” 














No. Data Kalimat 
Taena nakkulle 
Ant nubesok 
(2:18) 3 punna nu takbangi naung, passangalinna 
buloa eae 
nubesok naikpi ri 
cappakna 
F - S P O Ket. 
P - Pelaku Perbuatan Penderita Cara 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa antu merupakan pronomina 
penunjuk yang menunjang fungsi objek dan mengisi peran penderita. 


2. Deskripsi Fungsi dan Peran Kana Passambe Tampak ‘Pronomina Tempat’ 

Hasil analisis fungsi dan peran kana passambe tampak ‘pronomina tempat’ pada teks 

cerita rakyat Makassar adalah sebagai berikut. 

a. Fungsi dan Peran Pronomina Tempat: Anjoreng 
Fungsi dan peran pronomina tempat anjoreng pada teks cerita rakyat Makassar 
dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) Tuli i lalanna anjoreng anjo tedonga ammantang. (cerita 1, paragraf 1) 

‘Kerbau itu selalu tinggal di dalam hutan tadi.” 
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No. Data Kalimat 
(1:1) 3 Tuli I lalanna anjoreng Anjo tedonga Ammantang 
F Ket.Tempat S P 
P Tempat Pelaku Perbuatan 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjoreng merupakan 
pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan tempat dan peran tempat. 

2) Tasallo-salloai anjoreng niak tommi battu pung Tedong, ka battumi seng 
napakboyang kanre siagang jeknek inung anakna. (cerita 1, paragraf 10) 
‘Setelah beberapa lama berada di situ tiba-tiba datanglah kerbau itu, ia baru saja 
kembali mencari makanan dan minuman untuk anak-anaknya.’ 














No. Data Kalimat 
(1:10) 5 Tasallo-salloai Pung Tedong Ka battumi seng Kanre siagang anakna 
nujerong niak napakboyang Jeknek inung 
tommi battu 
F Ket. Tempat S P O Pel 
P Tempat Pelaku Perbuatan Pengalam Penerima 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anjoreng merupakan 
pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan tempat dan peran tempat. 
b. Fungsi dan Peran Pronomina Tempat: Anrinni 
Fungsi dan peran pronomina tempat anrinni pada teks cerita rakyat Makassar 
dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) “E, I Taruk Mallintotokeng mae-mae saiko anrinni ri ampikku, niak erok 
kupauangko.” (cerita 4, paragraf 2) 
‘Kemarilah engkau bersama dengan suamimu, saya ingin menyampaikan 
sesuatu padamu dan suamimu.’ 














No.Data kalimat 
(4:2)5 E.T Taruk Mae-mae Anrinni ri Ku Niak erok 
Mallintotokeng Saiko Ampik kupauangko 
F S P Ket. Tempat O Ket. 
P Penerima Perbuatan Keberadaan Pelaku Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anrinni merupakan 
pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan tempat dan peran 











keberadaan. 
2) “Naung mako pale mae anrinni ri birinna binangaya.” (cerita 6, paragraf 
2) 
“Turunlah kamu di sini ke tepi sungai.” 
No.Data Kalimat 
(2:18) 3 punna nu takbangi antu Taena nakkulle nu 
buloa besok naung, 
passangalinna 
nubesok naikpi ri 
caappakna 
F S P O Ket 
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P Pelaku Perbuatan Penderita Cara 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa anrinni merupakan 
pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan tempat dan mengisi 
peran keberadaan. 

3) Niakkak anrinni mae. (cerita 14, paragraf 10) 
“Saya sudah ada di sini.” 














No. Data Kalimat 

(14:10) 4 niak ak Anrinni mae 
F P S Ket. Tempat 
P Keadaan Pelaku Keberadaan 





Berdasarkan analisis data tersebut, dinyatakan bahwa anrinni merupakan 
pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan tempat dan mengisi 
peran keberadaan. 
c. Fungsi dan Peran Pronomina Tempat Bentuk Lain: Antureng 
Fungsi dan peran pronomina tempat antureng pada teks cerita rakyat 
Makassar dapat ditunjukkan oleh data berikut: 
1) “Apa antu nugaukang i rawa antureng sarikbattang?.” (cerita 6, 
paragraf 10) 
“Apa gerangan yang kamu tunggu di dalam jurang itu.” 














No. Data Kalimat 
(6:10) 1 apa antu Gaukang I rawa antureng Sarikbattang 
nu 
F S P Ket.Tempat Pel. 
P Pelaku Perbuatan Keberadaan Peserta 





Berdasarkan analisis data di atas, dinyatakan bahwa antureng 
merupakan pronomina tempat yang mengisi fungsi keterangan 
tempat dan peran keberadaan. 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga simpulan: (1.) Fungsi dan peran kana 
passambe kale “pronomina persona' yang terdiri atas pronomina persona pertama, 
kedua, dan ketiga (tunggal dan jamak) pada teks cerita rakyat Makassar ditemukan dua 
fungsi, yakni fungsi sebagai objek dan subjek beserta tiga peran, yakni peran penderita, 
pelaku, dan penerima. Lebih lanjut, fungsi dan peran tersebut dirincikan sebagai berikut: 
mengisi fungsi objek dan peran penderita, fungsi subjek dan peran pelaku, fungsi objek 
dan peran penerima, fungsi subjek dan peran penderita, serta fungsi subjek dan peran 
penerima. (2.) Fungsi dan peran kana passambe panjojjok “pronomina penunjuk” pada 
teks cerita rakyat Makassar ditemukan tiga fungsi, yakni fungsi atribut subjek, fungsi 
atribut objek, dan fungsi keterangan beserta delapan peran, yakni peran pelaku, 
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pengalam, peserta, alat, tempat, waktu, penerima, dan penderita. Yang membedakan 
kana passambe kale “pronomina persona? dengan kana passambe panjojjok “pronomina 
penunjuk” adalah pronomina penunjuk hanya berfungsi sebagai atribut dari fungsi 
utama. Dalam artian, walaupun pronomina penunjuk tersebut tidak ada atau 
dihilangkan, fungsi utama dari kata yang ditunjang dapat tetap berdiri sebagai satu 
kesatuan yang utuh. Lebih lanjut, fungsi dan peran tersebut dirincikan sebagai berikut: 
fungsi atribut subjek dan peran pelaku, fungsi atribut subjek dan peran pengalam, fungsi 
atribut objek dan peran peserta, fungsi atribut objek dan peran alat, fungsi keterangan 
dan peran tempat, fungsi keterangan dan peran waktu, fungsi atribut subjek dan peran 
penerima, serta fungsi atribut objek dan peran penderita. (3.) Fungsi dan peran kana 
passambe tampak “pronomina tempat” pada teks cerita rakyat Makassar hanya 
ditemukan satu fungsi, yakni fungsi keterangan beserta dua peran, yakni peran tempat 
dan keberadaan. Lebih lanjut, fungsi dan peran tersebut dirincikan sebagai berikut: 
mengisi fungsi keterangan dan peran tempat serta mengisi fungsi keterangan dan peran 
keberadaan. 
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Abstract 


NKRI is again a country where the establishment is the result of funds with citizens 
of the Republic of Indonesia whose religious background is different from each 
other. The purpose of this writing is to know the emergence of the beautiful and 
also the solution in the time of the emergence of people in the midst of their people. 
The focus of this research is the material of Islamic Religious Education, Pancasila 
Education and Citizenship that is internalized since the age of PAUD / TK, SD / 
MI, SMP / MTs, SMA / MA / Higher Education. A writer's author is a kind of 
research literature. Data or materials for which research is a good name book, 
articles in journals, articles on blogspot, articles in magazines, newsletters, 
reported in magazines, all data sing6 with the title of this study. Analyze the data by 
reducing, miserable, summarizing for solutions in the midst of the emergence of 
making beautiful beautiful. The results of his research directed that various parties 
both Akedemisi, The state with its laws and educational practitioners has emerged 
although it has sometimes still emerged, then with the integration of materials Of 
Islamic Religious Education and Pancasila Education and Citizenship education 
level PAUD / TK / BA up to higher education can be another solution in countering 
radicals by means of a material Islamic Religious Education and Education 
Pancasila and Citizenship (Four Pillars of Nationality and the symbol of the state 
so the main material in Education and Citizenship) and internalize that the Four 
Pillars of Nationality part of the Islamic regulations results ijtihad scholars who 
have agreed, therefore Muslims do not dare to decorate. 


Keywords: integration; theory; islamic education; pancasila and civic education; 
radicalism 


Abstrak 
NKRI adalah sebuah negara dimana berdirinya merupakan hasil kesepakatan 
bersama warga NKRI yang memiliki latar belakang agama yang berbeda satu 
dengan yang lain. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pencegahan 
munculnya radikalisme dan menawarkan solusi tambahan dalam mencegah 
munculnya radikalisme. Fokus penelitian ini adalah mengamati materi Pendidikan 
Agama Islam, Pendidikan Pancasila. dan Kewarganegaraan yang 
diinternaisasikanlkan sejak usia PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/ 
Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian literatur. 
Data atau bahan untuk menyelesaikan penelitian ini diambil dari buku, artikel di 
jurnal, artikel di blogspot, artikel di majalah, buletin, report di majalah, yang semua 
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data sesuai dengan judul penelitian ini. Analisa datanya dengan mereduksi, 
mengedit, meringkas membahas untuk menambahkan solusi dalam mencegah 
munculnya radikalisme kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa berbagai pihak baik Akedemisi, Negara dengan sanksi 
hukumnya dan praktisi Pendidikan sudah mencegah munculnya walau sudah 
mereda tetapi sekali waktu masih muncul maka dengan integrasi materi Pendidikan 
Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari tingkat 
pendidikan PAUD/TK/BA sampai dengan Perguruan Tinggi dapat menjadi solusi 
lain dalam menangkal radikalisme dengan cara mengintegrasikan materi 
Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(Empat 
Pilar Kebangsaan dan lambang negara sebagai materi pokok dalam Pendidikan dan 
Kewarganegaraan) dan menginternalisasikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan 
bagian dari peraturan Islam sebagai hasil ijtihad ulama yang sudah disepakati, 
dengan begitu muslim tidak berani menghianati kesepakatan. 


Kata Kunci: integrasi; materi; pendidikan agama islam; pendidikan pancasila dan 
kewarganegaraan; radikalisme 


Pendahuluan 
Radikalisme manampakan diri pada saat tertentu sebagai bukti bahwa ada 


sebagaian kecil muslim masih menginginkan peraturan Islam yang ada dalam Al Qur'an 
dan Al Hadits dijadikan peraturan positif dalam segala aspek kehidupan manusia 
termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

NKRI adalah sebuah negara dimana berdirinya merupakan hasil kesepakatan 
bersama warga NKRI yang memiliki latar belakang agama yang berbeda satu dengan 
yang lain (Arifin, Zainal, 2020) sedikitnya saat itu ada lima agama yang diakui oleh 
Negara, salah satunya adalah Islam. 

Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas warga NKRI. Islam mengatur 
segala aspek kehidupan baik tata keimanan, tata norma atau peraturan, dan tata nilai 
perkataan dan perbuatan manusia. Termasuk dalam tata norma atau peraturan adalah 
hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dilandasi pada iman 
pada Allah dan peraturanNya, agar muslim dimana saja berada selalu mendatangkan 
rahmat bagi semua alam yaitu alam manusia, tumbuh tumbuhan, hewan dan lingkungan 
alam. Muslim sebagai warga NKRI juga berhak mendapat pendidikan Pancasila dan 
kewarganegaraan. 

Pancasila adalah dasar falsafah NKRI yang wajib dipelajari, difahami, dihayati 
dan diamalkan oleh tiap warga NKRI. Kewaganegaraan adalah ikatan hukum antara 
negara dengan warganya yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ilmu 
tentang kewarganegaraan ini juga wajib dipelajari, difahami, dihayati dan diamalkan 
oleh keduanya yaitu negara dan warga negaranya. 

Islam, Pancasila dan kewarganegaraan merupakan peraturan yang harus dipelajari, 
difahami, dihayati, diamalkan dan tertanam pada diri tiap warga NKRI muslim dan non 
muslim sehingga antar warga negara mampu beinteraksi dengan baik, harmoni dan 
tolong menolong dalam kebaikan untuk membangun NKRI menjadi hunian yang aman 
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tentram, damai, sejahtera, jauh dari curiga dan permusuhan. Oleh karena itu perlu 
adanya integrasi materi bahan ajar Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan tanpa memisahkan program studi Pendidikan Agama 
Islam, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

Integrasi materi atau bahan ajar Pendidikan Agama Islam dengan Pancasila dan 
Kewarganegaraan diharapkan radikalisme terkikis karena tidak ada kesalahfahaman 
antara Islam, Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan alasan ini maka penulis 
mengadakan penelitian literasi tentang Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pentingnya penelitian ini dilkukan untuk 
menambah solusi dalam mencegah munculnya radikalisme 

Berbagai pihak sudah mengantisipasi munculnya radikalisme antara lain adalah 
praktisi pendidikan dengan membuat artikel dengan judul 1. Pencegahan Paham 
Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multukulturalisme pada Siswa MAN 
Kediri 1, artikel ini memberi solusi dengan cara memberi materi tentang wawasan 
kebangsaan yaitu nilai persatuan dan kesatuan, toleransi, multicultural, radikalisme dan 
terorisme. (Salim, Suryanto, & Widodo, 2018) 2. Moderasi Kurikulum Perguruan 
Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia. Artikel ini menawarkan solusi 
untuk menghalangi munculnya radikalisme dengan memoderasi kurikulum perguruan 
tinggi Islam dengan mengitegrasi semua ilmu dengan Islam; menampilkan teologi 
rahmatan lil'alamiin yang merupakan ciri Islam yang damai, penuh kasih sayang, anti 
kekerasan, menyapa semua manusia tanpa melihat latarbelakang budaya dan agama; 
mengharmonisasikan nilai nilai jawa dan nilai nilai Islam; membangun kurikulum anti 
radikalisme Perguruan Tinggi Islam; evaluasi pembelajaran yang berorientasi 
multikultural; program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral; 
integritas nilai Pluralitas dalam kurikulum, metode pembelajaran yang 
multikulturalisme, (Ekawati & Sirin, 2018)3. Selain kedua penelitian diatas, peneliti 
lain menyebutkan bahwa Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Sekolah 
dengan cara proses pembelajaran dan diluar proses pembelajaran; memperkuat faktor 
pendukung strategi pencegahan dan penyebaran paham radikalisme dan melemahkan 
faktor penghambat pencegahan dan penyebaran paham radikalisme. (Sary, 2017), 
perbedaan dengan penelitian ini dengan hasil penelitian kesatu, kedua, dan ketiga diatas 
adalah peneliti hanya fokus pada meteri atau bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimana ketiganya merupakan pedoman 
hidup manusia yang menjadi warga negara NKRI. Dan ketiganya diperkenalkan kepada 
peserta didik mulai usia Pendidikan anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (Raudatul 
Athfal), Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah), Sekolah Menengah Pertama (Madrasah 
Tsanawiyah), Sekolah Menengah Atas (Madrasah Aliyah) dan Perguruan Tinggi 
(Umum dan Islam) 

Pencegahan dan penyebaran paham radikalisme tidak hanya dilakukan oleh 
praktisi pendidikan tapi juga oleh negara. Asumsi dasar dari penulisan ini adalah 
integrasi materi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan mampu mencegah Radikalisme 
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Fokus dari penulisan ini adalah integrasi materi atau bahan ajar Pendidikan 
Agama Islam dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan penulisan ini 
adalah untuk mengetahui integrasi materi atau bahan ajar Pendidikan Agama Islam 
dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Manfaat penulisan ini adalah untuk menambah wawasan warga NKRI dimana 
antar Islam, Pancasila dan Kewarganegaraan tidak ada pertentangan; Menambah iman 
dan taqwa muslim pada Allah dan peraturanNya yang sebagaian teruang dalam 
peraturan Sila Sila Pancasila dan dalam peraturan negara dalam segala aspek kehidupan; 
menambah wawasan luas bagi warga NKRI non muslim bahwa Pancasila dan 
Kewarganegaraanan bisa diintegrasikan pada agama yang mereka anut; menambah 
kreatifitas pendidik Pendidikan Agama Islam dan pendidik Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dengan penekanan pada peserta didik bahwa Pancasila dan 
Kewarganegaraan adalah salah satu peraturan Islam atau agama lain. 

Kebaruan ilmiah tulisan ini adalah integriasi materi atau bahan ajar Pendidikan 
Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedangkan artikel diatas 
diintegrasikan dengan multidisiplin ilmu lain dimana perkataan dan perbuatan warga 
NKRI belum berdasarkan landasan yang kuat. Integrasi materi atau bahan ajar 
Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu 
mencegah radikalisme, karena perkataan dan perbuatan warga NKRI berdasarkan 
landasan yang kuat, dimana empat pilar kebangsaan (Pancasila, Undang Undang Dasar 
Negara. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan hasil ijtihat ulama dengan begitu 
menjadi bagaian dari peraturan Islam, atau terintegrasi dengan Islam. 


Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian literatur. Data atau bahan 
untuk menyelesaikan penelitian ini diambil dari buku, artikel di jurnal, artikel di 
blogspot, artikel di majalah, buletin, report di majalah, yang semua data sesuai dengan 
judul penelitian ini. 

Analisa datanya adalah data yang terkumpul penulis analisa dengan mereduksi, 
mengedit, meringkas untuk mendapatkan data sebagai jawaban dari asumsi dasar dalam 
penelitian dan kemudian dibahas menambahkan solusi untuk pencegahan munculnya 
radikalisme dan ditarik kesimpulan. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
1. Integrasi 
Integrasia dalah pembahuran sesuatu sehingga menjadi kesatuan yang utuh 


(Kamus Basar Bahasa Indonesia). Pembahuran ini bisa terjadi antara peraturan 
peraturan, baik peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun peraturan 
yang berupa peraturan positif, atau pembahuran fungsional antara fungsi yang 
ada pada lembaga lembaga di masyarakat atau pembahuran koersif karena 
memiliki kekuasaan, yaitu penyatuan antara wewenang dengan tindakan yang 
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harus diambil oleh penguasa untuk menghentikan kerusuhan. Jadi integrasi 
adalah penyatuan perturan dari berbagai sumber peraturan, seperti peraturan 
agama disatukan dengan peraturan yang merupakan hasil ijtihad ulama tanpa 
mengurangi fungsi masing masing, atau penyatuan fungsi dari berbagai sumber 
yang mempunyai sumber, fungsi, atau penyatuan antara wewenang dengan 
tindakan yang harus diambil oleh penguasa untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Diantara integrasi tersebut adalah integrasi Materi Pendidikan Agama 
Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi Pendidikan 
merupakan salah satu dari faktor atau kompenen pendidikan, yang terdiri dari 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam 
rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan atau materi yang 
diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, cerdas, akhlak mulia serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara kearah yang lebih baik lagi 
(Tabroni, 2020) Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat, ada syarat utama pemilihan materi pendidikan yang 
disampaikan pada peserta didik yaitu: materi harus sesuai dengan tujuan 
pendidikan; materi harus sesuai dengan peserta didik (Ihsa, 2011) 


2. Materi Pendidikan Agama Islam 
Salah satu materi pendidikana adalah Pendidikan Agama Islam. 


Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan rencana yang dilaksanakan 
oleh orang dewasa pada peserta didik agar mampu mengembangkan potensi 
yang dibawa sejak lahir sehingga peserta didik beriman, bertaqwa, berwawasan 
luas cerdas, trampil, kreasi penuh inovasi yang kontruktif. Pendidikan Agama 
Islam merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujan 
pendidikan tersebut. Materi pendidikan agama Islam merupakan materi untuk 
menenambah wawasan tentang Islam termasuk didalamnya adalah sumber 
peraturan yang dijadikan pedoman hidup yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan 
oleh warga NKRI, karena Islam itu seperangkat peraturan dimana peraturannya 
tidak hanya diambil dari Al Qur'an dan Al Hadits saja tapi juga hasil ijtihad. 
Diantara hasil ijtihad ulama adalah .Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 
demikian juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Islam membuat manusia hidup 
teratur, tentram damai sejahtera dimana manusia tersebut berada dibelahan dunia 
manapun. Islam seperangkat peraturan yang dibuat oleh Allah yang diajarkan 
oleh para nabi di berbagai tempat dan waktu mulai Nabi Adam sampai dengan 
Nabi Muhammad secara umum dan secara khusus Islam adalah seperangkat 
peraturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shalalloho “alaihi wassalam. 
Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik terkait tata 
keimanan (Iman dan taqwa atau aqidah); tata norma yaitu mengatur hubungan 
manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (syariah 
atau Islam dalam arti sempit); dan tata nilai untuk menilai perkataan perbutan 
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dan sikap manusia. Secara garis besar materi Pendidikan Agama Islam adalah 
Aqidah, syareat dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan karena aqidah adalah 
fondasi dari syariah artinya syariah dilaksanakan karena ada dasar hukum dari 
aqidah, jika syariah dilaksanakan atas dasar aqidah maka muncul akhlakul 
karimah atau mulia, dari akhlakul karimah atau mulia ini dapat diketahui 
kualitas perkataan, perbuatan dan sikap mnusia. Aqidah, syariah dan akhlak 
adalah ruang lingkup Pendidikan Agama Islam. 

Tata keimanan dalam Islam (aqidah) adalah manusia iman kepada Allah, 
Malaikat, Kitab kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah, Hari Akhirat, Qadla dan 
Qadar. Manusia diajak percaya pada kitab Allah, karena didalamnya ada 
peraturan Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Peraturan 
tersebut disebut syariah. 

Syariah atau juga dikenal dengan nama hukum Islam adalah peraturan 
Allah baik yang tercantum dalam Al Qur'an, Al Hadits dan hasil ijtihad ulama. 
Peraturan ini yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan 
manusia, manusia dengan alam semesta. Salah satunya adalah peraturan tentang 
hubungan warga negara dengan negara. 

Negara dalam perspektif Islam dengan mengacu negara Islam yang 
dipimpin oleh Nabi Muhammad dan sesudahnya yaitu masa khilafaur Rosyidin. 
Madinah merupakan suatu negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad juga 
memiliki hirarki sumber hukum negara, top learder, tiga kekuasan 
politik/lembaga kekuasaan, wilayah, warga negara (Anwari & Nursikin, 2020). 
Secara garis besar Islam mengatur hubungan warga negara dengan negara, 
lembaga lembaga kekuasaan politik, peraturan peraturan yang telah disepakati 
bersama dan peraturan yang merupakan keturunan dari peraturan yang telah 
disepakati, karena peraturan itu semua merupakan hasil ijtihad ulama. Muslim 
dilarang untuk berhianat terhadap peraturan yang telah disepakati termasuk 
didalamnya empat pilar kebangsaan yang merupakan acuan hidup berbangsa dan 
bernegara muslim di NKRI. Muslim wajib menjadi warga NKRI yang baik dan 
wajib mendatangkan rahmatan lilalamiin. 

Warga negara yang baik menurut Islam adalah warga negara yang 
bertuhan, toleransi, taat hukum, bekerja sama dalam kebaikan, berakhlakul 
karimah, zuhud, ganaah, syajaah. hilmun, iffah, bekerja keras, bekerja cerdas, 
bekerja tuntas, bekerja sesuai dengan standar operasional pekerjaan (SOP), 
shidig, amanah, tbaligh, fathonah, sabar, tawakal dan ridlo. 


Materi Pendidikan Agama Islam di Berbagai Tingkat Pendidikan 
Warga NKRI membutuhkan Pendidikan Agama Islam agar menjadi warga 


negara yang baik yaitu materi Pendidikan Islam. tujuan tersebut tercapai jika 
materi Pendidikan Agama Islam disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. 
Materi pendidikan agama Islam sesuai dengan tujuan dan tingkat usia yaitu 
pada: Materi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal (TK/BA). Materi 
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pendidikan agama Islam untuk peserta didik pada PAUD tidak ada beda dengan 
materi untuk peserta didik pada TK.TK dapat diringkas sebagai berikut adalah: 
Aqidah (Keimanan). Materi Pendidikan Agama Islam di bidang aqidah 
didalamnya adalah iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Allah, Nabi dan Rasul, 
Hari Kiamat, Qadla dan Qadar; Syari'ah (Ibadah). Materi Pendidikan Agama 
Islam di bidang ibadah peserta didik diperkenalkan tentang wudlu dan sholat 
baik teori maupun praktek; Akhlak (Budi Pekerti).Materi Pendidikan Agama 
Islam di bidang Akhlak peserta didik diperkenalkan berbuat baik pada semua 
orang baik dalam lingkup sempit maupun luas (Muthmainnah, 2017); Materi 
Pendidikan Agama Islam di PAUD/BA merupakan fondasi dasar dari Islam agar 
nantinya dikembangkan sesuai dengan usianya, begitu juga materi Pendidikan 
Agama Islam ditambahkan sesuai dengan usianya, sehingga terinternalisasi 
dengan mudah dan tidak terpengaruh hal yang didoktrin dalam waktu singkat 
guna merugikan diri sendiri, orang lain, Islam, bangsa dan negara. 

Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah 
Dasar/MI pada: Bidang Aqidah. Materi Pendidikan Agama Islam di bidang 
akidah masih terkait dengan iman kepada Allah dan segala sifat sifatNya dan 
iman kepada Nabi atau Rasul beserta nama namanya; Bidang IbadahMateri 
Pendidikan Agama Islam di bidang ibadah adalah terkait dengan wudlu, sholat 
dan membaca Al Qur'an; Bidang Akhlak. Materi Pendidikan Agama Islam di 
bidang Akhlak adalah terkait dengan kasih sayang Allah dan Nabi Muhammad 
kepada manusia, tentang kualitas diri seperti shidiq, amanh, tabligh fathonah, 
kerja keras, peduli lingkungan manusia, hewan dan alam lingkungan. Peserta 
didik mendapat porsi banyak dalam hal pembinaan akhlak pada Allah, manusia, 
dan lingkungan alam (Shunhaji, 2019). Materi Pendidikan Agama Islam untuk 
peserta didik pada SD/MI lebih ditekankan pada bidang akhlaq yaitu peserta 
didik memilikikarakter zuhud, qana'ah, syaja'ah, hilmun, iffah, kerja keras, 
istiqoamah/rajin, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja sesuai Standar Operasional 
Pekerjaan (SOP), sabar, tawakal, ridlo akan qadla dan takdir Allah. 

Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah Akidah.Materi Pendidikan 
Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah dalam bidang aqidah adalah Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab 
Allah, Nabi dan Hari Akhirat. Ilmu.Makanan. Qurban, aqiqah, sejarah Islam; 
Syariah. Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam bidang Syariah adalah 
Toharoh, Shalat, Puasa, zakat, hajji Politik (Khalifah); Akhlaq.Materi 
Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam bidang Syariah adalah Shidiq,amanah, 
istiqomah, birrul walidain, zuhud, qanaah. hilmun, iffah, syaja'ah, tawadlu’, 
sabar, tawakkal, ridlo, adab penyembelihan hewan, tolearansi (Geograpik, 
2020). 
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Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah 
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah adalah Akidah.Materi Pendidikan Agama 
Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam 
bidang akidah adalah Asma'ul Husna, Malaikat Allah,Kitab Allah, Rasul Rasul 
Allah, Qadlao dan Qadar, Hari Akhir, Ilmu, Hidup dengan Kemuliaan; Syari'ah. 
Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah 
Atas dalam bidang Syari'ah adalah Zakat, Haji, Waqaf, Ekonomi Islam, 
Pergaulan bebas dan zina, Masa Kejayaan Islam, Mawaris, Pengurusan Jenazah, 
Rumah Tangga; Akhlaq. Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik 
pada Sekolah Menengah Atas dalam bidang Akhlaq adalah Shidiq, Berbusana 
Muslim. Saling Menasehati, Menghormati Orang Tua dan Guru, Keragaman dan 
Demokrasi, Toleransi, Ihsan, Taat, Kompetensi, Etos Kerja, Dakwah Rasulullah 
di Madinah (Aladdiin & PS, 2019); Sumber Hukum Islam Materi Pendidikan 
Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dalam bidang 
Hirarki Sumber Hukum Islam adalah Al Qur'an, Al Hadits, Ar Ro'yu, 
Pembaharuan Peraturan Islam sebagai hasil ijtihad Ulama (Negara, Dasar 
Negara, Undang Undang Dasar, Peraturan tentang Warga Negara), (Geograpik, 
2020). 

Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik pada Pergutruan 
Tinggi adalah Islam dikaitkan dengan isu isu kontemporer Islam dikaitkan 
dengan: Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah Hak mendasar yang 
diperoleh manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia tersebut yaitu: Tiap manusia 
berhak memiliki Ruh, Akal Sehat, Harta, Silsilah, Agama dan nama baik; 
Demokrasi. Demokrasi adalah manusia diberi hak untuk membuat peraturan 
yang belum ditur oleh agamanya; Hukum.Hukum adalah peraturan yang 
mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk didalam peraturan yang 
berhubungan antara warga negara dan Negara; Sistem Politik.Sistem politik 
adalah tatacara mengelola negara dalam segala aspek kehidupan warga 
negaranya dan Negara; Masyarakat Madani.Masyarakat Madani adalah sosio 
plitik dimana didalamnya ada top leader, lembaga kekuasaan politik, wilayah, 
warga negra yang bertuhan, taat hukum dan berakhlakul karimah; Toleransi 
Antar Dan Intern Umat Beragama.Toleransi Antar Dan Intern Umat Beragama 
adalah toleransi antar umat beragama satu dengan umat beragama lain dan 
toleransi antar intern umat beragama dalam lingkup agama yang sama. 

Materi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 
1) Materi Pendidikan Pancasila 
Materi Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal.Materi Pancasila pada Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal yaitu perkenalan 
tentang Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, Bahasa 
Indonesia, Karakter Bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai nilai 
Pancasila yaitu Iman dan Taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 
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Berprikemanusiaan, Cinta bangsa dan tanah air, Berjiwa demokrasi, Adil, 
jujur dan menolong orang lain (BPIP: 2) 

Materi Pendidikan Pancasila pada Sekolah Dasar/Madrasah 
IbtidaiyahMateri Pendidikan Pancasila pada Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah adalah penjabaran sila sila dalam Pancasila.Sila Pertama 
didalamnya Iman kepda Allah dan Asmaul Husna, Taqwa pada Allah dengan 
menjalankan perintahNya dan meninggalakan laranganNya.Toleransi dan 
Bebas menjalankan ibadahnya masing masing. Sila Kedua, didalamnya ada 
pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Hak Asasi Manusia, Sila Ketiga 
didalamnya Persatuan, kesatuan dan keselamatan negara diatas kepentingan 
pribadi dan golongan, cinta tanah air dan pengakuan keberagaman suku, 
bangsa dan budya bangsa. Sila Keempat didalamnya kedaulatan negara 
ditangan rakyat, tiap manusia sama kedudukannya dihadapan hukum, 
musyawarah mufakat penuh persaudaraan, mengutamakan musyawarah 
dalam tiap mengambil keputusan. Sila Kelima, didalamnya mewujudkan 
keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk didalamnya politik, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, adil memberi pertolongan, bekerja 
sama dalam kebaikan, perpandangan futuristic (Rosyida, 2016). 

Materi Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah trintegrasi dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan yaitu empat konsensus kebangsaan. Empat konesus 
tersebut adalah: a) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan 
pandangan hidup; b) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c) Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara 
Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah 
Indonesia; d) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas 
keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh 
dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa 
(Maladi, 2018). 

Materi Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah 
Aliyah terintegral dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membahas 
tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, Mewaspadai Ancaman Terhadap 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis, Yusnawan, 2017). 

Materi Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi Umum/Perguruan 
Tinggi Islam adalah sejarah, kedudukan dan hakikat sila-sila Pancasila, 
merespon persoalan aktual bangsa dan negara, dan menerapkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan (Nasional, Kebudayaan, & Indonesia, 2012). 
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2) Materi Pendidikan Kewarga negaraan 


Materi Pendidikan Kewarganegaraan Materi Pendidikan Kewargaan 
Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul 
Athfal adalah Negaraku, Alam Semesta, Pekerjaan dan Rekreasi (Istianti, 
Hamid, & Abdillah, 2016) 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah adalah cinta tanah air, kasih sayang, cinta damai, kesetaraan, 
musyawarah, tanggung jawab, kemandirian, kejujuran dan rendah hati 
(Rosyida, 2016). 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah trintegrasi dengan Pendidikan Pancasila yaitu 
empat pilar kebangsaan. Empat pilar tersebut adalah: a) Pancasila, sebagai 
dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup; b) Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang 
menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen 
terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; d) dan Bhinneka Tunggal Ika, 
sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis 
dalam pergaulan antar bangsa (Maladi, 2018). 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah terintegrasi dengan Pendidikan Pancasila yaitu 
membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika. Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, Mewaspadai 
Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis, Yusnawan, 
2017). 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi 
Umum/Perguruan Tinggi Islam adalah tentang konsep Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi, Open society, order politik, sistem dan sejarah politik Indonesia. 


3) Radikalisme 


Radikalisme adalah gerakan berbasis Islam yang dimaksudkan untuk 
melakukan pembaruan dalam segala aspek kehidupan manusia yang 
dilakukan dengn cara drastis keras dan tanpa kompromi kepad pihak-pihak 
yang dianggap musuh, dengan satu prinsip bahwa hanya Syariat Islam saja 
yang mampu mengatasinya sehingga pendirian Negara Islam dan penerapan 
Syarit Islam menjadi ide perjuangan (Nurjannah, 2013). 

Salah satu faktor munculnya radikalisme karena politik. Politik adalah 
cara mengelola negara. Politik dalam perbendaharaan istilah Islam disebut 
siyasah. Politik bagian dari peraturan Islam. Islam merupakan suatu sisitem 
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politik yang mengatur hubungn manusia dengan Allah, manusia dan alam 
semesta. Selain Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia 
dan alam juga mengatur hubungan muslim dengan non muslim yang diberi 
nama Piagam Madinah. Begitu sempurna Islam dalam segala peraturannya 
sehingga tidak ada alasan muslim untuk menjadi radikal dalam berbangsa dan 
bernegara. Faktor lain adalah muslim kurang memahami, menghayati dan 
mengamalkan Islam dan kurang fahamnya metode dakwah yang diamanatkan 
oleh Al Qur'an yaitu muslim mengajak manusia lain kejalan Allah dengan 
memberi pemahaman/hikmah/bimbingan, memberi mauidhoh hasanah 
bagaimana mengamalkan Islam, dan bersedia diajak berdialog dengan baik. 

Disamping itu juga muslim yang terjebak pada radikalismre adalah 
anak yang mencari jati diri tentang keislamannya dan menemukan 
pembimbing yang berdakwah dengan kekerasan, rerata mereka usia peserta 
didik SMP/MTs, SMA/MA, perguruan tinggi umum, yang dari perguruan 
tinggi umum rerata mereka drop out. 

Radikalisme sudah dicegah barbagai cara baik oleh Akademisi, Negara 
dan praktisi Pendidik, sudah mereda tapi kadang masih muncul juga, seperti 
pada tanggal 28 Maret 2021 pemboman gereja di Makasar dan teror 
penembakan di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021, maka dengan cara 
integrasi materi pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan bisa lenyap sama sekali karena sudah tertanam dan 
terinternalisasi sejak dini bahwa Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, 
NERI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dimana Pancasila, Undang Undang Dasar 
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika terkenal dengan sebutan Empat Pilar 
Kebangsaan dan juga sebagai materi pokok dalam Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan adalah hasil ijtihad ulama dan tidak bertentangan dengan 
Islam bahkan bagian dari ajaran Islam. 


B. Pembahasan 
1. Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam dan Pancasila dan 


Kewarganegaraan Dalam Menangkal Munculnya Radikalisme 

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara NKRI beriman, 
bertaqwa, berwawasan luas, cerdas kreatif, penuh inovasi kontruktif, oleh karena 
itu ketiga materi pendidikan tersebut diintergrasikan dan diinternalisasikan dengan 
kuat pada tiap warga negara NKRI agar mampu menolak ajakan sepintas dari 
orang yang tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup pribadi, bangsa, 
dan negara. Adapun cara mengintegrasikan ketiga materi pendididkan tersebut 
dalam menangkal munculnya radikalisme disesuaikan dengan tingkat usia peserta 
didik. 
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2. Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, 
Pendidikan Kewarganegaraan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman 
Kanak Kanak/ Bustanul Athfal 

Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ 
Bustanul Athfal dalam mencegah munculnya radikalisme dengan cara: 
mengintegrasikan Akidah dan Pancasila, Kewarganegaraan, NKRI, Undang 
Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar Kebangsaan 
tersebut bagian dari akidah Islam kemudian diinternalisasikan pada peserta didik 
agar peserta didik sudah punya konsep bahwa Empat Pilar Kebangsaan tersebut 
diimani sebagaimana mengimani kitab Allah yang berisi peraturan Allah baik 
yang tercantum dalam Al Qur'an, Al Hadits dan Ar Ro'yu karena Empat Pilar 
Kebangsaan adalah hasil ijtihad ulama, masuk pada peraturan dari sumber Ar 
Ro'yu. Kemudian Empat Pilar Kebangsaan dan lambang negara diintegrasikan 
dengan materi Ibadah dalam Pendidikan Islam yaitu muslim mempunyai 
kewajiban untuk mengakui, menghormati dan melindungi Empat Pilar 
Kebangsaan, lambang Negara(Burung Garuda, Bahasa, Bendera dan bangsa). 
Selanjutnya sikap terhadap Empat Pilar Kebangsaan dan lambang negara 
diintegrasikan dengan akhlaq bahwa sikap menerima, mengamalkan dan 
mengimani Empat Pilar Kebangsaan merupakan akhlaqul karimah. Peserta didik 
usia PAUD/TK/BA sudah punya konsep seperti diatas jika pesreta didik sudah 
dewasa bersikap menolak radikalisme dari siapapun. 

Guru mempunyai peran penting dalam menginternalisasikan integrasi materi 
Pendidikan Agama Islam dan materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan maka guru Pendidikan Agama Islam wajib memiliki wawasan 
Empat Pilar Kebangsaan sehingga ketika menyampaikan materi pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan mampu totalitas mengintegrasi dengan 
Pendidikan Agama Islam. Sedangkan guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan non muslim maka hendaklah mereka juga memiliki wawasan 
bahwa Empat Pilar Kebangsaan sebagai bagian dari peraturan Islam yang harus 
diterima, diakui, dihormati, dan dilindungi oleh peserta didik muslim, sehingga 
Empat Pilar Kebangsaan menginternalisasi pada peserta didik sebagaimana 
menginternalisasinya peraturan Islam yang lain, dan peserta didik mampu 
menolak radikalisme dari siapapun. 

3. Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, 
Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dalam mencegah 
munculnya radikalisme dengan cara yang sama dalam mengintegrasikan materi 
Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sama 
dengan yang disampaikan pada peserta didik usia PAUD/TK/BA, karena materi 
Pendidikan Agama Islam dan materi Pendidikn Pancasila dan Kewarganegaraan 
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dalam garis besar sama yaitu tentang akidah, syari'ah/ibadah, akhlak, dan Empat 
Pilar Kebangsaan dan lambang negara. 

Pada tingkat SD/MI ada materi tambahan yaitu tentang menguatkan nilai 
Pancasila dimana muslim dalam melaksanakan rukun Islam sebagai pelaksanaan 
Sila Pertama dari Pancasila. Peran guru tetap dibutuhkan untuk mengintegrasikan 
materi tersebut pada tingkat pendidik SD/MI maka guru Pendidikan Agama Islam 
menambah wawasan dan diinternalisasikan pada peserta didik bahwa muslim 
menjalankan rukun Islam sama dengan melaksanakan Sila Pertama dari Pancasila, 
demikian juga guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan non muslim 
menambah wawasan dan diinternalisasikan pada peserta didik bahwa muslim 
menjalankan rukun Islam sama dengan melaksanakan Sila Pertama dari Pancasila, 
sehingga peserta didik bersikap menolak radikalisme dari siapapun karena NKRI 
melindungi muslim melaksanakan agamanya. 

4. Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, 
Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah 

Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam 
mencegah munculnya radikalisme mencegah munculnya radikalisme dengan cara 
yang sama dalam mengintegrasikan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik usia PAUD/TK/RA dan pada 
usia SD/MI. Pada tingkat SMP/MTs ditambah materi tentang hirarki sumber 
hukum Islam dan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Empat 
Pilar Kebangsaan secara detail. 

Peran guru tetap dibutuhkan untuk mengintegrasikan hirarki sumber hukum 
Islam dengan Empat Pilar Kebangsaan, maka guru harus menambah wawasan dan 
menginternalisasikan pada peserta didik bahwa Empat Pilar Kebangsaan 
merupakan bagian dari hirarki sumber hukum Islam ketiga karena hasil ijtihad 
ulama. Peraturan yang termuat dalam Empat Pilar Kebangsaan wajib ditaati oleh 
warganegara muslim selama peraturan tersebut tidak mengajak ma'shiat kepada 
Allah. Begitu juga guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan non muslim 
menambah wawasan dan menginternalisasi pada peserta didik muslim 
bahwaEmpat Pilar Kebangsaan merupakan bagian dari hirarki sumber hukum 
Islam ketiga karena hasil ijtihad ulama. Peraturan yang termuat dalam Empat Pilar 
Kebangsaan wajib ditaati oleh warganegara muslim selama peraturan tersebut 
tidak mengajak ma'shiat kepada Allah, sehingga peserta didik bersikap menolak 
radikalisme dari siapapun. 

5. Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, 
Pendidikan Kewranegaraan pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

tegrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan 
Kewranegaraan pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam menangkal 
munculnya radikalisme dengan cara yang sama dalam mengintegrasikan 
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Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 
peserta didik usia PAUD/TK/BA dan pada usia SD/MI, pada SMP/MTs. Pada 
tingkat SMA/MA ditambah materi tentang Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Peran 
Indonesia dalam Perdamaian Dunia, Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Peran guru dibutuhkan untuk mengintegrasikan Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi, Perdamaian, dan politik dalam negeri dan luar negeri menurut Islam 
dan menurut rumusan NKRI. Maka guru Pendidikan Agama Islam harus 
menambah wawasan dan menginternalisasikan bahwa Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi, Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, Mewaspadai Ancaman 
Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari peraturan 
Islam. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan non muslim juga 
menambah wawasan dan menginternalisasikan bahwa Hak Asasi Manusia, 
Demokrasi, Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, Mewaspadai Ancaman 
Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari peraturan 
Islam sehingga peserta didik bersikap menolak radikalisme dari siapapun karena 
peraturan yang dirumuskan oleh NKRI adalah bagian dari peraturan Islam. 


. Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, 


Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Umum/Perguruan 
Tinggi Islam 
Peserta didik di Perguruan Tinggi adalah peserta didik yang sudah mendapat 
fondasi agama Islam dan Pancasila dan Kewarganegaraan mulai dari 
PAUD/TK/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Integrasi materi Pendidikan 
Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan pada 
Perguruan Tinggi Umum/Perguruan Tinggi Islam, dengan cara mahasiswa diajak 
berfikir, merenung tentang memelihara, memajukan, memakmurkan dan 
menjadikan NKRI menjadi hunian yang aman, tentram, damai, sejahtera. 
Perbuatan itu semua merupakan bagian dari kewajiban agama Islam. Mahasiswa 
ditekankan dan diinternalisasikan bahwa, Pancasila, Undang Undang Dasar 
1945, Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika 
merupakan hasil ijtihad ulama dan tidak bertentangan dengan Islam atau dengan 
kata lain NKRI, Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika 
adalah Darul Mitsaq/Negara Kesepakatan (Ma'ruf Amin, 2019: 3). Mahasiswa 
ditekankan untuk mengisi NKRI dengan kemampuan dalam ilmu, teknologi dan 
seni agar NKRI cepat mencapai negara yang aman, adil, tentram damai dan 
sejahtera. 
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Kesimpulan 

Uraian dari pendahuluan sampai pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pencegahan munculnya radikalisme sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari 
kalangan Akademisi, Negara dan praktisi Pendidik, walau sudah mereda tapi kadang 
masih muncul juga, seperti pada tanggal 28 Maret 2021 pemboman gereja di Makasar 
dan teror penembakan di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021; faktor muncul 
radikalisme antara lain adalah sistem politik NKRI, pelaku radikal kurang memahami, 
menghayati dan mengamalkan dan dakwah Islam, pelaku radikal masih mencari jati diri 
keislaman ; maka solusi lain menambah wawasan dengan cara Integrasi Materi 
Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat 
mencegah radikalisme karena sejak dini Warga NKRI diinsternalisasikan bahwa 
Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika merupakan hasil ijtihad ulama dan tidak bertentangan dengan 
Islam bahkan bagian dari peraturan Islam, dengan begitu muslim tidak berani 
menghianati kesepakatan. 
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Abstract 

The performance of human resources owned by the organization is a useful asset for 
the organization to achieve the goal. Quality and high-performance human resources 
are the expectations of every organization or company to improve the performance 
of its company. High human resource performance can benefit organizations with 
greaterprofitability. The purpose of this study is (1.) Analyzing the influence of 
technological control on productivity in xxx schools. (2.) analyze the influence of 
work discipline on productivity in xxx schools. (3.) analyze the influence of 
technological mastery on employee performance in xxx schools. (4.) analyze the 
effect of work discipline on employee performance in xxx school. (5.) analyze the 
effect of productivity on employee performance in xxx schools. The research method 
used is descriptive quantitative method. Descriptive methods are used to learn 
aspects of who, what, when and how of suatu topic. A simple descriptive concerns a 
univariate question or hypothesis regarding, or expresses something about, the 
magnitude, shape, distribution, or existence of a variable. The results showed that 
there is a significant and positive influence of technological mastery on employee 
performance. The coefficient of determination is 0.653 which means that the amount 
of technological mastery influence on employee performance is 65.3% and the 
remaining 34.7% is another factor that is not studied. There is an influence of 
technological mastery on productivity in xxx schools. This result explains that 
teachers who can master and use technology-based work equipment well will have 
good productivity. 


Keywords: technology master; discipline; productivity; employee performance 


Abstrak 
Kinerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi merupakan aset yang 
berguna bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang 
berkualitas dan berkinerja tinggi menjadi harapan setiap organisasi atau perusahaan 
untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Kinerja sumber daya manusia yang 
tinggi dapat menguntungkan organisasi dengan perolehan keuntungan yang lebih 
besar. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, Menganalisis pengaruh penguasan 
teknologi terhadap produktivitas di sekolah xxx. Kedua, menganalisis pengaruh 
disiplin kerja terhadap produktivitas di sekolah xxx. Ketiga, menganalisis pengaruh 
penguasaan teknologi terhadap kinerja karyawan di sekolah xxx. Keempat, 
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menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di sekolah xxx. 
Kelima, menganalisis pengaruh produktivitas terhadap kinerja karyawan di sekolah 
xxx. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 
Metode deskriptif digunakan untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan 
bagaimana dari suatu topik. Deskriptif sederhana menyangkut suatu pertanyaan 
atau hipotesis univariat mengenai, atau menyatakan sesuatu mengenai, besar, 
bentuk, distribusi, atau keberadaan suatu variabel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif penguasaan teknologi terhadap 
kinerja karyawan. Koefisien determinasinya adalah 0,653 yang berarti besarnya 
pengaruh penguasaan teknologi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 65,3% 
dan sisanya sebesar 34,7% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Terdapat pengaruh 
penguasaan teknologi terhadap produktivitas di sekolah xxx. Hasil ini menjelaskan 
bahwa guru yang dapat mengusai dan menggunakan peralatan kerja berbasis 
teknologi dengan baik maka akan memiliki produktivitas yang juga baik. 


Kata Kunci: penguasaan teknologi; disiplin kerja; produktivitas; kinerja karyawan 


Pendahuluan 

Kinerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi merupakan aset yang 
berguna bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berkinerja tinggi menjadi harapan setiap organisasi atau perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaannya. Kinerja sumber daya manusia yang tinggi dapat 
menguntungkan organisasi dengan perolehan keuntungan yang lebih besar. 

Kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, 
baik secara positif maupun negatif untuk mencapai tujuan organisasi (Colquitt, J. A., 
Jweffery A. L, 2011). Tercapainya tujuan suatu organisasi atau lembaga pendidikan 
hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi atau 
lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang erat 
antara kinerja perorangan dengan kinerja lembaga pendidikan atau kinerja organisasi. 
Dengan kata lain bila kinerja karyawan tinggi, maka kemungkinan besar kinerja 
perusahaan juga tinggi. 

Guru yang bekerja di sekolah xxx tempat penelitan ini diselenggarakan harus 
ditingkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dengan sekolah lain. Sekolah yang bermutu 
dan baik mencerminkan kinerja guru. Sekolah yang bermutu dan baik akan menarik 
banyak jumlah siswa, begitu pun sebaliknya. 

Hal ini dapat dilihat dari laporan penelitian yang dilakukan oleh (Kholidia 
Masitah, 2017) yang mengungkapkan bahwa jumlah peserta didik di SMP 
Muhammadiyah 1 Surabaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun ajaran 2013/2014 
terdapat 12 rombel (rombongan belajar, tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 13 rombel, 
tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017 sebanyak 14 rombel, dan pada tahun ajaran 
2016/2017. Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa peningkatan jumlah siswa tidak 
terlepas dari strategi manajemen yang berusaha memberikan kesan yang baik SMP 
Muhammadiyah 1 Surabaya kepada masyarakat. Tenaga pendidik di sekolah ini selalu 
melaksanakan tugas pokok sesuai fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Di 
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sekolah ini pembelajaran telah disampaikan dengan berbasis IT yang didukung oleh 
komputerisasi dan LCD. 

Apa yang terjadi di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya tidak terjadi di sekolah xxx 
tempat peneliti menyelenggarakan penelitian. Sebaliknya, jumlah siswa di sekolah ini 
terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukan kinerja guru masih masih belum 
optimal. Kurang optimalnya kinerja guru atau karyawan dapat dilihat dari jumlah siswa 
dari tahun 2015-2019 tidak bertambah secara signifikan. Data jumlah siswa dapat 
disajikan pada Tabel 1. 




















Tabel 1 
Data Jumlah Siswa xxx 2015-2019 

Unit 2015 2016 2017 2018 2019 
TK 261 276 295 284 277 
SD 462 470 482 491 523 
SMP 187 201 196 192 189 
SMA 164 160 183 156 142 
SMK 92 85 83 74 82 
Jumlah 1074 1107 1156 1197 1213 





Sumber: Sekolah xxx, 2019 


Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah siswa dari tahun 2015-2019 
mengalami penurunan terutama untuk unit SMP/SMA/SMK dan secara keseluruhan 
tidak ada penambahan jumlah murid yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa 
kinerja guru di sekolah xxx masih kurang optimal. Unit TK dan SD dari tahun 2015- 
2019 jumlah siswa bertambah cukup signifikan, untuk TK bertambah 16 siswa 
sedangkan SD bertambah 61 siswa. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti kemudian melakukan survey pendahuluan 
terhadap 30 guru di sekolah xxx mengenai kinerja guru, produktivitas, penguasaan 
teknologi, dan disiplin kerja. Hasil penelitian dapat dilihat pada Table 2, 3, 4 dan 5. 











Tabel 2 
Survey Pendahuluan Kinerja Karyawan 
Jawaban 
No Item pertanyaan Ya Tidak Jumlah 
1 Dapat menyelesaikan tugas pekerjaan 18 12 30 
tepat waktu (60%) (40%) (100%) 
2 Memiliki keterampilan yang tinggi dalam 19 11 30 
melaksanakan tugas pekerjaan (63%) (37%) (100%) 
3 Dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 17 13 30 
dengan standar sekolah (57%) (43%) (100%) 
4 Taat mengikuti prosedur yang diberikan 18 12 30 
oleh pihak Sekolah (60%) (40%) (100%) 
5 Dapat melakukan pekerjaan dengan 19 11 30 
seksama (63%) (37%) (100%) 
6 Dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan 16 14 30 
sesuai dengan target (53%) (47%) (100%) 





Sumber: Survey Pendahuluan, diolah (2019) 
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Tabel 3 
Survey Pendahuluan Produktivitas 
No Item pertanyaan Jawaban dak Jumlah 
1 Memiliki kemampuan kerja di sekolah 18 12 30 
(58%) (42%) (100%) 
2 Memiliki peningkatan kerja yang sesuai 17 13 30 
dengan kebutuhan di sekolah (57%) (43%) (100%) 
3 Dapat bekerja keras untuk kepentingan karir 19 11 30 
di Sekolah (63%) (37%) (100%) 
4 Dapat menyelesaikan pekerjaan yang 16 14 30 
menantang di Sekolah (53%) (47%) (100%) 
5 Memiliki tanggung jawab terhadap 20 10 30 
pekerjaan di sekolah (6700) (33%) (100%) 
6 Dapat bekerja sama dengan rekan kerja di 17 13 30 
sekolah (57%) (43%) (100%) 
Sumber: Survey Pendahuluan, diolah (2019) 
Tabel 4 
Survey Pendahuluan Penguasaan Teknologi 
Jawaban 
No Item pertanyaan Ya Tidak Jumlah 
1 Dapat mempermudah dalam proses kegiatan 18 12 30 
belajar mengajar pada sekolah (60%) (40%) (100%) 
2 Dapat membantu menyelesaikan tugas 16 14 30 
pekerjaan (53%) (47%) (100%) 
3 Dapat meningkatkan kemampuan yang lebih 18 12 30 
baik dalam kegiatan belajar mengajar di (60%) (40%) (100%) 
sekolah 
4 Dapat mempertinggi motivasi dalam 20 10 30 
kegiatan belajar mengajar di Sekolah (67%) (33%) (100%) 
5 Dapat mempertinggi hasrat untuk bekerja di 20 10 30 
Sekolah (67%) (33%) (100%) 
6 Dapat meningkatkan komitmen kerja dalam 17 13 30 
kegiatan belajar mengajar di Sekolah (57%) (43%) (100%) 
Sumber: Survey Pendahuluan, diolah (2019) 
Tabel 5 
Survey Pendahuluan Disiplin Kerja 
Jawaban 
No Item pertanyaan Ya Tidak Jumlah 
1 Pekerjaan yang dibebankan harus sesuai 20 10 30 
dengan kemampuan guru atau karyawan. (67%) (33%) (100%) 
2 Kepala Sekolah harus menjadi panutan guru 18 12 30 
atau karyawan (60%) (40%) (100%) 
3 Guru atau karyawan memperoleh pelatihan, 17 13 30 
bimbingan, arahan dan pengawasan dari (57%) (43%) (100%) 
Kepala Sekolah. 
4 Guru atau karyawan memperoleh sanksi yang 20 10 30 
keras jika melanggar peraturan (67%) (33%) (100%) 
5 Dapat menciptakan hubungan harmonis antar 16 14 30 
semua guru atau karyawan (53%) (47%) (100%) 
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Jawaban 








No Item pertanyaan Ya Tidak Jumlah 
6 Kepala Sekolah harus bersikap berani dan 19 11 30 
tegas kepada guru atau karyawan (63%) (37%) (100%) 





Sumber: Survey Pendahuluan, diolah (2019) 


Hasil survey pendahuluan pada Tabel 3 menunjukan kemampuan kerja, kerja 
sama antar rekan masih kurang maksimal. Manajemen perusahaan harus berusaha untuk 
lebih meningkatkan kemampuan kerja, tingkat kerjasama dan lain-lain agar kinerja 
karyawan meningkat sehingga kinerja perusahaan juga mengalami peningkatan. 
Produktivitas kerja yang dimiliki guru seperti kemampuan kerja, tanggung jawab, 
bekerja sama dan lain-lain menjadikan karyawan memiliki terampil dalam bekerja, lebih 
semangat, mencapal tujuan secara bersama, lebih mudah memahami pekerjaan sehingga 
hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi meningkat. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2016) yang menyatakan bahwa produktivas kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penguasaan teknologi oleh guru di sekolah xxx masih kurang maksimal, sesuai 
hasil survey pendahuluan pada Tabel 4 Manajemen perusahaan harus berusaha untuk 
lebih meningkatkan penguasaan teknologi yang lebih baik kepada guru agar 
produktivitas dan kinerja guru meningkat sehingga kinerja sekolah xxx juga mengalami 
peningkatan. Peneliti melakukan observasi pada laporan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terdahulu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja guru. (Karim, 
2016) dalam penelitiannya melaporkan bahwa penguasaan teknologi informasi, 
pendidikan dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja. Teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas karyawan bank, (Mutuku & Nyaribo, 2015). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan disiplin kerja pada Tabel 5, terlihat bahwa 
disiplin kerja yang dimiliki guru masih kurang maksimal. Untuk itu manajemen sekolah 
harus dapat memberikan dorongan dan rangsangan kepada guru agar memiliki disiplin 
yang tinggi. Dengan disiplin kerja yang tinggi maka guru dapat bekerja dengan penuh 
semangat dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target, sehingga kinerja guru akan 
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan beberapa laporan penelitian terdahulu. 
(Suyono, 2014) melaporkan bahwa disiplin mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, (Noel, Lapian, & Pandowo, 2017) dan (Jeffrey & Soleman, 2017). 

Dalam mengatasi permasalahan yang ada di unit SMP, SMA dan SMK serta 
menjaga agar tidak terjadi pada unit TK dan SD maka perlu dilakukan upaya dengan 
jalan meningkatkan kinerja guru. Peningkatan kinerja guru ini diharapkan agar untuk 
tahun berikutnya dapat menambah jumlah siswa secara signifikan mulai dari unit TK, 
SD, SMP, SMA dan SMK. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja guru salah satunya 
adalah produktivitas. Laporan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2016) menyatakan 
bahwa produktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 


1498 Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, Juni 2021 


Pengaruh Penguasaan Teknologi dan Disiplin Kerja 


Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2016) variabel-variabel yang 
memengaruhi produktivitas adalah pengembangan karir dan kompetensi kerja. 
(Sridaryono, 2019) melaporkan bahwa produktivitas kerja secara langsung berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja. Variabel yang mempengaruhi produktivitas 
dalam penelitian ini adalah kompetensi dan kompensasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
kinerja guru di sekolah xxx sehingga manajemen dapat meningkatkan kinerja guru serta 
mempertahankan bahkan menarik jumlah siswa lebih banyak. Setelah membaca laporan 
penelitian terdahulu dan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka 
penelitian ini hanya meneliti penguasaan teknologi, disiplin kerja dan produktivitas 
yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru di sekolah xxx. 


Metode penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah xxx yang terletak di daerah Jakarta Barat 
dengan jumlah populasi sebanyak 119 guru dan menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan kausal. Jumlah sampel ini melebihi jumlah sampel yang 
disarankan oleh Krejcie dan Morgan tahun 1970, dimana ukuran sampel untuk populasi 
sebesar 120 orang adalah 92 responden. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari sekolah dan data sekunder diperoleh dari 
kuesioner. Kuesioner diberikan kepada 119 guru melalui aplikasi Google form. Data 
yang diperoleh dari kuesioner kemudian diolah menggunakan program SEM PLS. 


Hasil dan pembahasan 
A. Karakteristik responden 
Karakteristik 119 guru yang merupakan sampel dalam penelitian ini terlihat 
pada Tabel 6. 


























Tabel 6 
Karakteristik Responden 
Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase 
Status Menikah 58 48,7% 
Belum menikah 61 51, 3% 
Jumlah 119 100 
Jenis Kelamin Laki-laki 29 24,4% 
Perempuan 90 75,6% 
Jumlah 119 100 
Usia < 20 tahun 2 1,7% 
> 20 — 30 tahun 44 37% 
> 30 — 40 tahun 54 45,4% 
> 40 — 50 tahun 12 10,1% 
Di atas 50 tahun 7 5,9% 
Jumlah 119 100 
Masa Kerja < 5 tahun 60 50,4% 
> 5 — 10 tahun 44 37% 
> 10 — 15 tahun 15 12,6% 
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Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase 

Di atas 15 tahun 0 0% 
Jumlah 119 100 

Pendidikan Diploma 4 3,4% 
S1 112 94,1% 
S2 3 2,5% 
S3 0 0% 
Jumlah 119 100 


1500 





Sumber: Olahan Peneliti 2020 


Responden berdasarkan status sesuai data pada Tabel 6 yang paling dominan 
adalah berstatus belum menikah sebesar 51, 3% diikuti dengan responden berstatus 
menikah sebesar 48,7%. Mayoritas responden berusia antara lebih dari 30 tahun 
sampai dengan 40 tahun, yaitu sebanyak 54 responden. Jumlah responden 
terbanyak kedua berusia antara lebih dari 20 tahun sampai dengan 30 tahun, yaitu 
sebanyak 44 reponden. Sebanyak 60 guru berkerja selama kurang dari 5 tahun. 
Sebanyak 44 guru telah bekerja selama lebih dari lima tahun sampai sepuluh tahun. 
Mayoritas responden atau guru di sekolah xxx pendidikan terakhirnya adalah Strata 
1. Hanya dua guru yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang Strata 2. Sebanyak 
112 reponden mempengaruhi hasil penelitian ini yang semuanya menyelesaikan 
pendidikan sampai jenjang Strata 1. 

a) Model Partial Least Square (PLS) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan program smartPLS 3.0. Model 
pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan 
koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat dari hasil penelitian pada 
Gambar 1 dan Gambar 2. 





0.712 
0.726 na N 
0.714 — — 0.572 - = 0.786 
[e 0.746 0.764 4 poe | 
4 0.732 
0.742 
Penguasaan A 4 01749 
Teknologi roduktivitas 
0.257 0.385 
0.265 
| on, 
0,725 | —0.728 — 
po 0.763 — = e = — 0,336 - 7 = = 0.717 — Ho ka ] 
| owe 4 0.704 0.704 
4 kate Kinerja Karyawan 0.713 
0.749 Disiplin Kerja 
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1. Evaluasi Outer Model 
a. Convergent Validity 


Gambar 2 
Inner Model 


Untuk menguji convergent validity digunakan nilai outer loading atau 
loading factor seperti yang terlihat pada gambar 1. Suatu indikator 
dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai 
outer loading > 0,7. Berikut adalah nilai outer loading dari masing-masing 
indikator pada variabel penelitian yang disajikan pada Tabel 7. 




































































Tabel 7 
Outer Loading 
Variabel Indikator Outer Loading 
Penguasaan Teknologi (X1) PT1 0,726 
PT2 0,726 
(Williams, Sawyer, & PT3 0,703 
Hutchinson, 1999) PT4 0,714 
PTS 0,746 
PT6 0,742 
Disiplin Kerja (X2) DK1 0,762 
DK2 0,725 
(Sutrisno, 2013) DK3 0,763 
DK4 0,704 
DK5 0,751 
DK6 0,749 
Produktivitas (Z) PD1 0,712 
PD2 0,712 
(Ferreira & Du Plessis, 2009) PD3 0,786 
PD4 0,764 
PD5 0,732 
PD6 0,747 
Kinerja Karyawan (Y) KK1 0,714 
KK2 0,701 
(Colquitt, J. A., Jweffery A. L, KK3 0,728 
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Variabel Indikator Outer Loading 
2011) KK4 0,717 
KK5 0,704 
KK6 0,713 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan data pada Tabel 7 terlihat bahwa masing-masing indikator 
variabel penelitian secara keseluruhan memiliki nilai outer loading > 0,7. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator variabel yang nilai outer 
loading-nya di bawah 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan layak atau 
valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih 
lanjut. 


b. Discriminant Validity 


Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji 
discriminant validity dilakukan dengan melihat nilai average variant 
extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya 
harus > 0,5 untuk model yang baik. Berikut disajikan hasil uji discriminant 
validity pada Tabel 8. 




















Tabel 8 

Average Variant Extracted (AVE) 
Variabel AVE 
Penguasaan Teknologi 0,528 
Disiplin Kerja 0,552 
Produktivitas Kerja 0,551 
Kinerja Karyawan 0,508 
Penguasaan Teknologi 0,528 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa nilai AVE untuk semua variabel 
penelitian memiliki nilai > 0,5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
setiap variabel penelitian telah memiliki discriminant validity yang baik. 


. Composite Reliability 


Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk 
menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu 
variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki 
nilai composite reliability > 0,6. Pada Tabel 9 disajikan nilai composite 
reliability dari masing-masing variabel penelitian. 
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Tabel 9 
Composite Reliablity 
Variabel Composite Reliablity 
Penguasaan Teknologi 0,870 
Disiplin Kerja 0,881 
Produktivitas Kerja 0,880 
Kinerja Karyawan 0,861 
Penguasaan Teknologi 0,870 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa nilai composite reliability semua 
variabel penelitian > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel telah memenuhi composite realibility sehingga dapat disimpulkan 
bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi. 

d. Cronbach Alpha 

Uji realibilitas dengan composite reability di atas dapat diperkuat 
dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan 
reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach 
alpha > 0,75. Tabel 10 menunjukkan nilai cronbach alpha dari masing- 
masing variabel. 




















Tabel 10 
Cronbach Alpha 
Variabel Cronbach Alpha 
Penguasaan Teknologi 0,821 
Disiplin Kerja 0,837 
Produktivitas Kerja 0,837 
Kinerja Karyawan 0,807 
Penguasaan Teknologi 0,821 





Sumber: Hasil Pengolahan PLS, 2020 


Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa nilai cronbach alpha dari 
masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian hasil ini 
menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi 
persyaratan nilai cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 


B. Hasil uji hipotesis 
1. Pengaruh Langsung 
Pendekatan analisis structural Equation Model (SEM) dengan 
menggunakan Partial Least Square (PLS) digunakan untuk menguji hipotesis 
karena tidak memerlukan sampel besar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
119 yang semuanya dijadikan sampel. Kuesioner disebarkan menggunakan 
Google Formulir. Link dikirimkan melalui aplikasi whatsapp untuk diisi oleh 
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guru mulai tanggal 24 Juni sampai 26 Juni 2020. Pengujian pertama dilakukan 
untuk mengetahui hubungan dari penguasaan teknologi, disiplin kerja dan 
produktivitas secara lansung terhadap variabel dependent kinerja karyawan. 
Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk 
menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini 
dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis 
penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05. Hasil uji 
hipotesis pengaruh langsung yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner 
model disajikan pada Tabel 11. 




















Tabel 11 
Pengaruh Langsung 
Hipotesi P 
# Pengaruh Statisti Value Hasil 
k s 
H1 Pengunaan Toler? 4,929 0,000 Diterima 
Produktivitas 
H2 Disiplin Kerja => Produktivitas 2,243 0,025 Diterima 
H3 Penguasaan eee => Kinerja 3054 0,002 Diterima 
H4 Disiplin Kerja => Kinerja Guru 4,525 0000 Diterima 
H5 Produktivitas => Kinerja Guru 6,142 0,000 Diterima 





Sumber: Hasil Pengalahan PLS, 2020 


a. Pengaruh Tidak Langsung 
Dilakukan pengujian pada H6 dan H7 untuk mengetahui pengaruh tidak 
langsung variabel independent terhadap variabel dependent melalui peran 
variabel mediator produktivitas. Pengaruh secara tidak langsung penguasaan 
teknologi terhadap kinerja karyawan melalui produktivitas dan pengaruh disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan melalui produktivitas dapat dilihat dari total 
indirect effect yang disajikan pada Tabel 12. 


Tabel 12 
Pengaruh Tidak Langsung 





, ; T- P- ; 
Hipotesis Pengaruh Statistik Values Hasil 





Penguasaan Tekonolgi => Kinerja 


He Karyawan melalui Produktivitas 


3,443 0,001 Diterima 





Disiplin Kerja => Kinerja 


He Karyawan melalui Produktivitas Sing ana 





Sumber: Hasil Pengalahan PLS, 202 


2. Pengaruh penguasaan teknologi terhadap produktivitas 


1504 


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 4,929 > 1,96 artinya 
ada pengaruh yang signifikan dan positif penguasaan teknologi terhadap 
produktivitas. Koefisien determinasinya adalah 0,653 yang berarti besarnya 
pengaruh penguasaan teknologi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 65,3% 
dan sisanya sebesar 34,7% adalah faktor lain yang tidak diteliti. 
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Penguasaan teknologi merupakan seperangkat keterampilan dan 
pemahaman yang dibutuhkan oleh individu sehingga memungkinkan 
penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Oliver 
& Towers, 2000). Penguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh karyawan 
atau guru dapat membuat suatu pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Karyawan 
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya 
peralatan komputer dan dukungan teknologi internet sehingga informasi yang 
disampaikan ke atasan lebih cepat dan akurat. Sebagai guru dapat melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar dengan lebih mudah dan cepat dipahami oleh peserta 
didik karena menggunakan teknologi informasi seperti persentasi dengan 
komputer, animasi bergerak dan lain sebagainya. Penguasaan teknologi 
informasi ini dapat mempengaruhi produktivitas kerja guru atau karyawan. 

Hasil penelitian in mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo, 
2016), (Karim, 2016), (Mutuku & Nyaribo, 2015) yang menyatakan bahwa 
penguasaan teknologi informasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 2,243 > 1,96 artinya 
ada pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas. Koefisien determinasinya 
adalah 0,653 yang berarti besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap 
produktivitas adalah sebesar 65,3% dan sisanya sebesar 34,7% adalah faktor lain 
yang tidak diteliti. 

Disiplin kerja disiplin merupakan suatu bentuk pelatihan yang 
menegakkan aturan organisasi (Mathis, 2011). Disiplin menunjukkan suatu 
kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan 
ketetapan perusahaan. Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada 
dalam perusahaan diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai 
disiplin yang buruk. Sebaliknya bila karyawan tunduk pada ketetapan 
perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. 

Disiplin kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
besar kecilnya kompensasi, keteladanan kepemimpinan, aturan pasti dan 
keberanian pemimpin. Untuk itu perusahaan atau organisasi harus 
memperhatikan tingkat disiplin kerja karyawan agar tujuan organisasi dapat 
tercapai. Disiplin kerja yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo, 
2016), (Zainal, 2017), (Saleh & Utomo, 2018), (Karim, 2016) yang menyatakan 
bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. 

4. Pengaruh penguasaan teknologi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 3,054 > 1,96 artinya 
ada pengaruh positif dan signifikan penguasaan teknologi terhadap kinerja 
karyawan. Koefisien determinasinya adalah 0,821 yang berarti besarnya 
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pengaruh penguasaan teknologi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 82,1% 
dan sisanya sebesar 17,9% adalah faktor lain yang tidak diteliti. 

Penguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh guru dapat membuat 
suatu pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Guru dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya peralatan komputer dan dukungan 
teknologi internet sehingga informasi yang disampaikan ke atasan lebih cepat 
dan akurat. Sebagai guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 
lebih mudah dan cepat dipahami oleh peserta didik karena menggunakan 
teknologi informasi seperti persentasi dengan komputer, animasi bergerak dan 
lain sebagainya. Penguasaan teknologi informasi ini dapat mempengaruhi 
kinerja guru atau karyawan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Saha, A., 
& Majumder, 2017), (Oguche, 2017), (Yuvaraj & Nadheya, 2018), (Nuskiya, 
2018), (Muzakki, M. H., Susilo, H., & Yuniarto, 2016) yang menyatakan babwa 
penguasaan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja guru atau 
karyawan. 


. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh t-value 4,525 > 1,96 artinya ada 
pengaruh positif yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 
Koefisien determinasinya adalah 0,821 yang berarti besarnya pengaruh disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 82,1% dan sisanya sebesar 
17,9% adalah faktor lain yang tidak diteliti. 

Disipilin merupakan suatu bentuk pelatihan yang menegakkan aturan 
organisasi (Mathis, 2011). Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang 
ada dalam perusahaan diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan 
mempunyai disiplin yang buruk. Sebaliknya bila karyawan tunduk pada 
ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. 

Disiplin kerja yang baik dapat berdampak pada pekerjaan lebih maksimal, 
lebih fokus, lebih cermat dan dapat mencapai target sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja guru atau karyawan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Noel et al., 
2017), (Suyono, 2014), (Jeffrey & Soleman, 2017) yang menyatakan bahwa 
disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 


. Pengaruh Produktivitas terhadap Kinerja Karyawan 


Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 6,142 > 1,96 artinya 
ada pengaruh positif dan signifkan produktivitas terhadap kinerja karyawan. 
Koefisien determinasinya adalah 0,821 yang berarti besarnya pengaruh 
produktivitas terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 82,1% dan sisanya 
sebesar 17,9% adalah faktor lain yang tidak diteliti. 

Produktivitas adalah sikap karyawan terhadap pekerjaannya yang 
mencerminkan pengalaman-pengalaman menyenangkan maupun yang tidak 
menyenangkan dan berbagai harapan mengenai pengalaman-pengalaman di 
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masa depan (Wexley & Yukl, 1977). Produktivitas kerja yang dimiliki karyawan 
atau guru seperti kemampuan kerja, tanggung jawab, bekerja sama dan lain-lain 
menjadikan karyawan memiliki terampil dalam bekerja, lebih semangat, 
mencapai tujuan secara bersama, lebih mudah memahami pekerjaan sehingga 
hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi meningkat. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri, 2016), (Sridaryono, 2019) yang 
menyatakan bahwa produktivas kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung yang diperoleh melalui inner model 
ditampilkan pada gambar 3. 


Penguasaan 
Teknologi 
= n 0,257 (3,054***) 


0.572 (4.929***) Hı IN 
0,385 (6,142***) 
Kinerja 
ua 
0265 (2,243***) H perna 


Hi 0336045254) 
Disiplin PA 
Kerja 


Gambar 3 
Hasil Nilai t-value dan Koofisien Jalur pada Model Penelitian 


7. Pengaruh Penguasaan Teknologi terhadap Kinerja Karyawan melalui 
Produktivitas 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 3,443 > 1,96 artinya 
produktivitas kerja dapat memediasi pengaruh antara penguasaan teknologi 
dengan kinerja karyawan. Penguasaan teknologi yang dimiliki oleh karyawan 
atau guru dapat memudahkan pekerjaannya, sehingga dapat memicu 
produktivitas kerja guru atau karyawan. Sehingga dengan adanya penguasaan 
teknologi ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. 
8. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui 
Produktivitas 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t-value 2,166 > 1,96 artinya 
produktivitas kerja dapat memediasi pengaruh antara disiplin kerja dengan 
kinerja karyawan. Disiplin kerja tinggi yang dimiliki oleh guru atau karyawan 
dapat berdampak pada ketepatan jadwal penyelesaian pekerjaan atau sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan, dapat bekerja lebih fokus. Sehingga dengan 
disiplin kerja yang tinggi dapat berpengaruh terhadap meningkatknya 
produktivitas kerja dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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Pembahasan 

Dalam era industri 4.0 menuntut setiap individu agar dapat berjalan beriringan 
dengan teknologi yang telah berkembang sangat cepat. Hampir setiap pekerjaan dapat 
dibantu atau akan lebih mudah dikerjakan dan berhasil lebih baik bila dikerjakan dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga pemanfaatan teknologi dalam 
melakukan pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. 

Produktivitas dan kinerja yang meningkat ini secara otomatis dapat 
mempertahankan daya saing dengan perusahaan sejenis. Sekolah xxx saat ini 
mengalami masalah mempertahankan daya saing. Hal ini dapat dilihat dari 
kecenderungan jumlah murid yang terus menurun dalam tiga (3) tahun ajaran terakhir 
terutama pada divisi SMP, SMK dan SMK. 

Keluaran (output) dari guru adalah tersampaikannya materi dengan baik kepada 
peserta didik sehingga peserta didik menjadi puas. Jumlah peserta didik yang terus 
menurun tersebut dapat menjadi cermin bagi manajemen bahwa peserta didik tingkat 
SMP, SMK dan SMA tidak puas belajar di sekolah xxx. Manajemen sekolah sudah 
menyediakan berbagai perangkat pendukung agar guru dapat lebih mudah dalam 
menyampaiakan materi pelajaran, seperti tersedianya proyektor di setiap ruang kelas 
dan dua (2) laboratorium komputer selain komputer yang tersedia di setiap ruang guru. 
Manajemen juga menyelenggarakan pelatihan agar guru dapat memanfaatkan fasilitas 
tersebut dalam bekerja. Hal ini dilakukan karena pihak manajemen menyadari betul 
bahwa peserta didik pada era sekarang ini sudah sangat akrab dengan teknologi, 
sehingga dalam penyampaian materi pelajaran sebisa mungkin harus memanfatkan 
teknologi agar lebih akrab dan dapat diterima oleh peserta didik dan bukan lagi 
menyampaiakan materi seratus persen secara konvensional. Sehingga dengan 
memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan diharapkan guru dapat meningkatkan 
produktivitas dan kinerjanya. 

Hasil penelitian ini menunjukan produktivitas dan kinerja guru masih rendah, 
belum mencapai angka 90%. Presentase besarnya produktivitas kerja dapat dijelaskan 
oleh penguasaan teknologi dan disiplin kerja sebesar 65,3% dan kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh penguasaan teknologi, disiplin kerja dan produktivitas kerja sebesar 
82,1%. Kinerja guru dapat ditingkatkan melalui produktivitas. Manajemen harus 
memperhatikan penguasaan teknologi karena mempunyai kontribusi yang lebih besar 
terhadap produktivitas, namun demikian manajemen tidak boleh mengabaikan disiplin 
kerja para guru. 


Kesimpulan 
Kinerja karyawan adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan 


kontribusi, baik secara positif maupun negatif untuk mencapai tujuan organisasi 
Colguitt et al, 2015. Pengusaan teknologi, disiplin dan produktivitas memberikan 
kontribusi terhadap kinerja guru di sekolah xxx. Hasil ini menjelaskan bahwa guru yang 
dapat mengusai dan menggunakan peralatan kerja berbasis teknologi dengan baik maka 
akan memiliki produktivitas yang juga baik. Seperti yang dijelaskan oleh Oliver dan 
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Towers tahun 2000, bahwa penguasaan teknologi merupakan seperangkat ketrampilan 
dan pemahaman yang dibutuhkan oleh individu sehingga memungkinkan penggunaan 
teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru agar dapat lebih 
mudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik memerlukan 
ketrampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi. 

Mathis tahun 2011 memberi penjelasan mengenai disiplin, yaitu suatu bentuk 
pelatihan yang menegakkan aturan organisasi. Guru yang bermasalah seringkali 
memengaruhi sistem disiplin. Guru yang tingkat disiplinnya rendah cenderung 
menunjukkan produktivitas dan kinerja yang rendah pula. Guru yang tingkat disiplinnya 
rendah, dalam melaksanakan pekerjaan kurang mematuhi aturan yang telah ditentukan 
oleh manajemen. 
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